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ABSTRAK

Nama : Rizki Piet Darmawan
Program Studi: Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen
Judul : Motif Konvergensi IFRSs Di Indonesia dan

Dampaknya Terhadap Kebijakan Perpajakan

Tesis ini membahas motif konvergensi IFRSs di Indonesia dan bagaimana
dampaknya terhadap kebijakan perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
perekononomjan dunia didominasi oleh sistem kapitalisme global yang bercirikan
pergerakan modal uang yang bebas, lintas batas dan memberi peluang investasi
portofolio lebih berkembang dari FDI. Kebutuhan untuk mengalirkan ataupun
mendapatkan modal lintas batas akhirnya mendorong terwujudnya IFRSs sebagai
standar akuntansi global. Konvergensi IFRSs di Indonesia merupakan sebuah
kenyataan global yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sebuah opsi karena status
pelaku dalam lingkungan masyarakat ekonomi global sekaligus konsekuensi
keanggotaan dalam organisasi intemasional yang mendukung konvergensi.
Kebijakan otoritas pajak untuk merespon konvergensi IFRSs seharusnya berkaitan
dengan fungsi budgetair dan regulerend bagi perckonomian nasional.

Kata kunci:
IFRSs, kapitalisme global, investasi portofolio, FDI, pajak
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ABSTRACT

Name : Rizki Piet Darmawan
Study Program : Graduate School of Strategic Intelligence Studies
Judul : IFRSs Convergence Motive in Indonesia

and Its Impact to Tax Policy

The concern of this study is about IFRSs convergence motive in Indonesia and its
impact to tax policy. The study uses qualitative method research and descriptive
design approach. The findings show that world economic system is dominated by
global capitalism system that identic with the free movement of capital and give
portfolio investment a chance to rise faster than foreign direct investment. A need
to flow or get borderless capital finally encourage IFRSs as global accounting
standard. JFRSs convergence in Indonesia is an unavoidable global reality. It was
not an option because Indonesia is an actor in global economic society and its
consequence as member of international organizations that support IFRSs
convergence. Tax authority policy to respon IFRSs convergence should be related
with budgetair and regulerend function for national economy.

Key words:
IFRSs, global capitalism, portfolio investment, FDI, tax
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasaiahan

Kita hidup dalamm masyarakat ekonomi global yang bercirikan
perdagangan bebas dalam barang dan jasa bahkan terlebih oleh gerak modal
(dalam rangka investasi atan hutang) yang bebas batk melalui direct investment
maupun portfolio investment. Akibatnya, angka suku bunga, nilai tukar dan harga
saham di berbagai negara sangat erat berkaitan dengan pasar uang global dan
berpengaruh sangat kuat pada keadaaan ekonomi di banyak negara. Modal vang
menikmati posisi istimewa. Modal uang lebih bebas bergerak ketimbang faktor-
faktor produksi yang lain dan bahkan iebih mobile daripada bentuk-bentuk modal
yang lain. Globalisasi pasar uang telah mengurangi kemampuan negara-negara
untuk menarik pajak dan mengatur modal karena modal ini dapat bergerak ke
tempat lain, sehingga mengingat peran menentukan yang dimainkan modal vang
internasional, situast ini disebut sebagai sistem kapitalisme global (Soros, 2007).

Perlindungan kepertingan masyarakat urnum biasanya menjadi tugsas
negara bangsa. Tetapi kekuasaan negara-negara bangsa telah menciut sementara
pasar global internasional makin meluas. Bila modal yang bebas bergerak dan
diatur dengan risiko kekayaan itu pergi, pemerintah harus menuruti tuntutan-
tuntutannya, sering dengan mengorbankan pertimbangan-pertimbangan lain.
Menurut Soros (2007), mengusir modal dapat berakibat lebih memgikan
ketimbang penarikan pajak dan membuat peraturan-peraturan. Dalam beberapa
cara hal ini merupakan perkembangan yang baik. Perusahaan-perusahiaan swasta
lebih mahir menciptakan kekayaan ketimbang negara dan persaingan bebas pada
skala global telah menyebabkan akselerasi produktivitas. Sedangkan negara-
negara sering menyalahgunakan kekuasaannya dan globalisasi justru menawarkan
suatu derajad kebebasan individual, yang tidak mungkin diberikan oleh negara
manapun,

Akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan

informasi yang terus berubah dan mencerminkan kondisi budaya, ekonom,

1
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hukum, sosial dan politik yang ada dalam lingkungan kegiatannya. Sejarah
akuntansi dan para akuntan memperlihatkan perubahan secara terus menerus.
Akuntansi memberikan informasi pengambilan keputusan kepada pasar sekuritas
domestik dan internasional yang sangat besar. Menurut Kartikahadi (2010}, dalam
suatu sistem ekonomi pasar, mutlak diperlukan standar akuntansi keuangan yang
dapat diandalkan agar pasar uang dan pasar modal dapat berkembang dengan
sehat. Lambat laun akuntansi telah memperluas lingkupnya terhadap konsultasi
manajemen dan menggabungkan teknologi informasi yang makin berkembang ke
dalam sistem dan prosedurnya (Choi dan Meek, 2005).

Perubghan yang terus terjadi di lingkungan kegiatan akuntansi
diimplementasikan para akuntan dunia dengan melakukan harmonisasi standar
akuntansi. Arus dana telah melintas batas negara melalui pasar uang dan pasar
modal secara deras. Tetapi sejumlah perusahaan yang berusaha memperoleh
modal di luar pasar negara asal dan para investor yang berusaha untuk melakukan
diversifikasi investasi secara internasional menghadapi masalah yang makin
meningkat sebagai akibat dar perbedaan nasional dalam hal akuntansi,
pengungkapan dan audit. Sebagai jawaban atas kondisi itu, upaya harmonisasi
standar akuntansi semakin meningkat dilakukan. Upaya harmonisasi mengerucut
pada usaha konvergensi memasuki mifenium ketiga sejalan dengan restrukturisasi
IASC (International Acccunting Standard Committee) menjadi IASB
(International Accounting Standard Board) yang bertujuan mengembangkan satu
set standar akuntansi global dam berusaha mendorong konvergensi standar
akuntansi nasional dan IFRSs (International Financial Reporting Standards)
sebagai standar akuntansi global.

Menurut Kartikahadi (2010) di era globalisasi, program konvergensi
IFRSs adalah swatu keharusan yang tak perlu diragukan. Perkembangan
konvergensi menjadi relatif cepat dan dimamis di seluruh dunia termasuk di
Indonesia. Hal ini juga dikarenakan program IASB tersebut didukung banyak
lembaga atau organisasi dumia maupun regional, seperti UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development), OECD. (Organization for.
Economic Co-operation and Development) dan 10SCO -(International
Organization of Securities Commission). Dipicu oleh krisis finansial global, pada
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bulan Nopember 2008 di Amerika Serikat, negara-negara G-20 termasuk
Indonesia membuat kesepakatan dalam. Declaration of Summit on Financial
Markets and the Word Economy yang beberapa isinya mendorong terciptanya
standar akuntansi global berkualitas tinggi dan mendorong kerja sama antara
accounting standard setters dengan regulator dan pengawas, Akhirnya pada
tanggal 23 Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI} dalam siaran persnya
mendeklarasikan rencana Indonesia untuk melakukan konvergensi IFRSs dalam
pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan akuntansi yang
konvergen dengan IFRSs akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan
entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Langkah IAT ini
juga merupakan konsekuensi sebagai anggota International Federation of
Accountants (IFAC), sebuah lembaga akuntan dunia yang sangat mendukung
usaha IASB untuk menjadikan IFRSs sebagai standar akuntansi global. Meskipun
demikian, menumt IAI rencana konvergensi IFRSs di Indonesia diputuskan
setelah melalui pengkajian dan penelaahan yang mendalam dengan
mempertimbangkan seluruh risiko dan manfaat konvergensi.

Di dunia, penggunaan IFRSs sebagai standar akuntansi keuangan
dipeloponi oleh negara-negara yang tergabung dalam the European Union {EU)
atau Uni Eropa setelah pada bulan Juli 2002, the Euwropean Parliament and
Council sebagai lembaga tertinggi Uni Eropa untuk kepentingan politik dan
ekonomi, mengeluarkan Regulation Act EC 1606/2002 yang menyatakan mulai
tahun pelaporan keuangan yang diawali sejak tanggal 1 Januari 2005, selunih
perusahaan dari negara-negara anggota Uni Eropa yang sekuritasnya terdaftar di
bursa efek di wilayah Uni Eropa diwajibkan membuat laporan keuvangan
konsolidasi sesuai dengan IFRSs. Ibarat gelombang tsunami, penggunaan IFRSs
sebagai standar akuntansi keuangan akhirnya menyebar ke selurub dunia dengan
tingkat dan jenis pemakaian yang berbeda-beda. Menurut data IASB yang dikutip
IAI dalam siaran pers konvergensi IFRSs, saat ini terdapat 102 negara yang
menerapkan IFRSs dengan tingkat kewajiban yang berbeda-beda, dengan rincian:
23 negara mengizinkan penggunaan IFRSs secara sukarela, 75 negara mewajibkan
penggunaan IFRSs untuk seluruh perusahaan domestik dan 4 (empat) negara
mewajibkan penggunaan IFRSs untuk perusahzan domestik tertentu.
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Dalam menjelaskan manfaat dari pemakaian IFRSs sebagai standar
akuntansi global, para pakar akuntansi dari dunia barat banyak berpijak pada sisi
tujuan rasionalitas ekonomi. Mereka beragumen dengan menyajikan “logical
guide” bahwa penggunaan IFRSs akan bermanfaat untuk mengurangi cost of
capital (biaya modal), meningkatkan investasi fisik dan finansial global dan
mengurangi biaya penyusunan laporan keuangan. [FRSs memberikan manfaat
terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi.
Keefektifan pasar di era globalisasi tergantung pada ketepatan waktu dari
informasi keuangan yang transparan, dapat dibandingkan dan relevan. Stakeholder
di era kompetisi global tidak hanya ingin mengetahui informasi keuangan dari
satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan dari seluruh dunia, untuk
tujuan benchmarking. Hal tersebut bisa dicapai jika perusahaan-perusahaan di
dunia tidak memakai tata cara, bentuk dan prinsip pelaporan keuangan yang
berbeda-beda. Menurut Hoesada (2010), paradigma konvergensi kepada IFRSs
adalah tentang sebugh tatanan dunia baru dengan berbagai kemudahan berbisnis
dan berinvestasi pada belahan dunia manapun dengan kemudahan laltu lintas dana
produktif ke negara yang paling tepat mengelolanya. Pengadopsian IFRSs sebagai
standar akuntansi global ditekankan sebagai proses teknik semata yang berbasis
pada efisiensi dan pertummbuhan ekonomi, dimana tidak ada politik dan sebuah
kekuatan yang ikut berperan di dalamnya

Sebaliknya dari sisi ekonomi politik, pemakaian IFRSs sebagai standar
akuntansi global dianggap membawa misi imperialisme di era globalisasi dari
kekuatan ekonomi dan finansial tertentu dan mengeliminasi alasan rasionalitas
ekonomi (Abeysekera, 20035). Globalisasi dianggap menghasilkan peningkatan
konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekvatan ekonomi oleh
perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) dan investor finansial global
melalui direct investment atau portfolio investment. Terjadi globalisasi dalam
kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan
nasional, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang saat
ini berada dalam yurisdiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah
negara, bergeser menjadi di bawab pengaruh atau diproses oleh badan-badan

internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional
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{Konigsgruber, 2007). Impernalisme dalam hal ini dibarmonisasikan melalui
pengumpulan negara-negara imperialisme yang direpresentasikan dalam negara-
negara anggota komite IASB-dengan berusaha mengontrol pembuatan keputusan
negara-negara lain dengan memandatkan standar akuntansi global. Implementasi
IFRSs hanya akan memberi manfaat besar kepada negara-negara yang memiliki
sistem budaya, legal dan ekonomi yang sama dengan negara-negara yang terlibat
dalam penyusunan IFRSs dan tidak bagi negara-pegara yang tidak memiliki
kesamaan tersebut.

Indonesia mulai bersentuhan dengan standar akuntansi internasional pada
saat IAl memilih United States Generally Accepted Accounting Principles (US
GAAPs) sebagai kiblat dalam penyusunan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAIL)
pada tahun 1973. Tetapi pada tahun 1994 acuan pokok I[AIl beralih ke
International Accounting Standards (IASs) yang dikeluarkan IASC saat menyusun
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pengganti PAl. Menurut Rosser
(1999), motif diadopsinya IASs ke dalam SAK pada saat itu adalah untuk menarik
aliran modal asing masuk ke Indonesia pasca mepurunnya dominasi ekspor
minyak bumi sebagai sumber penggerak perekonomian negara. Sedangkan saat
IAT mencanangkan proses konvergensi [FRSs, Basri (2009) mengungkapkan fakta
baru mengenai terjadinya perubahan mendasar yang telah merombak bangunan
ekonomi Indonesia, yaitu kemerosotan tingkat direct investment dan
meningkatnya porifolio investment yang justru semakin mengokohkan sistem
financially driven capitalism di Indonesia, sebuah sistem yang rentan mengalami
krisis keuangan dan tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan penerimaan devisa
negara. IFRSs justru diadopsi untuk membuka pelvang fund raising karena
semakin mengglobalnya pasar modal.

Dalam usaha konvergensi IFRSs ke standar akuntansi nasional di seluruh
dunia, aspek perpajakan muncul sebagai hambatan utama dalam menyatukan
standar akuntansi dan penyajian laporan kevangan di dunia, selain sistem hukum
(Purba, 2010). Di Indonesia, gesekan ini sudah muncul sebelum LAl
mendeklarasikan secara resmi rencana konvergensi IFRSs dengan disahkannya
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomer 16 (revisi 2007) Aset
Tetap sebagai bagian dari proses konvergensi IFRSs. Ketentuan perpajakan,
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dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomer 79 Tahun 2008 (PMK
79/2008), dan PSAK 16 (2007) menerapkan prosedur yang sangat berbeda dalam
revaluasi aktiva tetap. OECD melalui Committee on Fiscal Affairs (CFA) yang
bertujuan mengurangi ketentuan perpajakan yang menghalangi arus perdagangan
dan investasi, belum mengeluarkan sikap terhadap implikasi perpajakan yang
muncul dar konvergensi [FRSs. Tetapi komite ini tetap “memprioritaskan”
kepentingan pemodal internasional melalui persetwjuan code of conduct for
multinational enterprises yang ditujukan kepada lembaga penyusun standar
akuntansi. Indonesia sendiri adalah negara yang ikut menandatangani
OECD/United Nations (UN) Model Tax Convention dan aktif melakukan dialog
dengan CFA dan OECD yang merupakan salah satu organisasi internasional yang
mendukung usaha konvergenst standar akuntansi global.

Selama ini di Indonesia, perbedaan ketentuan dalam SAK dan undang-
undang perpajakan dalam praktiknya disikapi dengan pendekatan  quasi-
dependent system (kuasi-dependen) dimana entitas melakukan pencatatan dan
penyajian laporan keuvangan berdasarkan SAK, sedangkan untuk keperluan
pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh)
mereka menyajikan laporan laba rugi fiskal berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal.
Dengan dikeluarkannya beberapa PSAK revisi yang berafiliasi pada IFRSs, maka
hal tersebut akan semakin menambah kerumitan dan kompleksitas rekonsiliasi
fiskal peda laporan kevangan pada banyak perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) sebagai otoritas perpajakan di Indonesia akan dihadapkan pada pilihan
kebijakan baru untuk mengadopsi sebagian atau seluruh IFRSs atau tetap pada
slatus quo.

Tesis ini akan membahas motif konvergensi IFRSs di Indonesia lewat
pendekatan ilmu intelijen dengan analisis motif berdasarkan pada teori regulasi
akuntansi dan ekonomi politik yaitu pendekatan teori globalisasi ekonomi yang
ditopang liberalisasi perdagangan dan finansial. Dari sudut pandang ilmu intelijen,
fenomena penggunaan IFRSs di dunia yang segera melanda Indonesia pada tahun
2012 dapat dipandang sebagai sebuah ancaman bagi Indonesia berkaitan dengan
kepentingan kekuatan modal dunia yang dapat melemahkan pembangunan
ekonomi nasicnal dan bagi DJP hal inf berkaitan dengan perbedaan yang terjadi
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antara IFRSs dengan undang-undang perpajakan yang dapat mengganggu upaya
peningkatan penerimaan pajak. Dengan menganalisis bagaimana sebenarnya motif
konvergensi IFRSs di Indonesia dan melihat kebijakan perpajakan terhadap
konvergensi IFRSs di dunia, diharapkan tesis ini dapat mendapatkan antisipasi
dan sensitivitas terhadap ancaman tersebut untuk kemudian menyediakan pilihan
tindakan yang diimplementasikan dalam sebuah kebijakan atau tidak.

1.2 Perumusan Masalzh

Manfaat adopsi/penggunaan IFRSs terhadap keterbandingan pelaporan
kevangan dan peningkatan (ransparansi menjadi pertimbangan 1Al wuntuk
melakukan konvergensi. Bagi SAK, adopsi IFRSs dapat meningkatkan kualitas
dan mengurangi biaya penyusunan. Selain itu IAI juga menyatakan konvergensi
IFRSs dapat mengurangi cost of capital dengan membuka peluang fund raising
melalui pasar modal secara global dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan
kevangan. Pada akhirnya penggunaan IFRSs akan meningkatkan kredibilitas dan
kepunaan laporan keuangan itu sendiri (Kurniawan, 2010). Argumen IAI dengan
menyajikan “logical guide” ini umum digunakan di npegara lain untuk
mengedepankan dan meyakinkan manfaat yang bisa diperoleh dari adopsi IFRSs.

Tetapi beberapa peneliti akuntansi justru menyuarakan pendapatnya
bahwa terdapat konspirasi ekonomi-politik yang sedang dimunculkan oleh pikak-
pihak yang sedang merumuskan standar akuntansi yang diharapkan dapat berlaku
secara global. Ambisi IASB untuk melakukan harmonisasi standar akuntansi dan
pelaporan keuangan di dunia sangat dipengaruhi oleh keinginan melancarkan arus
modal atau investasi dari para investor finansial global atau MNCs melalui direct
investment atau portfolio investment. Proses akunting tidak hanya mengelola
aliran modal yang melintasi batas, ruang dan waktu tetapi juga memunculkan
keinginan praktik standarisasi akunting lintas batas yang bermuatan ekonomi-
politik untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam tujuan dibentuknya IASB, pelaku pasar modal bahkan menjadi
prioritas penerima manfaat dari dikembangkannya standar akuntansi global. Di
sisi lain, sebagai negara berkembang, jumlah dan komposisi pelaku lokal pasar
modal dan perusahaan nasional bertaraf multinasional di Indonesia, sebagai main
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target keuntungan konvergensi IFRSs, termasuk kecil apabila dibandingkan
dengan negara-negara maju.' Bagi Indonesia, untuk bisa mengatasi berbagai
macam masalah: pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan
kerawanan sosial, meningkatnya investasi riil/langsung sangat diharapkan untuk
meningkat dibandingkan investasi portfolio yang rentan terhadap krisis kevangan.
Dengan masih rendahnya peringkat elemen-clemen daya saing investasi
Indonesia® dan kualitas kinerja dan potensi investasi Indonesia®, konvergensi
IFRSs dikhawatirkan malah justru hanya akan semakin meningkatkan investasi
portofolio yang lebih praktis dibandingkan investasi riil/langsung,

Dari sisi perpajakan, dampak konvergensi IFRSs di Indonesia yang
diimplementasikan dalam penerapan PSAK revisi memunculkan beberapa
perbedaan prinsip baru dalam pembukuan antara pajak dan perusahaan yang
sebenarnya sebuah hal yang wajar. Bagi wajib pajak, perubahan dalam PSAK
terbaru tersebut menimbulkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban
yang berbeda, dasar penilaian aset dan kewajiban yang berbeda serta berpotensi
menambah atau mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. DJP sebagai otoritas
perpajakan di Indonesia sejauh ini masih bersikap stamus guo menyikapi
dikeluarkannya beberapa PSAK baru yang terkonversi dengan IFRSs. Meskipun
demikian mereka telah melakukan beberapa kajian dan analisis terhadap
perbedaan prinsip antara PSAK terbaru dengan ketentuan perpajakan yang ada
(Yunirwansyah, 2010). G-20 sendiri sudah bersepakat bahwa konvergensi standar
akuntansi keuangan sebaiknya bersinergi diantaranya dengan peraturan
perpajakan (Tumakaka, 2010). Pendekatan kuasi-dependen dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan Indonesia akan menyebabkan kebingungan dan sernakin
bertambah rumit dan kompleksnya rekonsiliasi fiskal yang dibuat wajib pajak
sepanjang DJP masih bersiksp status guo saat Indonesia resmi

mengimplementasikan IFRSs pada tahun 2012, Sedangkan urusan pajak adalah

! Data perbandingan jumlah perusahaan yang terdafiar di bursa efek-bursa efek dunia
dapat dilihat di Tabel 3.13

? Berdasarkan data International Institute for Managemeni Development, elemen-elemen
daya saing tersebut terdiri dari kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan kondisi
infrastruktur,

? Berdasarkan data UNCTAD mengenai pengelompokan negara berdasarkan kualitas
kinerja dan potensi investasi, Indonesia masuk dalam kelompok paling payah bersama
Bangladesh, India, Pakistan dan Sri Lanka
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salah satu komponen untuk menilai tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia
untuk menarik minat investor.*
Berdasarkan uraian diatas dirumuskan permasalahan dalam kerangka ilmu
intelijen sebagat berikut:
Sebagai anggota IFAC dan bagian dari masyarakat global yang aktivitas
ekonominya semakin tanpa batas (borderless), 1Al mengumumkan pengaturan
perlakuan akuntansi yang konvergen dengan [FRSs akan diterapkan untuk
penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1
Januari 2012. Tesis ini ingin segera mengetahui motf konvergensi IFRSs di
Indonesia dan dampaknya terhadap kebijakan perpajakan dengan menganalisis:
a. Seberapa besar perkembangan investasi global, direct investment dan porifolio
investment, mendorong proses konvergensi IFRSs di dunia?
b. Bagaimana proses konvergensi IFRSs di Indonesia dan siapakab pihak yang
sebenamnya paling diuntungkan dari proses konvergensi IFRSs di Indonesia?
¢. Seberapa besar pengaruh motif konvergensi IFRSs di Indonesia terhadap
kebijakan perpajakan yang mungkin dikeluarkan DJP?
untuk memprediksi apakah proses konvergensi IFRSs akan mendukung
pertumbuban perekonomian Indonesia dan output kebijakan DJP untuk

meresponnya.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas maka tesis ini
bertujuan untuk:
a. Memberikan gambaran bagaimana sebenarnya struktur dan sistem

perekonomian di dunia saat ini.

b. Mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan ekonomi politik dilakukannya

proses konvergensi IFRSs di dunia.
¢. Membenkan antisipasi dan sensitivitas ancaman/risiko yang muncul damn

proses konvergensi IFRSs di Indonesia.

* Dari data Doing Business yang dikeluarkan Word Bank, urusan pajak menjadi salah satu
dari 11 (sebelas) komponen untuk menilai kemudahan berbisnis di 178 negara yang disurvei.
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d. Memberikan pilthan tindakan yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi
kebijakan perpajakan yang mungkin dikeluarkan DJP sebagai respon atas
proses konvergensi IFRSs di Indonesia.

1.4 Kajian Pustaka

1.4.1 Globalisasi Ekonomi

Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang sering ditemukan dalam mendefinisikan
globalisasi, yaitu kesalingterhubungan integrasi dan interdependensi (Friedman,
2002). Lodge (1991) mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang
menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau
saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya,
ekonomi, politik, tekmologi maupun lingkungan. Dengan pengertian tersebut,
maka dalam globalisasi bisa dikatakan bahwa masyarakat dunia hidup dalam
suatu era dimana sebagian besar kehidupan mereka sangat ditentukan oleh proses-
proses global.

Sedangkan menurut Amal (1992) globalisasi merupakan proses
munculnya masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik,
dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis dan lembaga-lembaga
politik dunia. Definisi tersebut lebih mirip dengan keyakinan kaum globalis yang
memahami globalisasi sebagai terwujudnya sebuah ekonomi dunia yang
terintegrasi. Bangsa-bangsa menurut pandangan ini, baik secara individual
maupun secara kolektif, mendukung globalisasi dengan menghilangkan
hambatan-hambatan terhadap perdagangan internasional, sehingga memudahkan
arus perdagangan, investasi, mata uang dan informasi secara bebas melintasi
batas-batas nasional.

Sedangkan dalam konsep interdependensi mencakup pengertian bahwa
sistem ekonomi dunia, klwususnya sistem moneter, saat ini sangat tergantung
antara satu dengan yang lain (Winarno, 2009). Akibatnya, kebijakan-kebijakan
pada skala nasional tidak dapat begitu saja mengabaikan peristiwa-peristiwa di
tingkat global. Demikian juga sebaliknya peristiwa-peristiwa di tingkat nasional
pada tataran tertentz akan berpengaruh pada ekonomi global. Krisis finansial
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terjadi karena inferconnection antara sistem keuangan satu negara dengan sistem
keuangan negara lain.

Lairson dan Skidmore (1997) memusatkan perhatiannya pada globalisasi
ekonomi yang diartikannya sebagai: a process of deepening and lightening of
inferdependence among actors in the world economy such that the level and
character of participation in international economic relations have increased in
significant ways. Ada 5 (lima) aktivitas ekonomi yang tercakup dalam globalisasi.
Pertama, telah terjadi pertumbuhan yang pesat dari transaksi keuangan
internasional. Kedua, adanya pertumbuhan tinggi volume perdagangan barang dan
jasa, terutarna antara perusahaan multinasiopal. Ketiga, adanya peningkatan
foreign direct investment (FDI) pesat, yang dilakukan oleh perusahaan
multinasional. Keempat, terbentuknya pasar giobal yang mengurangi segmentast
pasar melalui konvergensi harga pada skala global. Dan kelima, penyebaran
teknologi ke seluruh dunia melalui sistem ftransportasi dan komunikasi yang
mempersingkat jarak ruang dan waktu.

Hirst dan Thompson (2004) mengemukakan perlunya untuk membedakan
2 (dua) hal yaitu international economy yang mengandung makna bahwa yang
sesunggubnya terjadi adalah interaksi yang semakin intensif antara perekonomian
nasional dengan kepentingannya masing-masing dan a globalized economy yang
mengacu pada pembentukan pasar atan perekonomian global yang harus
diperhitungkan oleh perekonomian nasional ketika merumuskan kebijakannya.

Khor (2002) menarik dua ciri utama dari globalisasi, yaitu: pertama,
peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan
ekonomi oleh MNCs maupun oleh perusahaan-perusahaan dan dana global dan
kedua, yang khas dari globalisasi adalah “globalisasi” dalam kebijakan dan
mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan nasional, yang
meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, yang saat ini berada
dalam yurisdiksi suatu pemerintak dan masyarakat dalam satu wilayah negara
bergeser menjadi di bawah pengaruh atau diproses oleh badan-badan internasional
atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional. Cin terakhir
ini berkaitan erat dengan konsep interdependensi, integrasi dan
kesalingterhubungan antar berbagai bidang yang tercakup dalam negara,
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menurunnya peran negara dan semakin menguatnya kekuatan-kekuatan
pendukung globalisasi.

Berkaitan dengan menurunnya peran negara, Ohmae (1995) menyatakan
bahwa setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan peran negara semakin
termarjinalkan di era globalisasi, yaity: ‘nvesment, industry, information
technology dan individual consumers. Faktor pertama, pasar modal di negara maju
yang dibanjiri vang tunai untuk investasi. Seringkali terjadi peluang-peluang
investasi secara besar-besaran tidak ada dalam wilayah geografis yang sama
dimana keuangan fersebut berada, sehingga pasar modal mengembangkan
berbagai mekanisme untuk mentransfer dana kenangan itu melintasi batas-batas
nasional. Faktor kedua, industri yang mempunyai orientasi lebih global
dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Strategi MNCs tidak lagi dibentuk
dan dikondisikan oleh alasan-alasan negara melainkan lebih pada keinginan dan
kebutuhan untuk melayani pasar-pasar menarik dimana pun mereka berada dan
dalam rangka membuka sumber-sumber dimana perusahaan tersebut beroperasi.
Faktor ketiga, yaitu teknologi informasi ditambah dengan rendahnya biaya
transportasi membuat MNCs dan aliran modal global semakin mudah bergerak
sehingga membuat faktor ini menjadi katalis paling fundamental bagi proses
globalisasi. Faktor keempat adalah para konsumen individual yang orientasinya
semakin mengglobal dimana mereka semakin menginginkan produk-produk yang
terbaik dan paling murah, tidak menjadi masalah bagi mereka darimana produk-
produk tersebut berasal.

Seperti halnya dalam sosiologi, ada beberapa cara untuk mengkategorikan
teori dan penelitian mengenai globalisasi. Salah satu pendekatan yang paling
umum digunakan adalah untuk membandingkan penjelasan antara penyebab
tunggal {mono-causal) dengan banyak penyebab (multi-causal) dari sebuah
fenomena (Sklair, 1999). Pendekatan ini merupakan salah satu cara yang berguna
untuk memecahkan masalah tersebut, tetapi mempunyai dua kelemahan mendasar.
Pertama, pendekatan ini pada akhirnya meletakkan pemikir pada keselurvhan tipe-
tipe penjelasan yang berbeda, misalnya, pemikir yang melihat globalisasi sebagai
akibat dari pembangunan material-technological forces dan yang melihat
globalisasi sebagai akibat kekuatan ideologis dan atau kekuatan budaya, dalam
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satu lingkaran yang sama. Kedua, beberapa pemikir menghadirkan keseluruhan
penjelasan mono-causal dari segala sesuatn. Hampir semua pemikir sebagai
mono-causal berusaha menunjukkan relevansi dari sebuah keberagaman faktor-
faktor seolah-olah cenderung untuk memprioritaskan beberapa faktor diatas faktor
yang lain, sedangkan yang sebagai multi-causal tidak selalu dapat membuktikan
bahwa segala sesuatu menyebabkan segala sesuatu yang lain,

Pendekatan lain adalah dengan jalan membandingkan fokus dari kajian-
kajian mengenai globalisasi (Winarno, 2009). Dalam cara pendekatan ini, dapat
ditemukan berbagai macam pendekatan, yaitu the world-system approach
(pendekatan sistem dunia), the global cultural approach (pendekatan budaya
global), the global society approach {pendekatan masyarakat global) dan the
global capitalism approach (pendekatan kapitalisme global). Dalam studi-studi
mengenai globalisasi, pendekatan kapitalisme global merupakan pendekatan yang
paling produktif dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain.

1.4.1.1 Pendekatan Sistem Duonia

Pendekatan ini didasarkan pada pembedaan diantara peran inti negara,
semiperipheral dan peripheral dalam pengertian perubahan-perubahan peran
mereka dalam infernational devision of labour yang didominasi oleh sistem
kapitalisme dunia. Meskipun pendekatan sistem dunia merupakan salah satu
pendekatan yang cukup berguna untuk mengkaji globalisasi, tetapi pendekatan ini
tidak membuat pembedaan yang jelas dari dimensi global sebagai bagian dari
fokus internasional yang selalu ditekankan. Bahkan kedua istilah ini, global dan
internasional, digunakan untuk saling menggantikan.

Emanuel Wallerstein sebagai pencetus pendekatan sistem dunia bahkan
jarang menggunakan kata globalisasi. Menurutnya, ilmu ekonomi merupakan
model dani pembagian kerja yang membedakan negara-negara semiperipheral
dengan negara peripheral (Winamo, 2009). Kelemahan dari pendekatan ini yaitu
terlalu menekankan satu aspek dari proses globalisasi dan kurang memberi
perhatian dimensi yang lain.
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1.4.1.2 Pendekatan Budaya Global

Pendekatan ini berasal dari penelitian-penelitian dalam globalization of
culture (globalisasi budaya). Pendekatan ini menfokuskan pada masalah-masalah
yang berhubungan erat dengan homogenisasi budaya (Featherstone, 1994).
Peneliti pendekatan ini cenderung memberi prioritas pada budaya dibandingkan
dengan fenomena politik dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan pendekatan sistem
dunia yang lebih mempertajam penelitian-penelitian di bidang ekonomi.

Dalam pendekatan ini terdapat suatu common inferest menyangkut
pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana individu atau identitas nasional dapat
bertahan dalam menghadapi muncuinya budaya global. Dasar dari pendekatan ini
adalah percepatan dalam bidang teknologi komumnikasi dan penyebaran media
massa (khususnya televisi) sehingga menciptakan apa yang disebut Marshal
McLuhan sebagai global village (Winarmo, 2009) Masalah dalam pendekatan int
adalah karena budaya global masih merupakan suate hal yang problematis,
apakah sebagai reality, probability atau sebagai sebuah fimtacy?

1.4.1.3 Pendekatan Masyarakat Global

Menurut pendekatan ini, konsep masyarakat global telah menjadi gagasan
yang dapat dipercaya hanya dalam jaman modem dan khususnya ilmu
pengetahuan, teknologi, industri dan mnilai-nilai universal yang semakin
menciptakan sebush dunia pada abad ini yang berbeda dari masa-masa
sebelumnya. Hal ini menurat Giddens (1991) menciptakan global awareness atau
kesadaran global. Ide mengenai space time distanctiation dan fime space
compression menggambarkan bagaimana proses globalisast memampatkan,
memperinas dan memperdalam ruang waktu untuk semua orang di dunia dan
selanjutnya menciptakan kondisi bagi masyarakat global.

Pendekatan ini dikritk karena merupakan pendekatan yang agak
provokatif ketika pendekatan ini secara relatif mudah untuk membuktikan secara
empiris dimensi-dimensi obyektif dari globalisasi sambil melibatkan diri dalam
mayoritas besar dari masyarakat dunia. Gagasan masyarakat global berdasarkan
pada hubungan-hubungan subyektif bagi globalisasi adalah sangat spekulatif.
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1.4.1.4 Pendekatan Kapitalisme Global

Pendekatan ini meletakkan kekuatan-kekuatan dominan global dalam
struktur kapitalisme yang lebih mengglobal. Penulis-penulis yang termasuk dalam
pendekatan ini adalah Ross dan Trachte (1990), Skiair (1995), McMichael (1996)
dan Robinson (1996). Mereka berusaha menuju ke arah konsep globalisasi yang
melibatkan lebih dari hubungan-hubungan negara dan penjelasan yang berpusat
pada negara (state centris) dalam persaingan ekonomi nasional antara satu dengan
yang lain.

Ross dan Trachte (1990) memfokuskan secara spesifik kapitalisme sebagai
suatu sistem: sosial yang dapat dianalisis dalam tiga tingkatan, yaitu; pertama, the
level of the internal logic of the system yang diinspirasi dari pikiran-pikiran Karl
Marx dan Adam Smith; kedua, the structural level of historical development; dan
ketiga, the level of specific formation or society. Keduanya menjelaskan
deindustrialisasi di hearfland kapitalisme dan transformasi dan beberapa negara
yang disebut sebagai negara Dunia Ketiga. Mereka juga berpendapat bahwa
globalisasi dari sistem kapitalisme secara mendalam berhubungan dengan krisis
pada tahun 1570-an dan setelahnya.

Pendekatan ini juga meneliti bahwa model sistem global didasarkan pada
konsep praktik-praktik transnasional yang berasal dari aktor-aktor diluar nepgara
dan lintas batas negara. MNCs adalah institusi yang paling penting dalam praktik
transnasional ekonomi. Lenin (1999) dalam Chomsky (2008) mengaitkan antara
imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Menurutnya, imperialisme
adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan
kapitalisme. Imperialisme lahir dalam suvatu krisis kapitalisme di suatu negeri.
Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar
baru, mengekspansi batas-batas negara bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja
dan bahan-bahan mentab untuk produksi kapitalis yang murah. Perkembangan
dinamika kapitalisme global saat ini ditopang oleh suatu tatanan ekonomi yang
otonom, yang hanya diatur oleh pasar dan MNCs (Hardt dan Negri, 2001). Tetapi
Petras dan Veltmeyer (2005) lebih menekankan pentingnya peran negara-negara
imperial menjadi tempat bergantung perusahaan-perusahaan multinasional dan
kapitalisme global untuk menanggutangi krisis dan menjamin keuntungan mereka.
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Beberapa ahli sgjarah ekonomi, seperti Max Weber, Werner Sombart dan

James Winjun, mengaitkan akuntansi dan kapitalisme (Belkaoui, 2000). Alasan

yang dikemukakan adalah bahwa sistem pembukuan berpasangan merupakan

sesuatu yang vital bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme. Weber
mengemukakan jika organisasi kapitalis modemn tidak akan mungkin terwujud
tanpa sistem pembukuan yang rasional yang memisahkan kepentingan bisnis dan
pribadi. Sedangkan Sobert mengajukan tesis bahwa kapitalisme dan akuntansi
saling terkait erat. Kapitalisme tidak akan berjalan tanpa sistem pembukuan,
sebaliknya sistem pembukuan tidak akan diperlukan jika kapitalisme tidak
menggunakannya sebagai alat ekspansi dalam memperbesar laba. Winjun
menyimputkan bahwa sistem pembukuan berpasangan memiliki kemampuan
membuat kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan mengungkapkan
kesuksesan atau kegagalan sebuah entitas seclama periode waktu tertentu.

Selanjutnya Winjun menyebutkan 4 (empat) alasan untuk menjelaskan peran

pembukuan berpasangan dalam ekspansi ekonomi yang terjadi setelah abad

pertengahan:

a. Pembukuan berpasangan menyumbangkan sikap baru dalam kehidupan
ekonomi, dimana tyjuan lama perusahaan digantikan oleh tujuan kapitalistik
untuk memperoleh profit.

b. Pengunaan sistem akun secara terpadu yang saling terkait memungkinkan

pengusaha mengejar profif secara rasional. Kondisi ekonomi dapat segera

ditentukan dan rencana yang rasional untuk kegiatan di masa datang dapat
dikembangkan.

Pembukuan yang sistematik menghasitkan keteraturan dalam akun dan

organisasi perusahaan.

d. Sistem pembukuan berpasangan memungkinkan pemisghan kepemilikan dan

o

manajemen schingga mendorong pertumbuhban joint company yang besar.
Teknik pembukuan berpasangan yang terstandarisasi membuat komunikasi
dapat dipaharni oleh banyak pihak, tidak hanya oleh manajemen saja.

Dalam sistem kapitalisme global yang bercirikan semakin mengalirnya
arus lalu lintas modal lintas batas, inforrasi akuntansi memiliki peranan yang

Universitas Indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



17

sangat penting. Menurut Akisik dan Pfeiffer (2009) dan hasil penelitian CFO
Research Services pada tahun 2008, selain melihat tingkat suku bunga yang
ditawarkan, investor akan sangat berpegang pada kualitas dan isi laporan
keunangan sebelum mereka melakukan investasi, terutama dalam investasi
portofolio. Hal ini berkaitan dengan penilaian mereka terhadap risiko investasi.

1.4.2 Ideologi Ekonomi Punia

Manusia hidup dalam svatu kelompok masyarakat yang secara
keszluruhan membentuk sistem, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai
interaksi atau kaitan atau hubungan, dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk
suatu satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem
ekonomi adalah interaksi dari umit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan
produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar, di suatu wilayah tertenfu
(Deliarnoyv, 2009). Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan,
adat istiadat, hukum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan tujuan
bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengerahkan sumber daya yang ada
untuk tujuan bersama.

Sistem perekonomian yang dianut svatu negara tergantung dari ideologi
atau aliran pandangan ekonomi, yang pada gilirannya juga dipengarubi oleh
seperangkat nilai yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat. Ideologi
atau aliran pemikiran ekonomi vang dipakai ditentukan oleh kondisi lingkungan
masyarakat. Kondisi tersebut dapat kebetulan berbeda dari snatu kelompok
masyarakat ke kelompok masyarakat lain, bahkan untuk kelompok masyarakat
yang sama bisa pula berbeda dari waktu ke waktu,

Gilpin (2001) mengidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 (tiga) ideologi
yang berkaitan secara alamiah dan berfungsi dalam ekonomi pobitik internastonal,
yaitu liberalisme, marxisme dan merkantilisme. Sejak tahun 1990-an, relevansi
dari ketiga ideologi sebenamya berubah secara dramatis. Perubahan ini
diakibatkan oleh keruntuban sistern ekonomi komunis Uni Soviet dan semakin
terbukanya pasar Cina dikarenakan negara komunis tersebut melangkah ke arah
pengelolaan ekonomi kapital. Perubahan ini membuat relevansi marxisme sebagai

ideologt vang dapat digunakan untuk mengeloia ekonomi dunia dan domestik
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menurun, sementara disisi lain kemenangan kaum Kanan Baru di Amerika Serikat
dan Inggris Raya membuat paham liberal semakin besar pengaruhnya dalam
mengelola ekonomi nasional maupun internasional. Ideologi marxisme saat ini
lebih merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dan kritik
terhadap kapitalisme. _

Ideologi merkantilisme atau secara lebib khusus disebut ekonomi
nasionalisme terdiri dari elemen analitik dan normatif. Elemen analitiknya adalah
dalam rangka mengenali the anarchic nature of international affairs, keunggulan
negara dan kepentingan-kepentingan mercka dalam hubungan internasional dan
arti penting kekuatan dalam hubungan antarbangsa. Namun demikian, menurut
Gilpin, merkantilis juga terdiri dari elemen nommatif yaitu berisi komitmen dan
resep-resep kebijakan yang dihubungkan dengan ekonomi nasional.

Diluar ketiga ideologi tersebut diatas, Gilpin menawarkan perspektif lain
yang dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara liberal dan merkantilis. Gilpin
menyebut perspektif yang dia tawarkan tersebut sebagai perspektif realisme yang
berpusat pada negara (state-centric realism). Pada satu sisi lain, Gilpin menerima
ekonomi nasionalis atau yang sering dia sebut sebagai pendapatan yang berpusat
pada negara, sebagai perspektif analitik. Tetapi dia menilai komitmen normatif
dari kebijakan ekonomi nasional. Sebaliknya Gilpin mempunyai komitmen
terhadap liberalisme ekonomi yang mendorong terjadinya perdagangan bebas
melintasi batas-batas negara dan penghilangan hambatan-hambatan perdagangan,
meskipun dalam kondisi tertentu dia mendukung kebijakan-kebijakan nasional
seperti proteksi perdagangan. Dengan demikian, perspektif yang ditawarkan
Gilpin tetap berkomitmen pada liberalisasi perdagangan dan jasa, tetapi dengan
tetap meyatakan bahwa peran negara tetap menjadi pelaku yang krusial dalam
proses tersebut.

Gilpin menunjukkan bukti mengenai kuatnya peran negara dalam
pembangunan ekonomi. Salah satu yang ditunjukkan adalah munculnya
regionalisme ekonomi di kawasan Eropa atau hubungan tripartit antara Amerika
Serikat, Kanada dan Meksiko. Dalam beberapa tahun belakangan, Uni Eropa telah
menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan dalam perdagangan internasional.
Disinyalir menurunnya pengarth Amenka Serikat dalam ekonomi internasional
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dalam beberapa tahun terakhir adalah semakin kuatnya posisi ekonomi Uni Eropa.
Munculnya regionalisme merupakan wujud eksistensi negara yang bersepakat
untuk bersama-sama dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

1.4.3 Investasi Global

Praktik investasi global di dunia secara garis besar didominasi oleh dua
tipe investasi, yaitu direct investment (investasi langsung) dan porifolic
investment (investasi portofolio). UNCTAD (2008) mendefinisikan investasi
langsung sebagai investasi dalam bentuk hubungan jangka panjang dan
merefleksikan adanya kepentingan dan pengendalian oleh warganegara asing pada
sebuah entitas di negara lain. Investasi ini berimplikasi pada tingkat pengaruh
yang signifikan dari investor kepada manajemen perusahaan. Direct investment
dapat diwnjudkan dalam bentuk equity capital, reinvested earnings dan other
direct investment capital yaitu transaksi infer-comnpany. Sedangkan investasi
portofolio merupakan investasi dalam bentuk equity securities dan debt securities
sepert obligasi, nofes, insttumen pasar vang dan derivatif keuangan,

OECD (2005) memperjelas perbedaan antara investasi langsung dan
investasi portofolio. Menurut OECD apabila transaksi investasi menghasilkan
suara dalam rapat pemegang saham dengan persentase 10 (sepuluh) persen maka
transaksi investasi tersebut disebut direct investment. Sebaliknya apabila transaksi
hanya menghasilkan suara dalam rapat pemegang saham dibawah 10 (sepuluh)
persen maka transaksi investasi tersebut diklasifikasikan sebagai portfolio
investment. Bagi Evans (2001) investasi portofolio berbeda dari investasi
langsung karena investasi ini lebih diharapkan untuk meningkatkan likuiditas dan
efisiensi pasar modal di npegara tujuan daripada investasi langsung yang
didefinisikan sebagai investasi fisik yang banyak dilakukan MNCs di negara-
negara berkembang. Fenomena ini dijelaskan oleh Akisik dan Pfeiffer (2009)
dimana investasi fisik banyak dilakukan di negara-negara berkembang
dikarenakan mereka belum mempunyai pasar modal efisien, praktik akuntansi
yang transparan dan lemahnya tingkat corporate governance, sehingga investasi
dalam bentuk portofolio di nepara-negara berkembang belum mendapat
kepercayaan penuh.
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Dalam dekade terakhir ini, investasi dalam aset finansial melonjak drastis,
sementara akumulasi aset fisik cenderung menurun. Investasi finansial telah
menggantikan investasi fisik. Dunia semakin menuju ke era hegemoni finansial,
karena investasi yang terus berkembang adalah investasi finansial. Hegemoni
finansial terjadi akibat bertemunya tiga proses berikut ini: (1) globalisasi pasar
finansial, (2) deregulasi pasar domestik dan (3) inovasi produk-produk finansial
pada level perusahaan (Prasetyantoko, 2008). Proses hegemoni finausial ini tidak
bisa dipisahkan dengan revolusi di tingkat mikro, yaitu perusahaan. Dalam sistem
korporasi modern, terjadi pemisahan antara hak kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan. Para pemilik modal mendelegasikan pengelolaan perusahazn kepada
kaum manajerial atau eksekutif yang memang memiliki kompetensi dalam hal
manajerial. Menurut Korten (2002), semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin
hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti
pemerintah, baik yang demokratis maupun yang tidak, dari kemampuannya untuk
menempatkan prioritas ekonomi, sosial dan lingkungan dalam kerangka
kepentingan umum yang lebih luas.

1.4.4 Regulasi Akuntansi Keuangan

Akuntansi dapat didefinisikan dengan menjabarkan 3 (tiga) karakteristik
esensial dalam akuntansi, yaitu: (1) identifikasi, pengukuran dan
pengkomunikasian laporan keuangan dari (2) sebuah entitas ekonomi kepada (3)
pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan disajikan untuk
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejurniah
besar pengguna dalam pengambilan keputusan e¢komomi. Laporan keuangan
seharusnya netral, obyektif dan bebas dari bias, diarahkan pada kebutuhan nmum
pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi kewangan. Tetapi
menurut Solomon (1978, 1983) hampir tidak mungkin laporan keuangan bersifat
netral, obyektif dan tidak bias dikarenakan terdapat faktor ekonomi, politik dan
sosial yang sangat kuat mempengaruhi proses pembuatan standar akuntansi
keuangan. Usaha stendard setters untuk mengembangkan standar akuntansi yang
menghasiikan iaporan kevangan berkualitas tinggi, netral dan obyektif hanya akan
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menjadi sebuah ide karena besamya pengaruh eksternal tersebut. Sedangkan
Albrecht (2010) menyebut teori zero-sum game untuk menjelaskan manfaat
standar akuntansi kevangan hanya diperoleh satu pihak diantara entitas dan
stakeholder. Manfaat yang diterima stakeholder pun tidak akan dinikmati semua
pengguna laporan keuangan. Accounting standard setfer sendiri adalah badan
politik dan sebagai konsekuensinya regulasi yang mereka keluarkan adalah
sebuah keputusan politik tetapi berdampak ekonomi bagi entitas dan stakeholder
(Solomon, 1983; Albrecht, 2010).

Pengaruh eksternal dalam regulasi akuntansi kenangan dilihat dalam cara
yang agak berbeda tapi sama oleh Scott, Deegan dan Unerman serta Wolk, Dodd
dan Rozycki. Scott (2000) membaginya ke dalam isu ekonomi dan politik.
Sedangkan Deecgan dan Unerman (2006) membaginya dalam perspektif free
market dan pro-regulation serta Wolk, Dodd dan Rozycki (2007) membedakan
pelaporan keuangan dalam perspektif unregulated dan regulated. Tsu ekonomi
mirip dengan perspektif free market dan unregulated dimana mereka beranggapan
regulator tidak diperlukan untuk menentukan jumlah informasi yang sebarusnya
tersaji bagi stakeholder karena pasar yang paling tepat untuk menentukan jumlah
informasi yang tersedia berdasarkan motif untuk memaksimalkan nilai
perusahaan. Istilah laissez faire seringkali digunakan dalam perspektif free market
dan unregulated untﬁk menekankan istilah pasar bebas, pasar yang tidak diatur
dan ide bahwa badan standar akuntansi atau negara scharusnya tidak dapat
mengintervensi. Menurut Belkaouwi (2000) adanya hubungan keagenan antara
manajemen dan shareholder membuat laporan keuangan akan disajikan sukarela
oleh manajemen dengan andal untuk kepentingan kompensasi dan berkompetisi
dengan perusahaan lain.

Isu politik mirip dengan perspektif pro-regulation dan regulated karena
kedvanya mendukung keberadaan regulator untuk menyusun standar akuntansi
keuangan yang bisa mengakomodir berbagai kepentingan stakeholder. Hanya saja
dalam penjelasan teorinya terdapat perbedaan. Scott melihat dari sisi non negara
dengan menyebutnya public interest theory untuk menjelaskan keberadaan badan
standar atas permintaan publik dan interest group theory untuk menjelaskan
keberadaan badan standar atas keinginan beberapa kelompok kepentingan yang
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akan selalu berusaha mempengaruhi regulasi akuntansi keuangan. Wolk, Dodd
dan Rozycki melihatnya dari sudut melindungi kepentingan publik dan sosial dari
market failures dan free market serta keinginan untuk menciptakan fairness in the
market antara mereka yang memiliki informasi dan mereka yang tidak. Sedangkan
Deegan dan Unerman melihat dari sisi negara dan non negara. Public inferest
theory untuk menerangkan keberadaan badan standar atas permintaan publik atau
non nepara. Sedangkan capture theory menerangkan keberadaan badan standar
karena keinginan dari negara itu sendiri untuk memecahkan masalah information
asymmeltries yang dapat berujung profit skimming, tetapi kemudian bias karena
masuknya kelompok-kelompok kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan
entitasnya.

Capture theory sebagaimana disebut Deegan dan Unerman dalam teon
regulasi diatas, oleh Wolk, Dodd dan Rozycki diklasifikasikan sebagai regulatory
behaviour yang dibedakan menjadi capture theory dan life-cycle theory.‘ Menurut
capture theory, peraturan yang awalnya ditujukan untuk kelompok tertentu
akhimya masuk dalam proses regulatory untuk mempromosikan kepentingan
kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan menurut /ife-cycle theory, pada awainya
proses regulatory ditujukan untuk kepentingan publik tetapi kemudian proses ini
lambat laun berubah menjadi instrumen untuk melindungi kelompok yang diatur.

Gaffikin (2005) selain menjelaskan teori regulasi sebagaimana disebut
Scott, Deegan dan Unerman, menambahkan teori institusional berbasis proses dan
struktur organisasi dan teori politik ekonomi berbasis pemakaian sistem ekonomi
untuk lebih memahami karakter regulasi akuntansi keuangan, apakah unfuk
melindungi kepentingan publik atau hanya untuk melayani kepentingan kelompok
tertentu. Menurut Di Maggio dan Powell (1983) dan Donaldson (1995) dalam
teori institusional, organisasi terbentuk olen lingkungan institusional yang ada di
sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian diinstitusionatkan dan
dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir organisasi tersebut. Proses
legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan
pernyataan-permyataan. Sedangkan teon politik ekonomi menurut Tinker (1984)
berdasar pada kapitalisme karena sistem tersebut merupakan sistem sosial dimana

didalamnya terdapat hubungan antara dunia politik dan ekonomi dengan asumsi
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bahwa dunia politik dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Regulasi akuntansi
diperlukan untuk meyakinkan kelangsungan hidup dari kapitalisme. Beberapa
regulasi akan dikeluarkan untuk melindungi kepentingan dari sekelompok
pemodal dan funtutan dan proses akumulasi modal.

1.4.5 Harmonisasi, Konvergensi dan Adeopsi Standar Akuntansi

Standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan pada
setiap negara belum tentu sama. Hal ini dipengarubi oleh beberapa faktor yang
mengacu pada sistem politik, hukum dan pajak yang dianut oleh suatu negara.
Mueller (1967) mengidentifikasi 4 (empat) elemen yang mempengaruhi standar
akuntansi nasional yaitu: (1) pembangunan ekonomi negara; (2) kompleksitas
bisnis; (3) pendekatan politik; dan {4) sistem hukum termasuk hukum pajak.
Wahrisch (2001) mengidentifikasi 5 (lima) faktor yang berpengaruh yaitu: (1)
fakior budaya; (2) faktor politik/hukum termasuk faktor pajak; (3) faktor
ekopomi; (4) faktor pendidikan; dan (5) faktor pasar modal. Sedangkan Purba
(2010), mencoba mengelaborasi faktor-faktor yang disebutkan Mueller dan
Wahrisch dengan mepambshkan beberapa faktor yaitn: nilai-nilai budaya
korporasi; peraturan yang terkait dengan kepemilikan korporasi; dan tekmnologi.
Dari beberapa faktor diatas, sistem perpajakan dan hukum menjadi dua faktor
utama yang membedakan standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan di
setiap negara.

Untuk membangun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang
seragam dibutuhkan standar akuntansi keuvangan yang dapat diterima secara
internasional atau global. Harmonisasi atas standar-standar akuntansi dan
pelaporan keuangan di seluruh dunia barus dilakukan sebelum membuat sebuah
standar akuntansi keuangan global (Purba, 2010). Manfaat utama dari harmonisasi
standar akuntansi dan pelaporan keuangan adalah adanya pemahaman yang lebih
baik atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan yang berasal dari
berbagai negara. Menurut Wilson (1969), Sadjiarto (1999) dan Choi (2005),
harmonisasi standar akuntansi adalah lawan dari standarisasi, yang berarti proses
urtuk meningkatkan kesesuzian praktik-praktik akuntansi melalui rekonsiliasi
beberapa pandangan yang berbeda dan penentuan batasan seberapa jauh praktik
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akuntansi dapat beragam. Tanpa paksaan untuk menghilangkan standar akuntansi
nasional dengan tetap mengakomodasi beberapa perbedaan. Standarisasi sendiri
berarti penetapan standar akuntansi dari satu negara yang harus diikuti oleh
negara-negara lainnya dengan tidak mengakomodasi perbedaan antarnegara.
Program harmonisasi yang dicanangkan oleh IASC sejak tahun 1973
dimaksudkan untuk menyelaraskan pengaturan akuntansi di berbagai negara
(Daeli, 2009). Harmonisasi standar akuntansi nasional saat itu berarti:
mengembangkan standar IASC yang dapat menjadi model dasar bagi national
standard setters dalam menyusun standar akuntansi, tidak perlu menghapus
metode akuntansi yang masih dapat diterima untuk beberapa jenis transaksi
tertentu, mengembangkan standar yang tidak menimbuikan konflik dengan
banyak standar akuntansi nasional dan standar dibuat lebih deskriptif daripada
preskriptif sehingga dapat ditenima dalam praktik akuntansi (Pacter 2005). Dalam
praktiknya harmonisasi oleh IASC dilakukan demgan membandingkan standar
akuntansi keuangan di beberapa negara sebagai bahan untuk menyusun sebuah
standar akuntansi internasional. Program ini juga tidak mengharuskan adanya
kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi usaha enfitas
karena barmonisasi standar akuntansi lebih bersifat fleksibel dan terbuka.
Perubahan besar terjadi pada tahun 2001 saat JASC melakukan
restrukturisasi kelembagaan dengan dibentuknya 1ASC Foundation (IASCF) yang
membawahi IASB dan Intemnational Financial Reporting Interpretation
Committee (IFRIC). IASB mengeluarkan IFRSs sebagai standar akuntansi dan
pelaporan kevangan baru yang diberlakukan di samping [ASs yang sudah ada,
sekaligus diusahakan menjadi global accounting siandards bagi seluruh entitas di
dunia. Dalam salab satu tujuannya, pembentukan IASB ini dimaksudkan untuk
mendorong konvergensi antara standar akuntansi nasional dan IFRSs untuk
mendapatkan solusi praktik akuntansi berkualitas tinggi. Memiam-Webster’s
Dictionary mendefinisikan konsep umum konvergensi sebagai tindakan
mengumpulkan dan khususnya pemindahan ke arah kesatuan dan keseragaman.
Greenstein dan Tarun Khanna (1997) mendefinisikan konvergensi dalam term
yaitu substitusi dan komplementer. Substitusi ketika salah satu produk dapat
menggantikan produk yang lain, dan disebut komplementer ketika kedua produk
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akan bekerja jika digunakan secara bersamaan, Istilah konvergensi yang muncul
sebagai tujuan pembentukan IASB menurut Cristea dan Lutilsky (2005) dan
Pacter (2005) discbut sebagai sinonim perpanjangan dari harmonisasi dengan
tujuan untuk segera menyatukan IFRSs dan IASs dengan standar akuntansi
nasional serta menyatukan IFRSs dan JASs dengan US GAAP. Konsep
konvergensi diajukan untuk mempercepat penggunaan IFRSs sebagai standar
akuntansi global karena dinilai merupakan standar akuntansi terbaik dan memiliki
kualitas tinggi. IFAC bekerja sama dengan JASB kemudian mencanangkan
program konvergensi yang artinya seluruh negara anggota I[FAC, termasuk I[A],
diwajibkan untuk menggunakan I[FRSs sebagai acuan pencatatan transaksi
sepanjang IFRSs sudah mengatur standar akuntansi untok transaksi tersebut
{Daeli, 2009). Meskipun demikian, dalam praktiknya, penyimpangan dari [FRSs
dalam rangka untuk mengakomodasi national regulatory framework
diperbolehkan bagi setiap negara yang mengadopsi IFRSs.

Menurut Kartikahadi (2010), konvergensi (kata benda) berasal dari kata
dalam bahasa Inggris “converge” yang merupakan kata kerja yang menurut
Oxford Advanced Leamer’s Dictionary (Oxford University Press, 1995) berarti
“to become similar or the same”. Konvergensi ke IFRSs kemudian diartikan
sebagai membuat standar akuntansi suatu negara menjadi serupa atau sama
dengan IFRSs yang menurutnya dapat mencakup 2 (dua) pengertian, yaitu
mengharmonisasikan atau mengadopsi penuh. Membuat harmonis, berarti bila
dapat dibuat sama, mengapa harus dibuat lain. Sedangkan adopsi penuh, berarti
menerima penuh 100 persen apa adanya agar tak ada lagi perbedaan. Karena
standar akuntansi keuangan tak lepas dari faktor hukum, sosial, ekonomi an
budaya suatu negara, maka pengertian konvergensi menurut Kartikahadi lebih
masuk akal untuk harmonisasi dengan IFRSs dibandingkan dengan adopsi penuh
IFRSs. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan konvergensi IFRSs di tiap negara
yang tampak berlainan.

Hal berbeda disampaikan Don dan Thomas (1995) dan Karapinar,
Ayikoglu dan Bayirli (2007) dimana menurut mereka barmonisasi dalam
akuntansi berarti penerapan beberapa metode untuk praktik akuntansi untuk
keperluan pengintegrasian diantara praktik akuntansi yang ada. Harmonisasi dapat
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dibagi menjadi 2 (dua) yaitu the legal harmonization (de jure or formal
harmonization) dan the material harmonization {(de facto harmonization). Jika
praktik akuntansi dipengaruhi oleh regulasi-regulasi maka disebut harmonisasi
legal, jika tidak disebut sebagai harmonisasi material. Proses harmonisasi akan
tergantung pada harmonisasi standar akuntansi nasional dari negara yang menjadi
pemimpin lembaga penyusun standar akuntansi yang menjadi acuan. Sedangkan
lernbaga penyusun standar yang mengikuti akan berusaha melakukan harmonisasi
standar akuntansi mereka dengan standar akuntansi dari lembaga yang menjadi
pemimpin. Harmonisasi menurut mereka mensyaratkan minimal adanya seorang
leader dan seorang follower, dalam bentuk negara atan organisasi. Hal tersebut
yang membedakan konsep harmonisasi dan konvergensi karena menurut mereka
dalam proses konvergensi tidak ada yang disebut leader. Konvergensi sendiri
didefinisikan sebagai penyusunan standar akuntansi terbaik dan berkualitas tinggi
oleh 2 (dua) lembaga penyusun standar yang setara. Kedua penyusun standar
tersebut sebelumnya telah mencapai kesepakatan untuk mewujudkan standar
internasional tunggal untuk mencapai seperangkat standar berkualitas tinggi.
Kolaborasi antara IASB dan FASB menjadi satu-satunya kegiatan yang pantas
disebut sebagai proses konvergensi, dimana masing-masing menguji dan merevisi
standar mereka untuk mendapatkan standar terbaik.

Pengadopsian IFRSs dari setiap negara dapat dibagi menjadi 5 (lima)
tingkat (Media Akuntansi, 2005), yaitu: (1) full adoption, negara mengadopsi
seluruh [FRSs/IASs dan menerjemahkannya dalam bahasa lokal kata demi kata;
(2) adapred, negara mengadopsi seluruh IFRSs tetapi disesuaikan dengan
kondisi di suatu negara; (3) piecemeal, negara mengadopsi sebagian JFRSs,
memilih standar dan paragraf tertentu saja; (4) referenced, IFRSs digunakan
sebagai referensi, standar nasional yang diterapkan negara hanya mengacu pada
standar IFRSs tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh
badan standar nasional; (5) not adoption at all, negara tidak mengadopsi IFRSs
sama sekali. Sedangkan berdasarkan program konvergensi yang telah dikeluarkan
IAJ, proses konvergensi dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap adopsi, tahap
persiapan untuk menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung untuk impiementasi
PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRSs dan tahap implementasi yang
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merupakan penerapan PSAK yang sudah mengadopsi selurubh IFRSs bagi
perusahaan yang memiliki akuntanbilitas publik (Purba, 2010). Kata adopsi
berasal dari “adoptior’” yang berarti "the decision to start using something such as
an idea, a plan or a name” (Oxford University Press, 1995). Dengan demikian,
adopsi IFRSs dapat diartikan sebagai dimulainya penggunaan standar akuntansi
berbasis IFRSs dalam praktik akuntansi di suatu negara. Tanggal efektif
berlakunya sebuah standar akuntansi yang konvergen dengan IFRSs dapat
dianggap sebagai dimulainya proses pengadopsian IFRSs di suatu negara.

1.4.6 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibaca hanya dalam lingkar otoritas negara saja,
persoalan yang muncul selama ini disebabkan oleh kompetensi aparat yang tidak
memadai atau juga karena pilihan agenda seifing yang kurang tepat. Dalam
hal ini kebijakan publik hanya dilihat dari negara saja dan tidak memberikan
ruang kepada ranah atau aktor lain yang juga terlibat di dalam suatu kebijakan
(P. Santoso, 2004). Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang
multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok arena
kebijakan (masyarakat dan negara) turut mewarnai proses kebijakan vang ada.
Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi karena sebuah proses kebijakan
selalu lahir dan besar pada ruang dan waktu yang tak kosong (A. Santoso,
1992). Anderson, Holt dan Winston (1979) dalam Tarigan (2006) menyebut 3
(tiga) sifat kebijakan, yaitu rational, incremental dan emergence. Sifat rasional
tergantung kepada kemampuan pembuat kebijakan untuk memilih alternatif yang
dianggap memberikan hasil optimal sedangkan inkremental menandakan
lingkungan sangat mempengaruhi kebijakan schingga pembuat kebijakan
diharapkan secara kontinyu memformulasikan kembali masalah sesvai dengan
informasi terbaru.

Menurut Mallarangeng (2002} dalam Syeiraz (2009) terbentuknya produk
kebijakan publik dapat dijelaskan dalam teori koalisi politik dan kepentingan
ekonomi; teori ekonomi relatif negara; dan teori pilihan rasional. Menurut teori
koalisi politik dan kepentingan ekonomi, kebijakan ekonomi politik terbentuk
karena tekanan kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kekuatan politik
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untuk mempengaruht lahimya sebuah kebijakan publik. Semakin besar
konsentrasi aset yang dimiliki suatu kelompok ekonomi, semakin besar pula
peluang mercka mempengaruhi lahimya sebuah kebijakan, Asumsi teori itu
terletak pada premis bahwa lahimya sebuah produk kebijakan ekonomi-politik
sebenarnya tidak berada di tangan politikus dan para penyusun kebijakan publik,
tetapi di bawah kendali kelompok-kelompok ekonomi yang berhasil memaksa
politikus dan teknokrat memayungi kepentingan bisnis mercka dalam sebuah
produk kebijakan,

Menurut teori ekonomi relatif negara lahirnya sebuah produk kebijakan
adalah pantulan dari kepentingan negara sebagai pelaku di arena publik yang
memiliki sifat dan pilihan sendin. Lahirnya sebuah kebijakan adalah hasil dari
upaya negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetai)kannya. Negara
dalam perspektif ini bukan sekedar arena tempat kekuatan-kekuatan sosial
ekonomi saling bersaing, tetapi juga aktor yang memiliki otonomi dan logika
sendiri. Teori ini menyanggah asumsi teori koalisi dan kepentingan ekonomi yang
menganggap negara hanya sekedar alat kepentingan sosial dan ekonomi yang
bersaing dalam masyarakat. Lebih dari sekedar alat, negara adalah badan organis
vang memiliki logika dan kepentingan sendiri.

Sedangkan teori pilihan rasional bertolak dari asumsi dasar bahwa setiap
masyarakat terdiri dari individu-individu yang bertindak untuk mencapai dan
memaksimalkan kepentingan sendiri. Para pengusaha bertindak menumpuk laba,
begitu pula para politikus dan birokrat yang bekerja memperbesar kekuasaan
masing-masing. Menurut teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil
interaksi politik diantara para pelaku rasional yang bekerja memaksimaikan
keuntungan pribadi. Dengan demikian, politik adalah panggung tempat semua
pihak saling bersaing mengeruk berbagai sumber yang ada. Kelebihan teori ini
terletak pada penjelasannya bahwa negara tidak diisi institusi yang diisi oleh
kaum birokrat, politikus dan tekmokrat yang bebas dari motif dan kepentingan
pribadi.

Bridgman dan Davis {2004), Dye (2006) dan Edward III dan Sharkansky
(1984) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan apa yang
dikatakan/dilakukan atau tidak dikatakan/dilakukan yang dipilih oleh pemerintah.
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Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk dalam kebijakan publik
karena hal tersebut dapat memberikan efek yang sama besarnya ke masyarakat
jika dibandingkan dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu, Efek
tersebut bisa positif ataupun negatif. Keputusan pemerintah untuk melakukan
sesuatu dapat berbuah positif atau negatif, sebaliknya keputusan untuk tidak
melakukan sesuate juga dapat menghasilkan hal positif atau negatif, tergantung
dari kemampuan pengambil kebijakan untuk memilih altematif yang dianggap
memberikan hasil optimal disamping adanya penganuh dari lingkungan.

1.4.7 Teori Intelijen

Intelijen merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan
metode-metode tertentu yang disamping mencari data dan informasi tentang
masalah-masalah yang sedang dihadapi, juga harus bisa memprediksi atau
membuat perkiraan mengenai kejadian, kegiatan atau masalah yang mungkin
terjadi di masa mendatang, untuk kemudian disajikan kepada user sebagai bahan
untuk mengambil suwatu keputusan/tindakan atan perumusan kebijaksanaan
(Hatmodjo, 2003; Saronto, 2008). Dalam hal ini intelijen memiliki peran sebagai
mata dan telinga dari pimpinan dan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan
deteksi dini dan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi
organisasi, kemudian memberikan peringatan atau pelaporan secara cepat dan
tepat (akurat) serta menyusun suatu analisis, prediksi dan rekomendasi yang
bermanfaat bagi organisasi.

Secara spesifik intelijen stratejik berarti produk yang mempengaruhi
pembuat keputusan tinggi, bisa berupa informasi dan prediksi yang pada
hakekatnya merupakan early warnings atau peringatan dini untuk mencegah
ancaman yang bersifat strategic surprises atau pendadakan stratejik (Johnson,
2003). Pendadakan stratejik merupakan bentuk penyerangan dimana objek yang
diserang tidak sadar akan diserang dengan kekuatan secara besar-besaran (Byman,
2005). Pendadakan stratejik biasanya tidak bisa terdeteksi oleh sistem sehingga
sangat menyulitkan untuk dilakukan langkah-langka untuk mengantisipasinya.

Menurut aktifitasnya, intelijen memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu penyelidikan,
pengamanan dan pengamanan (Hatmodjo, 2003). Dalam mengantisipasi
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pendadakan stratejik, fungsi intelijen harus dapat berjalan secara maksimal. Hal
ini dikarenakan target dari pendadakan tersebut akan memberikan dampak yang
luar biasa terhadap suatu sistem yang sudah ada. Fungsi penyelidikan dalam
intelijen dapat berfungsi sebagai research awal untuk mengetahui sensitifitas
potensi pendadakan stratejik tersebut. Data dan informasi yang didapat baik
terbuka dan tertutup dipentingkan untuk menganalisis langkah-langkah antisipasi
yang akan digunakan pada fungsi intelijen selanjutnya. Hasil dari penyelidikan
termasuk analisa intelijen sebagai bahan pendukung dalam pembuatan kebijakan
oleh user, ditujukan untuk memprediksi jangka pendek atau menengah dengan
beberapa skenario untuk mengatasi permasalahan yang mungkin ditimbulkan dari
suatu ancaman.

Informasi stratejik adalabh informasi yang diperlukan untuk bersaing
dan/atau mengalahkan musubh. Informasi ini sama kritisnya bagi lembaga intelijen
maupun lembaga bisnis. Intelijen berhadapan dengan musuh-musuh negara
sedangkan lemibaga bisnis bersaing dengan sesama pebisnis. Intelijen
membutuhkan informasi berkaitan dengan kepentingan nasional, pebisnis
membutubkan informasi pasar, produk dan konsumen. Kreatifitas mengolah
informasi menjadi lebih penting dari teknologi informasi. Fungsi pengumpulan
informasi, analisis informasi, dan pengambilan keputusan harus diemban oleh
lembaga-lembaga terpisah. Pengambil keputusan didukung oleh departemen atau
kementrian dan komunitas intelijen dalam mengumpulkan informasi,
menganalisis, dan melaksanakan kebijakan. Maka informasi intelijen tidak boleh
dengan sendirinya menetapkan kebijakan, tetapi harus memberikan pilihan-pilihan
kebijakan. Bentuk informasi intelijen yang tepat pada akhirmya akan berkontribusi
pada pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Keegan (2004} sebagaimana dikutip Wulan dalam Widjajanto
(2006) dalam dimensi informasi, intelijen memiliki 3 (tiga) jenis produk intelijen
yang kesemuanya berupa informasi, yaitu basic intelligence, current intelligence
dan intelligence estimates. Keegan memberikan gambaran komprehensif tentang
bagaimana basic intelligence sangat berguna membantu Great Alexander
menakiukan Turki. Produk ini meliputi informasi mendasar dalam sebuah
situasi. Misalnya, informasi mengenai infrastruktur suatu daerah yang akan
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diserang serta informasi mengenai keadaan cuaca di daerah tersebut. Current
intelligence pada umumnya berupa informasi yang dapat menjawab pertanyaan
apa, bagaimana, di mana serta kapan. John Keegan memberikan contoh sebuah
sistem di India secara efektif mampu memberikan informasi-informasi dasar
mengenal lawan pada saat Inggris masuk ke India. Dalam kategori ini, informasi
utama yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh prioritas pembuat kebijakan
yang seharusnya terkait erat dengan prioritas national interest, Bila ditelaah
lebih lanjut, kategori ini akan menjadl sangat dinamis dan dipengaruhi oleh
perubahan kepentingan serta tujuan jangka pendek. Misalnya kepentingan
Amerika Serikat yang berbeda secara signifikan antara national security strategy
pra 9711 dan post 9/11. Sedangkan intelligence estimates merupakan informasi
intelijen yang menyediakan berbagai alternatif piliban kebijakan yang diperlukan
oleh pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Secara kualitas,
intelligence estimates bersifat sebagai fixed karena pada dasamya kualitas
intelijen haruslab selalu akurat, aktual dan fakitual Tetapi jika dilibat dari
ragamnya, maka intelligence estimates merupakan sebuah varigbel. Ragam
informasi yang harus dicari pada era Cold War (perang dingin) tidak sama dengan
ragam informasi yang harus dicari pada masa Post-Cold War.

Berakhirnya perang dingin di abad 20 telah menyebabkan adanya
perubahan mendasar dalam definisi keamanan nasional. Saat iai keamanan
nasional suatu negara lebih banyak dilihat dalam aspek kekuatan ekomomi
daripada kapabilitas militernya. Lebih jauh lag, tantangan terhadap perekonomian
negara timbul seiring dengan semakin kuatnya paradigma globalisasi. Dalam
ekonomi global tidak ada lagi perbedaan atau jarak dalam hubungan ekonomi
domestik dan internasional. Dengan semakin cepatnya perputaran roda persaingan
dalam lingkup nasional maupun internasional, proses inovasi dan peningkatan
daya saing perlu dipercepat pula. Negara menjadi dipaksa beradaptasi untuk
mencari cara baru tentang bagaimana bereaksi terhadap tren ekonomi global yang
dapat merusak keamanan nasional dan peran intelijen akan menjadi semakin luas
dan berat untuk menghadapi tantangan tersebut (Quiggin, 2007).

Di eia globalisasi, lingkungan keamanan internasional menjadi semakin
kompleks dan tidak menentu. Ancaman yang datang semakin bersifat asimetrik,
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baik ita dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya atan tekmologi.
Menurut Quiggin (2007) untuk menghadapi hal ini, intelijen harus mampu
mengidentifikasi dan membedakan, apa yang namanya ancaman (threals), risiko
(risks) dan kerentanan (vidnerability).

Ancaman yaitu potensi dari individu atau kelompok untuk melakukan aksi
atau tindakan yang menyerang sisi kerentanan atau kerapuban yang dimiliki.
Tetapi tindakan ini tidak secara otomatis menghasilkan dampak yang sangat
berbahaya bagi pihak yang diserang. Ancaman oleh Quiggin ditekankan disini
sebagai sebuah possibility (kemungkinan) adanya suatu aksi.

Sedangkan risiko didefinisikan sebagai kemungkinan dampak berbahaya
yang dihasilkan dari aksi atau tindakan yang menyerang sisi kerentanan atau
kerapuhan yang dimiliki. Disini penilaian risiko yang layak sangat dibutuhkan dan
sangat berarti bagi pembuat kebijakan untuk mengambil aksi atau tindakan yang
dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Isu-isu vulnerability (kerentanan) akan selalu datang bersamaan dengan
ancaman dan risiko. Kerentanan sendiri adalah kelemahan atau kekurangau yang
dapat diekploitasi oleh penyerang. Kerentanan ada karena dihasitkan oleh
perbuatan orang atau kelompok seperti kelemahan program soffware yang
membuat hacker mudah menyerang. Tetapi kerentanan juga ada karena faktor
alami atau bawaan seperti kondisi negara Indonesia yang berbentuk maritim dan
terdiri dari banyak kepulavan yang menyebabkan kita rentan terhadap

penyelundupan.

1.4.8 Kerangka Penelitian

Beberapa pihak, baik lembaga penclitian, para profesional maupun
akademisi, terbagi pendapatnya atas pelalsanaan konvergensi standar akuntansi
nasional di banyak negara dengan standar akuntansi internasional dan implikasi
dari harmonisasi global tersebut terhadap regulasi akuntansi. Beberapa kajian
meneliti aktifitas regulatori dari 1ASB sebagai “global standard setting body”
pada sisi institusional dan implikasi ekonomi politik dari berkembangnya standar
yaug IASB keluarkan menjadi seperangkat peraturan akuntansi yang diwajibkan
(Larson dan Kenny, 1998; Zeff, 2002; dan Kwok dan Sharp, 2005). Beberapa
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kajian penelitian lainnya menganalisis perbedaan antara IFRSs dan standar
akuntansi domestik pada beberapa negara pada sisi kepatuhan dan
implementasinya. Kajian tersebut juga mempertimbangkan dampak potensial dari
konvergensi standar akuntansi, baik di negara yang bersangkutan maupun secara
global.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa perbedaan utama
antara US GAAP dan standar IASB (Bloomer, 1999; Street dan Gray, 1999;
Pacter, 2002; Leunz, 2003; Tarca, 2004; dan Ampofo dan Sellani, 2005). Penelitian
yang hampir mirip juga dilakukan di Australia oleh Collet (2001) dan Jones dan
Wolinzer (2003), China oleh Chen (1999) dan Tang (2000) serta Mesir cleh Abd-
Elsalam dan Weetman (2003). Sebagian besar peneliti lainnya fokus pada proses
konvergensi di Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya (Thorell dan
Whittington, 1994; Hoarau, 1995; Canibano dan Mora, 2000; Aisbitt dan
Naobes, 2001; Alexander dan Archer, 2001; Haller, 2002; Robers, 2002; Alexander
dan Schwencke, 2003; Evans, 2003; Homollee, 2003; Walton, 2003; Larson
dan Street, 2004; dan Street dan Larson, 2004). Sedangkan beberapa peneliti
fokus pada isu konvergensi dalam konteks tramsisi ekonomi, terutama yang
berasal dari Eropa Timur yaitu Bailey (1995), Dutia (1995), De Bruin (2000),
Daniel (2001), King (2001) dan Kosmala-McLullich (2003).

Street (2002) melakukan kajian multinasional mengenai proses
konvergensi standar akuntansi berdasarkan dua kali survei yang dilakukannya
terhadap praktik pelaporan keuangan di 59 dan 62 negara di dunia yang didukung
oleh beberapa kantor akuntan besar dalam kaitannya dengan penggunaan standar
akuntansi intermasional. Dua survei tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi
perbedaan utama antara standar pelaporan akuntansi lokal dengan standar yang
dikeluarkan IASB. Street menganalisa survei tersebut dalam rangka untuk menilai
perkembangan dan hambatan untuk melakukan konvergensi di beberapa negara.

Ding (2005) meneliti peran budaya sebagai sebuah faktor utama yang
menjelaskan perbedaan antara GAAP nasional dengan standar akuntansi
internasional di 52 negara. Ding melakukan survei terhadap standar akuntansi
lokal di beberapa negara yang dibandingkannya dengan standar internasional yang
disponsori oleh kantor-kantor akuntan besar di dunia. Penelitian yang sama juga
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telah dilakukan Nobes (2001). Penelitian lain yang hampir serupa tapi khusus di
wilayah Eropa dilakukan oleh Larson dan Street {2004). Kemudian Stenka dan
Omrod (2007) menggunakan survei beberapa kantor akuntan besar pada tahun
2002 terhadap praktik pelaporan keuangan di 17 negara Eropa untuk menganalisis
dampak pengadopsian IFRSs terhadap akuntansi perusahaan grup di Inggris Raya.
Sedangkan Zeff (1998) dan Choi (2002) meringkas dan menguji perbedaan antara
US GAAP, UK GAAP dan standar dari IASB. Beberapa penelitian juga
mempertanyakan relevansi standar akunfansi internasional terhadap ekonomi
domestik terutama yang terjadi di megara-negara berkembang (Larson, 1993;
Larson dan Kenny, 1996, 1998; Points dan Cunningham, 1998; Woollay, 1698;
dan Mir dan Rahaman, 2005).

Graham dan Neu (2003) berpendapat bahwa akuntansi termasuk di
dalamnya IFRSs, dalam implementasi riilnya digunakan untuk melayani dua
kepentingan, kompleksitas internal organisasi dan praktik sosial lebih luas.
Mekanisme seperti itu berdampak pada penyebaran perubahan akuntansi, berupa
teknologi akuntansi, hubungannya dengan kepentingan organisasi menjadi
organisasi supranasional atau transnasional. Penyesuaian teknologi akuntansi
dalam praktik organisasi supranasional melayani tujuan yang sama dengan
organisasi konvensional, tetapi berbeda mekanismenya yaitu melakukan aktivitas
yang dinamakan “aliran lintas batas melampaui ruang dan waktu” (cross-border
flows beyond time and space), seperti aliran modal, produk, informasi, kebijakan
dan orang,

Akuntansi mengalir lintas batas melampaui ruang dan waktu menciptakan
bentuk sesuai perbedaan sosial yang melampaui simbol dan mitos. Perbedaan
sosial berkaitan dengan asimetri kekayaan (wealth) dan kekuasaan (power) yang
eksis di berbagai wilayah secara internasional. Hasil teknologi akuntansi dalam
organisasi supranasional membantu menciptakan dan menyeimbangkan kondisi
ketidakstabilan antara pusat dan pinggiran, antara »on-majority world dan
majority world., Graham dan Neu melihat bahwa teknologi dan praktik akuntansi
yang dijalankan MNCs ternyata bukan hanya melakukan tata kelola aliran lintas
batas melampaui ruang dan waktu saja, tetapi mercka menyodorkan “praktik
standarisasi” lintas batas. Lebih jauh, desakan standarisasi ternyata bermuatan
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ekonomi politik untuk kepentingan MNCs mempergunakan berbagai institusinya.

Salah satu kepentingan IFRSs dapat dilihat dari dampaknya setelah
diterapkan adalah untuk kepentingan kepastian aliran atau arus kas perusahaan
“bermain monopoli” di berbagai flows of things (lihat Tabel 1.1). Ujung-ujungnya
adalah dijalankannya “permainan monopoli” dengan laporan arus kas sebagai alat
bantu pemetaan kekuatan keuangan perusahaan untuk mengantisipasi “dadu
mesin” dari bursa saham yang disebut Electronically Operated Global Casino
atau dalam bahasa Castells disebut sebagai Automaton (Capra, 2003). Automaton
menurut Castells adalah ciptaan inti ekonomi hasil proses globalisasi keuangan
yang secara tegas mengatur kehidupan manusia. Bukan robot-robot yang
menghilangkan lapangan kerja atau komputer-komputer pemerintah, tetapi mesin-
mesin globalisasi berbentuk transaksi keuangan elektroniklah yang mengambil
alih dunia manusia. Logika automaton bukanlah aturan-aturan pasar tradisional,
dinamika aliran kevangan yang digerakkannya saat ini di luar kendali-kendali
pemerintahan negara, perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan.
Akan tetapi pada keluwesan dan ketepatan teknologi informasi dan komunikasi
bar, regulasi ekonomi global yang efektif secara teknis menjadi masuk akal.

Tabel 1.1
Flows of Things
Flow of Things | Organisasi yang teclibat Contoh
Capitals Pasar Finansial Internasional | Perdagangan sekuritas dan
valuta asing
IASB Konvergensi standar
akuntansi nasional ke IFRSs
International Monetary Fund | Liberalisasi pasar, mata uang
(IMF)
Products World Trade Organization Barang dan jasa
(WTO)
Information OECD Indikator kinerja
W3C, NSF Standar internet
Policies IMF, World Bank Penyesuaian pinjaman
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People Pemerintah negara-negara Kebijakan imigrasi
OECD Migrasi tenaga kerja

Sumber; Graham dan Neu {2003) yang telah diolah kembali oleh Mulawarman (2009)

Penelitian ini pada dasamya ingin memperlihatkan bahwa fenomena
konvergensi IFRSs yang merebak ke seluruh dunia bukan disebabkan oleh
kualitas standar akuntansi global itu sendiri tetapi dikarenakan lemahnya posisi
negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia, menghadapi pihak eksternal yaitu
lingkungan masyarakat global dan kepentingan investor global serta MNCs yang
menginginkan keseragaman praktik akuntansi dan penyajian pelaporan keuangan
di dunia. Berdasarkan lemahnya posisi Indonesia dalam proses konvergensi
IFRSs, penelitian ini mencoba memprediksi bagaimana pengaruhnya terhadap
kebijakan yang mungkin dikeluarkan DJP dalam rangka merespon implikasi-
implikasi perpajakan yang timbul dari konvergensi IFRSs.

Untuk membedakan hasil penelitian atau tulisan pengamat akuntansi dunia
mengenai pengaruh konvergensi IFRSs di negara-negara berkembang yang
sebagian besar menckankan pertimbangan rasional ekonomi dari pembuat
kebijakan akuntansi, maka penelitian ini mencoba lebih banyak menpgunakan
teori ekonomi politik melalui perspektif globalisasi ekonomi dan teori regulasi
akuntansi keuangan dalam perspektif pro-regulation untik menjelaskan
bagaimana latar belakang dan proses konvergensi IFRSs di dumia berdampak
besar kepada motif keikutsertaan Indonesia dalam fenomena tersebut. Selanjutnya
untuk menjelaskan dampak dari besamya pengaruh eksternal kepada motif
konvergensi IFRSs di Indonesia terhadap kebijakan perpajakan yang mungkin
dikeluarkan otoritas perpajakan, digunakan beberapa teori kebijakan publik yaitu
teori koalisi politik dan kepentingan ckonomi, teori ekonomi relatif negara dan
teori pilihan rasional. Sedangkan teori intelijen disini digunakan dalam konteks
untuk memandang proses konvergensi IFRSs di Indonesia sebagai sebuah
ancaman/isiko dan sekaligus untuk menyediakan pilihan tindakan yang dapat
diimplementasikan dalam sebuah kebijakan perpajakan.

Ada beberapa pertimbangan kenapa penulis mengambil pendekatan ini,
yaitu
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Keputusan pemakaian standar akuntansi keuangan secara inheren adalsh
keputusan politik;

Proses konvergensi IFRSs di dunia terkait erat dengan struktur dan sistem
perekonomian dunia serta situasi dan kondisi yang mengikuti;

Idealnya seharusnya konvergensi IFRSs di dunia karena dorongan netralitas
dan keseragaman standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan dan
bukannya terkait dengan pembentukan proses kontrol oleh kepentingan
tertentu;

Konvergensi IFRSs di Indonesia selain menjadikan laporan kevangan menjadi
lebih transparan, relevan, dapat diandalkan, dapat dimengerti dan diterima
secara global, seharusnya juga mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
Kebijakan pajak sebagai kebijakan publik dari pemerintah harus
mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

Mengantisipasi sebuah situasi yang kemungkinan akan dihadapi sebagai
implikasi perpajakan dari proses konvergensi I[FRSs.

1.5 Hipotesis Penelitian

Dengan berpegang kepada latar belakang dan perumusan masalah yang

diungkapkan diatas, maka penelitian ini dilandasi oleh hipotesis penelitian:

a.

Bahwa dalam era globalisasi ekonomi yang ditopang liberalisasi perdagangan
dan finansial, kepentingan investasi global dalam konvergensi IFRSs di dunia
diduga memainkan peran yang sangat besar.

Peran investasi global yang sangat besar dalam konvergensi [FRSs di dunia
diduga menjadi motif konvergensi IFRSs di Indonesia,

Motif konvergensi IFRSs di Indonesia diduga akan berpenganih besar
terhadap output kebijakan perpajakan di Indonesia.

1.6 Model Analisis

Untuk dapat mencapai tujuan membuktikan hipotesis tersebut diatas maka

digunakan alat bantu model analisis dan skemanya sebagai berikut:
Variabel bebas adalah: konvergensi IFRS¢ di dunia.
Variabel terikat terdiri dari:
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a. motif konvergensi IFRSs di Indonesia
b. kebijakan perpajakan di Indonesia.

1.6.1 Skema Model Analisis:

jasama ekonomi
l(elcmaha.n standar akuntansi di
dunia selama ini:
- Keragaman praktik akuntansi
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Sejarah standar akntansi globat
Promotor konvergensi IFRSs di
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perekonomian dunia
- Aktor pelakar yang
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Konvergenst IFRSs di  dunia,
kendala dan manfaatnya, dalam
ekonomi, prakiik akuntansi dan
perpajakan
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1.7 Metodologi Analisis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam
terhadap permasalahan yang diteliti. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi
kepustakaan (termasuk penelitian perbandingan historis) dan studi lapangan
melalui wawancara mendalam dengan key informan yang terkait dengan
penelitian ini, terutama pihak-pihak dari IAI dan DJP.

Data kualitatif merupakan data empiris, merekam peristiwa nyata,
merekam pernyataan orang (termasuk bahasa isyarat), mengamati tingkah laku
tertentu, mempelajari dokumen tertulis atan mempelajari gambar visual. Untuk
mendapatkan data tersebut, tekmik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Japangan melalui wawancara dan informasi langsung
Wawancara dan informasi langsung dilakukan pada pihak-pihak yang terkait
dengan pelaksanaan konvergensi IFRSs di Indonesia terutama dari IAJ,
Bappepam dan para pejabat di lingkungan DJP berkaitan dengan kebijakan
perpajakan dan hubungan kerjasama dengan organisasi internasional. Metode
wawancara dilakukan dengan tanya jawab atau mendengarkan penjelasan atau
keterangan secara langsung dengan beberapa responden yang dianggap
kompeten menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan
diperoleh lebih banyak keterangan yang diperlukan.

b. Penelitian kepustakaan
Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan bacaan
berupa buku-buku, standar akuntansi keuangan, peraturan perundang-
undangan, studi-studi terdahulu, dan mencari sumber dar literatur-literatur
atau data lain yang relevan dengan penelitian ini. Sumber penelitian
kepustakaan bisa didapatkan secara fisik maupun soffcopy terutama dari
internet. Metode ini juga berguna untuk mendapatkan data kuantitatif berupa
tabel-tabel statistik yang telah diolah pihak lain. Penulis banyak bergantung
pada hasil penelitian dan tulisan beberapa ahli dan pengamat akuntansi yang
dikumpuikan dari jumal penetitian, buku dan pangkaian data online.
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1.8 Sistematika Penulisan
Dalam rangka mempermudah pemahaman isi penelitian, diuraikan

permasalahan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1

Bab Il :

Bab I1I :

Bab IV :

BabV

Bab VI :

Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, kaiian pustaka, hipotesis penelitian, model
analisis, metodologi analisis penelitian dan sistematika penulisan.
Perkembangan Standar Akuntansi Di Dunia Pra Konvergensi IFRSs
Bab ini ingin menjelaskan latar belakang dan motif dilakukannya
konvergensi IFRSs di dunia yang terdiri dar struktur dan sistem
perekonomian dunia, situasi dan kondisi perekonomian dunia,
kelemahan standar akuntansi di dunia selama ini dan sejarah standar
akuntansi global.

Perkeinbangan Standar Akuntansi Di Dunia Era Konvergensi IFRSs
Bab ini menggambarkan perkembangan IASB dan JFRSs, pendorong
konvergensi [FRSs di dunia dan konvergensi IFRSs di dunia, kendala
dan manfaatnya, termasuk kebijakan perpajakan yang diterapkan.
Konvergensi IFRSs Di Indonesia

Bab ini menggambarkan kondisi perekonomian di Indonesia, sejarah
standar akuntansi di Indonesia, perkembangan SAK berbasis IFRSs,
promotor konvergensi IFRSs di Indonesia dan menganalisis motif
konvergensi IFRSs di Indonesia.

Aspek Perpajakan Di Indonesia

Bab ini menggambarkan rekonsiliasi fiskal, perbedaan ketentuan
perpajakan dan SAK berbasis IFRSs, respon sementara DJP terhadap
konvergensi IFRSs dan menganalisis dampak motif konvergensi [IFRSs
di Indonesia terhadap kebijakan perpajakan.

Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan penufup dari bab-bab sebelumnya yang bersi
kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diharapkan
bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan sarana
wntuk penelitian lebih lanjut.
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BAB2
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI DUNIA
PRA KONVERGENSI IFRSs

2.1 Struktur dan Sistem Perekonomian Dunia

Cara melalui mana kesejahteraan penduduk dunia diciptakan, telah
menjadi perdebatan yang cukup menarik hingga saat ini. Perdebatan tersebut
melahirkan sosialisme-komunisme pada satu sisi dan liberalisme-kapitalisme pada
sisi yang lain. Akhir dari perdebatan ini melahirkan dua blok kekuatan ekonomi
dan politik yang saling berhadap-hadapan, yaitu blok Uni Soviet yang
mendasarkan pada komunisme dan Amerika Serikat beserta sekutunya yang
mendasarkan diri pada kapitalisme. Era ini kemudian sering disebut sebagai Cold
War atau era Perang Dingin.

Perang Dingin telah berakhir dan kini perdebatan-perdebatan di tingkat
internasional tidak lagi menyangkut bagaimana meredakan ketegangan antara
kedua blok tersebut, melainkan lebih pada dimensi-dimensi global, terutama ¢i
bidang perdagangan, lingkungan hidup, kemiskinan dan keamanan dunia. Akhir
Perang Dingin telah mengubah peta ekonomi politik global. Dengan berakhirnya
Perang Dingin, pricritas-prioritas nasional mengalami perubahan dan sekutu-
sekutu Barat meletakkan kepentingan ekonomi nasional mereka sendin sebagai
prioritas tinggi. Di Amerika Serikat, pergeseran itu tampak nyata dengan
menekankan keamanan ekonomi menggantikan keamanan militer (Gilpin, 2001).
Pandangan ini jelas sangat berbeda dengan pandangan negara adidaya ini dalam
masa Perang Dingin dimana kebijakan-kebijakan pemerintah lebih diorientasikan
kepada usaha menjaga keamanan teritorial melalui keunggulan senjata. Selain itu,
akhir Perang Dingin juga telah membuat dunia terbagi menjadi multipolar. Hal ini
akan menjadi semakin sulit untuk mengelola keamanan dunia dan tentu juga
menyangkut politik dan ekonomi.

Sekarang ini, perdebatan menyangkut cara yang efektif untuk mengelola
ekonomi negara-bangsa dalam lingkup yang lebih sempit dan dunia dalam lingkup
yang lebih Inas tidak lagi antara sosialisme dan kapitalisme tetapi lebih
menyangkut peran negara dalam aktivitas ekonomi. Perdebatan ini melahirkan
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paham Keynesianisme pada satu sisi dan liberalisme di sisi yang lain. Bagi kaum
Keynesian, negara diperlukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
sementara bagi kalangan liberal atau yang kemudian sering disebut sebagai kaum
Kanan Baru, campur tangan negara hanya akan menimbulkan distorsi dan
membuat ekonomi dunia tidak dapat betjalan secara efektif dan efisien (Winamo,
2009). Oleh karena itu, mereka lebih menyerzhkan mekanisme tersebut kepada
pasar dan berusaha keras agar negara dikeluarkan dari pasar.

Sejarah mengenai pengaturan perdagangan dan pengaturan ekonomi dunia
telah dimulai sejak lama, yakni pada periode pascaperang. Selama masa pasca-
Perang Dunia II, pemerintzhan-pemerintahan yang didominasi oleh negara-negara
maju mengembangkan dan menyelenggarakan seperangkat aturan, lembags dan
prosedur yang mengatur aspek-aspek penting dalam hubungannya dengan
ekonomi internasional (Spero, 1981). Selama hampir dua dekade, orde ini sering
disebut sebagai the Breiton Woods System, efektif dalam mengontrol korflik dan
dalam rangka meraih fujuan-tujuan bersama yang telah dibuat oleh negara-negara.
Dasar politik bagi the Bretton Woods System ini ditemukan dalam koinsidensi tiga
kondisi, yaitu konsentrasi kekuasaan dalam sejumlah kecil negara, adanya
sekelompok kepentingan bersama dari negara-negara tersebut dan kehadiran
kekuatan dominan yang rela menjalankan peran kepemimpinan (Kindleberger,
1973).

Keberhasilan sistem ini dalam mengelola ekonomi dan perdagangan
karena selain kondisi sebagaimana tersebut diatas, sistem ini tidak mendapatkan
tantangan dari negara-negara komunis yang Iebih cenderung memisahkan diri dard
sistem ekonomi internasional, negara-negara yang kurang berkembang dan
Jepang. Kondisi pascaperang telah membuat Jepang lemah secara ekonomi
sehingga masih berada dalam kondisi sebagai negara berkembang dan berada
dilvar manajemen the Bretfon Woods System. Konsentrasi kekuasaan ini
memudahkan sistem berjalan melalui pembatasan aktor-aktor negara yang
persetujuannya diperlukan untuk menetapkan aturan, lembaga dan prosedur, serta
untuk menjalankan manajemen dari sistem tersebut.

Kemudian sistem dimudahkan oleh tingkat kesepakatan yang tinggi
diantara negara-negara anggota menyangkut tujuan dan alat dalam mengelola
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ekonomi internasional. Dasar dari persetujuan ini ada dalam kapitalisme dan
liberalisme. Meskipun diantara negara-negara tersebut mempunyai perbedaan
menyangkut tipe-tipe kapitalisme yang mereka jalankan, namun di kalangan
negara-negara tersebut cenderung menyukai sistem liberal, yang menyandarkan
diri pada pasar bebas dengan meminimalkan hambatan-hambatan perdagangan
dan modal (Ohmae, 1995). Dengan demikian, periode the Bretton Woods System
ini merupakan salah satu dari usaha-usaha beberaps negara untuk menciptakan
seperangkat aturan dalam rangka mengelola ekonomi internasiopal. Meskipun
implementasi sistem liberal berbeda dari satu negara ke negara lain, namun
semuanya sepakat bahwa sistem yang terbuka akan memaksimalkan kemakmuran
ekonomi. Bahkan, dikalangan mereka percaya bahwa sebuah sistem ekonomi
yang terbuka akan memberikan kemyngkinan bagi terciptanya perdamaian.

Meskipun mereka percaya bahwa ekonomi liberal lebih disukai, tetapi
mereka juga setuju bahwa sistem ekonomi internasional liberal ini membutuhkan
intervensi pemerintah. Ini tentunya berbeda dengan perkembangan berikutnya
dimana peran pemerintah berusabha untuk secara serius dimarjinatkan Pericde
pascaperang dimana stabilitas, pengangguran dan pertumbuban menjadi subyek
yang penting dari kebijakan publik sehingga intervensi negara dapat diterima.

Kepentingan bersama dalam kerjasama ekonomi semakin diperkuat oleh
pecahnya Perang Dingin pada akhir 1940-an. Pada masa itu, kerjasama ekonomi
diperlukan dalam menghadapi musuh bersama, dalam hal ini blok ekonomi Uni
Soviet. Kerjasama ekonomi tidak hanya ditujukan dalam rangka membangun
kembali Eropa, suatu langkah sengaja yang dilakukan Amerika Serikat untuk
mengembangkan ekonomi pasar bebasnya, tetapi juga demi keamanan politik dan
militer mereka (Sugiono, 1999). Inilah yarg mendorong negara-negara tersebut
rela untuk berbagi beban karena masalah-masalah keamanan. Selain itu, faktor
tersebut juga menjadi pendorong bagi munculnya Amerika Serikat untuk menjadi
pemimpin sistem tersebut. Bagi Amerika Serikat, the Brefton Woods System
diharapkan dapat menjadi benteng Amerika Serikat dari ancaman Uni Soviet
{Gilpin, 2001).

Akhirnya sistem tersebut dapat berjalan karena adanya kekuatan dominan
Amerika Serikat yang tidak mengalami kehancuran akibat perang sehingga dapat
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dan secara sukarela menjalankan peran kepemimpinan, disamping Jepang dan
negara-negara Eropa Barat menerima kepemimpinan tersebut. Namun demikian,
meskipun sistem ini dianggap dapat berjalan efektif pada masa itu dalam
menyelesaikan konflik-konfiik perdagangan yang muncul diantara negaca-negara
anggora, menjelang tahun 1970-an, the Bretton Woods System dalam keadaan
kacau dan terancam. Pada bulan Agustus 1971, Presiden Amerika Serikat Richard
Nixon tampil di depan publik, dan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan para
penandatangan the Bretion Woods System, memutuskan untuk menunda tukar-
menukar penuh dolar dengan emas dan kemudian mendevaluasikannya, Ini
sekalipus menandai era berakhirnya rhe Bretton Woods System. Faktor yang
menjadi penyebab keruntuhan sistem tersebut adalah karena adanya penentangan
terhadap kekuasaan, melemahnya kepemimpinan dan memudamya konsensus
(Winamo, 2009).

Meskipun negara-negara maju masib memegang peran dominan dalam
kekuasaan ekonomi dan politik, namun negara-negara diluar the Bretton Woods
System tersebut, yang sebagian besar negara-negara berkembang, mulai
menentang hak mereka untuk mengelola sisicm. Selama sistem ini berlangsung,
negara-negara Dunia Ketiga tidak puas karena sistem ini menentukan ekonomi
mereka, dalam kenyataannya mereka disingkirkan dari pengaturan sistem dan
mereka mulai merasa bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian
kekayaan. Tantangan kedua berasal dari negara-negara komunis. Pada tahun
1960-an dan 1970Q-an, negara-negara komunis dipelopori Cina yang pada awalnya
mengisolasikan diri akhimya ikut berpartisipasi dalam ekonomi internasional.
Partisipasi ini ternyata mengacaukan ekonomi internasional pada waktu itu.

Kemunduran the Bretlon Woods System saat itu juga dikarenakan
pergeseran kekuatan yang berlangsung secara internal. Program Marshall Plan
telah membuahkan hasil dimana perekonomian negara-negara Eropa berkembang
pesat dan pada tahun 1960-an negara-negara Eropa membentuk European
Economic Community atau di Indonesia dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi
Eropa (MEE). MEE menjadi blok ekonomi yang menyaingi ekonomi Amerika
Serikat dan menjadi kekuatan politik potensial. Di sisi lain, Jepang juga telah
tumbuh menjadi negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang fantastis.
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Akhirnya perubahan-perubahan tersebut, terutama terjadinya pergeseran kekuatan
internal, telah mendorong semakin menurunnya kemampuan kepemimpinan
Amerika Serikat sehingga the Brefton Woods System menjadi semakin tidak
efektif dan kemudian bubar.

Runtuhnya the Bretfon Woods System sebagal tatanan ekonomi
internasional terbatas membuat dunia tidak lagi mempunyai aturan baku untuk
mengelola ekonomi internasional. Resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-
besaran para periode tahun 1970-an telah mendorong negara-negara di dunia
untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing dan lebih
cenderung mengembangkan kebijakan wmerkarntilis yang berusaha mencan
kekayaan dari surplus perdagangan luar negeri. Sedangkén usaha-usaha untuk
menyusun kembali pengaturan ekonomi intemasional tidak pernah berhasil.

Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang sangat maju
dan murah merupakan salzh satu faktor pendorong bagi globalisasi. Barangkali,
tanpa adanya perkembangan ini globalisasi yang berlangsung dalam skala masif
tidak akan pernah terjadi. Ini karena globalisasi mempunyai ciri tersendiri, yaitu
integrasi, jaringan dan interdepensi. Dunia menjadi tempat untuk menjalin
hubungan, baik antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara,
negara dengan pegara maupun antar individu. Selain itu globalisasi juga
mempunyai ciri lain yaitu jaringan. Globalisasi mendorong terjadinya integrasi
dan dengen demikian, setiap individu, perusahaan dan bangsa-bangsa akan
terhubungkan satu dengan yang lain, untuk mencapai seluruh dunia dengan lebih
jauh, lebih cepat, lebih murah daripada yang pemah ada sebelumnya. Akhirnya
dari variabel integrasi dan jaringan tersebut lantas menciptakan saling
ketergantungan (interdependensi).

Namun diluar itu semua, gagasan dibalik globalisasi dan liberalisasi
perdagangan dan investasi tidak dapat dilepaskan dari kemenangan ideologis yang
berada dibalik peristiwa tersebut, yaitu kemenangan kelompok Kanan Bam di
Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis utama lainnya di Eropa. Pada
dasarnya, tatanan ekonomi internasional pasca Perang Dunia II muncul sebagai
produk dari persaingan seugit antara dua orientasi kebijakan yang bertentangan,
yaitu antara kelompok yang berorientasi internasionalisme liberal yang
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menghendaki sebuah perekonomian dunia yang terbuka dan kelompok
kapitalisme internasional yang menuntut lebih banyak peran aktif negara dalam
mencapai tujuan-tujuan sosial (Sugiono, 2009). Kelompok pertama lebih sering
dikenal sebagai pendukung liberalisme ekonomi, sedangkan kelompok kedua
lebih dikenal sebagai pendukung merkantilisme ekonomi.

Bagi kelompok pertama, teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan
ahli ekonomi neoklasik Adam Smith dan David Ricardo masih relevan hingga
saat ini. Teori ini menyatakan bahwa penghapusan penghalang pergerakan bebas
barang akan memungkinkan terjadinya spesialisasi nasional dan pemanfaatan
secara optimal faktor-faktor produksi dunia yang langka. Pada akhirnya akan
memungkinkan pola-pola perdagangan internasional ditentukan oleh keuntungan
komparatif yaitu harga. Dilaksanakannya prinsip keuntungan komparatif
memastikan sebuah negara pada akhimya akan meraih efisiensi ekonomi dan
kesejahteraan yang lebih besar lewat partisipasi perdagangan luar neger,
bukannya lewat proteksi perdagangan (Gilpin, 2001), Hal ini menjadi landasan
utama utama mengapa para pendukung aliran ini sangat antipati terhadap bentuk-
bentuk proteksionisme perdagangan.

Dalam usaha memenangkan pertarungan ideologisnya, kelompok Kanan
Baru menyerang kebijakan-kebijakan yang bersandar pada Keynesian, Kelompok
ini menyerang fondasi kebijakan Keynesian dengan mengambil momentum krisis
ekonomi akibat inflasi yang tidak dapat diatas oleh kebijakan Keynesian. Pada
tahun 1973, dengan disponsori negara-negara Arab sebagai produsen minyak
utama dunia, terbentuk scbuah kartel bemama OPEC (Organization of the
Petroleum Exporting Countries) yang menyebabkan harga minyak melambung
tinggi. Karena harga minyak terus melambung tinggi maka hal ini mendorong
kenaikan harga-harga dan upah-upah. Akibat lebih jauh adalah mendorong
terjadinya resesi ekonomi, pengangguran dan inflasi yang melambung hingga
mencapai angka 20 persen di seluruh negara serta ketidakmampuan negara-negara
Dunia Ketiga membayar hutang-hutangnya. Di sisi lain, kebijakan Keynesian
yang telah banyak digunakan oleh negara-negara selama lebih kurang tiga puluh
tabun tidak mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, terutama menyangkut
tingginya inflasi. Bahkan kelompok-kelompok penentang kebijakan tersebut, yang
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diidentifikasi sebagai kelompok Kanan Baru, melihat inflasi sebagai akibat
kebijakan yang berstandar pada Keynesianisme.

Salah seorang pelopor dari kelompok ini adalah Milton Friedman yang
berasal dari golongan monetaris. Secara garis besar kritik kelompok Kanan Baru
dalam menghadapi kebijakan yang bersandar pada aliran Keynesian dapat dibagi
dalam tiga pokok pikiran. Pertama, pada intervensi negara. Bagi kalangan yang
bersandar pada tradisi Keynesian, kapitalisme mempunyai cacat bawaan, yakni
kurangnya permintaan (demand). Oleh karena itu agar kapitalisme dapat
berkembang maka pemerintah harus terlibat aktif dalam meningkatkan demand
melalui belanja publik. Bentuk kebijakan ini biasanya berupa peningkatan upah
pekerja. Namun, dalam pandangan kaum Kanan Bamy, intervensi negara yang
mendalam dalam ekonomi merupakan rintangan yang serius bagi kemajuan
perekonomian. Asumsinya, mekanisme pasar bekerja pada basis harga yang oleh
para pendukung pasar dianggap sebagai tanda-tanda pasar. Dalam pandangan
Ture (1985) di Sugiono (1999), penerapan kebijakan ekonomi Keynesianisme
yang dicirikan dengan tingginya kehadiran negara dianggap mengganggu tanda-
tanda tersebut, schingga menghalangi ckonomi pasar untuk berfungsi
sebagaimana mestinya. Kalangan ini menyatakan bahwa akibat-gkibat terlalu
banyaknya campur tangan negara sebagai akibat diberlakukannya kebijakan
Keynesianisme, dunia terjebak dalam krisis yang berkepanjangan pada tahun
1970-an.

Para intelektual Kanan Baru memandang, inflasi sebagai produk dari
ekspansi vang yang kemudian dijadikan ekonomi Keynesian untuk menghasilkan
boom ekonomi pascaperang dan untuk memelihara komitmennya pada jufl
employment (Sugiono, 1999). Mereka kemudian menyatakan bahwa peningkatan
belanja publik Keynesian dianggap menciptakan terlalu banyak demand dan
kargnanya menjadi sebab timbuloya inflasi yang meluas. Dalam menghadapi
masalah ini, mereka berpendapat bahwa inflasi merupakan masalah moneter
sehingga harus diatasi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Inflasi
dalam pandangan mereka merupakan pertanda suplai vang yang berlebihan dan
tingginya tingkat upah sehingga pemerintah harus mengurangi suplai nang dan
menekan upah yang pada awainya ditujukan untuk merangsang demand selama
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masa resesi ekonomi. Depngan demikian kebijakan yang oleh para pendukung
Keynesian dianggap sebagai solusi terhadap masalah yang inkerent dalam
kapitalisme, bagi kelompok Kanan Baru dianggap sebagai akar timbuinya
masalah. )

Konsisten dengan pandangan-pandangannya, kelompok Kanan Baru
kemudian menggugat program-program kesejahteraan dan welfare state yang
ditawarkan oleh kebijakan Keynesian. Mereka beranggapan bahwa redistribusi
pendapatan sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Dalam pandangan mereka, para
penerima santunan kesejahteraan sebagai pemalas, oportunis dan bahkan parasit
sosial karena memperoleh vang dari anggaran pemerintah dan tidak mengganggap
kerja sebagai salah satu nilai terfinggi dalam masyarakat dan sebagai sumber
kekayaan riil (Sugiono, 1999). Oleh karena itu mereka cenderung melihat negara
kesejahteraan sebagai bentuk ketidakadilan.

Namun demikian, serangan terhadap pijakan moral- dan politik yang
dilancarkan kelompok Kanan Baru terhadap model Keynesian ini juga mulai
mendapat kritik. Gilpin (2002) justru melihat bahwa ketiadaan jaminan terhadap
kelompok-kelompok yang kalah dalam persaingan ekonomi politik global akan
menimbulkan hambatan bagi penyebaran liberalisme dan perdagangan bebas. Ini
karena ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan semakin mendorong
terjadinya penentangan terhadap globalisasi dan liberalisme perdagangan. Fakta
diselenggarakannya konferensi World Social Forum di Porto Alegre, Brasil
setidaknya membuktikan pendapat tersebut. Semakin lebamya ineguality dalam
pendapatan dan ketidaksetaraan standar hidup akan semakin mendorong
kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tertindas secara ekonomi untuk
bergerak ke arah melawan globalisasi. Hal ini membuat globalisasi ekonomi
sernakin sulit diterapkan di negara-negara miskin akibat resistensi internal.

Setelah melakukan kritik terhadap pondasi kebijakan ekonomi Keynesian
beserta konsep moral dan politiknya, kelompok Kanan Baru menekankan arti
penting pasar bagi penciptaan kesejahteraan umat manusia. Bahkan diantara
mereka ada yang mempunyai pandangan bahwa hanya dengan pasar bebaslah
kesejahteraan dar perdamaian akan dapat diwujudkan. Di bawah mekanisme
pasar dan dibimbing oleh apa yang disebut sebagai “tanda-tanda pasar” setiap
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individu akan memanfaatkan sumber dayanya secara efisien. Oleh karena itu
mengikuti alur pikir Adam Smith dan David Ricardo, kaum intelektual Kanan
Baru menyatakan bahwa jika dibiarkan mengejar tujuan-tujuannya sendiri dan
tanpa diniatkan secara sengaja untuk melayani kepentingan masyarakat, individu
tidak hanya akan memberi manfaat bagi dini mereka sendiri, tetapi juga
masyarakat secara keseluruhan. Intervensi pemerintah sebaiknya dianggap
menggangeu mekanisme ini meskipun intervensi tersebut ditujukan untuk
kepentingan masyarakat. Ini karena dalam pandangan mereka, intervensi
pemerintah hanya akan mengacaukan apa yang mereka sebut sebagai “tanda-tanda
pasar”, akibatnya akan menyesatkan individu dan menjatuhkan mereka daru
berperilaku rasional dan efisien. Pengagungan pasar yang teramat berlebihan ini
sebenarnya menyimpang atau dalam pandangan Korten (1997) sebagai
pengkhianatan terhadap gagasan-gagasan Adam Smith dan David Ricardo yang
merupakan pelopor teori liberalisme klasik.

Sementara itu, era kebijakan yang bersandar pada ideologi Kanan Baru
atau neoliberal dimulai oleh dua pendukung utamanya yaitu Presiden Amerika
Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Raya Margaret Thatcher. Ronald
Reagan merupakan tokoh politik dan aliran Kanan Baru yang dengan antusias
memperjuangkan pasar dan mengambil jalan yvang berseberangan dengan negara
intervensionis. Ronald Reagan mengambil jalan sesuai dengan pandangan-
pandangan pada ekonom Kanan Baru seperti Milton Friedman dan Friedrich
Hayek. Kedua pemimpin pemerintahan tersebut sama-sama sebagai pendukung
pasar bebas, meskipun keduanya tidak selalu sepakat dalam mengambil benfuk-
bentuk kebijakan publik. Thatcher lebih memakai moneterisme yang menekankan
kontrol ketat atas money supply, sedangkan pemerintahan Reagan didominasi oleh
ekonom-ekonom yang menganut supply side, yang menyarankan pemotongan
pajak guna membenkan insetif sebesar-besarnya bagi produksi. Namun demikian,
sebagaimana keyakinan kaum Kanan Baru lainnya yang menolak kesejahteraan
dan belanja publik, maka kebijakan yang diambil kedua pemimpin ini konsisten
dengan keyakinan tersebut, yakni memangkas belanja publik dan menurunkan laju
inflasi. Kebijakan ini menjadi ciri khas dari para penganut ideclogi Kanan Baru
(Winarno, 2009).
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Selain itu, baik Reagan maupun Thatcher sama-sama meyakini teori
“trickle down effect” yang mengklaim bahwa jika si kaya akan mendapatkan
insetif seperti pajak rendah maka mereka akan terdorong untuk bertindak selaku
enterpreneur, dan dengan demikian akan mendorong perfumbuban ekonomi.
Atau, jika industri layanan publik dialihkan ke swasta maka industri-industri
tersebut akan dikelola dengan lebih efisien dan mampu lebih banyak menyediakan
lapangan pekerjaan. Situasi ini akan mengurangi beban pemerintah untuk
membayar biaya kesejahteraan. Kebijakan-kebijakan ekonomi lebih ditujukan
untuk meningkatkan pertumbuban ekonomi sehingga kue pembangunan akan
semakin besar untuk dibagi merata ke seluruh masyarakat. Untuk itu di Inggris
Raya berbagai kebijakan ditempuh untuk menciptakan budaya yang menghargai
perusahaan dan inovasi. Tarif pajak perseorangan dan perusahaan diturunkan,
pengawasan harga, dividen dan kontrol kurs mata uang asing dihapuskan tanpa
memperhatikan akibat pada kerentanan negara. Selain itu, pengawasan terhadap
telekomunikasi, penyiaran, transportasi dan periklanan ditiadakan.

Hasil dari kebijakan-kebijakan Reagan dan Thatcher memang mempunyai
dampak yang signifikan dalam menghadapi krisis saat ifu, terutama dalam
meningkatkan standar hidup. Amerika Serikat hingga saat ini merupakan salah
satu negara yang mempunyai standar hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan negara-negara lain di dunia. Sementara itu, insetif-insetif berupa pajak
yang rendali bagi perusahaan juga telzh mendorong peningkatan dalam skala
besar-besaran terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang kemudian
menjadi MNCs yang mendominasi pasar dunia (Winarno, 2009). Dengan
mengacu pada pencapaian-pencapaian tersebut, Friedman mengatakan bahwa baik
Reagan dan Thatcher adalah pemimpin-pemimpin yang berhasil memberikan
sangkar emas bagi negaranya.

Setelah era Reagan dan Thatcher, dominasi gagasan-gagasan Kanan Baru
dapat dilihat dalam banyak manifestasi kebijakan dalam lembaga-lembaga
internasional dan gagasan-gagasan yang tersebar dalam forum-forum ilmiah
maupun media massa. Setelah mereka mendapatkan kemenangan dari perseteruan
ideologisnya dengan pendukung Keynesian, kelompok ini kemudian
mempetjuangkan bagaimana mendorong liberalisme dan perdagangan bebas
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dunia. Didukung oleh para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga dunia seperti
WTO, IMF dan World Bank serta para pengambil kebijakan publik di negara-
negara maju, pemikiran-pemikiran kelompok ini menjadi dominan dalam
usahanya menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi di seluruh dunia.
Mereka menekankan arti penting pasar bebas dan berusaha memarjinalkan peran
negara dalam proses-proses ekonomi. Bentuk-bentuk dari usaha ini dapat dilihat
dari hasil-hasil pembicaraan tingkat tinggi para pengambil kebijakan publik,
meskipun tetap harus diberi catatan bahwa pembicaraan-pembicaraan tersebut
menyisakan banyak masalah karena sulitnya mencari kata sepakat mengenai
bentuk pasar bebas yang diinginkan. Namun hasil-hasil pembicaran tadi yang
sering dikenal sebagai around, telah mampu mengurangi hambatan perdagangan
tarif secara signifikan dan ini sekaligus menjadi tanda semakin kuatnya desakan
ke arah pemberlakuan pasar bebas dunia. Dibentuknya organisasi perdagangan
dunia atau WTO yang mengatur banyak sekali aspek-aspek perdagangan juga
menjadi wujud kemenangan ideologi Kanan Baru dalam mendesakkan agenda
pasar bebas.

Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Amerika Serikat dan
Eropa juga menjadi media bagi proses sosialisasi ideologi Kanan Baru (Petras dan
Veltmeyer, 2002). Melalui lembaga-lembaga inilah para ahli dari negara-negara
Dunia Ketiga belajar ekonomi kepada “mahaguru” mereka di negara-negara Barat
unfuk akhimya diterapkan di negara masing-masing. Selain itu, pemerintahan
Amerika Serikat juga mendukung pembangunan-pembangunan di negara-negara
Dunia Ketiga tersebut yang ditujukan untuk melakukan dominasi dan penyebaran
gagasan-gagasan Kapan Baru yang mengagungkan pasar bebas dan mencegah
peran aktif negara dalam perekonomian (Sugiono, 1999).

Dampak lanjutan dari peijuangan kelompok Kanan Baru adalah nyata,
yaitu hampir semua negara di dunia mengambil jalan ke arah kapitalisme dan
pasar bebas. Mereka melakukan deregulasi pasar dan memprivatisasi perusahaan-
perusahaan negara. Dan seperti ditegaskan oleh Gilpin (2001), di negara-negara
berkembang, deregulasi, privatisasi dan berbagai reformasi lainmya telah
mengurangi peran negara dalam ekonomi dan membuat banyak negara
menyerukan kejayaan kapitalisme dan gagasan-gagasan yang bersandar

Unlversitas indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



52

kepadanya. Cina sendiri meskipun sistem politiknya masih memegang teguh
sosialisme tetapi secara ekonomi menganut liberalisasi. Hal ini sebagai dampak
reformasi ekonomi yang dideklarasikan Deng Xiaoping pada tahun 1993 yang
mengubah sistem ekonomi dari the iron rice bow! menjadi system socialist market
econonty yang menekankan pada orientasi pasar (Sudjijono, 2008). Reformasi ini
berkaitan dengan ambisi Cina menjadi sebuah negara yang kuat baik secara
politik maupun ekonomi.

Di lembaga seperti IMF, paradigma pasar bebas juga mendominasi
program-program restrukturisasi IMF dalam membantu negara-negara yang
berjuang keluar dari krisis finansial. Program-program restrukturisasi IMF lebih
mencerminkan pandangan-pandangan aliran Kanan Baru dibandingkan dengan
kebijakan-kebijakan yang bersandar pada Keynesian. Biasanya mereka
mendesakkan program-program privatisasi perusahaan-perusahaan negara dan
mengurangi  belanja publik melalui pengurangan subsidi. Sebuah strategi
kebijakan yang menjadi prinsip utama gagasan-gagasan aliran Kanan Baru. Para
pengkritik IMF mengatakan babwa melalui “structural adjustment program”
semua kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF dimaksudkan sebagai pelicin jatan
sechingga memudahkan MNCs dan memberikan perlindungan terhadap mereka
untuk beroperasi, baik dalam perdagangan maupun berinvestasi.

Lembaga-lembaga seperti General Agreement on Tariff and Trade
(GATT) dan WTO merupakan safah satu instrumen melalui mana sistem ekonomi
dunia yang bersandar pada pasar hendak didesakkan. Melalui mekanisme GATT
yang kemudian berubah menjadi WTO, secara intensif negara-negara maju yang
didominasi oleh gagasan-gagasan aliran Kanan Baru mendesakkan agenda
liberalisasi dan perdagangan bebas (Chomsky, 1997). Seperti diketahui GATT
bekerja dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu non-diskriminasi,
penghapusan hambatan perdagangan dan konsultasi di negara-negara anggota
untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul (Salvatore, 1993).
Penyelesaian masalah dan kesepakatan dalam GATT banyak mmenyisakan
kelemahan yang mendasar. Dalam rangka mengatasi masalah-masalah fersebut
negara-negara industri maju mendesakkan Uruguay Around yang menghasilkan
Muarakesh Accord. Beberapa hal terpenting yang dihasilkan dalam putaran ini
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yaitu kesepakatan soal investasi langsung asing dan didirikannya WTO yang
diharapkan dapat memecahkan masalah perdagangan intemasional.

Noreena Heertz (2003) mencatat 300 pemilik perusabaan teratas
mengontrol lebih dari seperempat dan seluruh aset produktif di dunia. Sebanyak
200 perusahaan papan atas dumia menguasai 28 persen perkeonomian global.
Terdapat 500 perusahaan yang mengontrol 70 persen perdagangan dunia dan 1000
perusahaan papan atas dunia menguasai 80 persen industri dunia. Dalam catatan
PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), jumlah MNCs mencapai lebih dari 45.000
dengan mayoritas terkonsentrasi di Amerika Serikat (179), Uni Eropa (148) dan
Jepang (107).

Menurnt Hirst dan Thompson (1996) selama beberapa dekade terakhir,
terutama sejak tahun 1980-an, MNCs menjadi aktor-aktor utama disamping
negara dalam percaturan ekonomi politik internasional. Diperkirakan pada tahun
1990-an terdapat kurang lebih 37 ribu MNCs yang mengendalikan sekitar 170
ribu organisasi yang terafiliasi, Dari semua perusahaan tersebut, 24 rbu (70
persen) bermarkas di dalam negeri di 14 (empatbelas) negara maju anggota
OECD.

Michael Lim (2007) dari UNCTAD mengatakan saat ini terdapat lebih dari
60 ribu MNCs dengan tidak kurang 800 ribu afiliasi asing. Perdagangan MNCs
mendominasi 2/3 nilai ekspor dunia dan 1/3 perdagangan dunia adalah
perdagangan antar perusahaan, MNCs umumnya mendominasi penelitian dan
pengembangan industri dunia dan melalui investasi langsungnya mereka adalah
sumber finansial ekstemnal terbesar bagi negara-negara berkembang.

Ada beberapa faktor yang menjadi daya dorong ekspansi perusahaan-
perusahaan tersebut dalam skala global. Strange (2000) melibat adanya perubahan
fundamental dalam ekontonu politik internasional yang diakibatkan oleh revolusi
di bidang teknologi komunikasi dan semakin murahnya biaya transportasi yang
mendorong terjadinya kecenderungan seluruh dunia. Ditambah dengan mobilitas
modal, akhirnya membuat perusahaan-perusahaan melakukan perencanaan
melakukan kegiatan dalam skala global.

Faktor-faktor yang tidak kalah penting adalah keuntungan yang dijanjikan
oleh pasar-pasar di luar negeri karena semakin terbukamya pasar global.
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Terbukanya pasar-pasar global ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang
tinggi pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Steiner (1994) mencatat bahwa
pertumbubian produk nasional kotor atau gross national product (GNP) dunia
yang eksplosif, telah semakin membuka pasar-pasar global. Perdagangan barang-
barang, baik dalam bentuk ekspor maupun impor, yang berlangsung dalam skala
yang lebih luas telah merefleksikan adanya pemmintaan baru untuk barang-barang
yang berasal dari konsumen-konsumen kaya.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah semakin tingginya tingkat
kompetisi yang berlangsung dalam pasar global tersebut. Hal ini karena
terbukanya pasar global akan semakin mengundang pemain-pemain baru dalam
pasar tersebut sehingga akan membuka kompetisi yang semakin sengit. Sehingga
dalam rangka memenangkan kompetisi tersebut mereka melakukan ekspansi ke
luar negeri untuk menyaingi perusahaan sejemis. Selain itu dalam rangka
menyikapi perubahan-perubahan pasar global, perusahaan-perusahaan mulai
melakukan perubahan dalam strategi produksinya. Jika sebelumnya melakukan
integrasi secara horizontal vaitu melalui sistem manufaktur produksi massal
produk-produk berstandar, sistem pembagian keja yang tegas dan manufaktur
berlokasi tunggal, maka kemudian MNCs berubah ke arah integrasi vertikal
(Winamo, 2009). Kecenderungan ini mendorong proses imtegrasi berlangsung
dalam skala global. Strategi lain adalah melalui pembentukan persekutuan-
persekutuan korporasi baik melalui pemberdan subkontrak, lisensi, patungan dan
kesepakatan antar perusahaan.

Adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini,
dinamika ckonomi banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh fluktuasi pasar
finansial termasuk krisis moneter yang melanda Asia Tenggara di tahun 1997 dan
krisis finansial global di tahun 2008. Hal ini dikarenakan dalam dekade terakhir
ini, investasi dalam aset finansial melonjak drastis, sementara akumulasi aset fisik
cenderung menurun. Investasi finansial telah menggantikan investasi fisik. Dunia
semakin menuju era hegemoni finansial karena investasi yang terus berkembang
adalah investasi finansial, yaitu aktivitas mentransfer sejumiah likuiditas oleh
investor entitas perusahaan atau individu kepada entitas perusahaan lainnya baik

dalam bentuk direct investment maupun porifolio investment (Akisik dan Pfeiffer,
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2009). Transfer sendin bisa saja terjadi dari perusahaan yang memiliki kinerja
buruk kepada perusahaan lain dengan kinerja yang lebih baik karena asymmetric
information.

Hegemoni finansial ini terjadi akibat bertemunya tiga proses, yaitu: (1)
globalisasi pasar finansial, (2) deregulasi pasar domestik, dan (3) inovasi produk-
produk finansial pada level perusahaan (Prasetyanmtoko, 2008). Ketipa faktor
tersebut saling bersinergi dan menghasilkan sebuah sistem dimana inovasi
finansial terjadi dengan begitu cepat dan akhimya menjadi sebuah tatanan
dominan. Ibaratnya sektor finansial menjadi bintang diantara sektor-sektor
lainnya, karena terbukti mampu memberikan tingkat keuntungan yang paling
tinggi, apalagi di tengah-tengah kemandegan ekonomi riil. Proses hegemoni
finansial juga tidak bisa dipisahkan dengan revolusi di tingkat mikro yaitu
perusahaan. Dalam sistem korporasi modern, terjadi pemisahan antara hak
kepemilikan dan pengelolaan perusghaan. Para pemilik modal mendelegasikan
pengelolaan perusahaan kepada kaum manajerial atau eksekutif yang memang
memiliki kompetensi dalam hal manajerial. Pemisahan kepemilikan dan
pengurusan perusahaan sering disebut sebagai era kapitalisme manajerial, dimana
kaum eksekutif menjadi kelompok dominan baru (Prasetyvaatoko, 2008).

Dinamika pasar finansial didorong dalam rangka meningkatkan
kemakmuran yang maksimal bagi para pemilik modal. Dalam pasar finansial
terutama pasar modal dan pasar utang, nilai perusahaan bisa dilipatgandakan dan
bisa jadi tanpa barus menambah kapasitas produksinya melalui investasi fisik.
Menurut Lazonick dan O’Sullivan (2000) dalam situasi dimana pasar finansial
berkembang dengan sangat cepat, ada perubahan strategi perusahaan yang kadang
kala terpaksa harus ditempub. Pada masa sebelumnya, umumnya strategi
perusahaan adalah menggunakan laba untuk diinvestasikan kembali atau dikenal
dengan strategi “retain fo invest”, tetapi sekarang kecenderungannya perusahaan
lebih memilih menyederhanakan struktur usaha dengan semakin memperbesar
proporsi pemberian dividen pada para pemegang saham.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas disebut Boyer (2005) sebagai proses
akumulasi yang lebih didorong oleh faktor finansial ketimbang oleh investasi
fisik. Krisis menjadi begitu sering muncul dalam mutasi yang semakin rumit dan
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dalam skala yang makin besar seiring dengan bergeraknya pendulum
perekonomian ke arah ekonomi finansial Rezim finansial telah mendorong
terjadinya finansialisasi yang berarti semakin besarnya pertumbuhan dan
perkembangan sektor finansial. Menurut Dumenil dan Levy (2002), dominasi
sektor finansial dalam perekonomian global berawal dari fenomena penurunan
produktivitas kapital. Ketika Amerika Serikat mengalami krisis pada tahun 1970-
an yang ditandai dengan tingginya harga minyak serta peningkatan signifikan
suku bunga The Fed, sektor ril mengalami penyempitan ruang gerak. Para
pemilik modal kemudian berpikir tentang bagaimanz memecahkan masalah dari
menurunnya produktivitas di sektor riil yang sclusinya diperoleh dengan cara
memperluas investasi di pasar finansial.

Sejak tahun 1980-an, di seluruh dumia terjadi gejala besar yang bernama
liberalisasi di sektor finansial di tingkat global dan deregulasi di tingkat nasional.
Sementara itu para pelaku ekonomi leluasa mengembangkan produk-produk
finansial vang beraneka ragam. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada
pemilik modal untuk secara lebih lelnasa memperoleh laba dari peningkatan
produktivitas kapital yang dimilikinya. Globalisasi yang ditopang oleh liberalisasi
dan deregulasi di sektor finansial digerakkan oleh para pemilik modal yang
dengan kekuatannya mampu mempengaruhi berbagai regulasi dan sistem,
sehingga memberi ruang gerak yang lebih besar pada mereka untuk memperoleh
keuntungan dari peningkatan kinerja kapital yang mereka miliki.

Perkembangan sektor finansial menandakan ekonomi global tidak hanya
dicirikan oleh perdagangan bebas atas barang dan jasa tetapi lebih oleh
pergerakan modal yang bebas. Tingat suku bunga, nilai tukar mata wang dan
indeks harga saham antar negara saling berkaitan erat dan pasar finansial global
berpengaruh sangat besar pada kondisi ekonomi. Untuk peran menentukan yang
dimainkan oleh modal uang intemasional pada kesejahteraan masing-masing
negara, Soros (2000) menyebutmya global capitalists system (sistem kapitalisme
global). Dalam sistem ini, pergerakan dalam nilai tukar, suku bunga dan harga-
harga saham di berbagai negara sangat eraf berkaitan.

Ciri pembeda kapitalisme global adalah gerakan modal yang bebas.
Menurut Soros (2000) perdagangan internasional di bidang barang dan jasa saja
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belum cukup menciptakan ekonomi global. Faktor-faktor produksi pun harus
dapat saling dipertukarkan. Tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya tidak
bergerak dan penduduk tidak mudah bergerak, sehingga mobilitas modal,
informasi dan kewirausahaannlah yang berperan dalam integrasi ekonomi. Oleh
karena modal finansial lebih mobile daripada investasi fisik, maka modal finansial
tersebut menempati posisi yang istimewa. Modal finansial dapat menghindari
negara-negara yang pajak atau peraturannya terlalu berat. Begitu sebuah pabrik
dibangun, sulit memindahkannya. Maka dapat dimengerti, MNCs menikmati
fleksibilitas dalam penentuan harga transfer dan dapat melakukan tekapnan-tekanan
pada saat mercka membuat keputusan investasi modal. Tctapi fleksibilitas itu
tidak sebanding dengan kebebasan memilih yang dinikmati oleh para investor
portofolio internasional. Ha! ini mampu menarik modal ke pusat-pusat finansial
dan mengalokasikannya melalui pasar finansial. Itulah sebabnya mengapa dua
dekade terakhir pengaruh pasar finansial melesat di dunia.

Gambar 2.1
Peta Pergeseran Xekuatan Ekonomi
Masyarakat » Lembaga Keuangan Global
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globalizasi, deregulag, konsentrasi I l
S
™ ™
Sistam Keuangen obal
Kerporasi Global
[ = N
Kuitur
dan Peraturn
Pithan
Perusshaan loka! \l /
Muasyarnkat
L —

Sumber; Diolah dari Korten (2002} dan Soros (2007)
Gambar 2.1 memberikan sketsa kasar dari apa yang terjadi pada saat

kapitalisme mengkonsolidasikan genggamannya terhadap sebuah ekonomu pasar

Universitas indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



58

dengan memindahkan kekuasasan dan garis-garis pertanggung-jawaban dan
masyarakat kepada badan-badan keuangan global yang bersifat impersonal dan
terasing. Dalam svatu ekonomi pasar yang berfungsi yang terdiri dari perusahaan-
perusahaan berskala lokal, maka kekuasaan itu tersebar secara meluas di dalam
kalangan masyarakat setempat yang terlibat dalam menghasilkan nilai-nilai
budaya yang membentuk masyarakat itu sendiri, membuat keputusan tentang
pembelian, menentukan peraturan sendiri melalui pemerintah yang mereka pilihk
secara demokratis dan langsung ikut serta dalam kepemilikan perusahaan
setempat. Sebaliknya apa yang dibebaskan oleh deregulasi dan globalisasi
ekonomi itu bukaniah pasar, akan tetapi lebih banyak menguntungkan lembaga-
lembaga kapitalisme globai. Pada saat kendala-kendala regulasi dan tapal batas
nasional telah dihilangkan, maka pasar uang bergabung menjadi satu sistem
perdagangan elektronik yang tunggal, dan perusahaan-perusahaan global
mengkonsolidasikan dan mengkonsentrasikan kekuatan mereka melalui merger,
akuisisi dan aliansi strategis yang berada di luar jangkauan negara manapumn.
Tabungan banyak ditarik menuju pengumpulan dana investasi yang dikelofa oleh
profesional badan keuangan dengan pertanggungjawaban penuh uniuk
memaksimalkan hasil-hasil kenangan yang sebanding dengan risiko. Kekuasaan
untuk melaksanakan hak kepemilikan pun berpindah tangan kepada badan-badan
kenangan global.

2.2 Situasi dan Kondisi Perekonomian Dunia

Sejarah menunjukkan saat sistem finansial semakin besar, maka ristko
terjadinya gejolak dan krisis juga semakin tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa
sektor finansial menjadi pemicu paling efektif untuk memunculkan gejolak dan
krisis. Meskipun begitu, sumber dari krisis tidak selalu harus dimulai dari suatu
masalah di pasar finansial itu sendiri. Jika krisis masih terisolasi pada sektor
finansial saja, maka bisa dikatakan situasi belum sampai menjalar pada krisis
ekonomi. Tetapi saat gejolak di sektor finansial telah mengganggu kinerja makro
ekonomi seperti inflasi yang parah, pertumbuhan yang melambat dan lain
sebagainya, maka kondisi tersebut boleh dikatakan telah merembet pada situasi
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krisis ekonomi. Krisis finansial umumnya ditandai dengan terjadinya depresiasi
nilai tukar yang tajam (Kaminsky, Lizondo, dan Reinhart, 1998).

Secara garis besar, dinamika pasar finansial yang mudah sekali merembet
pada krisis nilai tukar memunculkan situasi yang disebut viulnerability atau
kerawanan, Dombusch (1997) mengartikan kerawanan adalah bahwa ketika ada
sesuatu yang tidak baik, maka akan segera menyebar secara cepat sehingga hal-
hal lain bergerak ke arah yang buruk pula. Kondisi finansial dan nilai tukar sangat
berpotensi menciptakan kerawanan dalam perekonomian.

Sejak beberapa dekade terakhir ini, fakta terjadinya resesi dan krisis
ekonomi serta instabilitas finansial sudah menjadi sajian sehari-hari sehingga
begitu akrab di telinga dan mata kita. Jika kita membaca surat kabar atau
mendengarkan berita, hampir pasti menjumpai isu, berita dan masalah seputar
fluktuasi pasar salam dan pasar finansial lainnya, yaitu pasar uang dan pasar
hutang (obligasi). Bagi para investor di pasar finansial, berita tersebut menjadi hal
yang sangat berharga karena akan menentukan arah kebijakan investasi terkait
modal yang ditanamkan di berbagai instrumen keuangan,

Tidak semua krisis ekonomi dan instabilitas finansial hanya monopoli para
investor di pasar finansial. Setiap masalah yang terjadi pada pasar finansial akan
selalu berdampak pada perekonomian secara umum, yang akhimya
mempengarvhi masyarakat luas. Dalam kasus fluktuasi yang bersifat ringan,
kebijakan pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakannya bisa meredamnya.
Demikian juga bank sentral yaug salah satu tugasnya meredam berbagai gejolak
di pasar finansial agar tidak berdampak langsung pada keberlangsungan
perekonomian yang pada akhimya akan mempengarubi hajat hidup orang banyak,

Pada tahun 1982, Meksiko mengalami krisis akibat bangkrutnya
perbankan yang dibebani hutang luar negern. Pada tahun 1993, Finlandia yang
dikenal sebagai salah satu negeri dengan kualitas ekonomi paling baik diantara
negara-negara maju di dunia, mengalami goncangan dalam sistem nilai tukar
mereka. Gejola krisis di era tahun 1990-an menunjukkan ciri yang semakin ganas.
Pada tahun 1994, giliran Meksiko yang terkena krisis nilai tukar. Mula-mula
pemerintah Meksiko menpumumkan devaluasi mata vang peso terhadap dollar
Amerika Serikat sebesar 15 persen. Akan tetapi akibat respon panik para pelaku
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pasar yang menggambarkan ketidakpercayaan pelaku pasar pada kinerja
pemerintah dan bank sentral menangani gejolak nilai tukar, pada tahun 1995 mata
uang Meksiko terdepresiasi sebesar 100 persen.

Sejarah terus bergerak menuju pada era keganasan krisis. Tanggal 2 Juli
1997 adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Asia krena pada tanggal tersebut
Thailand mengumumkan kebijakan nilai tukar mengambang bagi mata uang bath
mereka. Pada tahun 1998, bath terdepresiasi sebesar 113 persen. Mengambangnya
nilai tukar bath menjadi momentum bagi keruntuhan ekonomi di kawasan Asia
Tenggara. Krisis segera menyebar ke Indonesia, Malaysia, Filipina dan Korea
Selatan. Indonesia menderita depresiasi mata vang paling serius.

Gejolak krisis tak berhenti di kawasan Asia saja. Pada tanggal 18 Agustus
1998, giliran pemerintah Rusia yang mengumumkan kebangkrutannya pada pasar
obligasi domestik. Antara bulan Juli 1998 hingga Januari 1999, mata uang Rusia
mengalami depresiasi sebesar 262 persen. Sementara itu pada bulan September
1998, merupakan momentum bagi bangkrutnva para manajer investasi dengan
ambruknya Long Term Capital Management, sebuah lembaga investasi paling
besar di dunia pada waktu itu. Pada bulan Januari 1999, giliran Brasil yang harus
mendevaluasi mata nangnya serta menerapkan sistem nilai tukar mengambang di
bulan Februari 1999. Antara awal bulan Januari hingga akhir Februari 1999,
Brasil mengalami depresiasi sebesar 70 persen atas mata uangnya. Pada bulan
Desember 2001, Presiden Argentina mengumurmkan kondisi negaranya yang
hampir bangkrut. Sementara pada bulan Februari 2002, Twki juga harus
mengambangkan mata uangnya.

Tidak ada satu pun kawasan di dunia yang terhindar dari kejaran krisis.
Krisis telah menjalar dari mulai kawasan Amerika Latin, Asia, Eropa, Mediterania
dan kembaii lagi ke Amerika Latin. Krisis terjadi secara berulang-ulang, terus-
menerus, jalar-menjalar. Krisis sudah terjadi sepanjang peradaban manusia itu
sendiri. Krisis sudah menyerang kawasan Eropa pada periode 1636-1637 yang
dikenal sebagai Tulip Mania. Pada waktu itu bunga tulip identik dengan identitas
dan kelas sosial. QOrang yang berhasil memiliki bunga tulip akan dianggap
memiliki kelas sosial yang tinggi. Maka, orang berebut untuk memiliki tulip
sebagal bagian dari usaha untuk mendudukkan diri pada struktur masyarakat.

Universitas Indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



61

Suatu ketika pasokan bunga tulip merosot dan tiba-tiba berubah menjadi barang
yang sangat langka sehingga harganya membumbung tinggi.

Setelah Tulip Mania, ada beberapa kxisis lainnya seperti The Mississippi
dan South Seas Bubble pada tahun 1720. Krisis itu disebabkan oleh perilakn
mania dari para pengelola perusahaan dalam mengakses hutang Akibatnya
perusahaan terbebani dengan sangat serius sebelumn akhimya dinyatakan tidak
mampu membayar. Kemudian krisis hebat terjadi pada tahun 1929 yang
menyerang bursa saham di Amerika Serikat dan dikenal dengan sebutan Black
Tuesday karena keruntuhan bursa saham yang terjadi pada hari Selasa tersebut
diyakini sangat signifikan sehingga berdampak pada kerugian luar biasa bagi para
pelaku pasar. Hari itu menjadi "Selasa yang muram” bagi sebagian besar pelaku
pasar di Amerika Serikat.

Sejarah terus berulang dan krisis terus terjadi hingga saat ini. Krisis
memang tidak pemah berulang secara sama persis tetapi penggerak utamanya
tetaplah sama dan krisis finansial global tahun 2008 yang berawal dari Amerika
Serikat memiliki gejala yang mirip dengan kejadian di tahun 1929, Dua kejadian
datang bersamaan mengawali gejala muncuinya krisis, pertama, kepanikan di
pasar finansial dan kedua, lonjakan harga minyak. Pada tahun 2008, dampak krisis
kredit perurahan di Amerika Serikat telah merembet ke berbagai sektor sehingga
meningkatkan kepanikan dari para pelaku ekonomi, terutama di pasar finansial.
Kepanikan ini sekaligus menyumbang pada peningkatan ketidakpastian global.
Selain itu, saat itu harga minyak terus menerus mencetak rekor tertinggi hingga
menembus harga 110 dollar Amerika per barrel.

Bagi perekonomian Amerika Serikat, krisis subprime morigage harus
dibayar sangat mahal. Pertama, untuk merelaksasi pasar finansial yang mengalami
koniraksi, bank sentral Amerika Serikat secara beruntun menurunkan tingkat suku
bunganya. Penurunan suku bunga itu sendiri telah mendorong pelemahan nilai
tukar rupiah di Indomesia terhadap beberapa mata uang kuat dunia seperti
poundsterling, euro, dollar Kanada, yen dan lain-lain. Terhadap euro menyusul
tren penurunan suku bunga The Fed, dollar Amerika mencapai titik terendahnya.
Kedua, The Fed terpaksa mengucurkan dana segar untuk menyelematkan aset-aset
perusahaan yang sedang bermasalab seperti Bear Steams. Langkah ini semacain
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mendanai lembaga penjaminan melalui kebijakan bailout guarantee yang
disalurkan kepada perusahaan swasta. Selain Bear Stearns, krisis kredit
perumahan juga menyeret beberapa perusahaan besar lainnya seperti Merril
Lynch, Morgan Stanley dan Citigroup dalam kerugian yang amat besar.

Krisis subprime mortgage kemudian menjalar ke pasar kredit yang
kemudian mempengaruhi terjadinya krisis likuiditas di pasar finansial antar bank.
Korbannya tidak terbatas hanya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat saja
tetapi juga sampai di Eropa dan Jepang, termasuk bursa saham di beberapa negara
di dunia mengalami penurunan indeks cukup tajam. Hal ini dikarenakan banyak
perusahaan menjadikan subprime morigage sebagai jaminan atau aset utama
(underlying asset) untuk surat-surat hutang.

Selain krisis sebagaimana diuraiakan diatas, situasi dan kondisi ekonomi
dunia juga diwamai oleh kecenderungan setiap negara untuk menciptakan jaring-
jaring yang mentransformasikan dan mengintegrasikan pegara ke dalam
hubungan-hubungan eksternal melalui forum-forum kerjasama ekonomi. Disini
fungsi negara berubah dari formulasi kebijakan nasional ke administrasi kebijakan
yang harus diterapkan sebagai komsekuensi kesatuan pemahaman dan
kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui institusi supranasional
(Winarno, 2009).

Negara-negara menjadi komponen yang terintegrasikan didalamnya.
Integrasi negara ini merupakan upaya negara untuk menanggapi intensitas
ekonomi politik yang semakin masif di dunia. Tidak hanya di negara-negara maju
seperti di Eropa dengan the EU dan Amerika Utara dengan NAFTA (North
America Free Trade Area), wilayah lain seperti negara-negara di Asia Tenggara
dan Cina sepakat membentuk CAFTA (China ASEAN Free Trade Area} atau
negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Latin yang membentuk CACM
(Central American Common Market), LAFTA (Latin American Free Trade Area)
atau CARICOM (Camibean Community and Common Market). Dalam skala
wilayah yang lebih besar terbentuk kerjasama ekonomi antarbangsa APEC (Asia
Pasific Economic Cooperation) yang anggotanya meliputi negara-pegara di
wilayah timur Asia, Australia dan Amerika. Kesepakatan-kesepakatan tesebut
diatas menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya MNCs.
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Terbentuknya organisasi-organisasi kerjasama perdagangan tersebut
semakin mengukuhkan langkah Washingfon Concencus untuk meliberalisasi
hambatan-hambatan perdagangan dan menggiatkan FDI Tercermin kuatnya
paradigma pasar dalam mendesakkan agendanya dalam mengelola ekonomi
dunia. Kerjasama tersebut ibarat aktor yang menciptakan aturan main global dan
proses produksi global untuk diterapkan di tingkat domestik negara-negara
anggota. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi melalui penurunan
hambatan tarif perdagangan dan berbagai macam kebijakan yang mengarah
kepada liberalisasi pada akhirnya telah menjadi ciri khas perekonomian abad ini.

2.3 Kelemahan Standar Akuntansi Di Dunia Selama Ini

Laporan keuangan merupakan bahasa bisnis bagi kalangan bisnis dan
profesi akuntansi untuk menggambarkan fungsi suatu laporan keuangan dalam
bisnis. Sebab melalui laporan keuangan yang berkualitas baik, pesan yang
disampaikan oleh penyusun laporan kevangan mengenai kondisi usaba entitas
dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Laporan
keuangan scbagai bahasa, diharapkan akan lebih efektif apabila bahasa yang
digunakan menggunakan kaidah pengaturan bahasa yang sama diantara entitas
satu dan entitas lainnya dan dalam lingkup yang lebih luas, antara negara yang
satu dengan negara yang lain. Kaidah ini dalam profesi akuntansi sering disebut
sebagai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selama ini penyusunan laporan keuangan oleh manajemen didasarkan
pada standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Setiap negara mempunyai
standar akuntansi sendin, tidak sama dengan di negara lain atau ada kesamaan
bila masuk dalam kelompok dominasi akuntansi dominasi tertentu. Dari perspektif
internasional, laporan keuangan yang dibasilkan oleh berbagai negara dengan
standar akuntansi yang berbeda-beda tersebut penub dengan keberbedaan.
Perbedaan misalnya terdapat dalam bahasa, istilah-istilah, klasifikasi dan
pengukuran-pengukuran yang digunakan.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas rnenyebabkan laporan keuangan
masing-masing negara tidak dapat digunakan sebagai informasi yang dapat
diperbandingkan satu sama lain. Misalnya kata asser di bahasa Perancis
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dikonotasikan sebagai active. Istilah reserve dan provisions seperti juga
depreciation dan amortization dapat diartikan lain di negara yang berbeda. Kata
turnover diartikan berbeda di Inggris Raya dan Amerika Serikat. Kosa kata istilah
akuntansi sarat dengan perbedaan arti dan konotasi dari satu bahasa ke bahasa
lain. Klasifikasi pertambahan hutang jangka panjang di Amerika Serikat dengan
dollar termasuk sumber dana dalam laporan arus kas sedangkan di Norwegia
dengan mata uang krona tidak demildan. Sebab it akuntansi hanya berfungsi
sebagai penyedia informas: di negara masing-masing, sedangkan di negara lain
tidak. Keadaan demikian disebut sebagat accounting snag (Zebua, 2008).

Menurut Choi (2005) pengembangan dan keragaman akuntansi yang
berbeda di masing-masing negara tersebut dipengaruhi oleh 8 (delapan) faktor
yaitu sumber finansial, sistem hukum, perpajakan, hubungan ekonomi dan politik,
inflasi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. Sumber
finansial dicirikan dengan pegara yang entitasnya lebih banyak memperoleh
sumber finansial dari pasar modal atau tidak. Sistem hukum dibedakan dari dasar
orientasi hukumnya yaitu code law atau common law. Di negara common law,
pengaturan akuntansi tidak dianggap sebagai hukum tetapi sebagai standar atau
rekomendasi. Perpajakan ditentukan dari tingkat kemandirian standar akuntansi
suatu negara terhadap peraturan perpajakan, dependent, independent atau quasi-
dependent. Hubungan ekonomi dan politik dicirikan dari keterbukaan atau
ketertutupan sistem yang dianut negara baik ekonomi atau politik. Inflasi,
pembangunan ekonomi dan pendidikan ditandai dengan tinggi rendahnya tingkat
inflasi, pembangiman ekonomi dan pendidikan suatu negara. Sedangkan budaya
dilihat dari nilai dan sikapyang diterapkan oleh suatu bangsa.

Sebelum Perang Dunia II pengaruh akuntansi Inggris Raya mendominasi
akuntansi negara-negara yang berbahasa Inggris. Pengaruh Perancis-Jerman
menembus negara-negara code law seperti Belgia, Jepang, Swedia dan Swiss.
Dewasa ini Amerika Serikat merupakan kekuatan yang gemilang dalam akuntansi
global karena hasil riset publikasi akuntansi dan lulusan perguruan tinggi yang
mempunyai konsentrasi akuntansi lebih baik dari negara lain. Banyak perusahaan,
terutama di Jepang disamping membuat laporan keuangannya berdasarkan 1ASs,
juga membuatnya berdasarkan US GAAP. Namun karena negara-negara lain tidak
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ingin mengadopsi IASs maupun US GAAP, maka keragaman praktik-praktik
akuntansi berlanjut ke selurth dumia sampai sebelum keputusan harmonisasi
IFRSs diwujudkan.

Perbedaan standar tersebut berpengaruh pada pengukuran aset dan
kewajiban. Konsep aset tidak sama di semua negara. Yang mana yang
dimasukkan aset dan yang mana yang tidak. Di Amerika Selatan, aset termasuk
kerugian-kerugian yang timbul karena mempunyai hutang dalam satuan valuta
asing. Di beberapa nepara Eropa dan juga di Amerika Selatan tidak ada
penyisihan bagi semua kewajiban dan kerugian yang telah diketahui. Perusahaan-
perusabaan besar di Amerika Serikat memberikan biaya kesehatan kepada para
bekas karyawannya yang tidak tertutupi oleh medicare secara sukarela dan tidak
dibukukan sebagai kewajiban.

Demikian juga halnya dengan penentuan modal dan lsba periodik. Di
semua negara yang berbahasa non Inggris, penyesuatan modal dibukukan
langsung sebagai keuntungan atau kerugian luar biasa. Di Amerika Serikat semua
transaksi, kecuali investasi pemegang saham, donasi modal, penambahan modal
dan penyesuaian fungsional atas valuta asing, mengalir meialui laporan laba rugi.
Hasil operasi diukur dengan cu? off tahunan yang jelas. Di Swedia, lamanya daur
bisnis dianggap sebagai periode yang terbaik untuk mengukur dan melaporkan
hasil kegiatan bisnis.

Di Amerika Serikat, pencatatan akuntansi menggunakan metode akrual,
Metode LIFO (last in-first ouf), FIFO (first in-first out) dan average diterapkan
secara luas dalam menilai persediaan. Ada dua metode yang digunakan dalam
penggabungan usaha, yaitu metode pooling of interest dan metode pembelian.
Goodwill dalam pembelian perusahaan diperlakukan sebagai aset dan diamortisasi
dalam masa paling lama 40 tahun. Treasury stock karena perolehan kembali
saham sendiri diperbolehkan, Saham ini dapat dipefjualbelikan atau dibatalkan
(constructively retired). Keuntungan atau kerugian yang timbul karena transaksi
penyelesaian hutang (defeasance of debf) dibukukan sebagai pos Inar biasa
(extraordinary items). Perubahan kebijakan akuntansi (accéunting changes)
diberfakukan mundur (refroactive) dan pepgeruh perubahan dari awal periode
perubahan dimasukkan ke dalam penghasilan komprehensif pada laporan
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perubahan keuangan perubahan akuntansi, posisinya dibawah bagian pos luar
biasa.

Sedangkan di Australia, pooling of interest justru dilarang, tidak boleh
digunakan untuk penggabungan usaha di Australia. Demikian juga halnya dengan
metode LIFO dilarang digunakan dalam pengukuran nilai persediaan. Membeli
ssham sendiri tidak diperbolehkan sehingga dalam akuntansi perusahaan tidak
dikenal yang namanya freasury sfock. Menilai kembali aset non-lancar
diperbolehkan dan tambahan pilainya dibukukan langsung ke revaluation reserve.
Goodwill diamortisasi berdasarkan masa manfaat tetapi tidak boleh lebih dari 20
tahun. Keuntutigan atau kerugian yang timbul karena transaksi penyelesaian
hutang dibukukan sebagai pos biasa (ordinary). Perubabhan kebijakan akuntansi
tidak diberlakukan mundur atau tidak diperlakukan sebagai penyesuaian laporan
keuangan tahun-tahun sebelumnya. Penyesuaian dilakukan pada saldo laba
periode akuntansi paling baru yang dilaporkan.

Laporan keuangan di Belanda menerapkan basis historical cost dan
current value. Ada anggapan bahwa asumsi kontinuitas perusahaan (going
concern) paling baik dilaksanakan jika didukung dengan penggunaan konsep
current value. Persediaan dinilai berdasarkan nilai yang terendah, nilai pasar atau
nilai perolehan (the lower of cost atau market value). LIFO diperbolehkan dan
amortisasi goodwill dilakukan paling lama dalam masa 10 tahun, walaupun dalam
praktikmya banvak perusahaan besar yang mengamortisasi goodwill dalam masa 5
tahun. Financial lease dikapitalisasi di Belanda.

Di Inggris Raya semua aset dinilai berdasarkan Aistorical cost dan current
cos{ ataupun campuran Kkeduantya, Revalvasi nilai tanah dan bangunan
berdasarkan harga pasar diperbolehkan. Beban penyusutan dan amortisasi
dihitung berdasarkan dasar pengukuran yang digunakan untuk aset ntama. Metode
the lower of cost or net realizable value digunakan secara luas. LIFO dalam
penilaian persediaan tidak diperbolebkan. Metode pooling of interest jarang
digunakan dan goodwill dihapuskan pada saat tegjadi. Biaya penelitian dan
pengembangan dihapuskan pada tahun terjadinya dan biaya pengembangan boleh
ditunda dalam keadaan tertentu. Financial lease juga dikapitalisasi di Inggris
Raya. '
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Pengukuran akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang berbeda secara
substansial dengan di negara manapun. Earning per share perusahaan Jepang jika
dihitung berdasarkan US GAAP lebih rendah 58 persen. Akuntansi berbasis biaya
historis, beban depresiasi didasarkan pada basis pajak dan goodwill diamortisasi
dalam masa 5 tahun. Secara umum perusahaan Jepang nampak kurang likuid,
kurang solvent, kurang efisien dan kurang profitable dibanding dengan mitra
dagangnya di Amerika Serikat. Rasio hutang (deb! ratio) rata-rata perusahaan
Jepang 2,032 dibanding dengan hanya 0,541 untuk rata-rata perusahaan Amerika
Serikat adalah hal yang wajar (Choi, 2008). Dari perspektif Jepang, rasio hutang
yang tinggi jarang dianggap sebagai suatu tanda bahaya. Laporan keuangan di
Jepang tidak merefleksikan pengakuan apapun atas perubahan daya beli unit mata
uang,

Akuntansi Jerman menggunakan prinsip #isforical cost. Sistem akuntansi
berkaitan langsung dengan aturan-aturan perpajakan. Goodwill diamortisasi dalam
masa tidak lebih dari 15 tahun. Persediaan dinilai pada lower of cost atau net
realizable value. FIFO dan LIFO juga diperbolehkan. Financial leases tidak
dikapitalisasi. Pelaporan keuangan mempunyai nilai informasi yang terbatas
karena aturan-aturan akuntansi pajak mendominasi sebagian besar akuntansi
keuangan.

Dalam akuntansi Perancis juga digunakan prinsip historical cost tetapi
revaluasi atas nilai berjalan {current vaiue) dimungkinkan untuk properti, pabrik,
peralatan dan investasi jangka panjang. Keuntungan dan kerugian revaluasi
menjadi subyek PPh. Persediaan harus dinilai berdasarkan the lower of cost or net
realizable value, FIFO atau moving average digunakan dalam menilai persediaan.
Metode pooling of interesi tidak dikenal dalam akuntansi Perancis. Demikian juga
LIFO dan kapitalisasi sewa guna usaha tidak dikenal dalam akuntansi Perancis.
Beban bunga proyek konstruksi besar boleh dikapitalisasi tefapi untuk tujuan
pajak harus Jangsung dianggap biaya. Pelaporan keuangan di Perancis sejak tahun
1977 mengharuskan perusahaan yang mempunyai 300 atau lebih karyawan untuk
mempublikasikan neraca sosial. Dalam neraca ini harus dijelaskan mengenai

persoalan-persoalan tenaga kerja, pelatihan, hubungan industri, kesehatan dan
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kondisi keselamatan, tingkat upah, kondisi lingkungan kerja yang relevan dan
manfaat-manfaat lainnya.

Di era liberalisasi finansial, keragaman standar akuntansi ini menimbuikan
hambatan bagi perusahaan-perusahaan di dunia untuk /isting di bursa efek negara
lain. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar
akuntausi versi negara tempat mereka akan melakukan /isting. Hal ini terjadi pada
PT Telkom saat melakukan /isting di New York Stock Exchange dimana mereka
barus menyesuaikan terlebih dabulu laporan keuangan yang telah disusun
berdasarkan PSAK ke dalam US GAAP. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan
investor dan kepercayaan masyarakat Amerika Serikat meningkat terbadap
laporan kewangan yang diterbitkan meskipun dampaknya akan menambah wakin
dan biaya untuk penyesuaian tersebut. Perusahaan dari negara yang standar
akuntansi keuangannya berbasis pajak seperti Jerman biasanya akan mengalami
perubahan (penurupan) kinerja perusahaan setelah laporan keuangan mereka
disajikan berdasarkan standar akuntansi negara lain terutama Amerika Serikat dan
Inggris Raya sebagai pusat finansial global. Pada tahun 1993, Daimler-Benz
perusahaan Jerman bahkan harus mengeluarkan biaya 69 juta dollar Amerika
untuk menyiapkan laporan keuvangan berbasis US GAAP dalam rangka proses
listing. 15 — 20 juta dollar Amerika rutin dikeluarkan untuk rekonsiliasi US
GAAP setiap tahunnya. Tetapi sebagai bentuk komitmen pada rencana
konvergensi IFRSs, SEC (Securities Exchange Commission) sebagai otoritas
pengawas pasar modal di Amerika Serikat telah memberikan opsi kepada foreign
issuers atau emiten asing untuk menyusun laporan kenangannya menggunakan
IFRSs pada tahun 2009 dan tidak wajib melakukan rekonsiliasi dengan US
GAAP.

2.4 Sejarah Standar Akuntansi Global

Pada awalnya gagasan akuntansi rnenyebar dari satu negara ke negara lain
melalui penaklukan dan perdagangan. Akuntansi kuno pertama kali ditemukan di
Timur Tengah dan kemudian berkembang di jaman kekaisaran Romawi lewat
penakiukannya. Tata buku berpasangan yang ditemukan Luca Paciolo di Italia
pada akhir abad ke-15 secara bertahap menyebar ke seluruh Eropa melalui proses
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renaissance dan kemudian ke seluruh dunia. Dua organisasi akuntan babkan telah
berdiri sejak abad ke-19 di Inggris Raya dan Amerika Serikat, yaitu the Institute
of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) pada tahun 1880 di
London, Inggris Raya dan the American Association of Public Accountants
(AAPA) di Amerika Serikat pada tahun 1887. Dua lembaga ini nantinya menjadi
motor terbentuknya IASC pada tahun 1973. Kolonialisme kerajaan Inggris Raya
berhasil mengekspor akuntan dan konsep akuntansinya ke seluruh wilayah
pendudukannya. Sebelum Perang Dunia II pengaruh akuntansi Inggris Raya telah
mendominasi praktik akuntansi di negara-negara yang berbahasa Inggris dan
wilayah koloninya. Sedangkan pengaruh Perancis dan Jerman menembus negara-
negara code law seperti Belgia, Jepang, Swedia dan Swiss. Pendudukan Jerman
dalam Perang Dunia II mempengaruhi Perancis untuk mengadopsi sistem
akuntansinya dalam plan comptable general atau kode akuntansi nasional pada
bulan September 1947.

Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya baru menggantikan
Inggris Raya, dalam hal politik, militer ataupun perekonomian, membuat praktik
akuntansi di negara tersebut kemudian sangat mempengaruhi praktik akuntansi di
berbagai negara. Amerika Serikat menjadi pelopor penyusunan standar akuntansi
setelah the Securities Exchange Act of 1934 memberikan mandat kepada badan
baru yang dibentuk sebagat respon atas penistiwa Great Depression, SEC, untuk
membentuk badan penyusun standar akuntansi dan mengembangkan prinsip
akuntansi. SEC menantang AAPA yang telah berubah nama menjadi AIA (the
American Institute of Accountants) untuk menyediakan dukungan substansial bagi
prinsip akuntansi yang dapat diterima. Sebagai respon atas hal tersebut AlA
membentuk the Committee on Accounting Procedure (CAP) yang menerbitkan 51
Accounting Research Bulletins (ARBs) dalam rentang waktu tahun 1936 — 1959,

Pada tahun 1953, CAP sukses menghasilkan kerangka dasar penyusunan
dan penvajian laporan keuangan yang disebut dengan GAAPs yang kemudian
secara cepat diadopsi banyak negara Eropa Barat dengan beberapa modifikasi
termasuk Inggris Raya, Jerman atau Perancis. GAAPs akhirnya berpengaruh besar
dalam pengembangan praktik akuntansi di banyak negara termasuk Indonesia.
Tahun 1939, APB akhimya digantikan oleh the Accounting Principles Board
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(APB) yang memproduksi 31 Accounting Principles Board Opinions (APBOs)
dalam jangka waktu tahun 1959 — 1973. Standarisasi praktik akuntansi yang
digerakkan lembaga profesi akuntan saat itu menjadi fenomena yang berkembang
pesat di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat pasca berakhirnya
Perang Dunia I1.

Keinginan untuk mengembalikan perekonomian dunia yang hancur pasca
Perang Dunia II membawa delegasi dari 44 negara ke Bretton Woods di negara
bagian New Hampshire, Amerika Serikat untuk mendirikan sebuah kerangka
perekonomian global pasca perang pada bulan Juli 1544, Kerangka tersebut
adalah untuk menciptakan sistem moneter internasional yang stabil dan kooperatif
yang akan mendorong terwujudnya kedaulatan nasional dan mencegah terjadinya
krisis keuangan di masa mendatang. Pertemuan dalam rangka the United Nations
Monetary and Financial Conference tersebut akhimya memilih sebuah sistem
yang didasarkan pada pergerakan bebas barang dengan dollar Amerika sebagai
mata uang internasional karena nilainya sebagus emas. Selanjutnya 3 (tiga)
lembaga pengelola dibentuk dengan tujuan mengawasi dan mengkoordinasikan
perekonomian global, yaitu: IMF, IBRD (Intemational Bank for Reconstruction
and Development) yang kemudian berubah menjadi World Bank dan GATT yang
kemudian berubak menjadi WTO. Era baru dimulai dimana orientasi untuk
mengglobal, bidang keuvangan dan perdagangan, menjadi lebih jelas dibanding
sebelumnya. Perkembangan ini melahirkan banyak MNCs yang kemudian
menjadi klien bagi beberapa kantor akuntan besar dari Amerika Serikat dan
Inggris Raya. Wilayah operasi MNCs vang menjangkau banyak negara di dunia
mulai menciptakan obsesi keseragaman bahasa akuntansi di dunia.

Tabun 1957, Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Belgia dan Luksemburg
menandatangani the Treaty of Rome yang melahirkan the European Economic
Community (tahun 1967 melalui the Merger Treaty berubah menjadi the
European Community), cikal bakal dari the EU atau Uni Eropa. Organisasi ini
bekerja sama dengan Groupe d’Etudes, sebuah organisasi akuntan profesional di
Eropa, untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam praktik akuntansi di Eropa.
Pada bulan Februari 1967, pembicaraan ketua lembaga-lembaga profesional
akuntan yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris dan Kanada untuk
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mendiskusikan kolaborasi harmonisasi standar akuntansi dan auditing melahirkan
the Accounting Intemational Study Group (AISG) yang bersamaan waktunya
dengan diselenggarakannya World Congress of Accountants (WCA) di Pans,
Perancis. Kongres itu sendiri merupakan pertemuan para akuntan profesional
sedunia yang sudah diadakan sejak tahun 1904 dan rutin dilakukan setiap 4-5
tahun sejak tahun 1952. Tahun 2010 kongres diselenggarakan di Kuala Lumpur,
Malaysia. AISG sendiri beranggotakan perwakilan dari lembaga-lembaga
profesional akuntan yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Wales,
Skotlandia dan Irfandia. Tahun 1967 juga mexnjadi tahun terbentuknye cikal bakal
organisasi dunia untuk profesi akuntan yaitu the International Working FParty yang
kemudian menjadi International Coordination Committee of The Accountancy
Profession (ICCAP) pada tahun 1972 dan berubah mepjadi IFAC pada tahun
1977.

Pada WCA tahun 1972 di Sidoey, Australia, para perwakilan AISG
memutuskan unfuk keluar dari kongres tersebut dan dengan melobi standar setiers
dari negara maju lain mereka membahas proposal pembentukan sebuah lembaga
yang mampu menjalankan program harmonisasi standar akuntansi untuk
menyelaraskan pencatatan dan pelaporan akuntansi. Akhimya organisasi-
organisasi profesional akuntan sebagaimana tersebut dibawah bersepakat uatuk
membentuk IASC pada tanggal 29 Juni 1973 di London, Inggris Raya, yaitu:

a. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dari Amerika
Serikat.

b. Canadian Institute of Chartered Accountants dari Kanada.

¢. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Institute of
Chartered Accountants of Scotland, Association of Certified Accountants,
Iustitute of Cost and Management Accountants dan the Institute of Municipal
Treasurers and Accountants dari Inggris Raya.

d. Institute of Chartered Accountants in Ireland dani Irlandia.

e. Nederlands Instituut van Registeraccountants dari Belanda.

f.  Ordre des Experts Comptable et des Comptables Agrees dari Perancis.

g. Institut  der  Wirtschafispriiffor  in Deutschiand dan  the
Wirtschaftspritferkammer dart Jerman.
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h. Institute of Chartered Accountants in Ausfralia dan Australian Society of
Certified Practising Accountants dari Australia.

1. Nihon Kouninkaikeishi Kyoukai dari Jepang.

J. Instituto Mexicano de Contadores Publicos dari Meksiko.

Pada tahun yang sama dengan pembentukan IASC, peran AICPA melalui
APB dalam penyusunan GAAPs di Amerika Serikat berakhir setelah tanggung
jawab tersebut dialibkan ke badan baru bernama the United States Financial
Accounting Standards Board (FASB) yang menghasitkan SFASs (Statements of
Financial Accounting Standards). Pada tahun tersebut juga, Inggris Raya, Irlandia
dan Denmark bergabung dengan Jerman, Perancis, Belanda, Ifalia, Belgia dan
Luksemburg dalam the European Community.

Dalam jangka waktu satu dekade setelah pendiriannya pada tahun 1973,
lembaga-lembaga profesional akuntansi dari beberapa negara memutuskan untuk
ikut bergabung dengan IASC, terutama dari negara-negara bekas koloni Inggris
Raya, diantaranya yaitu: The National Council of Chartered Accountants (Afrika
Selatan), The Institute of Chartered Accountants of Nigeria (Nigeria), The New
Zealand Society of Accountants (Selandia Baru), The National Federation of
Certified Public Accountants Associations of the Republic of China (Cina), The
Institute of Chartered Accountants of India (Indiz), The Institute of Chartered
Accountants of Pakistan dan the Pakistan Institute of Industrial Accountants
(Pakistan), The Malaysian Association of Certified Public Accountants
(Malaysia), The Singapore Society of Accountants (Singapura), The Hong Kong
Society of Accountants (Hong Kong), The Consiglioc Nazionale dei Dottori
Commercialisti (Italia). Data pada awal tahun 2001 sebelum IASC melakukan
restrukturisasi organisasi menunjukkan bahwa 153 lembaga profesional akuntan
dari 112 negara telah menjadi anggota IASC pada saat itu. Pada periode awal
pendiriannya, IASC terus berusaha menjajaki kesamaan standar nasional melalui
penciptaan dan mempromosikan standar-standar akuntansi internasional termasuk
pembentukan Consultative Group pada tahun 1981 yang terdiri lembaga-lembaga
internasional seperti IOSCO, IMF, Bank Dunia, Uni Eropa dan JFAC. Anggota
IFAC sendiri akbirnya secara otomatis menjadi anggota [ASC dan sejak tahun
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1983 kedua lembaga semakin intensif bekerjasama dalam penyusunan standar
internasional untuk akuntansi keuangan.

Sementara 1Al sebagai organisasi profesi akuntan di Indomesia yang
didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 baru mulai aktif dalam keanggotaan
IFAC sejak tahun 1987. Kemudian pada tahun 1994, 1Al mengadopsi IASs yang
dikeluarkan TASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku sejak tanggal
1 Januari 1995. Langkah ini merupakan hasil penandatanganan statement of
membership oleh 1Al yang menetapkan kewajiban Indonesia sebagai angpota
IFAC untuk mendukung aktivitas JASC.

Resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-besaran para periode tahun
1970-an telah mendorong negara-negara di dunmia untuk mengedepankan
kepentingan nasionalnya masing-masing dan lebih cenderung mengembangkan
kebijakan merkantilis yang berusaha mencari kekayaan dari surplus perdagangan
lnar negeri. Sedangkan usaha-usaha untuk menyusun kembali pengaturan
ekonomi internasional tidak pernah berhasil pasca runtuhnya the Bretton Woods
System pada bulan Agustus 1971. Tetapi keruntuhan the Bretton Woods System
justru mewujudkan akselerasi globalisasi ekonomi yang pesat yang dimotori
negara-negara anglo-saxon yang memiliki model} ekonomi politik market-oriented
capitalism. Perkembangan ini menimbulkan integrasi ekonomi sebagai akibat
perdagangan internasional dan arus modal yang terus menerus mengalami
perkembangan yang kemudian menjadi motivator utama bagi harmonisasi
standar-standar akuntansi nasional.

Usaha IASC untuk mempromosikan harmonisasi standar akuntansi di
periode awal berdirinya didukung oleh The European Community dengan
mengeluarkan 4% Directives pada tahun 1978 dan 7% Directives pada tahun 1983
yang merupakan pedoman harmonisasi dan mewajibkan nepara-negara
anggotanya menggabungkannya standar akuntansinya ke dalam hukum nasional
masing-masing. Usaha melakukan harmonisasi standar akuntansi mengalami
kesulitan karena dalam perkembangannya negara-negara di dunia memiliki
keanekaragaman praktik akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan
sistem hukum, politik perpajakan, budaya korporasi, atau konJisi sosial ekonomi

yang mereka miliki. Selain itu, keinginan dari masing-masing negara anggota
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IASC untuk meletakkan kepentingan ekonomi nasional mereka sendiri sebagai
prioritas tinggi menghalangi keinginan IASC untuk mewajibkan negara
anggotanya memiliki kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan
transaksi usaha entitas. Posisi 1ASs sendiri sebagai produk IASC hanya
merupakan alternatif standar yang dapat dipilih oleh anggotanya. Negara anggota
IASC boleh menerapkan IASs atau menerapkan standar akuntansi lokalnya untuk
mencatat dan melaporkan suatu transaksi walaupun secara teknis ada perbedaan
jika dibandingkan dengan JASs. Keinginan untuk mencari sumber dana di pasar
modal global bahkan membuat beberapa MNCs dari Jerman dan Jepang
menggunakan standar akuntansi yang dikeluarkan standard setter dari Amerika
Serikat (FASB).

Menurut Gray (1988) nilai-nilai sosial yang dianut svatu negara akan
menentukan accounting value (professionalism atau statutory control, uniformity
atau flexibility, conservatism atau optimism, secrecy atau transparancy) yang
dipegang tegub dalam praktik akuntansi dan berkonsekuensi institusional (sistern
hukum, kepemilikan korporasi, pasar modal, asosiasi profesional, pendidikan,
agama) sehingga membuat perbedaan dalam karakteristik dan otoritas untuk
sistem akuntansi termasuk dalam hal pengukuran dan pengungkapan. Prinsip
profesionalisme dan keseragaman akuntansi dapat digunakan ke otoritas dan
pelaksanaan dari karakteristik sistem akuntansi. Prinsip konservatisme atau
kehati-hatian dapat diterapkan dalam pengukuran aset dan laba. Sedangkan
prinsip kerahasiaan dan trapsparansi digunakan dengan mengacu kepada sifat dan
luasnya informasi yang akan disampaikan. Nilai-nilai sosial sendiri terbentuk dari
interaksi  pengaruh  ekologi  (geographic,  economic,  demographic,
geneticlhygienic, historical, technological, urbanization) dan pengaruh eksternal
(forces of nature, trade, investment, conquest).

Berikut ini adalah pengklasifikasian praktik-praktik akuntansi di dunia
yang dilakukan oleh para peneliti akuntansi di dunia atau berdasarkan sistem
hukum dan pajak yang berlaku:

a. Berdasarkan hasil riset Radebaugh dan Gray (Purba, 2010), sistem akuntansi
dan pelaporan kevangan negara-negara di dunia di bagi dalam 5 (lima)
kelompok, yaitu sistem akuntansi: (1) Anglo Saxon, (2) Germanic, (3) Nordic,
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(4) Latin dan (5) Asian. Pengklasifikasian tersebut didasrkan pada nilai-nilai

budaya korporasi, sistem hukum dan politik serta sistem perpajakan.

- Anglo Saxon Accounting diterapkan di Amerika Serikat, Inggris Raya dan
negara-negara yang mempunyai hubungan kuat dengan Amerika Serikat
dan Inggris Raya. Sistem akuntansinya cenderung kurang konservatif,
lebih moderat dan lebih transparan dibandingkan dengan Germanic, Latin
dan Asia. Di Amerika Serikat, skuntansi memfokuskan terhadap
perusahaan besar dan kepentingan para investor. Pasar finansial
mempunyai pengaruh yang dominan terhadap regulasi akuntansi di negara
ini. Sedangkan di Inggris Raya, praktik akuntansi lebih mengutamakan
pemberian informasi kepada para investor. Pasar finansial di negara ini
juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik akuntansi tetapi
tidak mendominasi proses peraturan akurtansi. Dan di Australia, pengaruh
Inggris Raya dapat dilihat pada struktur akuntansi negara tersebut, Praktik
akuntansi di Australia lebih terfokus pada kebutuban informasi untuk
investor daripada kebutuban pajak wntuk negara.

- Germanic Accounting digunakan di Jerman, Austria, Swiss dan Israel dan
memberikan pengaruh di Perancis, Jepang dan negara-negara bekas koloni
Perancis di Afrika. Dalam beberapa hal kelompok negara-negara
Germanic secara signifikan berbeda dengan kelompok negara-negara
Anglo Saxon dan Nordic karena Germanic Accounting cenderung relatif
konservatif dan lebih rahasia. Pengamb hukum perusazhaan dan pajak
sangat tinggi di negara-negara Germanic. Di Jerman, tradisi akuntansi
memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh kreditor
dan petugas pajak. Hukum perusahaan memberikan pengaruh utama pada
praktik akuntansi. Sistem hukum di negara tersebut sangat tersusun rapi
karena didasari oleh sistem hukum Romawi. Profesi akuntan sendin relatif
kecil di Jerman, Hal yang sama juga terjadi di Swiss dimanma praktik
akuntansinya didominasi oleh hukum perusahaan dan regulasi pajak yang
mengatur profesi akuntan. Sistem akuntansi yang digunakan di negara
Swiss adalah yang terkonservatif dan paling rahasia di seluruh dunia.
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Nordic Accounting diterapkan di Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia
dan Norwegia. Nordic Accounting memiliki kesamaan dengan Anglo
Saxon Accounting meskipun ada pengaruh penting dari Germanic
Accounting dalam hal pajak. Hampir mirip Anglo Saxon Accounting,
Nordic Accounting cenderung kurang konservatif dan lebih transparan
dibandingkan negara-negara Germanic, Laftirn dan Asia. Praktik akuntansi
di Belanda sama dalam segala hal seperti negara-negara Anglo Saxon.
Hukum perusahaan dan profesi akuntan memiliki pengaruh yang besar
meskipun jumlah perusahaan yaog terdaftar di bursa saham relatif sedikit.
Di Swedia, tradisi akuntansi memberikan preferensi atas informasi yang
dibutuhkan oleh kreditor, pemerintah dan otoritas pajak. Bursa saham
negara ini telah berkembang menjadi penting dan merupakan titik
potensial yang penting untuk negara-negara Nordic.

Latin Accounting digunakan di Perancis, Belgia, Italia, Spanyol, Portugal,
Meksiko, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Pern dan Uruguay.
Kelompok ini sama seperti kelompok Germanic dalam hal hukum
perusahaan dan pajak. Dibanding kelompok negara-negara Anglo Saxon
Accounting, Latin Accounting cenderung relatif lebih konservatif dan
rahasia. Di Perancis, hukum perusahaan dan pajak juga memiliki pengaruh
kuat pada akuntansi. Dibanding negara-negara Anglo Saxon, profesi
akuntan dan pasar saham di Perancis relatif kecil. Kepentingan pemerintah
dan petugas pajak juga lebih diutamakan daripada kepentingan pemegang
saham di Italia Pengarah the Civil Code (hukum perusahaan) dan regulasi
pajak pada akuntansi di Italia juga memiliki kesamaan dengan Perancis,
Spanyol dan Belgia sehingga dalam praktiknya, akuntansi di negara
tersebut dapat dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.

Asian Accounting banyak digunakan di negara-negara Asia dimana sistem
akuntansinya berbeda dengan kelompok negara-negara lainnya. Asian
Accounting cenderung relatif lebih konservatif dan rahasia jika
dibandingkan dengan Anglo Saxon Accounting. Tradisi akuntansi di
Jepang memberikan preferensi kepada informasi yang dibutuhkan oleh
kreditor dan petugas pajak. Pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap
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sistem akuntansi di Jepang dalam segala aspek dan profesi akuntannya
sendiri relatif kecil dan kurang memberikan pengarubh dalam proses
penyusunan standar akuntansi. Dalam rangka pencarian sumber dana,
banyak perusahaan Jepang mempersiapkan laporan keuangan tambahan
dalam bahasa Inggris yang ditujukan untuk information user di luar negeri.

b. Di dunia ada dua landasan yang menjadi dasar orientasi sistem hukum, yaitu:
code (civil) law dan common (case) law. Code law berasal terutama dari
Roman Law dan Code Napoleon. Code law disebut juga legalistik (undang-
undang dan hukum perdata} dan common law disebut non legalistik (hukum
kebiasaan). Di negara-negara yang berorientasi pada hukum undang-undang,
peraturan-peraturan akuntansi menyatu pada hukum nasional yang cenderung
preskriptif dan prosedural. Di negara-negara yang berorientasi pada hukum
kebiasaan, peraturan akuntansi dibuat oleh organisasi profesional sekior
swasta schingga mereka lebih adaptif dan inovatif. Common law banyak
dianut oleh kelompok negara-negara Anglo-Saxon dan bekas koloni Ingeris
Raya di Asia dan Afrika sedangkan code Jaw banyak dianut kelompok negara-
negara Germanic, Latin dan Nordic.

¢. Berdasarkan kuat dan lemahnya hubungan antara standar akuntansi dengan
undang-undang perpajakan di suatu negara, maka bisa dibedakan menjadi
(quasi) dependent system dan independent system. Dalam dependent system,
pembukuan diselenggarakan berdasarkan ketentuan perpajakan dan/atan
penyajian laporan keuangan yang disajikan dipengaruhi oleh ketentuan
perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam independent system, penyajian
laporan keuangan lepas dari pengaruh ketentuan perpajakan termasuk bebas
unfuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan metode
akuuotansi. Negara-negara (quasi) dependent system diantaranya yaitu Inggris
Raya, Spanyol, Luksemburg, Swedia, Jerman, Italia, Portugal, Swiss, Belgia,
Finlandia, Perancis, Australia dan negara-negara independent system
diantaranya yaitu Belanda, Polandia, Ceko, Denmark, Norwegia dan Irlandia.

d. Penelitian yang dilakukan Mueller (1968) mengklasifikasikan praktik-praktik
akuntansi di dunia berdasarkan lingkungan bisnis di tempat mereka beroperasi
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ke dalam 10 (sepuluh) kelompok, yaitu: (1} Amerika Serikat/Kanada/Belanda,
(2) Negara-negara Persemakmuran Inggris Raya, (3) Jerman/Jepang, (4)
Negara-negara Eropa daratan, (5) Negara-negara Skandinavia, (6)
Isracl/Meksiko, (7) Negara-negara Amerika Selatan, (8) Negara-negara
berkembang Timur Jauh/Dekat, (3) Negara-negara Afitka (kecuali Afrika
Selatan) dan (10) Negara-negara Komunis.

. Berdasarkan hasil survei Pricewaterhouse (1975) terhadap sistem pengukuran

dan penyajian akuntamsi, pengelompokkan dibedakan ke dalam 5 (lima)
model, yaitu; (1) British Commonwealth Model: Inggris Raya, Australia,
Bahamas, Fiji, Iran, Irlandia, Jamaika, Malaysia, Belanda, Selandia Baru,
Nikaragua, Rhodesia, Singapura, Afrika Selatan dan Trinidad; (2) Latin
American Model: Argeptina, Bolivia, Brasil, Kolombia, Ethiopia, Yunani,
India, Italia, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Spanyol dan Uruguay; (3)
Northern and Central European Model: Belgia, Denmark, Perancis, Jerman,
Norwegia, Swedia, Swiss dan Zaire; (4) United States Model. Amerika
Serikat, Bermuda, Kanada, Jepang, Meksiko, Filipina dan Venezuela; dan (5)
Chili.

Sedangkan hasil penelitian Nair dan Frank (1975) membagi praktik-praktik
akuntansi yang digunakan di berbagai negara ke dalam 7 kelompok, yaitu: (1)
Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Paraguay, Uruguay, Perancis, Spanyol,
Belgia, Yunani, Zaire, (2) Australia, Selandia Baru, Fiji, Singapura, Malaysia,
Afrika Selatan, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Trinidad, (3) Amenka Serikat,
Meksiko, Panama, Venezuela, Bahamas, Jepang, Filipina, Jerman Barat, (4)
Inggris Raya, Belanda, Kanada, Bermuda, Jamaica, Eire, Rhodesia, (5)
Argentina, Peru, India, Pakistan, Iran, (6) Denmark, Norwegia, Swedia dan (7)
Swiss. Pembagian ini didasarkan pada penggunaan metode statistik ke
database prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di seluruh dunia.

. American Accounting Association (1976) mengklasifikasikan pola akuntansi

dunia dalam 5 (lima) zones of influence. Pembagian zona berdasarkan pada
sumber-sumber sejarah, kebudayaan dan sosial ekonomi yang dianggap telah
mempengaruhi prinsip akuntansi pengukuran dan pelaporan di daerah dan
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negara yang berbeda, yaitu zona: (1) Amerika Serikat, (2) Inggris Raya, (3)
Jerman/Belanda, (4) Prancis/Spanyol/Portugal dan (5) Komunis.

. Penelitian Hofstede (1980) membagi praktik akumtansi berdasarkan culfure

areas atau wilayah kebudayaannya menjadi 10 (sepuluh} kelompok, yaitu: (1)
More developed Latin: Spanyol, Italia, Perancis, Belgia, Brasil, Argentina; (2)
Less developed Latin; Kolombia, Ekuador, Meksiko, Venezuela, Kosta Rika,

Chili, Guatemala, Panama, Peru, Portugal, El Salvador, Uruguay; (3) More

developed Asian. Jepang; (4) Less developed Asian: Indonesia, Thailand,

Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Taiwan; (5) Near Eastern: Negara-negara

Arab, Iran, Turki, Yunani, Yugoslavia; (6) African: Afrika Timur, Afrika

Barat; (7) Astan colonial: Hong Kong, Singapura; (8) Germanic: Jerman,

Austria, Swiss dan Israel; (9) Anglo: Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada,

Irlandia, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan; dan (10) Nordic: Belanda,

Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia.

Nobes (1983) memperiuas pendekatan pada pengembangan akuntansi di

negara-negara maju dengan sistem ekonomi berorientasi pasar (warket-

oriented economic system) yang pernah dianalisis oleh Gerhard Mueller pada
tahun 1967, menjadi:

- Macro-uniform, dengan proposisi kepentingan publik akan terlayani lebih
baik jika akuntansi perusahaan berbubungan erat dengan kebijakan
ekonomi nasional dan akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat
pengawasan administratif oleh pemerintah, terdiri dari:

a) Government, economics, dilakukan di Swedia.

b) Continental. government, tax, legal: Law-based dilakukan di Jepang
dan Jerman dan Tax-based dilakukan di Spanyol, Perancis, Belgia dan
Italia.

- Micro-based, pengembangan akuntansi dengan prinsip perusahaan adalah
fokus aktivitas bisnis dan harus dipertahankan hidupnya untuk optimisasi
perekonomian, terdiri dari:

a) Business practice, pragmatic, British origin: pengarmih Amerika
Serikat dilakukan di Amerika Serikat sendiri dan Kanada, sedangkan
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pengaruh Inggris Raya dilakukan di Inggris Raya, Irlandia, Australia dan
Selandia Baru.
b) Business economics, theory, dilakukan di Belanda.

j- Terakhir, Nobes dan Parker (2002) mengelompokkan praktik akuntansi di
dunia berdasarkan sistem akuntansi uniform accounting plans dan standard
based accounting, yaitu:

- Uniform accounting plans, terbagi ke dalam model akuntansi:
a) Soviei Union, digunakan di Cina, Mongolia, Rusia dan Uzbekistan.
b} Continenial European, digunakan di Belgia, Jerman, Italia, Spanyol,
Swedia, Swiss, Perancis, Kamboja, Vietnam dan Venezuela.
¢) Latin American, digunakan di Argentina, Bolivia, Chili, Kolombia,
Paraguay, Uruguay, Peru dan Ethiopia.

- Standard based accounting, terbagi ke dalam model akuntansi:
a) British Commonwealth, digunakan di Inggris Raya, Irlandia, Belanda,
Australia, Selandia Baru, Fiji, Papua Nugini, India, Pakistan, Bahamas,
Jamaika, Kenya dan lain-lain.
b) United States, digunakan di Amenka Serikat, Kanada, Meksiko,

Panama, Jepang dan Filipina.

Berkaitan dengan perubahan dan pengembangan nilai dan sistem akuntansi
di dunia berkaitan dengan globalisasi ekonomi, Gray (1988) mengembangkan
sebuah model analisis untuk mengelaborasi proses perubahan akuntansi yang
terjadi di dunia. Menurut Gray, kekuatan perubahan nilai dan sistem akuntansi
berasal dari lingkungan global yaitu adanya tekanan internasional untuk
melakukan perubahan, termasuk didalamnya adalah ketergantungan politik dan
ekonomi, FDI, strategi MNCs, teknologi baru, pasar finansial global, meluasnya
bisnis dan jasa keuangan serta orgamisasi regulator internasional. Tekanan
internastonal ini juga akan berkonsekuensi institusional lokal baik langsung dan
tidak langsung, seperti terhadap sistem hukum, pasar modal atau asosiasi
profesionai. Lembaga-lembaga seperti IMF, OECD, UNCTAD, WTO, 108CO,
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IASB atau IFAC disebut Gray berperan dalam pengembangan lingkungan bisnis
berskala global.

Mengacu pada pendekatan Nobes (1983), pemakaian standar akuntansi

pada tahun 1998 di negara-negara maju dibedakan menjadi 2 (dua) c/ass, yaitu:

a. Class A berarti strong eguity, terdiri dari:

-

Standard Dutch, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Belanda.
UK GAAP, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Inggris Raya
dan Irlandia.

IAS GAAP, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan
berakuntabilitas publik Siagapura dan perusahaan Bayer (Jerman), Nestle
(Swiss) serta Nokia (Finlandia).

US GAAP, banyak digunakan oleh perusahaan-perusabhaan yang terdaftar
di pasar modal Amerika Serikat dan beberapa perusahaan Jepang.

b. Class B berarti weak equity, terdin dari:

Standard Belgian, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Belgia.
Standard French, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan
menengah Perancis. y

Standard German, banyak digunakan oleh perusahaan-perusabaan kecil
dan menengah Jerman dan perusahaan-perusahaan kecil Austria.

Standard Italian, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan non
publik Italia.

Standard Japanese, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang.

Sedangkan Solas (2008) memuat survei penggunaan standar akuntansi

oleh negara-negara di dunia pada tahun 1959 dengan pembagian:

a. IASs digunakan langsung:

sebagai standar nasional dan penjelasan material ditambahkan, digunakan
di Kroasia, Cyprus, Kuwait, Latvia, Malta dan lain-lain.
scbagal standar nasional, tetapi standar nasional sendiri dikembangkan
untuk permasalahan yang tidak diatur oleh IASs dan penjelasan material
ditambabkan, digunakan di Malaysia dan Papua Nugini.
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sebagai standar nasional, tetapi dalam beberapa kasus, dimodifikasi untuk
disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal, digunakan di Albania,
Bangladesh, Barbados, Kolombia, Jamaika, Yordania, Kenya, Polandia,
Uruguay, Zambia dan lain-lain.

. Standar nasional berbasis IASs:

Standar nasional dikembangkan secara terpisah tetapi berdasarkan dan
mengacu pada relevansi IASs. Standar nasional secara umum hanya
menyediakan penjelasan tambahan, digunakan di Cina, Iran, Filipina,
Slovenia, Tunisia dan Uzbekisian.

Standar nasional dikembangkan secara terpisah tetapi berdasarkan dan
mengacu pada relevansi IASs dalam banyak kasus. Tetapi beberapa
standar mungkin menyediakan lebih banyak atau lebih sedikit pilihan
dibanding IASs, digunakan di Brasil, Ceko, Turki, Perancis, India,
Irlandia, Lithuania, Mauritius, Meksiko, Namibia, Belanda, Norwegia,
Portugal den lain-lain.

Standar nasional dikembangkan secara terpisah tetapi berdasarkan dan
mengacu pada relevansi IASs dalam banyak kasus. Setiap standar
memasukkan pernyataan yang membandingkan standar nasional dengan
1ASs, digunakan di Australia, Denmark, Hong Kong, Italia, Selandia Baru,

Swedia dan lain-lain.

. 1ASs digunakan secara informal:

Standar nasional mungkin tidak ada atau ada, tetapi IASs yang secara tidak
formal diadopsi, biasanya digupakan dalam pelaporan sektor swasta,
digunakan di Botswana, Rumania, Viemam, Kamboja dan Lesotho.

. Standar nasional independen yang pengembangannya terpisah dari IASs,

digunakan di Amerika Serkat, Inggris Raya, Jerman, Kanada, Spanyol,
Belgia, Austria, Finlandia, Luksemburg, Jepang dan Korea Selatan.
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Berdasarkan hasil survei tersebut diatas maka usaha IASC untuk
mempromosikan 1ASs ke seluruh dunia pada akhimya bisa dikatakan cukup
berhasil. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang mereka lakukan dengan Uni
Eropa, IOSCO sebagai badan pasar modal dunia, IFAC sebagai organisasi
akuntan dunia, Bank for International Settelement (Basel Accord) sebagai
lembaga yang mengatur perbankan dunia dan IMF, Wold Bank serta WTQO
sebagai organisasi-organisasi dibawah UN atau PBB. Meskipun demikian
keseragaman bahasa dalam akuntansi belum tercapai karena banyak negara
menggunakan IASs dalam berbagai variasi yang disesuaikan dengan
kebutuhannya masing-masing. Keseragaman babasa juga belum tercapai karena
banyak negara maju berpengaruh seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman,
Kanada dan Jepang mengembangkan standar akuntansinya sendiri terlepas dari
pengaruh IASs. Peran Amerika Serikat sebagai pusat gravitasi perekonomian
dunia sekaligus tempat pasar finansial global terbesar menyebabkan banyak
MNCs dari Eropa dan Jepang menggunakan standar versi FASB sebagai dasar
dalam penyajian Japoran keuangannya. Selain itu peran Amerika Serikat sebagai
salah satu pusat pengembangan ilmu akuntansi di dunia mendorong beberapa
negara berkembang untuk mengacu pada beberapa SFASs yang dikeluarkan
FASB saat [ASs tidak memenuhi kebutuhan akuntansi negara yang bersangkutan,
seperti yang terdapat dalam beberapa PSAK Indonesia.

Pada tahun 1990-an, nepara-negara Eropa seperii ltalia, Belgia, Perancis
dan Jerman mulai mengijinkan perusahaan mereka untuk menggunakan JASs
dalam pelaporan keuangan domestik. Selanjutnya pada bulan Juli 1995, IASC dan
I0SCO yang bekerja mendafiarkan saham perusahaan asing pada bursa efek
nasional mencapai persetujuan untuk semakin bekerjasama mendorong
tercapainya harmonisasi standar akuntansi Bulan Mei 2000, IOSCO telah
menyetujui IASs sebagai standar akuntansi yang digunakan entitas yang terdaftar
di bursa efek dunia. Terbentuknya the EU pada tahun 1993 membuat IASC
semakin fokus untuk mendapatkan kekuatan otoritas sebagai accounting regulator
dengan cara membantu memfasilitasi MNCs Eropa yang selama ini "menderita”
dengzan rekonsiliasi US GAAP dengan SEC saat melakukan listing di Bursa Efek
New York (Sawani, 2005). Tahun 1995, Uni Eropa mengadopsi pendekatan baru
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dalam harmonisasi akuntansi yang memungkinkan penggunaan IASs oleh
perusahaan Uni Eropa yang /isted dalam pasar modal intemasional. SEC sendini
pada tahun 1996 menyatakan dukungannya terhadap IASC untuk
mengembangkan standar akuntansi yang dapat digunakan untuk menyusun
laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pepawaran surat berharga lintas
batas negara.

Lembaga-lembaga penyusun standar akumtansi dan pelaporan keuangan
dari beberapa nepara yang mendirikan IASC dan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap pelaporan keuangan pada tanggal 1 April 2001
melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap IASC dengen membentuk
IASCF yang membawahi IASB sebagai lembaga penyusun standar akuntansi
internasional yang baru yaitu IFRSs yang diusahakan menjadi global accounting
standards bagi seluruh entitas di dunia, IFRSs Interpretations Committee yang
melakukan interprestasi atas standar akuntansi yang dikeluarkan IASB dan IFRSs
Advisory Council yang bertugas memberikan nasihat dan masukan kepada IASB.
IASCF yang terdiri dari 22 anggota mendapat dukungan dana dari firma-firma
akuntan publik besar, institusi kenangan swasta, perusahaan-perusahaan, bank-
bank sentral negara maju, bank pembangunan, perusahaan-perusahaan keuangan
swasta dan organisasi-organisasi profesi yang berasal dari seluruh dunia. Saat ini
semua anggota IASB (14 orang) berasal dari negara-negara industri maju yang
sebagian besar berasal dari Asia Timur, Eropa Barat, Amerika Utarz dan
Australia. Terbentuknya I[ASB ini sekaligus pertanda peningkatan status
harmonisasi standar akuntansi nasiomal di dunia menjadi konvergensi standar
akuntansi nasional dan IFRSs untuk menghasiikan seperangkat standar akuntansi
global berkualitas tinggi yang dapat membantu pelaku pasar modal di seluruh
dunia dan pengguna laporan keuangan lainnya dalamm membuat keputusan
ekonomi.

Usaha menjadikan IFRSs sebagai standar akuntansi global mendapatkan
titik balik setelah pada bulan Juli 2002, the European Parliament and Council
sebagai lembaga tertinggi Uni Eropa untuk kepentingan polittk dan ekonomi,
mengeluarkan Regulation Act EC 1606/2002 yang menyatakan untuk tahun
pelaporan yang dimulai 1 Januari 2005, seluruh perusahaan dari negara anggota
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Uni Eropa yang sekuritasnya terdaftar di the EU exchange diharuskan membuat
laporan kenangan konsolidast sesuai dengan IFRSs. 25 negara anggota Uni Eropa
dan Liechtenstein, Norwegia serta Islandia kemudian mengadopsi semua
IASs/IFRSs, kecuali satu standar yaitu IAS 39 mengenai pengukuran dan
pengakuan instumen keuangan, yang mengalami modifikasi. Beberapa negara
Eropa melakukan beberapa variasi dalam pelaksanaan konvergensi, dengan
langsung melakukan adopsi penuh IFRSs untuk semua perusahaan ataun khusus
perusahaan go public baik menggunakan bahasa Inggris maupun diterjemahkan ke
bahasa lokal atau melakukan konvergensi secara bertahap dengan tetap
mengijinkan perusahaan yang ingin langsung mengadopsi penuh IFRSs.
Misalnya Austria yang hanya mewajibkan perusahaan berakuntabilitas publik
untuk menerapkan IFRSs, berbeda dengan Cyprus yang mewajibkan selurub
perusahaan menerapkan IFRSs dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain
wilayah Eropa, dua negara lain, Australia dan Affika Selatan juga mengadopsi
IFRSs mulai tahun pelaporan 2005.

Saat itu terdapat sekitar 7.000 perusahaan berakuntabilitas publik di 25
negara anggota Uni Eropa yang harus menerapkan IFRSs (Purba, 2010). Sejak
saat itu IASB mencanangkan program konvergensi yang mewajibkan anggotanya
unfuk menggunakan IFRSs sebagai acuan dalam pencatatan dan pelaporan
transaksi (Daeli, 2009). Setelah sebagian besar Eropa, Australia dan Afrika
Selatan mengadopsi IFRSs, IASB terus mendorong penggunaan dan penerapan
standar akuntansi global dengan mempromosikan keuntungan pemakaian IFRSs
sebagai standar akuntansi, secara garis besar yaitu: lebih melindungi kepentingan
stakeholders dari accounting fraud, memudahkan menarik investor atau kreditor
ke perusahaan dan menurunkan cost of financial reporting dan cost of capital.
Akselerasi konvergensi IFRSs ke seluruh dunmia dilakukan IASB melalui
kerjasama dengan berbagai organisasi dumia seperti PBB, Bank Dunia, OECD,
WTO, I0SCO dan kelompok negara-negara G-20. IASB berliarap pada tahun
2011, jumlah negara yang mengadopsi IFRSs termasuk melakukan proses
konvergensi telah mencapai 150 negara.

Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia mendapat
“periakuan khusus” dari IASB dengan mengadakan pendekatan untuk melakukan
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kerjasama bilateral dengan FASB. Usaha membawa konvergensi IFRSs ke
Amerika Serikat terutama dengan tujuan meringankan perusahaan-perusahaan
Eropa yang terdaftar di bursa efek negara Paman Sam mencapai langkah besar
setelah pada bulan September 2002, FASB sebagai lembaga penyusun standar
akuntansi di Amerika Serikat dan IASB menandatangani Norwalk Agreement
yang berisi komitmen untuk mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan
keuangan berkualitas tinggi dan tidak bertentangan satu sama lain. Bulan Oktober
2005, kemajuan kembali tercapai di Amerika Serikat setelah SEC sebagai badan
pengawas pasar modal sekalipus pendorong utama pengembangan standar
akuntansi di negara adidaya tersebut memberikan opsi kepada emiten asing untuk
menyusun laporan kenangannya berdasarkan IFRSs pada tahun 2009. Di Amernika
Serikat adopsi penuh terhadap IFRSs direncanakan dilakukan mulai tahun 2016.

Di Eropa, Regulation Act EC 1606/2002 yang dikeluarkan the European
Parliament and Council, melahirkan 3 (tiga) lembaga yang menentukan
pemberlakuan IFRSs yang dikeluarkan IASB di Uni Eropa (Konigsgruber, 2007).
Lembaga-lernbaga tersebut yaitu EFRAG (European Financial Reporting
Advisory Group), SARG (Standards Advice Review Group) dan ARC (The
Accounting Regulatory Commitee). EFRAG merepresentasikan sektor swasta
yang didanai oleh kelompok-kelompok bisnis, akuntan dan auditor, bank dan
kelompok lain yang berkepentingan terhadap penyajian laporan keuangan.
EFRAG memiliki TEG (Technical Expert Group) yang langsung mereview dan
memberikan saran kepada SARG setiap JASB mengeluarikan standar baru. SARG
merepresentasikan kepentingan the European Commission yang terdiri dari ahli-
ahli akuntan independen yang dipilih oleh komisi. Kelompok ini menilai saran
dari TEG dan kemudian menyerahkan hasil penilaian tersebut kepada komisi.
ARC merepresentasikan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa yang
berhak merekomendasikan adopsi atau penolakan terhadap pemberlakuan standar
baru yang sudah dinilai oleh SARG. Rekomendasi untuk adopsi diserahkan ARC
ke the European Parliament and Council untuk dilakukan penilaian akhir atau
keputusan final pemberlakuan standar baru di Uni Eropa.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dan Filipina menjadi pioner
pengadopsian IFRSs dalam standar akuntansi nasionalnya. Financial Reporting
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Standards (FRSs) di Singapura dan Philippines Financial Reporting Standards
(PFRSs) di Filipina adalah IFRSs yang diadopsi secara lokal atau adapted dimana
kedua negara Asiz Tenggara tersebut mengadopsi seluruh IFRSs tetapi
disesnaikan  dengan kondisi di suatu negara dengan  beberapa
perbedaan/pengecualian dari [FRSs yang dikeluarkan [ASB. Baik FRSs dan
PFRSs diberlakukan untuk semua perusahaan pada tingkatan laporan konsolidasi,
terpisa dan individu. Sedangkan di Thailand, standar akuntansinya sudah
mengacu kepada IASs/ITFRSs yang dikeluarkan IASB tetapi baru pada versi
sampai dengan tahun 2005 dengan beberapa pengecualian, Thailand mengatakan
keinginannya untuk full convergence dengan IFRSs tetapi belum menentukan
waktu secara resmi. Sementara Malaysia mereorganisasi badan standar
akuntansinya dengan membentuk Malaysian Accounting Standards Board
(MASB) dan mengumumkan jadual full convergence dengan IFRSs di tahun
2012. Tetapi Malaysia saat ini telah mengijinkan perusahaan asing yang terdaftar
di Bursa Malaysia untuk menggunakan IFRSs di tingkatan laporan keuangan
konsolidasi dan terpisah. Di Vietnam, standar akuntansi keuangannya yaifu
Vieinamese Accounting Standards (VASs), masih mengadopsi IASs versi lama.
IFRSs baru diwajibkan untuk bank-bank berstatus BUMN. VASs berbasis IFRSs
sedang dalam proses penyusunan tetapi saat ful/ convergence belum diumumkan
secara resmi. Indonesia sendiri mirip dengan Malaysia dimana penerapan PSAK
yang sudah mengadopsi seluruh IFRSs bagi perusahaan berakuntabilitas publik
diwajibkan sejak tanggal 1 Januari 2012. Perbedaannya, Indonesia belum
mengijinkan perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
menggunakan IFRSs. Saat ini proses konvergensi IFRSs di Indonesia masih
berlangsung sesuai jadual tahap adopsi konvergensi IAI dari tahun 2008 —~ 2010.
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PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI DUNIA
ERA KONVERGENSI IFRSs

3.1 Perkembangan IASB dan IFRSs

Dewan IASC pada bulan Nopember 1999 secara bulat menyetujui suatu
resolusi yang mendukung usulan struktur baru yang intinya adalah: (1) JIASC akan
didirikan sebagai sebuah organisasi independen; (2) organisasi tersebut akan
terdini dari dua badan utama yaitu perwalian dan dewan serta komite interpretasi
tetap dan dewan penasehat standar; dan (3) perwalian akan menunjuk anggota
dewan melakukan pengawasan dan mengumpulkan dana yang diperlukan,
sedangkan dewan memiliki tanggung jawab tunggal untuk penentuan standar
akuntansi. IASC akhirnya terestrukturisasi pada tahun 2001 dengan membentuk
IASCF sebagai badan wali yang membawahi IASB sebagai lembaga/dewan
penyusun  standar akuntansi intemasional, IFRSs Interpretation Committee
sebagai komite yang melakukan interprestasi atas standar akuntansi yang
dikeluarkan IASB dan IFRSs Advisory Council sebagai dewan yang bertugas
memberikan nasihat dan masukan kepada IASB. Struktur baru ini bertujuan agar
[ASB dapat bersikap netral dan independen terhadap kepentingan-kepentingan
berbagai pihak. Kondisi tersebut untuk mendorong standar-standar akuntansi dan
pelaporan kevnangan yang dikeluarakan dapat diterima secara global.

Dengan direstrukturisasinya IASC menjadi IASB sebagai badan penyusun
standar akuntansi, misi pembuat standar berubab dari harmonisasi menjadi
konvergensi ke standar akuntansi global. Tujuannya jelas satu standar akuntansi
global. Artinya satu set berarti standar yang sama kata per kata di setiap negara
dan dengan tepat diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa lain sehingga
perbedaan tidak terjadi saat proses penerjemahan. Tujuan lengkap 1ASB sebagai
tersebut dalam Preface to IFRSs (revisi Oktober 2007) adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan, untuk kepentingan publik, satu set standar akuntansi global
berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan
informasi yang berkualitas tinggi, transparan dan dapat dibandingkan dalam
laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya untuk membantu para
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pelaku di berbagai pasar modal di dunia dan pengguna informasi lainnya
dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.

b. Mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut.

c. Memenuhi kebutuhan standar akuntansi dan pelaporan keuangan bagi
perusahaan-perusahaan menengah dan kecil.

d. Mendorong konvergensi standar akuntansi nasional dan IFRSs yang
menghasilkan solusi berkualitas tinggi.

IASCF terdiri dari 22 anggota (frustee) yang berwenang menunjuk dan
mengangkat anggota IASB, IFRSs Interpretation Committee dan IFRSs Advisory
Council. Sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2009 komposisi
IASCF trustee telah mewakili kelima benua. Meskipun demikian suara
perwakilan negara-negara maju masih mendominasi komposisi keanggotaan
YASCF. 27,27 persen anggota IASCF berasal dari Amerika Utara (Amerika
Serikat dan Kanada), 31,82 persen berasal dari negara-negara maju Eropa Barat,
22,73 persen berasal dari Asia yang dimotori Jepang, Cina dan India, dan sisanya
sebesar 18,18 persen tersebar merata sebagai perwakilan negara-negara di benua
Australia, Afrika, Amerika Selatan dan Fropa Timur. Mereka memiliki beragam
latar belakang yaitu mantan pejabat pemerintah, eksekutif perusahaan finansial
atau perusahaan multinasiopal dan dari lembaga profesi akuntan nasional atau
kantor akuntan publik dunia.

Apabila kita menggabungkan komposisi Amerika Utara dan Eropa Barat
dengan Jepang dan Australia maka kekuatan suara negara-negara maju dalam
keanggotaan IASCF mencapai sebesar 72,73 persen. Sedangkan sisanya diisi
negara-negara kekuatan ekonomi baru seperti Brasil, India, Cina, Afrika Selatan
dan Polandia. Kondisi ini menggambarkan kekuatan negara-negara maju dalam
menentukan anggota JASB, IFRSs Interpretation Committee dan IFRSs Advisory
Council. IASCF memiliki Dewan Monitoring yang bertugas untuk meyakinkan
bahwa IASCF melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam IASCF
constitution. Dewan ini memiliki anggota dari berbagai organisasi dunia yaitu:
European Comrmission: Internal Market and Services Directorate General,
Financial Services Agency of Japan, IOSCO: Technical Committee dan Emerging
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Markets Committee, SEC serta satu pengamat yang berasal dari Basel Committee
on Banking Supervision. Daftar lengkap susunan IASCF trustee per 31 Desember
2009 dapat dilibat di Lampiran 1.

Sedangkan IASB memiliki 15 anggota dengan pengalaman praktik
akuntansi dan pelaporan keuangan yang bervariasi dari seluruh dunia, baik
sebagai eksekutif perusahaan finansial, perusahaan multinasional, kantor akuntan
publik dupia atau keanggotaannya dalam badan penyusun standar lain dan
perannya saat sebagai pejabat bank sentral. Pemilihan anggota IASB tidak harus
mewakili seluruh benua, namun diusahakan tidak hanya berasal dari segelintir
konstituen atau kawasan geografis tertentu. Tetapi hal tersebut tidak terlihat dalam
keanggotaan IASB terbaru. 60 persen anggota IASB berasal dari Amerika Serikat
dan negara-negara maju di Eropa Barat. Apabila anggota darni Jepang dan
Australia digabungkan, maka negara-negara maju memiliki kekuatan suara dalam
IASB sebesar 73,33 persen. Sisa sebesar 26,67 persen tersebar merata di negara-
negara kekuatan ekonomi baru yaitu Brasil, India, Cina dan Afrika Selatan,
Situasinya sangat mirip dengan IASCF frustee yang menentukan keangpotaan
IASB. Menumt Purba (2010) masuknya wakil Cina sebagai anggota IASB adalah
usaha untuk merangkul Cina sebagai upaya untuk mempercepat proses
konvergensi global [FRSs. [ASB juga didukung oleh direktur, staf teknis dan non
teknis yang berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Cina,
Malaysia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Spanyol, Hongkong, Irlandia, Jerman
dan Inggris. Daftar lengkap susunan anggota IASB per 31 Desember 2009 dapat
dilihat di Lampiran 2.

Anggota IFRSs Interpretation Committee juga ditunjuk dan diangkat oleh
IASCF rrustee. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, komposisi IFRSs
Interpretation Committee terdiri dari 1 non-voting chairman yang berasal dari
1ASB, 14 anggota, dan para pengamat yang berasal dari European Commission
dan I0SCO. Komposisi keanggotaan komisi interpretasi ini sangat didormninasi
oleh negara-negara maju dengan total persentase sebesar 52,86 persen dimana
28,57 persen berasal dari Amerika Utara, 42,86 persen berasal dari Eropa Barat
dan 21,43 persen berasal dari Asia Pasifik (Jepang, Australia dan Selandia Baru).
Afiika Selatan adalah satu-satunya negara berkembang yang masuk keanggotaan.
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Daftar lengkap susunan anggota IFRSs Interpretation Committee per 31

Desember 2009 dapat dilihat di Lampiran 3.

IFRSs Advisory Council berisi perwakilan dari berbagai lembaga atau
organisasi internasional dard berbagai negara. Hal ini dimaksudkan untuk
memberikan nasihat atau masukan kepada IASB tentang praktik akuntansi yang
terjadi di berbagai belahan dunia. Advisory Council memiliki 48 anggota
(termasuk chairman dan vice-chairman) dan rutin mengadakan pertemuan
sebanyak tiga kali dalam setahun. Jepang, Cina, India, Korea Selatan dan
Singapura adalah sedikit dan negara-negara Asia yang memiliki ’keistimewaan’
mewakili perwakilan langsung di IFRSs Advisory Council. Dewan penasehat
memiliki beberapa pengamat yang berasal dari beberapa lembaga internasional
yaitu European Commission, Japan Financial Services Agency dan US SEC.
Daftar lengkap susunan anggota IFRSs Advisory Council per 31 Desember 2009
dapat dilihat di Lampiran 4.

Standar akuntansi dan pelaporan keuangan beserta interpretasinya disusun
melalui suatu due process yang formal dimana antara IASB dan IFRSs
Interpretation Committee melalui due process yang berbeda. Due process yang
harus dilalui IASB yaitu:

2. JASR meminta stafnya untuk mengidentifikasi dan mengangkat isu-isu yang
harus mendapat perhatian IASB dan melakukan public meeting untuk
memutuskan apakah akan melakukan proyek baru atas isu-isu tersebut dan
melakukan konsultasi dengan IFRSs Advisory Council atas prioritas apa yang
harus dilakukan.

b. IASB memutuskan apakah akan menangani proyek iftu sendiri atau
melakukannya dengan organisasi standard setfer lain dan mengeluarkan
discussion paper sebagai publikasi yang pertama atas isu tersebut dan jika
tidak dikeluarkan discussion paper, IASB harus menjelaskan alasannya.

¢. Penyusunan dan publikasi atas ED IFRSs dilakukan dengan melampirkan
hasil konsultasi dengan IFRSs Advisory Council, working group, organisasi
standard setter lain dan komentar dari sesi-sesi sosialisasi.

d. Jika kesepakatan atas draft IFRSs tidak tercapai, dimana bharus mendapat
persetujuan minimal dari 9 (sembilan) anggota IASB atau 60 persen suara,
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maka IFRSs tidak akan dikeluarkan. Tetapi jika mencapai kesepakatan, maka
IASB mengeluarkan draft IFRSs beserta dengan dissenting opinion dari
anggota IASB jika ada, untuk dikomentari oleh masyarakat.

JASB melakukan review atas komentar-komentar yang diperoleh dari
masyarakat dan melakukan kunjungan lapangan, public hearing dan round-
table meeting.

Jika persetnjuan atas draft IFRSs tidak tercapai, IFRSs tidak dikeluarkan.
Sebaliknya apabila ada persetujuan atas draft IFRSs dari minimal 9 (sembilan)
anggota IASB atau 60 persen suara maka dilakukan pengesahan atas draft
[FRSs oleh IASB.

Sedangkan due process yang harus dilalui IFRSs Interpretation Commitiee

dalam mengeluarkan interpretasinya atas IFRSs adalah sebagai berikut:

a.

Komite Agenda mengevaluasi isu-isu yang diajukan oleh para konstituen
unfuk diagendakan dan publikasi draft agenda dan menunggn tanggapan dari
masyarakat,

Komite Agenda memutuskan apakah perlu menambahkan isu yang
disampaikan konstituen ke dalam agenda dengan mempertimbangkan
komentar masyarakat.

Staf [ASB menyusun ikhtisar isu-ist untuk dipelajari para anggota IFRSs
Interpretation Committee.

Jika konsesus IFRSs Interpretation Committee atas draft interpretasi tidak
tercapai maka tidak dikeluarkan interpretasi. Sebaliknya apabila konsesus
tercapai maka draft interpretasi dikeluarkan oleh IFRSs Interpretation
Committee untuk mendapat komentar dari masyarakat.

IFRSs Interpretation Comimittee mempertimbangkan komentar masyarakat
dalam melakukan finalisasi draft interpretasi.

Jika konsesus IFRSs Interpretation Comunittee atas draft interpretasi kemudian
tidak tercapai maka interpretasi tidak dikeluarkan dan apabila dicapai
kesepakatan atas draft interpretast maka kemudian dilakukan pengesahan oleh
IASB setelah mendapat persetujuan dari sedikitnya 9 (sembilan) anggota
IASB atau 60 persen suara,
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Saat IASB berdin, terdapat 33 [ASs yang merupakan produk dari IASC
sebelum restrukturisasi. Standar-standar tersebut masih berlaku sepanjang IASB

belum melakukan amandemen terhadapnya.

Tabel 3.1
Standar Akuntansi Internasional
Yang Berlaku Saat JASB Berdiri
Standar Tanggal Nama Standar
Efektif
IAS 1 1 Juli 1998 Presentation of Financial Statements
1AS 2 1 Janvan 1995 | Inventories
IAS 7 1 Januvari 1979 | Statement of Cash Flows
IAS 8 1 Januari 1979 | Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Emrors
JAS 10 1 Januan 2000 [ Events After the Reporting Period
IAS 11 1 Januari 1980 | Construction Contracts
IAS 12 1 Jaruari 1998 | Income Taxes
IAS 14 1 Juli 1998 Segment Reporting
IAS 15 1 Januari 1983 | Information Reflecting the Effects of Changing
Prices
IAS 16 1 Januari 1983 | Property, Plant and Equipment
1IAS 17 1 Januari 1999 | Leases
IAS 18 1 Januari 1984 | Revenue
IAS 19 1 Janvari 1985 | Employee Benefits
IAS 20 1 Januari 1984 | Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government
[AS 21 1 Januari 1985 | The Effects of Changes in Foreign Exchange
Rates
IAS 22 1 Januari 1985 | Business Combinations
IAS 23 1 Januari 1986 | Borrowing Costs
IAS 24 1 Januari 1986 | Related Party Disclosures
IAS 26 1 Januari 1988 | Accounting and Reporting by Retirement
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Benefit Plans

1AS 27 1 Januan 1990 | Consolidated and Separate Financial Statements

IAS 28 1 Januari 1990 | Investments in Associates

IAS 29 1 Januari 1990 | Financial Reporting in Hyperinflabonary
Economies

IAS 30 1 Januari 1991 | Disclosures in the Financial Statements of
Banks and Similar Financial Institutions

IAS 31 1 Januari 1992 | Interests In Joint Ventures

I1AS 32 1 Januari 1996 | Financial  Instruments:  Presentation  —
Disclosure provisions

IAS 33 1 Januari 1998 | Earnings Per Share

IAS 34 1 Januari 1999 | Interim Financial Reporting

IAS 35 1 Januari 1999 | Discontinuing Operations

IAS 36 I Tnli 1999 Impairment of Assets

IAS 37 1 Juli 1999 Provisions, = Contingent  Liabilities  and
Contingent Assets

IAS 38 1 Juli 1999 Intangible Assets

IAS 39 1 Januari 2001 | Financial ~ Instruments: Recognition and
Measurement

IAS 40 1 Januari 2001 | Investment Property

Sumber: Choi dan Meek (2005)
Tahun 2001, IASB langsung mengumumkan program dan rencananya ke

depan untuk segera mewujudkan fujuan konvergensi IFRSs yang merupakan
perpanjangan dari tujuan harmonisasi yang sebelumnya diusung IASC. Tidak
membutuhkan waktu lama bagi IASB untuk segera menggulirkan konvergensi
IFRSs ke seluruh dunia karena pada tahun 2002, parlemen Eropa menyetuiui
proposal Komisi Eropa bahwa seluruh perusahaan Uni Eropa yang sahamnya
tercatat harus mengikuti standar IASB vang dimulai selambat-lambatnya pada
tahun 2005 untuk laporan keuvangan konsolidasi. Pada tahun yang sama juga,
IASB dan FASB menandatangani Norwalk Agreement yang berisi komitmen
untuk mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan berkualitas
tinggi dan tidak bertentangan satu sama lain. Tahun 2003 IASB mengeluarkan

Universitas Indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



95

standar baru pertamanya yaitn IFRS 1 First-time Adoption of Intemational
Financial Reporting Standards. Di tahun tersebut, Australia, Selandia Baru dan
Afrika Selatan menyusul Uni Eropa untuk menyatakan komitmennya mengadopst
IFRSs. IASB juga mulai melakukan diskusi-diskusi dan pertemuan yang
dilakukan melalui internet. Hingga tanggal 31 Agustus 2010, [ASB telah
mengeluarkan beberapa IFRSs sebagai amandemen atas IFRSs/IASs yang
merupakan hasil dari buah diskusi dengan standard setter lainnya terutama FASB.

Tabel 3.2
Standar Akuntansi Internasional
per 31 Agustus 2010
Standar Tanggal Nama Standar
Efektif
IFRS1A |1 Juli2009 First-time Adoption of International Financial
Reporting Standards
IFRS 2 A | 1 Januari 2009 | Share-based Payment
IFRS3 A |1 Juli 2009 Business Cornbinations

IFRS 4 A | 1 Januvari 2009 | Insurance Contracts
IFRS 5 A | I Januari 2009 | Non-current Assets Held for Sale and

Discontinued Operations

IFRS 6 A | 1 Januari 2009 | Exploration for and Evaluation of Mineral
Assets

IFRS7 A | 1 Juli 2009 Financial Instruments: Disclosures

IFRS 8 A | 1 Januari 2009 | Operating Segments

IFRS9 A Financial Instruments

JAS1 A 1 Januari 2009 | Presentation of Financial Statemients

IAS2 A 1 Januari 2009 | Inventories

IAST A 1 Juli 2009 Statement of Cash Flows

IAS8 A 1 Januari 2009 | Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors

IAS10A |1 Juli 2009 Events After the Reporting Period

1IAS 11 A | ! Januari 2009 | Consttuction Conlracts
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TAS 12 A } 1 Juli 2009 Income Taxes

IAS16 A |1 Juli 2009 Property, Plant and Equipment

TIAS 17 A | 1 Januari 2009 | Leases

IAS 18 A | 1 Januari 2009 | Revenue

IAS 19 A | 1 Januari 2009 | Employee Benefits

IAS20 A |1 Januari 2009 | Accounting for Govemment Grants and
Disclosure of Government

IAS21 A ] 1 Juli 2009 The Effects of Changes in Foreign Exchange
Rates

[AS23 A | 1 Januari 2009 | Borrowing Costs

TIAS 24 A | 1 Januari 2005 | Related Party Disclosures

JAS26 R | 1 Januari 1995 | Accounting and Reporting by Retirement
Benefit Plans

IAS 27 A | 1 Juli 2009 Consolidated and Separate Financial Statements

IAS28 A |1 Juli 2009 Investments in Associates

IAS29 A |1 Januari 2009 | Financial Reporting in  Hyperinflationary
Economies

IAS 31 A | 1 Juli 2009 Interests In Joint Ventures

IAS32 A |1 Juli 2009 Financial Instraments:; Presentation

1AS33 A |1 Juli 2009 Earuings Per Share

IAS34 A |1 Juli 2009 Interim Financial Reporting

JIAS36 A | 1 Juli 2009 Impairment of Assets

IAS 37 A {1 Juli 2009 Provisions,  Contingent  Liabilities and
Contingent Assets

IAS38 A | 1 Juli 2009 Intangible Assets

TIAS39 A |1 Juli 2009 Financial ~ Instruments: Recognition and
Measurement

JIAS 40 A | 1 Januari 2009 | Investment Property

IAS41 A | 1 Januari 2009 | Agricuiture

Sumber: diolah dari http://www.iasb.org denpan tenggal efektif sebagai efektif berlakunya

amandemnen/reformat terakhir
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Standar-standar baru, termasuk hasil amaﬁdemen, yang dikeluarkan [ASB
memiliki karakteristik baru yang mengubah pola berpikir para praktisi akunting
selama ini. Karakteristik-karakteristik tersebut yaitu:

a. Lebih bersifat principle-based dibandingkan ruled-based dengan banyak

menekankan pada interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi.
Laporan keuangan harus memenuhi keempat karakteristif kualitatif yaitu dapat
dipahami, relevansi, keandalan dan daya banding. Hal ini menyebabkan
IFRSs/IASs hanya mengatur prinsip-prinsip utama saja dan tidak memiliki
standar yang spesifik, detail dan kompleks. Sedangkan hal-hal kecil cukup
diatur dengan interpretasi dan aturan pokoknya. Dampaknya IFRSs menjadi
lebih supel dan menyelumih meskipun professional judgement yang kuat
menjadi sangat diperlukan untuk menyimpulkan permasalahan akuntansi. Di
Amerika Serikat, praktik akutansi yang ruled-based memberikan motivasi
bagi para pelaku kejahatan korporasi untuk melakukan aggresive accounting
dan creative accounting dengan cara mencari celah yang ada di standar
alumtansi dan pelaporan keuangan seperti pada kasus Enron, Adelphia dan
Worldcom.

. Penilaian pada substansi transaksi (substance over form) dan evaluasi apakah

laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi. Penyajian harus lebih
mengutamakan hakikat ekonomi dibanding hakikat formal. Misalnya yang
terkait dengan embedded lease (sewa melekat) dimana entitas harus
melakukan evaluasi atas suatu kontrak/perjanjian sewa. Prinsip int secara
langsung bertentangan dengan prinsip form over substance yang dianut
peraturan pajak.

. Lebih banyak menggunakan fair value (nilai wajar) dibanding historical cost

(biaya historis) untuk basis pengukuran. [ASB lebih menekankan sisi relevansi
dalam laporan keuangan yang lebih dibutubkan dalam pengambilan keputusan
ekonomi dan mengasurnsikan semua negara memiliki pasar aktif yang dapat
mendukung verifikasi nilai wajar. Penggunaan nilai wajar ini dapat
menyebabkan keterkaitan dengan dengan profesi lain seperti appraisal,
aktuaris, analis dan lain-lain. Tren penggunaan nilai wajar oleh IASC/IASB
sebenarnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila di tahun 1980-an
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jumlah standar akuntansi keuangan yang menggunakan nilai wajar hanya 9
(sembilan) standar, maka pada awal tahun 2007, jumlah 1ASs dan IFRSs yang
mengadopsi nilai wajar meningkat menjadi 22 standar (Purba, 2010).
Kecenderungan ini semakin meninggalkan biaya historis sebagai basis
pengukuran dan penilaian yang selama ini lazim digunakan,

. Mengedepankan transparansi dalam pengungkapan laporan keuangan. Hal ini

menyebabkan terjadi perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan
dimana perubahan modal entitas yang berasal dari transaksi pemilik
dipisahkan dengan perubahan lainnya. Sesuai IAS 1 Presentation of Financial
Statements, laporan keuangan menjadi terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu:
Laporan posisi keuangan; Laporan laba komprehensif, Laporan perubahan
ekuitas yang menunjukkan semua perubshan ekuitas dan perubahan-
perubahan yang muncul dari transaksi-trapsaksi dengan pihak pemegang
saham dalam kapasitas mereka sebagai pemilik perusahaan; Laporan arus kas;
Catatan atas laporan kenangan yang berisi informasi terkait dengan kebijakan
akuntansi yang signifikan dan catatan-catatan penjelasan; dan Laporan posisi
keuangan pada periode komperatif paling awal apabila suatu entilas
menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau melakukan
penyajian kembali secara retrospektif atau apabila dilakukan reklasifikasi atas
akun-akun yang ada pada laporan kevangan.

Selama tahun 2009, pekerjaan 1ASB fokus pada isu-isu yang berkaitan

dengan krisis finansial global dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama
dengan FASB dalam mengamandemen standar akuntansi. Fokus terbadap krisis
finansial global merupakan amanat dari kesepakatan G-20 yang tertuang dalam
Declaration of Summit on Financial Markels and the World Economy di bulan
Nopember 2008, dimana negara-negara G-20 berkomitmen mendorong
peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan termasuk
pihak-pihak yang terlibat didalamnya dan menghasilkan Action Pian to Implement
Principles for Reform dimana muatannya hampir 50 persen terkait dengan isu-isu
akuntansi dan auditing. G-20 menekankan pentingnya perbaikan transparansi
akuntansi yang berkaitan dengan item-itemn off balance sheet. IASB merespon
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dengan mengeluarkan beberapa proposal yang terkait dengan off balance sheet
(konsolidasi di bulan Desember 2008 dan derecognition di bulan Maret 2009).

Pada pertemuan bulan April 2009, G-20 meminta badan penyusun standar
akuntansi untuk mengurangi kompleksitas standar akuntansi untuk instrumen
keuangan, sesuatu yang sebenarnya sudah direncanakan oleh IASB untuk
dilakukan. Permintaan G-20 ini semakin mendorong JASB untuk mempercepat
langkah penanganan terhadap instrumen keuangan. Langkah ini diwnjudkan IASB
dalam 3 (tiga) fase proyek yaitu classification and measurement, impairment dan
hedge accounting. Di sisi lain JTASB tetap berkomitmen untuk tetap sejaian
dengan FASB dalam penyusunan proposal-proposal baru. Secara lengkap
dokumen due-process yang dipublikasikan IASB selama tahun 2009 dapat dilihat
pada tabel dibawah yang mayoritas merupakan perwujudan dari permintaan G-20
dan komitmen IASB terhadap perjanjian dengan FASB.

Tabel 3.3
Daftar Publikasi Due-Process IASB
Selama Tahun 2009

Bulan Uraian

Publikasi Publikasi
Exposure drafts
Januan Post-impelementation Revisions to IFRIC Interpretations
Maret Income Tax
Maret Derecognition
Mei Prepayments of a Minimum Funding Requirement
Mei Fair Value Measurement
Juni Management Commentary
Juli Financial Instruments: Classification and Measurement
Juli Rate-regulated Activities
Agustus Classification of Right Issues
Agustus Discount Rate for Employee Benefits
Agustus Improvements to IFRSs
Nopember | Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment
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Nopember | Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for

First-time Adopters
IFRSs dan amandemen IFRSs
Maret Improving Disclosures abaout Financial Instruments
Maret Embedded Derivatives
April Improvements to IFRSs
Juni Group Cash-settled Share-based Payment Transactions
Juli IFRS for SMEs
Juli Additional Exemptions for First-time Adopters

Oktober Classification of Right Issues

Nopember | IAS 24 Related Party Disclosures
Nopember | IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement
Nopember | Prepayments of a Minimum Funding Requirement

Discussion Paper

Maret Leases — Preliminary views, joint IASB/FASB DP

Draft Interpretation

Agustus D25 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

Interpretations

Januari IFRIC 18 Transfer of Assets from Customers

Nopember | IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity
Instruments

Sumber: IASCF Annual Report 2009
Dalam menjalankan kegiatannya, IASCF mendapat dukungan dana berupa

donasi yang mengalir dari berbagai negara dan kantor-kantor akuntan besar dunia
dengan total donasi per tanggal 31 Desember 2009 mencapai hampir sekitar 16,6
juta poundsterling, Banyak MNCs yang juga menjadi donatur [ASCF dimana
dana tersebut secara resmi mereka alirkan melalui perwakilan negaranya masing-
masing. Sumber donasi IASCF dapat dibedakan menjadi institusi negara sebesar
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64,61 persen dan institusi non negara 35,39 persen. Untuk institusi negara, 7
(tujuh) negara mendominasi total donasi dengan persentase 74,11 persen.
Rinciannya, 17,23 persen donasi intitusi negara berasal dari Amerika Serikat,
16,21 persen dari Jepang, 11,53 persen dari Jerman, 8,29 persen dari Perancis,
7,47 persen dari Inggris Raya, 7 persen dari Cina dan 6,38 persen dari Italia.
Khusus untuk negara-negara maju, total donasi mereka ke IASCF mencapai
sekitar hampir 87 persen dari total donasi institusi negara. Sedangkan untuk
institusi non negara, 4 (empat) kantor akuntan besar dunia yaitu Deloitte & Touce,
Emst & Young, KPMG dan Pricewaterhouse Coopers mendominasi sumber
donasi sebesar 90,14 persen dari total donasi instimsi non negara. Dengan
demikian dari total donasi IASCF terdapat 7 (tujuh) negara dan 4 (empat) kantor
akuntan besar dunia yang mendominasi sumber donasi dengan persentase hampir
80 persen dari total donasi yang masuk ke IASCF. Daftar lengkap donatur IASCF
dapat dilihat di Lampiran 5.

3.2 Pendorong Konvergensi IFRSs Di Dunia

IASBE sebagai lembaga yang menyusun IFRSs auromatically menjadi
promotor utama konvergensi IFRSs di dunia. Hal tersebut telah menjadi tujuan
organisasi yang ingin mengembangkan dan mendorong penggunaan standar
akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat
diperbandingkan. Lembaga ini terus mendorong penggunaan IFRSs dengan
mempromosikan manfaamya untuk lebih melindungi kepentingan stakeholders
dari kejahatan akuntansi, memudahkan menarik investor atau kreditor ke
perusahaan dan menurnunkan biaya penyajian pelaporan keuangan dan biaya
modal (Abeysekera, 2005). Berdasarkan data tahun 2010, saat ini terdapat 123
yurisdikst yang telah menerapkan IFRSs dengan berbagai tingkat keharusan yang
berbeda-beda. Untuk perusahaan berakuntabilitas publik, sebanyak 26 yurisdiksi
mengizinkan penggunaan IFRSs secara sukarela, 91 yurisdiksi mewajibkan
penggunaan IFRSs untuk semua perusahaan, dan 6 yurisdiksi mewajibkan
penggunaan [FRSs untuk perusahaan tertentu. Sedangkan untuk perusahaan non-
publik, 43 yurisdiksi mengijinkan penggunaan IFRSs untuk semua atau beberapa
perusahaan, 26 yurisdiksi mewajibkan penggunaan IFRSs untuk beberapa
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perusahaan dan 25 yurisdiksi mewajibkan penggunaan IFRSs untuk semua
perusahaan. Tahun 2011 diperkirakan jumlah yang mengadopsi IFRSs bertambah
hingga mencapai 150 yurisdiksi. Daftar lengkap tingkat pemakaian IFRSs di
berbagai yurisdiksi dapat dilihat di Lampiran 6. Uraian beserta data-data tersebut
dibawah akan menjelaskan berbagai pendorong yang menyebabkan kegiatan
konvergensi IFRSs semakin berkembang pesat dan tak tertahankan terjadi di

seluruh dunia.

3.2.1 Ekonomi dan Keuangan

Tingginya ekspansi dari aktivitas finansial internasional dalam dua dekade
terakhir telah menjadi perhatian dalam kehidupan ekonomi internasional. Statistik
balance of payments mengindikasikan bahwa transaksi lintas batas dalam debis
dan equities diantara negara-negara kelompok G-7 berkembang dari kurang lebih
10 persen dari GDP (gross domestic product) di tahun 1980 menjadi lebih dar
140 persen pada tahun 1995 (Simmons, 2001). Pasar modal dan hutang
internasional telah mencapai situasi yang cukup mengejutkan dimana sejak akhir
tahun 1997 tercatat jumlah portofolio untuk equity dan sekuritas hutang jangka
panjang mencapai nominal 5,2 trilyun dollar Amerika. Arus modal masuk ke
negara-negara berkembang tumbuh pesat dari 57 milyar dollar Amerika pada
tahun 1990 menjadi diatas 286 milyar dollar Amerika di tahun 1997 sebelum
krisis moneter melanda Asia Tenggara. Peredaran rata-rata harian transaksi valuta
asing melesat dari angka 590 milyar dollar Amerika pada tahun 1989 menjadi 1,5
trilyun dollar Amerika pada tahun 1998. Pada tahun 1998 tercatat perdagangan
transaksi derivatif dari 71 bank utama dan perusahaan sekuritas temama di dunia,
omsemya mencapai 130 trilyun dollar Amerika. Bahkan arus modal internasional
sejak tahun 2006 diperkirakan minimal mengalami peningkatan 1.4 trilyun dollar
Amerika per tahunnya (Akisik & Pfeiffer, 2009).

UNCTAD dalam World Investment Report 2009 mencatat 50 perusahaan
finansial terbesar di dunia berdasarkan jumlah afiliasi mereka di seluruh dunia.
Apabila dilihat dari jumlah aset yang mereka miliki maka tabel berikut memuat
daftar perusahaan finansial dunia yang memiliki aset diatas 1 trilyun dollar
Amerika.

Universitas Indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



Tabel 3.4

Perusahaap Finansial Dunia

Beraset Diatas 1 Trilyun Dollar Amerika

103

Nama Perusahaan Negara Asal Nilai Aset Jumlah

(jutaan USD) Negara

Afiliasi
Royal Bank of Scotland | Inggris Raya 3.511.187 32
Deutsche Bank AG Jerman 3.150.820 36
Barclays PLC Inggris Raya 3.001.433 41
BNP Panibas Perancis 2.969.315 48
HSBC Holdings PLC Inggris Raya 2.527.465 54
Credit Agricole SA Perancis 2.365.122 39
Mitsubishi UFJ | Jepang 2200818 19

Financial
JP Morgan Chase & Co. | Amerika 2.175.052 27
Serikat
Citigroup Inc Amerika 1.938.470 75
Serikat

UBS AG Swiss 1.926.209 35
ING Groep NV Belanda 1.505.097 38
Mizuho Financial Group | Jepang 1.691.286 14
Societe Generale Peraxncis 1.616.599 53
Banco Santander SA Spanyol 1.501.619 30
Unicredito Italiano Spa | Italia 1.495.868 34
Allianz SE Jerman 1.367.062 52
Credit Suisse Group AG | Swiss 1.118.881 31

Sumber: Diolah dari UNCTAD's World Investment Report 2009
Dari 50 perusahaan finansial terbesar di dunia berdasarkan jumlah afiliasi

di seluruh dunia yang tercatat di Worid Investment Report 2009, 72 persen berasal
dari Eropa, 22 persen dari Amernika Utara dan 6 persen berasal dari Jepang.
Perusahaan finansial menjadi salah satu media investor atau perusahaan untuk

melakukan portfolio investment atau mendapatkan pembiayaan. Daftar lengkap 50
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perusahaan finansial terbesar dunia versi UNCTAD World Investment Report
2009 bisa dilihat di Lampiran 7.

Jumiah aset yang dimiliki perusahaan-perusahaan finansial terbesar di
dunia tersebut ternyata jauh melebihi jumlah aset yang dimiliki perusahaan-
peruszhaan non finansial terbesar di dunia berdasarkan nilai asetnya di luar negeri
yang juga dipublikasikan UNCTAD dalam World Investment Report 2009, Tabel
dibawah memuat daftar 20 perusahaan non finansial terbesar di dunia berdasarkan
jumiah total aset yang dimiliki.

Tabel 3.5
20 Perusahaan Non Finansial
Beraset Terbesar Di Dunia

Nama Perusahaan Negara Asal Industri Jumlah Aset
(jutaan USD)
General Electric Amerika electrical & 795337
Serikat electronic
equipment
Deutsche Post AG Jerman transport & storage 346.630
Toyota Motor Jepang motor vehicles 284.722
Corporation
Ford Motor Company Amerika motor vehicles 276.459
Serikat
Electricite De France Perancis electricity, gas & 274.031
water
Royal Dutch/Shell Belanda/ pefroleum 269.470
Group Inggris Raya | xploration/
ref/distribution
Vodafone Group Pic Inggris Raya | telecommunications 254,948
ExxonMobil Amerika petroleum 242,082
Serikat xploration/
| ref/distribution
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British Petroleum Inggris Raya | petroleum 236.076
Company xploration/
ref/distribution
Volkswagen Group Jerman motor vehicles 213.981
EON AG Jerman electricity, gas & 202.111
water
DaimlerChrysler AG Jerman/ motor vehicles 198.872
Amerika
Serikat
China National Cina petroleum 191.185
Petroleun Corporation xploration/
ref/distribution
CITIC Group Cina diversified 180.945
ConocoPhilips Amerika petroleum 177.757
Serikat xploration/
ref/distribution
Deutsche Telecom AG | Jerman telecommunications 177.630
Total Perancis petrolenm 167.144
xploration/
ref/distribution
Wal-Mart Stores Amerika retail 163.514
Serikat
Telefonica SA Spanyol telecommunications 155.856
Eni Group Italia petroleum 149.360
xploration/
ref/distribution

Sumber; Diolah dari UNCTAD’s World Investment Report 2009
Dari 100 perusahaan non finansial terbesar di dunia berdasarkan nilai

asetnya di luar negeri yang tercatat di World Investment Report 2009, 70 persen
berasal dari 5 (lima) negara vaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, Jerman
dan Jepang dan 20 persen berasal dari negara-negara Eropa diluar 3 (tiga) negara
yang telah disebutkan, Perusahaan non finansial merupakan lokomotif didesaknya
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liberalisasi perdagangan di dunia sekaligus menjadi penggerak perekonomian di
negara-negara berkembang, Daftar lengkap 50 perusahaan non finansial terbesar
dunia versi UNCTAD World Investment Report 2009 bisa dilihat di Lampiran 8.

Dominasi negara-negara Amerika Utara dan Eropa juga terlibat dalam
kegiatan investasi saham dunia. Berikut adalah tabel yang menggambarkan
investasi saham keluar yang dilakukan negara-negara anggota OECD.

Tabel 3.6
Investasi Saham Keluar Terbesar
Tahun 2005
Negara Investasi Saham
Anggota Keluar Masuk
OECD Nilai % total Nilai % total
(jutaan USD) OECD (jutaan USD) | OECD
Amerika Serikat 2.453.933 27,715 1.874.263 2591
Inggris Raya 1.228.326 13,89 831.357 11,49
Perancis 882.287 9,98 627.931 8,68
Jerman 801.351 9,06 660.428 9,13
Belanda 629.941 7,12 447.121 6,18
Swiss 426.195 4,82 168.989 2,34
Kanada 394.681 4,46 350.030 4,84
Jepang 386.581 437 100.899 1,39
Spanyol 372.944 4,22 371451 5,14
Italia 293.475 332 224.079 3,10
Negara G-7 6.440.634 72,83 4.668.987 64,55
Total OECD 8.843.821 100,00 7.233.187 100,00

Sumber: Diolah dan http/fwww.oecd org/daf/investment

Domingsi Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis dan Jerman dalam
daftar perusahaan multinasional besar versi World Investment Report 2009 yang
dipublikasi UNCTAD juga terlihat dalamm daftar negara yang terbanyak
melakukan investasi saham keluar. Bukan suatu kebetulan apabila dari total
investasi saham keluar yang dilakukan negara-negara anggota OECD, ternyata

80,13 persen diantaranya dilakukan oleh negara-negara pendiri IASC dengan nilai
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total diatas 7,08 trilyun dollar Amerika. Daftar lengkap investasi saham keluar
pada tahun 2005 oleh negara-negara OECD bisa dilihat di Lampiran 9.

Tabel 3.7
Investasi Fisik Keluar Terbesar
Tahun 2006
Negara Investasi Fisik
Anggota Keluar Masuk
OECD Nilai % total Nilai % total
(jutaar USD) OECD | (jutaan USD) | OECD

Amerika Serikat 248.856 22,05 183.571 19,36
Perancis 115.101 10,20 135.566 14,72
Spanyol 89.728 7,95 20.027 2,11
Luksemburg 81.552 7,23 97.013 10,23
Swiss 81.547 7.23 25.101 2,65
Inggris Raya 79.470 7,04 139.566 14,72
Jerman 79.466 7,04 42.891 4,52
Belgia 62.587 5,55 71.519 7,54
Jepang 50.244 4,45 (6.503) (0,69)
Kanada 42.134 3,73 66.605 7,02
Negara G-7 657.331 58,26 582.283 61,41
Negara Uni 638.901 56,62 537.482 56,68
Eropa

Total OECD 1.128.349 100,00 548.191 100

Sumber: Diclah dari http://www.oecd org/daffinvestment

Dar total investasi fistk (FDI) keluar yang dilakukan negara-negara
angpgota OECD, 60,87 persen diantaranya dilakukan oleh negara-negara pendiri
IASC dengan nilai total diatas 686,8 milyar dollar Amerika, Daftar lengkap
investasi fisik keluar pada tahun 2006 oleh negara-negara OECD dapat dilibat di

Lampiran 10.

Seiring perkembangan globalisasi finansial, terjadi pergeseran tren

investasi luar negeri dari direct investments ke portfolio investments. Di Amerika

Serikat sebagai negara superpower ekonomi, dari total investasi luar negeri yang
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dilakukan pada tabun 2005, 68 persen dilakukan dalam bentuk investasi portofolio
dan 32 persen dilakukan dalam bentuk investasi langsung (Akisik & Pfeiffer,
2009). Investasi portofolio terbagi dalam egquity securifies dan debt/bonds
securities. Menurut Evans (2002), porifolio investments mempunyai beberapa
kelebihan dibanding direc? investments. Pertama, portfolio investments diharapkan
mampu meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar modal di sebuah negara yang
dapat memudahkan sebuah perusahaan mendapatkan dana pinjaman untuk
membiayai investasi mereka pada lower cost. Likuiditas dan efisiensi pasar modal
akan menguntungkan mvestor atau /enders untuk memperiuas kesempatan
investasi mereka. Kedua, portfolio investments memacu disiplin dan pengetabuan
dalam pasar modal dan meningkatkan tingkat akuntansi dalam penyajian dan
transparansi informasi keuangan. Ketiga, portfolio investments memacu perbaikan
dalam corporate governance yang dapat meningkatkan kredibilitas pelaporan
keuangan bagi investor.

Berdasarkan penelitian Akisik dan Pfeiffer (2009) negara-negara maju
menjadi tujuan dan pilihan wtama porffolio investments karena tingginya tingkat
efisiensi pasar modal dan iransparansi serta akuntanbilitas laporan keumangan.
Sedangkan negara-negara berkembang menjadi tujuan dan pilthan utama foreign
direct investmen! karena tingginya tingkat assymmetric information apabila
melakukan investasi portofolio dan rendahnya tingkat efisiensi pasar modal dan
transparansi laporan keuangan serta ketidakpercayaan terhadap corporate
governance di negara berkembang.

Makin terintegrasinya pasar finamsial tersebut diiringi dengan adanya
peningkatan dalam jumlah perusahaan yang terdafiar pada berbagai bursa efek di
dunia. Amerika Serikat, Kanada, India, Jepang dan Inggris Raya adalah negara-
negara yang memiliki bursa efek dengan jumlah perusatiaan terdaftar terbesar.
Sedangkan NASDAQ, New York Stock Exchange, London Stock Exchange,
Euronext dan Luxembourg Stock Exchange adalah nama-nama bursa efek yang
paling banyak menarik perusahaan-perusahaan asing untuk /isting disana. Daftar
lengkap yang memuat jurnlah perusahaan terdafiar di bursa efek dunia pada tahun
2005 dapat dilihat di Lampiran 11,
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Selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, kapitalisasi pasar modal dunia telah
bertambah lebih dari dua kali lipat hingga mendekati angka sekitar 40 trilyun
dollar Amerika (Choi dan Meek, 2005). Wilayah Amerika meningkat dari 11,931
trilyun dollar Amerika pada tahun 2002 menjadi 19,458 trilyun dollar Amerika
pada tahun 2005. Wilayah Eropa-Afrika-Timur Tengah meningkat dari 6,465
trilyun dollar Amerika menjadi 12,206 trilyun dollar Amerika. Sedangkan wilayah
Asia melonjak dari 4,437 trilyun dollar Amerika menjadi 9,310 trilyun dollar
Amerika. World Federation of Exchanges melaporkan bahwa meskipun jumlah
perusahaan domestik yang terdaftar di beberapa tempat meningkat dan di tempat
lain justru menurun dalam paruh pertana dekade ini, tetapi rata-rata volume
perdagangan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar telah melonjak
secara signifikan. Hal ini disebabkan adanya merger dan akuisisi yang telah
merampingkan beberapa perusahaan yang terdafiar di bursa.

Perilaku investor yang semula hanya berinvestasi di negaranya masing-
masing mulai berubah. Keinginan para investor untuk mendapatkan keuntungan
sebesar-besamya dari berbagai peluang investasi membuat mereka memburu
investasi paling menarik di berbagai bursa dunia. Sedangkan perusahsan yang
mengeluarkan sekuritas terus melakukan /isting lintas negara untuk memperluas
pemegang saham, meningkatkan kesadaran terhadap produk sekuritas mereka dan
membangun kesadaran masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri, khususnya
negara-negara dimana perusahaan memiliki operasi yang signifikan atan
pelanggan utama.

Aktivitas investasi lintas batas dan pasar modal dunia yang berkembang
semakin cepat memberi arti bahwa akuntasi menjadi semakin penting dari masa
sebelumnya bagi semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas investasi dan
pasar modal. Akuntansi memainkan peranan penting dalam berfungsinya pasar
modal yang efisien, Para kreditor, investor, analisis keuangan, regulator dan bursa
efek memerlukan informasi mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan dan
prospek masa depan dari suatu perusahaan yang mencari pendanaan. Aktivitas
global ini mempengaruhi pilihan akuntansi dan pengungkapan yang dilakukan
perusahaan nasional atau internasional untuk melakukan harmonisasi pengukuran
akuntansi, pengungkapan dan praktik audit di seluruh dunia. Hal ini menjadi
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pertimbangan dari IOSCO sebagai badan dari regulator pasar modal yang ada di
lebih dari 100 negara untuk mendukung harmonisasi dan kemudian konvergensi
IFRSs di dunia sejak bulan Juli 1995. Selain masuk menjadi anggota Monitoring
Board IASCF, IOSCO membentuk komite teknis yang bekerja sama dengan IASB
untuk memberi masukan terhadap proyek-proyek IASB. Komite teknis ini
memusatkan perhatian pada pengungkapan dan akuntansi internasional umtuk
menfasilitasi proses yang dapat digunakan para penerbit saham dunia untuk
memperoleh modal dengan cara yang paling efektif dan efisien pada seluruh pasar
modal dimana terdapat permintaan investor.

Sementara itu arus perdagangan di dunia semakin meningkat seiring
dengan banyak dibentuknya organisasi kerjasama ekonomi yang bersifat regional
di berbagai belaban dunia untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan.
Peningkatan ini difkuti dengan perilaku semakin teregionalisasinya negara yang
menjadi tujuan ekspor ataupun asal impor. Indonesia misalnya, dari data
UNCTAD Handbook Statistic 2008 mengalami pergeseran orientasi perdagangan.
Pada tahun 2006, wilayah Asia Selatan, Asia Timur (diluar Jepang) dan Asia
Tenggara telah mendapatkan porsi 45,2 persen (tahun 1990 sebesar 25,4 persen)
dari total nilai ekspor dan 63,9 persen (tahun 1990 sebesar 27,1 persen) dari total
nifai impor Indonesia. Kondisi ini menggantikan posisi Amerika Serikat, Eropa
Barat dan Jepang yang sangat dominan di tahun 1990 dengan porsi €8,1 persen
(tahun 2006 menjadi 43,3 persen) dari total nilai ekspor dan 58,3 persen (tahun
2006 menjadi 20,4 persen) dari total nilai impor Indonesia. Perdagangan minyak
bumi, otomotif, telekomunikasi dan komputer mendominasi nilai perdagangan
dunia pada tahun 2006. Kecwali minyak bumi, semua komoditi utama
perdagangan dunia tersebut didominasi oleh negara-negara maju di dunia. Berikut
adalah tabel yang memuat daftar negara-negara OECD yang mempunyai nilai
ekspor terbesar di dunia pada tahun 2006.
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Tabel 3.8
Negara Pengekspor Barang Terbesar Di Dunia
Tahun 2006
Negara Perdagangan Barang-barang
Anggota Ekspor Impor
OECD Nilai % total Nilai % total
(milyaran USD) | OECD | (milyaran USD) | OECD

Jerman 1.125,8 15,00 919,0 10,96
Amerika Serikat 1.037,0 13,82 1.919,0 2290
Jepang 646,7 8,62 579,1 6,91
Perancis 4790 6,38 5299 6,32
Inggris Raya 444 4 5,92 606,4 723
Italia 400,6 5,34 405,7 4,84
Kanada 3880 5.1 3499 4,17
Belanda 3703 493 331,5 3,96
Belgia 369,2 4,92 353,7 422
Korea Selatan 3255 4,34 30,4 3,69
Negara G-7 45215 60,24 5.305,0 63,34
Negara Uni 4.033,9 53,74 41202 49,16
Eropa

Total OECD 7.505,9 100 8.381,7 100

Sumber: Diolah dari http://www.oecd.org/daffinvestment

Dari total perdagangan ekspor barang yang dilakukan negara-negara
anggota QECD, 66,26 persen diantaranya dilakukan oleh negara-negara pendiri
TASC dengan nilai total diatas 4,97 trilyun dollar Amerika. Daftar lengkap
perdagangan ekspor barang pada tahun 2006 oleh negara-negara OECD dapat
dilihat di Lampiran 12.

Darni uraian diatas terlihat bahwa liberalisasi perdagangan dan finansial
menciptakan saling ketergantungan ekonomis yang terus berkembang diantara
negara-negara di dunia dengan ciri pertumbuhan transaksi keuangan dan
perdagangan internasional vang cepat terutama di antara perusahaan-perusahaan
multinasional, gelombang investasi asing (baik direet investment maupun

porifolio investment) yang mendapat dukungan luas dan timbulnya pasar
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global yang semakin meningkatkan arus barang, orang, jasa, dan permodalan
(investasi) antarnegara menjadi berlipat ganda. Secara inheren, perubahan
lingkungan ekonomi dunia ini menghasilkan kebutuhan akan kemudahan sumber
dana atau tempat berinvestasi sebagai cara untuk terus mempertahankan
kelangsungan hidup usahanya.

Untuk mempertahankan keberadaannya di ekonomi global tersebut,
perusahaan-perusahaan, terutama perusabaan multinasional dan perusahaan di
negara-negara maju, membutuhkan adanya pasar modal, dimana di tempat ini para
investor dan peminjam di seluruh dunia dapat melakukan transaksi keuangan yang
didasari hasil analisis fundamental terhadap laporan keuangan. Kebutuhan
standar akuntansi global muncut di situasi ini saat transaksi lewat batas negara
tumbuh meledak saat jumlah perusahaan yang mencari modal dan investor yang
ingin mendapatkan financial return di pasar gIobaI terus bertambah. Investor,
analisis kenangan, pembuat peraturan dan pasar modal, semuanya membutuhkan
informasi akuntansi tentang kinerja keuangan, posist dan prospek masa depan
perusahaan yang mencari pembiayaan. Kebutuhan ini menjadi pendorong
pengembangan praktek akuntansi yang berujung pada standar akuntansi global
yang tunggal (IFRSs). Kebutuhan itu pula yang membuat beberapa organisasi
internasional seperti OECD, APEC, WTO, IMF dan World Bank mendukung
harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan dan berharap IFRSs dapat
berperan dalam membangun stabilitas aliran modal internasional.

3.2.2 Politik dan Hukum
Tidak bisa dipungkiri Uni Eropa adalah lokomotif utama konvergensi

IFRSs di dunia. Regulation 1606/2002 yang dikeluarkan parlemen Uni Eropa dan
European Council menjadi tonggak pengadopsian IFRSs di negara-negara anggota
Uni Eropa mulai tahun 2005. European Council adalah lembaga tertinggi Uni
Eropa yang memberikan arah politik dan ekonomi negara-negara Uni Eropa.
Langkah Uni Eropa ini bisa dimengerti karena saat didirikan pada tahun 1957
melalui Traktat Roma, tujuannya adalah untuk mengharmonisasikan sistem
hukum dan ekonomi negara-negara anggotanya. Program IASB wuntuk
mewnjudkan standar akuntansi global yang tunggal dan berkualitas tinggi sejalan
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dengan tujuan Uni Eropa yang juga ingin mencapai integrasi pasar keuangan
Eropa. Apalagi Eropa adalah wilayah pasar ekuitas terbesar di dunia dalam hal
kapitalisasi pasar dan volume perdagangan (Choi dan Meek, 2005). Privatisasi
yang dilakukan terhadap banyak perusahaan besar milik pemerintah telah
membuat pasar ekuitas Eropa menjadi lebih penting dan menarik investor non-
institusional.

European Union directives menjadi sumber hukum yang mengikat bagi
negara-negara anggota Uni Eropa sehingga diwajibkan untuk digabungkan ke
dalam hukum nasional masing-masing negara anggota. Uni Eropa telah
mengeluarkan program harmonisasi hukum perusahaan yang mencakup seluruh
aspek hukum perusahaan dan memiliki pengaruh langsung terhadap akuntansi. 4™
directive dan 7® directive adalah directives yang memiliki substantif paling
penting bagi akuntansi karena membawa penyeragaman pelaporan keuangan di
seluruh negara Uni Eropa sekalipus mempengaruhi praktik akuntansi di negara-
negara Eropa yang bukan anggota Uni Eropa. 4% directive dikeluarkan tahun 1978
merupakan satu set peraturan akuntansi yang leas dan komprehensif dalam
kerangka dasar Uni Eropa. Ketentuan ini berlaku bagi akun masing-masicg
perusahaan dan mencakup aturan bentuk laporan keuangan, ketentuan
pengungkapan dan aturan penilaian. 4% directive mewajibkan laporan keuangan
diaudit dengan tujuan untuk memastikan perusahaan-perusahaan Eropa
mengungkap informasi yang dapat dibandingkan dan setara dalam laporan
keuangannya. 7% directive dikelnarkan tahun 1983 merupakan peraturan yang
membahas permasalahan laporan keuangan konsolidasi. 7 directive mewajibkan
konsolidasi bagi kelompok usaha yang besarnya di atas ukuran tertentu,
menentukan pengungkapan dalam catatan dan laporan keuangan dan mewajibkan
dilakukannya audit. Saat dikeluarkan, praktik laporan konsolidasi di berbagai
negara Eropa sangat beragam.

Tahun 1995 Uni FEropa mengadopsi pendekatan “New Accounting
Strategy” untuk membantu perusahaan-perusahaan negara Uni Eropa yang sedang
berupaya melakukan pencatatan di Amerika Serikat dan pasar modal lainnya di
dunia agar tetap bertahan dalam kerangka dasar akuntansi Uni Eropa. Selain itu
strategi ini menekankan agar Uni Eropa memprekuat komitmennya terhadap
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proses penentuan standar internasional yang menawarkan solusi paling efisien dan
cepat untuk masalah-masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan negara Uni
Eropa yang beroperasi dalam skala internasional.

Tahun 2000, diajukan proposal aturan kepada parlemen Uni Eropa dan
European Council dimana seluruh perusahaan Uni Eropa yang tercatat dalam
pasar modal termasuk bank dan perusahaan asuransi akan diwajibkan menyusun
laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi yang dikeluarkan
TASC yaitu [ASs. Proposal ini dirancang untuk mendorong perdagangan lintas
batas dalam jasa keuangan dan dengan demikian menciptakan pasar yang benar-
benar terintegrasi, dengan membantu pembuatan informasi keuangan yang lebih
transparan dan dapat dibandingkan dengan mudah. Proposal ini sebagaimana
telahn disebutkan diatas akhimya disetujui dengan dikeluarkannya Regulation
1606/2002,

Agar dapat mengikat secara hukum, IFRSs/[ASs harus diadopsi oleh Uni
Eropa melalui mekanisme pemeriksaan dan pengesahan. Akhirnya lahir 3 (tiga)
lembaga yang menentukan pemberlakuan [FRSs yang dikeluarkan IASB di Uni
Eropa. Lembaga-lembaga tersebut yaitu EFRAG, SARG dan ARC. EFRAG
merepresentasikan sektor swasta yang didanai oleh kelompok-kelompok bisnis,
akuntan dan auditor, bank dan kelompok lain yang berkepentingan terhadap
penyajian laporan keuangan. EFRAG memiliki TEG yang langsung mereview dan
memberikan saran kepada SARG setiap IASB mengeluarkan standar baru, SARG
merepresentasikan kepentingan European Commission (lembaga eksekutif Uni
Eropa) yang terdiri dari ahli-ahli akuntan independen yang dipilih oleh komisi.
Kelompok int menilai saran dari TEG dan kemudian menyerahkan hasil penilaian
tersebut kepada komisi. ARC merepresentasikan pemerintahan negara-negara
anggota Uni Eropa yang berhak merekomendasikan adopsi atan penolakan
terhadap pemberlakuan standar baru yang sudah dinilai oleh SARG. Rekomendasi
untuk adopsi diserahkan ARC ke parlemen Uni Eropa dan European Council
untuk dilakukan penilaian akhir atau keputusan final pemberlakuan standar baru
di Uni Eropa. Pengesahan IFRSs/IASs oleh Uni Eropa dimulai pada tahun 2003
melalui adopsi seluruh standar dan interpretasi yang dianggap berlaku oleh IASB,
kecuali IAS 32 dan IAS 39 yang direvisi. 4% directive dan 7° directive
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diamandemen pada tahun 2003 untuk menghapus ketidakkonsistenan antara
directive lama dengan IFRSs/1ASs.

Selain Uni FEropa, kekuatan politikk lain yang menjadi pendorong
konvergensi IFRSs di dunia adalah kelompok negara-negara yang tergabung
dalam G-20. Kelompok kerjasama ini terdiri dari negara-negara maju yaitu:
Amerika Senkat, Kanada, Uni Eropa, Inggris Raya, Jerman, Perancis, Italia,
Australia, Jepang dan negara-negara berkembang yang mewakili regional yaitu:
Rusia (Eropa Timur), Meksiko (Amerika Tengah), Argentina, Brasil (Amerika
Selatan), Cina, India, Indonesia (Asia Pasifik), Arab Saudi (Timur Tengah) dan
Afrika Selatan (Afrika). Jika dilihat dad nilai GNP (gross rational product),
kekuatan ekonomi negara-negara G-20 adalah 85 persen dari total GNP dunia. G-
20 dibentuk sebagai media kerjasama dan konsultasi yang berkaitan dengan
sistern finansial internasionat yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan
internasional. Selain sebagai media pertemuan para pemimpin negara-negara G-
20, forum ini juga mempertemukan para menteri keuangan dan gubemur bank
sentral negara-negara anggota.

Krisis finansial global yang bermula dari kyisis subprime morigage di
Amerika Serikat pada akhir tahun 2007 menimbulkan keprihatinan bagi G-20 dan
menjadi agenda utama dalam pertemuan pertama mereka yang diadakan di
Washington DC, Amerika Serikat pada bulan Nopember 2008. Dalam pertemuan
ini Uni Eropa membawa misi fransparansi laporan keuangan, standar regulasi
global, pengawasan praktik lintas batas dan manajemen krisis untuk menghindari
konflik kepentingan dan menciptakan early warning system, untuk mepumbuhkan
kepercayaan diantara para penabung dan investor di setiap negara. Usulan Inggris
Raya hampir sama dengan Uni Eropa yaitu berupaya untuk meningkatkan
transparansi dalam standar akuntansi yang disetujui dan diakui secara
internasional.

Pertemuan ini akhirnya menghasilkan Declaration of Summit on Financial
Markets and the World Economy yang diantaranya berkomitmen untuk
mendorong peningkatan kualitas transparansi dan akuntanbilitas laporan keuangan
termasuk  pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Komituen ini
diimplementasikan dengan dikeluarkannya Action Plan to Implement Principles
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Jor Reform (rencana kegiatan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip
reformasi pasar keuangan) yang muatannya hampir 50 persen terkait dengan isu-
isu akuntansi dan auditing. Dalam rencana kegiatan ini negara-negara G-20
bersepakat untuk mematuhi ketentuan Financial Sector Assessment Program
(FSAP) yang merupakan joinf program IMF dan World Bank untuk menilai
stebilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara dengan fokus pada
kepatuhan terhadap peraturan serta mendorong tercapainya stabilitas ekonomi
makro dan stabilitas sistem keuangan domestik dan internasional, Selain itu G-20
meminta badan-badan utama penyusun standar akuntansi untuk meningkatkan
kerjasamanya dalam menciptakan seperangkat standar akuntansi global
berkualitas tinggi sekaligus meminta regulator, pemgawas, badan penyusun
standar di masing-masing negara untuk saling bekerjasama dengan sektor swasta
untuk memastikan penggunaan standar akuntansi global berkualitas tinggi tersebut
(IFRSs). Meskipun tidak diikat secara hukum tetapi kesepakatan ini direspon oleh

negara-negara anggota G-20 daiam berbagai variasi.

Tabel 3.9
Status IFRSs Negara-negara G-20
Negara Status IFRSs untuk Perusahaan Berakuntabilitas Publik
Amerika Diijinkan untuk jforeign issuer sejak 2007; target unfuk
Serikat konvergen substansial dengan IFRSs adalah tahun 2011 dan

keputusan mengenai keputusan adopsi untuk perusahaan
Amerika diharapkan terjadi di tahun 2011

Kanada Diwajibkan untuk semua perusahaan berakuntabilitas publik
mulai Januari 2011 dan diijinkan untuk entitas sektor swasta

termasuk organisasi nirlaba

Uni Eropa Diwajibkan untuk menggunakan IFRSs yang diadopsi Uni
Eropa bagi perusahaan berakuntabilitas publik yang terdaftar
di nepara-negara anggota Uni Eropa sejak 2005

Inggris Raya Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa
sejak 2005
Jerman Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa
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sejak 2005
Perancis Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa
sejak 2005
Italia Diwajibkan oleh proses adopsi dan implementasi Uni Eropa
sejak 2005
Australia Diwajibkan untuk semua pelaporan entitas sektor swasta dan
sebagai dasar untuk pelaporan sektor publik sejak 2005
Jepang Diijinkan mulai 2010 untuk beberapa perusahaan
internasional, keputusan untuk mewajibkan adopsi IFRSs
pada tahun 2016 diharapkan terjadi sekitar tahun 2012
Rusia Diwajibkan untuk institusi perbankan dan beberapa securities
issuer; dijjinkan untuk perusahaan lainoya
Meksiko Diwajibkan mulai 2012
Argentina Diwajibkan untuk tahun fiskal yang dimulai per tanggal 1
Januari 2012
Brasil Diwajibkan untuk laporan keuangan konsolidasi bank dan
perusahaan berakuntabilitas publik mulai 31 Desember 201G
dan untuk laporan individu pemizahaan secara progesif
diterapkan sejak Januari 2008
Cina Secara substansial standar nasionalnya konvergen dengan
IFRSs
India Proses konvergensi IFRSs akan dimulai per tanggal 1 April
2011
Indonesia Proses konvergensi IFRSs sedang berlangsung dan
ditargetkan akan berstatus fill compliance pada tahun 2012
Arab Saudi Baru diwajibkan untuk dan perusahaan asurausi yang
terdaftar di bursa efek Saudi
Afrika Selatan | Diwajibkan untuk perusahaan berakuntabilitas publik sejak
2005
Sumber: diolah dari berbagai sumber
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3.2.3 Lembaga Profesi Akuntan

Lembaga profesi akuntan memiliki peranan penting karena lembaga ini,
seperti ICAEW di Inggris Raya dan AICPA di Amerika Serikat, jauh lebih dahulu
hadir dibandingkan badan penyusun standar independen dan bahkan di banyak
negara, penyusun standar akuntansi merupakan bagian dari lembaga profesi
akuntan seperti Indonesia dimana DSAK. (Dewan Standar Akuntansi Keuangan)
merupakan bagian dari IAL Pengembangan prinsip dan standar akuntansi di dunia
berawal dari interaksi lembaga-lembaga profesi akuntan terutama sejak
diadakannya 1 WCA pada tahun 1904 di St. Louis, Amerika Serikat yang diikuti
oleh beberapa organisasi akuntan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa
Barat. Dari lembaga-lembaga profesi akuntan ini kemudian dilahirkan 2 (dua)
badan penyusun standar akuntansi paling berpengaruh di dunia saat ini yaitu
IASB dan FASB.

WCA, terakhir pada tahun 2010 diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia,
menjadi embrio pembentukan IFAC sebagai organisasi profesi akuntan tingkat
dunia. Saat ini, IFAC memiliki 159 organisasi anggota yang berasal dari 124
negara atau yurisdiksi yang merepresentasikan kurang lebih 2,5 juta akuntan di
seluruh dunia yang bekerja di berbagai sektor, termasuk IAI dari Indonesia.
Organisasi ini sebenamnya sudah berdiri pada tahun 1967 dengan nama the
International Working Party yang kemudian berubah menjadi ICCAP pada tahun
1972 dan terakhir menjadi IFAC pada tahun 1977. Saat berubabh nama menjadi
IFAC, organisasi ini mempublikasikan tujuannya untuk mendukung
perkembangan profesi akuntan dengan harmonisasi standar sehingga akuntan
dapat memberikan jasa berkualitas tinggi secara Konsisten demi kepentingan
umur.

IFAC merupakan pendukung utama IFRSs yang dikeluarkan IASB dan
masuk dalam struktur IFRSs Advisory Council. Dukungan ini diimplementasikan
dalam Statement of Membership Obligation 7 IFRSs yang dikeluarkan pada tahun
2004 dan diterapkan untuk semua anggota IFAC. Statement tersebut mewajibkan
kepada seluruh anggota IFAC untuk mendukung proyek IFRSs dari [ASB
termasuk melakukan konvergensi standar akuntansi nasional kepada IFRSs.
Kewajiban ini tak pelak memaksa organisasi akuntan nasional di seluruh dunia
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untuk mulai merencanakan adopsi IFRSs ke dalam standar akuntansi nasional
mereka dan tentunya termasuk IAI di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua,
IFAC sebenarnya menjadi organisasi paling berpengarnbh dalam penyusunan
standar akuntansi global dan memainkan peranan penting dalam proses
konvergensi antara IASB dan FASB karena para akuntan yang menjadi anggota
dalam IASB atau FASB, baik sebagai penyusun standar, interpretasi maupun
penasehat, praktis adalah anggota IFAC sebagai satu-satunya organisasi tingkat
dunia yang diakui untuk profesi akuntan.

3.3 Konvergensi IFRs Di Dunia, Kendala dan Manfaatnya

Standar dan praktik akuntansi di setiap negara merupakan hasil dari
interaksi yang kompleks di antara banyak faktor yaitu sumber pendanaan, sistem
hukum, perpajakan, sistem politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan
ekonomi, tingkat pendidikan dan budaya. Dapat diduga akan terjadinya banyak
perbedaan praktik akuntansi antar negara. Faktor-faktor tersebut selain menjadi
pendukung perkembangan akuntansi di suatu negara juga menjadi kendala yang
menghambat penerapan IFRSs sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan
di dunia hingga saat ini.

Dalam sumber pendanaan, negara-negara dengan pasar modal kuat fokus
untuk membantu analisis investor sehingga pengungkapan harus dilakukan
lengkap. Sedangkan negara-negara dengan sistem berbasis kredit fokus pada
perlindungan kreditor melaly pengukuran akuntansi yang konservatif. Dari sistem
hukum, di negara-negara berorientasi common law, aturan akuntansi diterapkan
oleh organisasi profesional sektor swasta yang memungkinkan aturan akuntansi
menjadi lebih adaptif dan inovatif. Sebaliknya di negara-negara berorientasi code
law, aturan akuntansi cenderung terpaku pada bentuk formal dan aturan-aturan
tersebut digabung dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap dan
meliputi banyak prosedur. Tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat
pendidikan mempengaruhi jenis transaksi dan kemampuan untuk memahami
standar akuntansi. Transaksi yang terjadi di negara maju belum tentu juga terjadi
di negara berkembang. Suatu standar akuntansi yang mudah dipahami di negara
maju belum tentu akan dipahami di negara terbelakang.
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Sebagai wilayah pertama yang memutuskan mengadopsi IFRSs, proses
tersebut mengalami beberapa kendala dalam prakteknya di negara-negara Uni
Eropa karena adanys beberapa perbedaan dengan standar akuntansi yang
digunakan sebelumnya. Berikut adalah beberapa kendala pengadopsian IFRSs
yang dihadapi oleh 4 (empat) negara anggota Uni Eropa yaitu: Belanda sebagai
negara yang standar akuntansinya independen terhadap pajak, Imggris Raya
sebagai negara pengguna sistem keuangan, perpajakan dan hukum Anglo-Saxon
yang menjadi dasar pengembangan IFRSs, Jerman sebagai negara yang standar
akuntansinya fax-based dan Republik Ceko sebagai perwakilan negara Eropa
Timur.

Di Bélanda, terdapat kesulitan penerapan IFRSs dalam hal:

a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi:
neraca, laporan laba, catatan, laporan direktur dan informasi lain yang
dianggap perlu;

b. Goodwill yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus
dikapitalisasi dan diuji impairment sedangkan praktek sebelumnya harus
dikapitalisasi dan diamortisasi;

¢. Penilaian persediaan, dimana IFRSs melarang penggunaan metode LIFO yang
sebelumnya diizinkan;

d. Pencadangan untuk #icome smoothing tidak diperbolehkan di IFRSs
sedangkan praktek di Belanda sebelumnya diperkenankan.

Sedangkan Inggris Raya sebagai negara tempat IASB bemmarkas juga
mengalami kesulitan penerapan IFRSs dalam hal:

a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuvangan yang sebelumnya meliputi:
iaporan direktur, akun laba dan rugi dan neraca, laporan arus kas, laporan total
keuntungan dan kerugian yang diakui, catatan yang direferensikan dalam
laporan keuangan dan laporan auditor;

b. Goodwill yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus
dikapitalisasi dan diuji impairment sedangkan praktek sebelumnya harus
dikapitalisasi dan diamortisasi;
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Pencadangan untuk income smoothing tidak diperbolehkan di IFRSs
sedangkan praktek di Inggris Raya sebelumnya diperkenankan.

Kemudian Jerman sebagai salah satu negara pendiri IASC memiliki

kendala pengadopsian IFRSs dalam hal:

a.

Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi:
neraca, laporan penghasilan, catatan, laporan manajemen dan laporan auditor;
Goodwill yang timbul dari akuisisi, dimana menurut IFRSs harus
dikapitalisasi dan diuji impairment sedangkan praktek sebelumnya harus
dikapitalisasi dan diamortisasi;

Penilaian aset di IFRSs menggunakan biaya historis dan nilai wajar sedangkan
sebelumnya Jerman hanya memperkenankan biaya historis;

Penyusutan aset tetap di IFRSs berdasarkan manfaat ekonomik yang berbeda
dengan praktek sebelumnya yang bersifat tax based,

Penilaian persediaan, dimana IFRSs melarang penggunaan metode LIFO yang
sebelumnya diizinkan;

Financial lease dalam praktek sebelumnya tidak dikapitalisasi sedangkan
IFRSs mengharuskan dikapitalisasi;

Deffered tax menurut IFRSs harus diakrualkan sedangkan praktek pajak
tangguhan sebelumnya di Jerman tidak diakrualkan;

Pencadangan untuk income smoothing tidak diperbolehkan di IFRS sedangkan
praktek di Jennan sebelumnya diperkenankan.

Republik Ceko sebagai angpota Uni Eropa dari Eropa Timur memiliki

beberapa kendala pengadopsian IFRSs dalam hal;

a.

Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi:
neraca, perhitungan laba dan rugi dan catatan;

Goodwill yang timbul dari akuisisi, dimana menurut JFRSs harus
dikapitalisasi dan diuji impairment sedangkan praktek sebelumnya harus
dikapitalisasi dan diamortisasi;

Penilaian aset di IFRSs menggunakan biaya historis dan nilai wajar sedangkan

sebelumnya Ceko hanya memperkenankan biaya historis;
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d. Financial lease dalam praktek sebelumnya tidak dikapitalisasi sedangkan
IFRSs mengharuskan dikapitalisasi;

e. Pencadangan untuk income smoothing tidak diperbolehkan di IFRSs
sedangkan praktek di Ceko sebelumnya diperkenankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Daske, Hail, Leuz dan Verdi (2007), Daske
(2009), Stenka dan Ormrod (2007} dan Paglietti (2009) menghasitkan kesimpulan
bahwa pengadopsian IFRSs di Uni Eropa berhasil meningkatkan nilai
perdagangan barang dan investasi asing di negara-negara Uni Eropa. Sebaliknya
hasil penelitian Farcoque, Yarram dan Khandaker (2009) justru menyimpulkan
pengadopsian IFRSs tidak meningkatkan FDI tetapi hanya memperbaiki tata
kelola perusahaan di negara-negara yang mengadopsi IFRSs. Apabila
memperhatikan data ekspor dan FDI dari negara-negara yang mengadopsi penuh
IFRSs tanpa modifikasi, maka untuk ekspor dari tahun 1999 hingga 2007
mengalami peningkatan tetapi sebaliknya nilai FDI justru merosot drastis dalam
pericde tersebut. Negara-negara di wilayah Skandinavia dan Inggris Raya juga
mengalami hal yang sama. Analisis penelitian menyatakan transparansi dari
laporan keuangan berbasis IFRSs mengakibatkan investor-investor tertentu
memindahkan investasinya dalam bentuk investasi portofolio.

Pada tahun 2008, CFO Research Services (divisi grup media The
Economist) bekerja sama dengan ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) mempublikasikan hasil riset terhadap 126 perusabaan dari berbagai
negara Eropa mengenai keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi IFRSs, 65 persen
perusahaan berstatus perusahaan multinasional dan 63 persen merupakan
perusahaan go public. 95 persen perusahaan memutuskan untuk mengadopsi
IFRSs dan 78 persen responden menyatakan IFRSs sangat atau akan bermanfaat
bagi perusahaan mereka. Terdapat 4 (empat) rmanfaat utama pengadopsian IFRSs
menurut responden yang berasal dari para eksekutif perusahaan-perusahaan Eropa
tersebut, yaitu:

a. Meningkatkan kredibilitas dan daya banding laporan keuangan;
b. Memudahkan perusahaan untuk beroperasi secara global;
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c. Meningkatkan konsistensi koordinasi diantara pembuat kebijakan, otoritas
pasar modal dan para pemodal;

d. Memudahkan perusahaan mendapatkan kredit bank dan dana dari pasar modal
dengan biaya rendah.

Sebaliknya terdapat beberapa crifical issue yang mengemuka selain
manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan IFRSs. Terdapat 4 (empat)
critical issue yang paling sering disebut responden dan barus diperhatikan
penyusun standar akuntansi global yaitu:

a. Transisi dari pendekatan rules-based ke principal-based,

b. Penyajian laporan kevangan, termasuk dalam hal perencanaan analisis dan
peramalan kondisi keuangan (sistem pengukuran kinerja baru);

¢. Penilaian nilai wajar;

d. Konsolidasi posisi keuangan entitas.

Selain di wilayah Eropa, CFO Research Services juga melakukan riset di
wilayah lain yang sebagian besar masih melakukan proses konvergensi IFRSs
vaitu Amerika Serikat, Asia Pasifik dan India. Di wilayah-wilayah tersebut,
sebagian negaranya sedang melakukan proses konvergemsi IFRSs, termasuk
Indonesia. Berbeda dengan Eropa, selain 3 (tiga) isu kyitis periama, di 3 (tiga)
wilayah lainnya tersebut faktor keunikan kondisi dan sensitifitas budaya dari
masing-masing negara justru lebih menjadi critical issue bagi responden dalam
proses konvergensi IFRSs dibanding konsolidasi posisi keuangan entitas di
wilayah Eropa.

Sedangkan mengenai manfaat vang diperoleh dari penerapan IFRSs,
responden di Amerika Serikat lebih memilih pengurangan compliance cost
sebagai manfaat utama yang diperoleh daripada kemudahan perusahaan untuk
mendapatkan kredit bank dan dapa dari pasar modal dengan biaya rendah.
Sedangkan di India, menurut responden, peningkatkan konsistensi koordinasi
diantara pembuat kebijakan, otoritas pasar modal dan para pemodal, justru tidak
masuk dalam manfaat utama yang diperoleh dari penerapan IFRSs. Sayangnya di
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Asia Pasifik meskipun 94 persen responsen menyatakan sudah/akan mengadopsi
IFRSs, tidak ada hasil survei mengenai manfaat penerapan IFRSs.

Dengan demikian apabila melihat hasil riset dari semua wilayah, hanya
terdapat 3 (tiga) critical issue utama, yaitu: transisi dari pendekatan rules-based
ke principal-based, penyajian laporan keuangan dengan sistem pepgukuran
kinerja baru, dan penilaian harga pasar serta 2 (dua) manfaat utama, yaitu:
meningkatkan kredibilitas dan daya banding laporan keuangan dan memudahkan
perusahaan untuk beroperasi secara global.

Sementara itu implikasi perpajakan dan konvergensi IFRSs mendapat
reaksi beragam dari masing-masing otoritas pajak. Hal ini tergantung dari sistem
atau pendekatan yang digunakan dalam pelaporan pajak, apakah independen,
kuasi-dependen atau dependen. Negara-negara yang menganut sistem independen,
menerima dampak terkecil dari konvergensi IFRSs karema akun-akun pajak
disiapkan terpisah atau independen dari akun-akun IFRSs. Sedangkan negara-
negara yang menganut sistem kuasi-dependen dan terutama dependen menerima
dampak terbesar dari konvergensi IFRSs karena basis penghitungan laba kena
pajak adalah laporan keuangan berdasarkan IFRSs yang dilakukan rekonsiliasi
fiskal atau tidak sama sekali.

Bagi entitas di negara-negara yang menggunakan pendekatan dependen
dan kuasi-dependen, konvergensi IFRSs akan sangat mempengaruhi fax-cash
merzka karena bertambah dan berubahnya karakteristik perbedaan prinsip antara
pajak dan akuntansi. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat pada kasus sewa
pembiayaan, penilaian dan pengklasifikasian (penyusutan) aset tetap, penilaian
persediaan, properti investasi dan instrumen keuangan. Tingkat implikasi
perpajakan dari konvergensi IFRSs pada entitas di masing-masing negara,
akhimya akan tergantung dari sejauh mana IFRSs akan diakomodir tiap otoritas
perpajakan dalam kebijakan perpajakan. Meskipun sudah melakukan langkah-
langkah evaluasi, diskusi atau pertemuan dengan penyusun standar akuntansi
setempat, sejavh ini masth banyak otoritas pajak yang mengambil sikap “stafus
quo” atau belum ada kebijakan yang dikeluarkan untuk mengakomodir perbedaan
antara pajak dengan IFRSs.
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Otoritas perpajakan di negara-negara di Amerika Utara kecuali Amerika
Serikat dan Kanada masih belum menyatakan sikapnya atau melakukan kegiatan
(persiapan) untuk merespon IFRSs. Otoritas pajak di Kanada menjadi yang
terdepan di kawasan ini setelah membentuk komite penasehat yang anggotanya
berasal dari regulator, industri dan perwakilan lembaga akuntan untuk
mempertimbangkan dampak dari mengadopsi IFRSs. IRS (Inland Revenue
Service) di Amerika Serikat sendiri baru sebatas memberikan petunjuk pengaruh
adopsi IFRSs terhadap posisi pajak entitas. Di kawasan Amerika Selatan, otoritas
pajak di Chili menjadi satu-satunya pihak yang secarz tegas menyatakan bahwa
édopsi [FRSs untuk penyajian laporan kevangan tidak berdampak langsung
terhadap pajak penghasilan dan wajib pajak akan diharuskan menganalisa dan
mengeliminasi penyesuaian IFRSs dalam menghitung laba kena pajak. Untuk
Afrika, amandemen terhadap undang-undang perusahaan dalam kaitannya dengan
adopsi IFRSs membuat otoritas perpajakan di Afrika Selatan bertindak aktif untuk
mengantisipasi dampaknya terhadap pajak entitas. Di kawasan Oceania, Ausiralia
yang menggunakan pendekatan independen, menyatakan bahwa laba kena pajak
tetap dihitung didasarkan atas hukum pajak meskipun tidak menutup
kemungkinan bahwa IFRSs akan berpengaruh pada beberapa penghitungan yang
menggunakan standar akuntansi. Sedangkan otoritas pajak di negara-negara Asia
dan Eropa memiliki keragaman respon terhadap IFRSs dari yang bersikap stafus
guo (mayoritas) hingga yang melakukan amandemen undang-undang perpajakan
atau penyesuaian terhadap beberapa ketentuan perpajakan seperti yang dilakukan
Korea Selatan, Spanyol, Swiss, Irlandia dan Inggris Raya. Daftar lengkap
tindakan otoritas pajak dumia menghadapi konvergensi IFRSs dapat dilihat di
Lampiran 13,

Berikut ini digambarkan riwayat konvergensi IFRSs di 4 (empat) negara
yaitu Cina, India, Malaysia dan Filipina. Pemilihan keempat negara tersebut
dikarenakan akan digunakan sebagai pembanding situasi yang sama di Indonesia
pada bab selanjutnya. Pertimbangannya adalah keempat negara dan Indonesia
memiliki “status” sama sebagai negara berkembang. Cina dan India sebagai
negara berkembang terdepan di dunia denpan perekonomiannya yang sedang
menggeliat cepat (Sudjijono, 2008). Sedangkan sebagai sesama negara Asia
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Tenggara, Malaysia memiliki kedekatan rumpun dengan Indonesia dan praktik
akuntansinya sangat dipengaruhi oleh Inggris dan Filipina merupakan salah satu
negara di Asia Tenggara yang paling cepat mengadopsi IFRSs meskipun praktik
akuntansi sebelumnya sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat.

Cina

Economic Intelligence Unit (EIU) memperkirakan bahwa pada tahun
2020, Asia akan menyumbang 43 persen perekonomian dunia, naik 35 persen dari
tahun 2005. Pada tabun 2020, EIU juga memperkirakan bahwa berdasarkan
paritas daya beli, Cina akan menjadi perekonomian terbesar di dunia dengan PDB
(Produk Domestik Bruto) sebesar 29.590 milyar doliar Amerika, sementara
Amerika Serikat akan berada di posisi kedua dengan PDB 28.830 milyar dollar
Amerika. Peta perekonomian dunia sedang berubah dan Cina menjadi poros dari
perubahan tersebut.

Pertumbubhan ekonomi Cina yang pesat ini berawal dari akhir tahun 1970-
an saat Deng Xiaoping memperkenalkan pemikiran baru tentang sosialisine,
mengembangkan sosialisme berkarakteristik Cina dan mereformasi sistem
ekonomi Cina dari sistem ekonomi yang terpusat menjadi sistem ekonomi yang
Iebih berorientasi pasar meskipun masih dalam kendali partai komunis. Reformasi
ini mengijinkan perluasan berbagai perusahaan skala kecil dalam bidang jasa dan
manufaktur kecil dan menerapkan sistem ekonomi terbuka untuk meningkatkan
perdagangan dan penanaman modal asing. Tetapi negara masih tetap
mengendalikan dan memiliki komoditas dan industri strategis.

Di Cina, Departemen Kenangan dengan diawasi oleh Dewan Pemerintah
adalah pihak yang memmuskan standar akuntansi dan proses audit. Sampai
denpan awal tahun 90-anp, Cina menggunakan lebih dari 40 regulasi sistem
akuntansi yang berbeda, bermacam-macam industri dan tipe kepemilikan, yang
berujung pada ketidakseragaman praktek akuntansi. Tahun 1992, Departemen
Keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprise (ASBE)
dengan tuyjuan untuk menyeragamkan praktek akuntansi domestik dan
1nenyeragamkan praktek akuntansi di Cina dengan praktek internasional sehingpa
sejalan dengan orientasi ekonomi pasar. Departemen Keuangan terus melakukan
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revisi tethadap ASBE hingpa suatu standar akuntansi yang spesifik dapat

diterapkan untuk semua perusahaan yang beroperasi di Cina.

The China Accounting Standards Committee (CASC) kemudian didirikan
pada tahun 1998 sebagai lembaga berwenang dalam Departemen Keuangan yang
bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntapsi Cina (Chinese
Accounting Standards atau CASs) dan memusatkan pengembangan tersebut
dengan JFRSs dari [ASB. Dalam pengembangan standar akuntansi ini, CASC
mendapat bantuan dari World Bank dan Deloitte Touche Tohmatsu. Selama tahun
2005, CASC berhasil mengeluarkan 21 ED kepada masyarakat. Daftar lengkap
exposure draft yang dikeluarkan CASC selama tahun 2005 dapat dililat di
Lampiran 14,

Pada tahun 2005 juga mulai efektif berlaku Accounting System for Small
Enterprises (ASSE) untuk perusahaan kecil. Yang termasuk definisi perusahaan
kecil disini yaitu: (1) tidak mendapatkan dana dari publik, (2) kegiatan nsahanya
kecil yang dapat dilikat dari jumlah pegawai, volume penjualan atau total aset, (3)
perusahaan tidak berbentuk sole proprietorship atau parmership, dan (4) bukan
merupakan institusi kenangan.

Langkah Cina semakin mengarah ke konvergensi IFRSs setelah
perwakilan CASC dan IASB bertemu di Beijing pada bulan Nopember 2005 dan
menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

a. Cina menyatakan bahwa konvergensi adalah salah satu tujuan dari program
penyusunan standar akuntansi.

b. Cina menegaskan bahwa perusahaan yang menggunakan CASs dalam
pembukuannya seharusnya menghasilkan laporan keuangam yang sama
dengan perusahaan yang menggunakan [FRSs.

c. IASB memahami dan menerima jika konvergensi ke IFRSs akan
membutuhkan wakiu dan bagaimana cara untuk konvergensi adalah hak Cina
untuk menentukan sendiri langkahnya.

d. Pengembangan standar akuntansi di Cina dilakukan dengan fujuan untuk
mencapai konvergensi standar akuntansi ke IFRSs.

e. IASE memuji dan mendukung perkembanguzn luar biasa dari proses

konvergensi IFRSs di Cina.
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f. CASC dan IASB merumuskan jalan spesifik untuk saling membantu dan
bekerja sama di masa depan dalam pengembangan standar akuntansi.

Tahun 2006, Departemen Keuangan Cina berhasil mengeluarkan sebuah
basic standard dan 38 ASBE baru yang secara substansi sama dengan standar
akuntansi internasional meskipun erdapat beberapa pengecualian atau modifikasi
untuk menyesuaikan dengan keunikan kondisi dan lingkungan Cina. ASBE lama
sendiri masih tetap berlaku bagi perusahaan yang tidak diwajibkan untuk
menggunakan ASBE baru dan perusahaan yang tidak memilih untuk mengadopsi
ASBE baru.

Tabel 3,10
Chinese Accounting Standards
Chinese Accounting Standards /
New Accounting Standards for Business Enterprises | Ekuivalen IFRSs
Nomer Nama
1 Inventories 1AS 2
2 Long-term Equity Investments 1AS 27, 28, 31
3 Investment Properties IAS 40
4 Fixed Assets IAS 16
5 Biological Assets 1AS 41
6 Intangible Assets 1AS 38
7 Exchange of Non-monetary Assets diatur di IAS 16,38
8 Irnpairment of Assets IAS 36
S Empioyee Benefits IAS 19
10 Enterprise Annuity Fund IAS 26
11 Share-based Payment IFRS 2
i2 Debt Restructurings diatur di IAS 39
13 Contingencies 1AS 37
14 Revenue IAS 18
15 Construction Contracts IAS 11
16 Government Grants [AS 20
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17 Borrowing Costs IAS 23
18 Income Taxes IAS 12
18 Foreign Currency Transiation 1AS 21
20 Business Combinations IFRS 3
21 Leases IAS 17
- Recogrition and Measurement of Financial 1AS 30
Instruments
23 Transfer of Financial Assets IAS 39
24 Hedging IAS 39
25 Direct Insurance Contracts IFRS 4
26 Re-insurance Contracts IFRS 4
27 Extraction of Petrcleun and Natural Gas IFRS 6

Changes in Accounting Policies and
28 IAS 8

Estimates and Correction of Errors

Events Occurring after the Balance Sheet

29 IAS 10
Date

30 Presentation of Financiai Statements IAS i1
31 Cash Flow Statements JAS 7

p2 Interim Financial Reporting IAS 34
33 Consolidated Financial Statements IAS 27
34 Earnings per Share IAS 33
35 Sepment Reporting IAS 14
36 Related Party Disclosure IAS 24
37 Presentation of Financial Instruments IAS 32
- First Time Adoption of Accounting IFRS 1

Standards for Business Enterprises

Sumber: hitp://www.iasplus.com

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tidak ada CASs yang ekuivalen dengan IFRS 5,
Non Curret Assets Held for Sale and Discontinued Operations dan IAS 29,
Financial Accounting in Hyperinflationary Econornies.

Departemen Keuangan juga mengeluarkan 48 standar auditing yang
hampir sama dengan standar auditing internasional yang dikeluarkan International
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Aunditing and Assurance Standards Board (IAASB). Setelah petunjuk
implementasinya keluar, standar akuntansi dan auditing baru tersebut mulai
efektif berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di lantai bursa per tanggal 1
Janvari 2007 dan didukung oleh CSRC (the China Securities Regulatory
Commission) sebagai otoritas pasar modal Cina. Sedangkan perusahaan lainnya
akan diminta untuk mengadopsi standar baru tersebut. Tabhun 2008, semua
perusahaan nepara yang dikendalikan oleh pemerintah pusat Cina akan
menggunakan CASs dan tabun 2009, semua perusahaan non publik berukuran
besar dan sedang juga diwajibkan menggunakan CASs.

Bulan Nopember 2009, Departemen Keuangan mengeluarkan sebuah ED
tentang Roadmap for Continuing and Full Convergence of ASBE with IFRSs.
Dasar  diterbitkannya  roadmap  adalah rencana IASB  uniuk
mengamandemen/merevisi beberapa standar akuntansi internasional hingga tahun
2011 sebagai hasil kerjasama stratejik antara IASB dam FASB dalam
pengembangan standar akuntansi global. ASBE/CASs yang ada akan direvisi dan
disesuaikan dengan standar ferbaru yang dikeluarkan JASB. Roadmap
menargetkan tahun 2011 semua ASBE/CASs konvergen dengan IFRSs dan pada
tahun 2012, semua perusahaan, termasuk perusahaan non publik besar dan
sedang, akan diminta untuk menggunakan standar akuntansi yang telah direvisi.

Konvergensi pemith CASs dengan IFRSs di Cina masih diragukan
mengingat dalam CASs yang efektif berlaku mulai 1 Januad 2007 terdapat
beberapa perbedaan dengan IFRSs dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai
berikut:

a. Menyesuaikan dengan kondisi di Cina yang masih belum bisa dikategorikan
sebagai negara maju dan belum mempunyai prosedur teknik penentuan harga
pasar yang layak untuk instrumen non keuangan. Hal ini yang menjadi
pertimbangan CASs untuk membatasi penggunaan nilai wajar pada
subsequent measurement untuk properties, plants dan equipment (PPE) dan
intangible assets serta melarang penggunaan teknik estimasi untuk
menentukan nilai wajar pada investments properties dan biological assets dan
Jjustru menyarankan penggunaan model biaya. Selain itu agar mudah dipaharni
dan masuk dalam bahasa Cina, bahasa dalam IFRSs harus dimodifikasi.

Universitas Indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



131

Penggabungan usaha yang melibatkan beberapa perusahaan yang berada
dibawah kendali pemerintah membnuat transaksi tersebut dicatat menggunakan

metode pooling of interest.

b. Untuk mengurangi peluang dilakukannya manipulasi pendapatan melalui

reklasifikasi atan revaluasi, CASs tidak mengijinkan dilakukannya transfer
dari inventories dan owner-occupied property ke investment property dan
melarang perubzhan akuntansi dalam investment property dari metode nilai

wajar ke model biaya.

c. Terdapat permasaiahan dalam praktek jika IFRSs diadopsi penuh seperti

permasalahan implementasi nilai wajar sebagaimana tersebut diatas. Atas hal
tersebut Cina meminta IASB untuk melakukan beberapa perubahan dalam
ketentuan nilai wajar yang mengakibatkan banyak kesulitan terutama di

negara-negara berkembang,

Apa yang terjadi di Cina menjadi tantangan besar bagi JASB yang
menginginkan keseragaman standar akuntansi di dunia meskipun kedua belah
pihak telah sepakat unfuk bekerja sama dan saling membantu dalam penyusunan
sebuah standar akuntansi internasional. Sikap tegas bahkan dinyatakan seorang
pejabat Departemen Keuangan dalam konferensi tahunan akuntansi dan keuangan:
“convergence doesn't mean having our standards identical with the international
standards word By word, rather it means the localization of structure, behavior,
and wording of the international standards, so it’s easier for Chinese accountant
o accep!ts.”

Mengingat lembaga penyusup standar akuntansi berada di bawah
Departemen Keuangan dan sistem pelaporan pajak di Cina yang menganut sistem
dependen, maka meskipun konvergensi IFRSs berdampak besar terhadap
pelaporan pajak tetapi kebijakan baru dari otoritas perpajakan tidak sangat
diperlukan untuk merespon dampak IFRSs. Otoritas kebijakan pajak sepenuhnya
dipegang oleh Departemen Kevangan sedangkan State Administration of Taxation

hanya sebagai otoritas pemungut pajak.
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India

India merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar keduva setelah
Cina dan merupakan salah satu negara dengan jumiah etnik paling banyak di
dunia. India juga rumah bagi ratusan bahasa dengan bahasa Hindi sebagai bahasa
resminya. Meskipun demikian bahasa Inggris lebih sering digunakan di kancah
pemerintahan, bisnis, sains dan pendidikan. Negara ini selama beberapa abad
berada dibawah pengaruh kuat dan dikendalikan oleh Inggris Raya secara politik,
militer dan ekonomi. Setelah memperoleh kemerdekaan, warisan Inggris Raya di
India masih ada secara substansial, dalam sistem hukum legal, sistem
pemerintahan parlementer dan perluasan penggunaan bahasa Inggris, termasuk
juga dalam akuntansi.

Dua sumber utama standar akuntansi kevangan di India adalah lembaga
hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam undang-
undang tahun 1857 dan lembaga kedua berhubungan dengan pembukuan dan
pemeriksaan catatan akuntansi. Keduanya berlandaskan hukum Inggris Raya.
Organisasi akuntan di India didirikan sejak tabun 1949 dengan nama the Institute
of Chartered Accountants of India (ICAI) yang mengatur izin profesi akuntansi
dan bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi dan proses
audit.

Tahun 1998 terjadi amandemen terhadap undang-undang perusahaan
dimana perusahaan diwajibkan untuk taat pada standar akuntansi kevangan yang
ditetapkan oleh National Advisory Committee on Accounting Standards (NAC).
Sepanjang NAC tidak menetapkan hal lain, perusghaan diwajibkan untuk
mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan Accounting Standards Board of the
Institute of Chartered Accountants of India (ASB). Sampai dengan bulan Oktober
2000, isi standar akuntansi India secara material banyak yang berkaitan dengan
IAS yang dikeluarkan 1ASC, kecuali perihal reseacrh and development, foreign
exchange, borrowing costs dan business combinations. Daftar lengkap Indian
Accounting Standards per bulan Oktober 2000 dapat dilihat di Lampiran 15.

ASB mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program harmonisasi
IASC dengan tetap melanjutkan untuk mengambil IASs sebagai pedoman dalam
mengembangkan standar akuntansi di India melalni pengintegrasian JASs ke
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dalam standar baru yang akan dikelnarkan. Komitmen ini dipegang ASB saat
mengeluarkan standar-standar baru maupun revisi atas standar sebelumnya.

Tabel 3.11
Indian Accounting Standards
Dikeluarkan Tahun 2001 - 2006

Tahun | Nomer Nama Standar
2001 [ AS20 Accounting Standard on Earnings Per Share (EPS)
2001 [AS21 Accounting Standard on Consolidated Financial

Statements
2001 |[AS22 Accounting Standard on Accounting for Taxes on

Income
2001 | AS23 Accounting Standard on Accounting for Investments in
Associates in Consolidated Financial Statements

2002 | AS24 Accounting Standard on Discontinuing Operations

2002 [(AS25 Accounting Standard on Interim Financial Reporting
2002 | AS26 Accounting Standard on Intangible Assets

2002 | AS27 Accounting Standard on Financial Reporting of
Interests in Joint Ventures

2002 | AS28 Accounting Standard on Impairment of Assets

2002 | AS7-A | Accounting Standard on Construction Contracts

2003 | AS 11 - A | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
2003 | AS 13 — A | Accounting for Investments

2004 | AS28 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent

Assets

2004 | AS 26- A | Accounting Standard on Intangible Assets
2005 | AS 15— A | Accounting Standard on Employee Benefits
2006 | AS 15— A | Accounting Standard on Employee Benefits

Sumber: hitp://www.iasplus.com

ASB membuat level pada entitas untuk menentukan tingkat pemakaian
standar akuntansi, vaitu Level I, Level II dan Level 1II. Level I adalah entitas yang
diwajibkan untuk taat secara penuh terhadap semua standar akuntansi. Sedangkan

Level II dan Level 1II adalah entitas yang masuk klasifikasi sebagai perusahaan
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menengah dan kecil. Meskipun demikian Level II dan Level ITI tetap diwajibkan
menggunakan standar akuntansi dengan beberapa pengecualian dalam
pengungkapan.

Entitas-entitas yang masuk dalam Level 1 yaitu: perusahaan yang sekuritas
modal dan hutangnya terdaftar di India dan luar negeri, perusahaan yang sedang
dalam proses /isting, perbankan, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, semua
perusahaan yang memiliki peredaran usaha diatas 500 juta rupee dan semua
perusahaan yang memiliki simpanan diatas 100 juta rupee. Entitas-entitas yang
masuk dalam Level II yaitu: semua perusahaan yang memiliki peredaran usaha
diatas 4 juta rupee hingga 100 juta rupee dan semua perusahaan yang memiliki
simpanan diatas 10 juta rupee hingga 100 juta rupee. Sedangkan entitas yang
masuk dalam Level III yaitu: semua perusahaan yang tidak termasuk dalam Level
I dan Level IL

Pada bulan Maret 2006, Perdana Menteri Manmohan Sigh mengumumkan
bahwa pemerintah akan mengeluarkan perundang-undangan baru bagi perusahaan
yang diantaranya akan menyesuaikan standar akuntansi India dengan IFRSs yang
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola perusahaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, ICAI membuat gugus tugas untuk mengeksplorasi
kemungkinan bagi India untuk mengadopsi penuh IFRSs tanpa modifikasi. Hal ini
menurut ICAI juga diperlukan karena banyak perusahaan asing yang akan
berinvestasi ke India dan banyak perusahaan India yang akan berinvestasi ke luar
negeri. Bagi ICAI, konvergensi standar akuntansi nasional ke IFRSs mutlak
diperfukan. Tahun 2007 Dewan ICAI mengumumkan rencamanya unfuk
melakukan konvergensi IFRSs yang dikeluarkan IASB ke standar akuntansi India.
Meskipun demikian ICAl menekankan bahwa modifikasi terhadap IFRSs tetap
diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi India. Standar baru yang sudah
mengadopsi IFRSs direncanakan akan diterapkan untuk tahun buku yang dimulai
tanggal 1 April 2011 dan akan diwajibkan untuk semua perusahaan yang terdaftar
di bursa efek dan perbankan, perusahaan asuransi serta entitas besar. Rencana ini
membutuhkan persetujuan dari pemerintah untuk kemudian dieksekusi.

India secara garis besar memiliki kendala pengadopsian IFRSs dalam hal:

Universitas Indonesla

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



135

a. Menyesuaikan format penyajian laporan keuangan yang sebelumnya meliputi:
neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi dan catatan.

b. Goodwill yang timbul dar akuisisi, dimana mepurut IFRSs harus
dikapitalisasi dan diuji impairment sedangkan pada praktek sebelumnya.
goodwill selain harus dikapitalisasi dan diuji impairment juga bisa amortisasi.

c. Penyusutan aset tetap di IFRSs berdasarkan manfaat ekonomik yang berbeda
dengan praktek sebelumnya yang menggunakan metode FIFQO dan rata-rata;

d. Pencadangan untuk income smoothing tidak diperbolehkan di IFRSs
sedangkan praktek di India sebelumnnya diperkenankan.

Untuk menghadapi implikasi perpajakan dari konvergensi IFRSs, sejauh
ini Department of Revenue sebagai otoritas perpajakan di India baru sebatas
mendiskusikan implikasi perpajakan dengan ICAI. Tidak ada petunjuk yang
dikeluarkan untuk wajib pajak dan belum ada kebijakan perpajakan yang
diketuarkan menyikapi rencana implementasi standar akuntansi berbasis IFRSs
mulat 1 April 2011, Sistem pelaporan pajak di India sendiri adalah kuasi-
dependen dimana untuk mendapatkan penghasilan kena pajak didapatkan dari
rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar
akuntansi.

Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara persemakmuran yang terletak di Asia
Tenggara. Negara ini mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut
China Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Thailand di utara
dan Singapura di selatan; dan Malaysia Timur, bagian utara pulau Kalimantan
yang berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara. Malaysia
merdeka dari Inggrié pada tahun 1957. Michael Backman menyebut Malaysia
sebagai salah satu dari sedikit negara yang mencapai kemerdekaan dengan begitu
banyak keunggulan dalam bentuk anugrah-anugrah penting, yaitu pasokan air
yang cukup, lokasi yang strategis di jalur pelayaran internasional, persediaan
kayu yang sangat besar, cadangan timah, minyak dan gas yang besar, proses
pengembangan minyak tropis seperti minyak kelapa sawit, serta sistem hukum
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yang berlandaskan hukum fort Inggris. Dengan modal berharga tersebut,
pertumbuban ekonomi Malaysia meningkat pesat dibawah kepemimpinan
Mahathir Mohamad. :

Setahun setelah Malaysia mendapat kedaulatan dari Inggris, sekitar 20
(dua puluh) orang akuntan lokal membuat Malayan Association of Certified
Public Accountant (MACPA) yang kemudian berubah menjadi Malaysia Institute
of Certified Public Accountant (MICPA). Kerjasama dari para akuntan berhasil
mendirikan sebuah institusi pada tahun 1967 yaitu Malaysia Institute of
Accountant (MIA). MIA memiliki tanggung jawab untuk mengatur praktek dan
ketertarikan terhadap profesi akuntan. Tahun 1997, pemerintabh membentuk
sebuah badan untuk mengambil alih otoritas MIA dalam mengatur standar
akuntansi di negara tersebut. MIA selanjutnya hanya berfungsi untuk menentukan
syarat-syarat dari akuntan yang akan diterima menjadi anggota dan juga
berdasarkan prakiek regulasi profesi akuntan. The Malaysian Accounting
Standards Board (MASB) kemudian menjadi badan yang berwenang untuk
mengeluarkan standar akuntansi untuk pelaporan keuangan di Malaysia
berdasarkan the Financial Reporting Act 1997,

Salah satu tujnan MASB adalah mengharmonisasikan konsep dan standar
akuntansi MASB dengan konsep dan standar akuntansi internasional dari negara
lain, terutama yang dikeluarkan oleh IASC. Dalam pengembangan awal standar
akuntansi Malaysia, MASB mereview MASs (the Malaysia Accounting
Standards) yang merupakan standar akuntansi produk lembaga profesi akuntan
Malaysia sebelum MASB resmi berdiri, yaitu MIA dan MICPA. Selain itut MASB
juga mereview standar yang dikeluarkan JASC/IASB dan praktek akuntansi yang
sedang berlaku di Malaysia. Apabila sangat diperlukan MASB memodifikasi
standar JASC/IASB atau meugembangkan teknik pengungkspan lainnya agar
sesuai dengan kondisi di Malaysia. Sedangkan beberapa MASs yang tidak perlu
direvisi, tetap diberlakukan sebagai standar.

Dari hasil review tersebut dihasilkan MASB standards yang berlaku
efektif mulai tanggal 1 Januari 2000, terdiri dari:

— MASB 1, Presentation of Financial Statemenis (revisi IAS 1),
— MASB 2, Inventories (revisi [AS 2),
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MASB 3, Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes
in Accounting Policies (revisi IAS 8),

MASB 4, Research & Development Costs (tevisi JIAS 9),

MASB 5, Cash Flow Statement (revisi IAS 7),

MASB 6, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (revisi IAS 21),
MASB 7, Construction Contracts (revisi IAS 11),

MASB 8, Related Party Disclosures (adopsi IAS 24),

MASB 9, Revenue (revisi IAS 18),

MASB 10, Leases (revisi [AS 17),

MASB 11, Consolidated Financial Statements and Investments in Subsidiaries
{adopsi IAS 27),

MASB 12, Investments in Associates (adopsi [AS 28),

MASB 13, Earnings Per Share (adopsi IAS 33).

Per tanggal 1 Juli 2000, MASB standards bertambah dengan dikeluarkannya:

MASB 14, Depreciation Accounting (adopsi IAS 4),
MASB 15, Property, Plant and Equipment (revisi IAS 16),
MASB 16, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures (adopsi LAS 31),

Beberapa standar MASB baru mulai efektif berlaku tanggal 1 Juli 2001, yaitu:

MASB 17, General Insurance Business,

MASB 18, Life Insurance Business,

MASB 19, Events After The Balance Sheet Date (revisi IAS 10),

MASB 20, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (adopsi
1AS 37),

MASB 21, Business Combinations (revisi IAS 22).

Per tanggal 1 Januari 2002 mulai efektif berlaku MASB standards:

MASB 22, Segment Reporting (revisi IAS 14),
MASB 23, Impairment of Assets (adopsi JAS 36),

— MASB 24, Financial Instruments: Disclosure and Presentation (revisi IAS 32).

Efektif mulai berlaku per tanggal 1 Juli 2002:
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— MASB 25, Incomes Taxes (revisi [AS 12),
— MASB 26, Interim Financial Reporting (adopsi 1AS 34),
— MASB 27, Borrowing Costs (revisi IAS 23).

Efektif mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2003:

—~ MASB 28, Discontinuing Operations (adopsi IAS 35),

— MASB 29, Employee Benefits (revisi IAS 19),

— MASB 30, Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans {adopsi
TAS 26 tahun 1994).

Efektif mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2004:

— MASB 31, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance (adopst IAS 20 tahun 1994),

— MASB 32, Property Development Activities.

Selain standar akuntansi tersebut diatas, MASB juga mengeluarkan standar
akuntansi syariah untuk perbankan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2003
yaitu MASB i-1, Presentation of Financial Statements of Islamic Banks.

The Finarccial Reporting Act 1997 pada tahun 2004 diamandemen untuk
mengijinkan perusahaan-perusahaan asing yang terdaftar di the Malaysian Stock
Exchange untuk menggunakan IFRSs dalam menyajikan laporan keuangan
mereka. Dalam rangka kebijakan konvergensi dengan IFRSs, MASB kembali
mereview standar akuntansi yang mereka keluarkan untuk direvisi sesuai dengan
IASs yang dikeluarkan IASB. Revisi standar akan sangat disesuaikan dengan
IASs kecuali jika perbedaan tersebut sangat diperiukan demi ketaatan terhadap
peraturan dan hukum lokal.

Tahun 2005, MASB mengubah nama standar akuntansi yang mereka
keluarkan menjadi Financial Reporting Standards (FRSs) yang berlaku per
tanggal 1 Januari 2005. Nomer dan nama baru digunakan sebagai dampak migrasi
dari MASB ke FRSs dan konvergensi ke IFRSs.
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Tabel 3.12
Migrasi ke Financial Reporting Standards
Nomer Nama Nomer
Baru Lama
FRS 1 Firsttime Adoption of Fnancial Rporting Standards IFRS 1
FRS 2 Share-based Payment IFRS 2
FRS 3 Business Combinations IFRS 3
FRS 4 Insurance Contracts IFRS 4
Fa Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued IFRS 5
Operations
FRS 101 | Presentation of Financial Statements MASB 1
FRS 102 | Inventories MASB 2
FRS 104 | Depreciation Accounting MASB 14
FRS 107 | Cash Flow Statcments MASB 5
g Net Profit or Loss for the Period, Fundamental -
Ermrors and Changes in Accounting Policies
FRS 109 | Research and Development Costs MASBE 4
FRS 110 | Events after the Balance Sheet Date MASB 19
FRS 111 | Construction Contracts MASB 7
FRS 112 | Income Taxes MASB 25
FRS 114 | Segment Reporting MASB 22
FRS 116 | Property, Plant and Equipment MASB 15
FRS 117 | Leases MASB 10
FRS 118 [ Revenue MASB 9
FRS 119 | Employee Benefits MASB 29
R Accounting for Government Grants and Disclosure MASB 31
of Government Assistance
- FRS 121 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | MASB 6
FRS 122 | Business Combinations MASB 21
FRS 123 | Bomowing Costs MASB 27
FRS 124 | Related Party Disclosures MASB 8
FRS 125 | Accounting for Investments IAS 25
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Accounting and Reporting by Retirement Benefit
FRS 126 MASB 30
Plans
Consolidated Financial Statements and Investinents
FRS 127 | MASB 11
in Subsidiaries
FRS 128 | Investments in Associates MASB 12
FRS 129 | Fnancial Reporting in Hyperinflationary Economies | IAS 29
Disclosures in the Financial Statements of Banks
FRS 130 . IAS 30
and Similar Financial Institutions
FRS 131 | Financial Reporting of Interests in Joint Ventures MASB 16
FRS 132 | Financial Instruments; Disclosure and Presentation | MASB 24
FRS 133 | Earnings Per Share MASB 13
FRS 134 | Interim Financial Reporting MASRB 26
FRS 135 | Discontinuing Operations MASB 28
FRS 136 | Impairment of Assets MASB 23
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent
FRS 137 MASB 20
Assets
FRS 138 | Intangible Assets IAS 38
FRS 139 | Financial Instruments: Recognition & Measurement | TAS 39
FRS 140 | Investment Property IAS 40
FRS 141 | Agriculture IAS 41
FRS 201 | Property Development Activities MASB 32
FRS 202 | General Insurance Business MASB 17
FRS 204 | Accounting for Aquaculture MAS 5
Presentation of Financial Statements for Islamic
FRS i-1 MASB i-1
Financiai Institutions

Sumber: http://www.iasplus.com
Khusus FRS 201, 202, 204 dan i-1 adalah standar akuntansi yang

dikembangkan secara lokal oleh MASB karena belum ada standar akuntansi
internasional yang mengaturnya. Setelah migrasi tersebut diatas, MASB tetap

terus mengeluarkan ED untuk merevisi FRSs yang belum sesnai dengan IFRSs
atau menetapkan standar akuntansi dan interpretasi baru sesuai IFRSs, termasuk
IFRS 7, Financial Instruments: Disclosures dan IAS 39, Financial Instruments:
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Recognition and Measurement yang sudah efektif berlaku di Malaysia per tanggal

1 Januari 2010,

Perubahan besar terjadi mulai tanggal 1 Januari 2006 setelah MASB
mengumumkan bahwa privafe enfities dijjinkan vntuk memilib menggunakan
standar akuntansi lama yaitu MASB standards. Dampaknya sejak saat itu terdapat
dua standar akuntasi di Malaysia yaitu:

a. FRSs yang harus digunakan oleh perusahaan berakuntabilitas publik dalam
menyajikan laporan kevangan yang didukung oleh peraturan dari Securities
Commission atau the Bank Negara Malaysia, atau induk dari perusahaan yang
bersangkutan

b. Private Entity Reporting Standards (PERSs) yang merupakan MASB
standards sebelum direvisi ke IFRSs, dapat digunakan oleh semna perusahaan
di Malaysia kecuali perusahaan berakuntabilitas publik

Tanggal 1 Agustus 2008, MASB mengeluartkan pernyataan resmi yang
menetapkan target konvergensi penuh Malaysian GAAP ke IFRSs per tanggal 1
Januari 2012 setelah menyelesaikan semua revisi FRSs sesuai dengan IFRSs.
Semua perusahaan termasuk private entities dan perusahaan asing yang terdaftar
di bursa efek Malaysia diijinkan untuk menggunakan Malaysian GAAP yang akan
berkonvergensi penuh ke IFRSs. Selain itu MASB mulai mengadopsi IFRSs
untuk perusahaan kecil dan menengah (IFRS for SME) dengan mengeluarkan ED-
72 (Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities). Malaysia
mengharapkan langkah ini dapat membantu perusahaan-perusahaan Malaysia dan
pasar modal dan keuangan mereka mendapat pengakuan. Kalender adopsi yang
dibuat MASB sebagai waktu adopsi tentatif untuk IFRSs yang dikeluarkan 1ASB
sampai dengan Maret 2009 dapat dilihat di Lampiran 16.

Menghadapi konvergensi IFRSs, Inland Revenue Board sebagai otoritas
pajak di Malaysia mengisyaratkan untuk mempertimbangkan konvergensi parsial
standar akuntansi untuk hal-hal tertentu. Diskusi intensif telah dilakukan dengan
MIA untuk mengurangi perbedaan antara pajak dan akuntansi dan menghasilkan
transisi yang mulus menuju implementasi IFRSs di tahun 2012, Tetapi sejauh ini
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belum ada kebijakan pajak yang khusus dikeluarkan untuk merespon implikasi
pajak dari IFRSs,

Filipina

Sebagaimana halnya Indonesia, Filipina adalah sebuah negara kepulaunan
berbentuk republik. Setelah selama lebih dari tiga abad dikuasai Spanyol, tahun
1898 Filipina dikuasai Amerika Serikat setelah negara adidaya tersebut
mengalahkan Spanyol dalam perang. Filipina akhimya memperoleh

" kemerdekaannya pada tahun 1946. Meskipun begitu pengaruh Amerika Serikat

masih sangat kuat dalam sistem politik, ekonomi dan pertahanan dan keamanan

Filipina, termasuk dalam hal praktek akuntansi dan peraturan pasar modal.

Di Filipina yang menjadi accounting standard setter adalah the
Accounting Standards Council (PASC) of the Philippines Institute of Certified
Public Accountants (PICPA). Sebelum diberlakukan, standar akuntansi di Filipina
yaitu Statement of Financial Accounting Standards (SFASs) harus diakui oleh the
Philippine SEC dan Central Bank of Philippines dan disetujui oleh the Board of
Accountancy and the Prefessional Regulation Commission, sebuah badan
pemerintah setempat.

Tahun 2000, PASC mengeluarkan kebijakan baru untuk mereview SFASs
dan mengadops: standar akuntansi baru yang dikeluarkan IASC sebagai standar
akuntansi Filipina, Kebijakan ini juga berarti pemyataan ketaatan Philippine
GAAPs terhadap IASC standards. Hal ini merupakan langkah besar mengingat
standar akuntansi Filipina sebelumnya lebih banyak berkiblat ke Amerika Serikat,

Dari hasil review tersebut dihasilkan SFASs berbasis IASs yang berlaku
efcktif mulai tanggal 1 Januari 2001, terdiri dari:

a. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements
(berbasis the IASC Framework), merevisi SFAS No. 1, Basic Concepts and
Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business
Enterprises,

b. SFAS No. 1, Presentation of Financial Statements (berbasis IAS 1 — 1997),
merevisi SFAS No. 1, Basic Concepts and Accounting Principles Underlying
Financial Statements of Business Enterprises; SFAS No. 2, Summary of
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GAAP on Cash; SFAS No. 3, Summary of GAAP on Receivables; SFAS No.
5, Summary of GAAP on Liabilities; dan SFAS No. 15, Disclosure of
Accounting Policies,

SFAS No. 4, Inventories (berbasis IAS 2 — 1992), merevisi SFAS No. 4,
Summary of Generally Accepted Accounting Principles on Inventories,

. SFAS No. 13, Net Income or Loss for the Period, Fundamental Errors and

Changes in Accounting Policies (berbasis IAS 8 — 1993), merevisi SFAS No.
13, Reporting the Effects of a Disposal of a Segment of a Business and of
Extraordinary Items and Prior Period Adjustments on the Results of
Operations of an Enterprise, dan SFAS No. 17, Accounting Changes,

.. SFAS No. 22, Statement of Cash Flows (berbasis IAS 7 — 1992), merevisi

SFAS No. 22, Statement of Cash Flows,

SFAS No. 30, Interim Financial Reporting (berbasis IAS 34), merevisi PICPA
Accounting Principles Bulletin No. 21, Interim Financial Reporting, yang
dikeluarkan pada bulan Maret 1981,

. SFAS No. 31, Segment Reporting (berbasis [AS 14).

Hingga bulan Oktober 2003, adopsi IASs ke dalam SFASs telah

menunjukkan perkembangan yang positif.

Tabel 3.13
Adopsi IASs ke SFAS
Nama Standar Akuntansi Ne. IAS | No. SFAS Efektif
Berlaka
Construction Contracts 11 26 sebelum 2001
Revenues 18 18 sebelum 2001
Borrowing Costs 23 25 sebelum 2001
Eamings Per Share 33 29 sebelum 2001
Framework sejak 2001
Presentation of Financial Statements 1 1 sejak 2001
Inventories 2 4 sejak 2001
Cash Flow Statements 7 22 sejak 2001
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Net Profit, Fundamental Errors and g 3 sejak 2001
Accounting Changes
Segment Reporting 14 31 sejak 2001
Interim Financial Statements 34 30 sejak 2001
Property, Plant and Equipment 16 16 sejak 2002
Related Party Disclosure 24 24 sejak 2002
Consolidated Financial Statements 27 27 sejak 2002
Investments in Associates 28 28 sejak 2002
Financial Interests in Joint Ventures 31 31 sejak 2002
Discontinuing Operations 35 35 sejak 2002
Impairment of Assets 36 36 sejak 2002
Events After Balance Sheet 10 10 sejak 2003
Business Combinations 22 22 sejak 2003
Provisions, Contingent Liabilities o K- sejak 2003
and Contingent Assets
Intangible Assets 38 38 sejak 2003
Accounting for Government Grants sejak 2003
and Disclosure of Government 20 20
Assistance
Leases 17 17 *) sejak 2004
Effects of Changes in Foreign ) | 2 *) sejak 2005
Exchange Rates
Sumber: htip:/fwww.iasplus.com
Tabel 3.14
Outstanding Exposure Draft
Nama Exposure Draft No. JAS | No. SFAS
Income Taxes 12 52
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 26 53
Financial Instruments: Disclosure and Presentation 32 54
Financial Instruments: Recognition and Measurement 39 55
Investment Property 40 56
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Employee Benefits 19 57

Sumber: http//wwaw.iasplus.com
Hingga bulan Oktober 2003, ED yang belum dikelvarkan adalah adopsi

terhadap IAS 15 (Information Reflecting on Effects of Changing Prices), IAS 30
{Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial
Institutions) dan [AS 41 (Agriculture), Sehingga saat itu tinggal 2 (duz) SFAS
yang tidak berbasis IAS yaitu SFAS No. 8A, Deferred Foreign Exchange
Differences dan SFAS No. 19A, Accounting for Investment in Debt and
Marketable Securities of Banks. Tetapi setelah pada bulan Januari 2004
dikeluarkan ED No. 59, Disclosures in the Financial Statements of Banks and
Similar Financial Institutions (berbasis 1AS 30) dengan proyeksi efektif Januari
2005 maka bisa dikatakan semua LASs yang berlaku pada saat itu telah diadopsi
sebagai Philippine Statements of Financial Accounting Standards dengan sebagian

diantaranya masih menunggu pengesahan pemberlakuan. Saat IASB
mengeluarkan IFRS 1, 2, 3, 4 dan 5, Filipina mengadopsinya dan efektif berlaku
pada tahun 2005.

Filipina telah mengadopsi semua IFRSs pada tahun 2005 dengan tanpa
melakukan modifikasi standar akuntansi. Standar yang berbasis IFRSs ini
diterapkan untuk semua entitas dengan akuntanbilitas publik. Termasuk
diantaranya sekuritas yang terdaftar di pasar moda! atau yang dalam proses fisting,
semua institusi keuangan termasuk perbankan, perusahaan asuransi, broker
sekuritas, dana pensiun, muiual fund dan entitas bank investasi, perusahaan
pelayanan publik; dan entitas lain yang signifikan secara ekonomi, dengan total
assets pada tahun 2004 minimal sebesar 250 juta peso atau 5 juta dollar Amerika
atau total iiabilities minimal sebesar 150 juta peso atau 3 juta dollar Amerika.
Untuk mengidentikkan standar akuntansi mereka dengan standar yang dikeluarkan
IASB, PASC mengubah nama SFASs menjadi Philippine Accounting Standards
(PASs) dan Philippine Financial Reporting Standards (PFRSs) sesuai dengan
nama [ASs dan IFRSs sebagai produk IASB.

Untuk perusahaan non-publik terutama perusahaan kecil dan menengah,
pada bulan Desember 2005, PASC menyetujui pemakaian sementara PAS 101,
Financial Reporting Standards For Non-Publicly Accountable Entities (NPAES)
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yang dikeluarkan oleh the Philippines SEC. Perusahaan non publik juga masih
difjinkan untuk menggunakan PASs sebelum berbasis IFRSs. Mereka diberikan
waktu dua tashun (2005 — 2007) untuk melakukan transisi ke PASs/PFRSs.
Perusahaan asuransi juga diberikan pengecualian oleh the Philippines SEC untuk
menggunakan beberapa standar PASs/PFRSs.

Tetapi sejak tahun 2006, PASC dengan persetujuan the Philippines SEC
melakukan beberapa modifikasi dan amandemen terhadap PASs/PFRSs agar
sesuai dengan kondisi lokal, yaitu: mengurangi segmen laporan pengungkapan,
beberapa instrumen keuangan vyang spesifik dikecualikan dari penerapan
ketentuan, kontrak derivatif komoditas dari perusahaan pertambangan
dikecualikan dari ketentuan, perusahaan asuransi diperbolehkan untuk
menggunakan PFRSs, untuk bank, kerugian dari penjualan non-performing asseis
diperbolehkan untuk diamortisasi selama masa manfaat dan beberapa perubahan
tambahan lain pada ketentuan IASB mengenai dana pensiun, kurs valuta asing dan
leasing. Untuk menggantikan PAS 101 yang sementara diberlakuken, per tanggal
1 Januari 2010 efektif berlaku PFRS for SMEs yang merupakan adopsi dari IFRS
for SMEs bagi perusahaan kecil dan meneugah Standar akuntansi ini wajib
digunakan perusahaan non publik dengan total assets dari 3 juta peso hingga 350
juta peso (70 ribu — 8 juta dollar Amerika) atau total liabilities dari 3 juta peso
hingga 250 juta peso (70 ribu — 5,5 juta dollar Amerika). Perusahaan non publik
yang berada dibawah standar minimal atau disebut micro entities diijinkan
menggunakan PFRS for SMEs atau standar akuntansi lain yang dapat diterima.

Meskipun sistem pelaporan pajak di Filipina adalah independen, tetapi
Bureau of Internal Revenue (BIR) sebagai otoritas pajak di Filipina telah
melakukan berbagai kegiatan untuk mempelajari implementasi pajak dari IFRSs.
Pada tahun 2006 dengan didukung USAID, BIR sudah mengadakan pelatihan
mengenai IFRSs beserta dampak perpajakannya kepada para pegawainya. Tahun
2007, BIR mengadakan diskusi internal untuk kembali mereview IFRSs dan
dampak perpajakannya. Sejauh ini belum ada kebijakan perpajakan untuk
merespon dampak IFRSs yang dikeluarkan.
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BAB4
KONVERGENSI IFRSs DI INDONESIA

4.1 Kondisi Perekonomian di Indonesia

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang sama-sama terkena krisis
moneter sejak tahun 1997, Indonesia adalah negara yang paling lambat melakukan
koreksi dan pemulihan. Sementara negara lain sudah mulai pulih beberapa tahun
setelah krisis, Indonesia masih saja berjuang. Sebelum krisis perekonomian
Indonesia tumbuh rata-rata 7 (tujub) persen per tahun. Tetapi begitu krisis yang
dimulai sejak bulan Juli 1997, pertumbuhan Indonesia mengalami kontraksi besar
sekali, yaitu hingga menyentub minus 13 persen pada tahun 1998. Hal tersebut
terkait dengan tingkat depresiasi nilai tukar yang melonjak drastis juga. Pada
bulan Juni 1997, nilai dollar Amerika masih dihargai sekitar 2.700 rupiah, namun
pada akhir 1997 dan awal 1998, nilai dollar Amerika melonjak menjadi sekitar
14.000 rupiah.

Hingga saat ini tingkat perfumbuhan ekonomi rata-rata pada masa setelah
krisis belum bisa menyamai tingkat pertumbuhan sebelum krisis. Negara lainnya
dapat lebih cepat pulih dari Indonesia disebabkan oleh struktur ekonomi dan
politik yang lebil baik dan kokoh daripada Indonesia. Claessens, Djankov dan
Lang (1999) sebagaimana dikutip Prasetyantoko (2008) menyebutkan bahwa
Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang sistem hukum, efisiensi
peradilan dan korupsinya tinggi. Krisis di Indonesia begitu parah dan panjang
karepa faktor institusi yang buruk dan perilaku yang panik serta tidak scsuai
gturan main. Kasus penyelewengan BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia}
menunjukkan betapa krisis justru mendorong perilaku korupsi.

Basri (2009) mengungkapkan fakta baru perekonomian Indonesia dimana
terjadi berbagai perubahan mendasar yang telah merombak bangunan ekonomi
Indonesia sedemikian rupa sehingga memunculkan masalah dan kerawanan ban‘l.
Apabila melihat Tabel 4.1 sepertinya tidak ada yang salah dengan perekonomian
Indonesia karena indikator-indikator makro ekonomi menunjukkan pertumbuban

147
Universitas Indonesla

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



148

yang cukup baik termasuk naiknya cadangan devisa, turunnya persentase utang
pemerintah terhadap PDB, turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran,

Tabel 4.1
Data Makroekonomti Indonesia
Sebelum Puncak Pasca Kirisis
Indikator Krisis Krisis

(1993 - 96) (1998) 2001-06 ; 2006 2009
‘Tingkat 7,7 -13,1 48 5,5 45
pertumbuban
ekonomi
{PDB, %)
Tingkat 12,2 -33,0 6,7 2,9 33
pertumbuhan
mvestasi (%)
Persentase 28,0 254 214 24,0 249
investasi terhadap
PDB (%)
Rata-rata kurs 2.210,0 10.013,0 | 93220 | 9.141,0 | 10.300
(Rp per US$ 1)
Ekspor 430 48,8 72,1 100,7 116,5
{milyar US$)
Impor 36,0 273 433 61,0 96,8
(milyar USS$)
Saldo neraca 7,0 21,5 287 39,6 19,7
perdagangan
(milyar US$)
Cadangan devisa 13,8 229 343 426 66,1
(US3)
Tingkat inflasi 8,7 58,5 9,6 6,6 2,78
(CP1, %)
Persentase saldo 1,2 2,0 -13 -1,0 -
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anggaran pada
PDB (%)

Persentase utang 24,3 74,1 57,8 39,1 28,0
pemerintah
terhadap PDB
(%)

Tingkat - - 9.7 10,3 7,87

pengangguran
(%)

Tingkat 17,6 234 17,2 17,8 14,2

kemiskinan (%)

Sumber: Kementerdan Koordinator Bidang Perekonomian, Kementetian Keuangan, Badan
Kebijakan Fiskal, Biro Pusat Statistik, World Bank, Basri (2009) dan berbagai sumber lainnya
Tetapi terdapat berapa indikator yang belum menunjukkan kinerja seperti pada
masa sebelum krisis moneter yaitu ftingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat
pertumbuhan investasi dan persentase nilai investasi terhadap PDB. Basri (2009)
mencatat terdapat 4 (empat) masalah baru yang mencuat di Indonesia pasca krisis
dan saling berkaitan satu sama lain yang secara aktual maupun potensial telah dan
akan membebani perckonomian Indonesia, yaitu: (1) kemerosotan tingkat
investasi riil/langsung; (2) perubahan saldo dan komposisi neraca transaksi
berjalan; (3) kemerosotan daya saing nasional; dan (4) penurunan kualitas
pertumbuhan ekonomi.

Kemerosotan tingkat investasi riil/langsung layak menjadi fokus utama
karena jika investasi menurun maka kegiatan-kegiatan produksi secara nasional
akan ikut menurun. Jika kegiatan produksi turun maka pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan akan merosot, baik dalam hal kuantitas yaitu persentase angka
perturnbuhan maupun dalam hal kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal
sama juga dialami beberapa negara Asia lainnya. Tingkat investasi di Korea
Selatan turun tetapi tidak setajam yang terjadi di nepara-negara Asia Tenggara
yang lemah dalam pemupukan fived investinent (investasi tetap) khususnya
Indonesia. Pembentukan investasi tetap di Indonesia sampai tahun 2008 masih
terus di bawah tingkatan yang ada pada masa sebelum krisis. Padahal investasi

tetap ini secara langsung menentukan investasi riil atau direct investment
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(investasi langsung), yaitu investasi yang secara langsung berkaitan dengan
produksi berupa pendirian pabrik, pengadaan teknologi baru, pembukaan lahan
baru, perekrutan tenaga kerja baru dan lain-lain, yang secara langsung akan
menciptakan produksi baru atau merambah produksi yang sudah ada, baik oleh
investor dalam maupun luar negeri.

Investasi langsung sendiri termasuk FDI yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan besar dari berbagai negara, selama ini merupakan kekuatan utama
yang menggerakkan perekonomian di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Menurut
World Bank (2005), keberadaan FDI di berbagai negara temyata berhubungan
langsung dengan pertumbuhan ekspor dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan di negara yang bersamgkutan, Secara umum persaingan
memperoleh dana FDI semakin sengit. Saat ini bermunculan sejumlah negara
yang sangat menggiurkan sebagai tujuan FDI, dengan Cina sebagai
primadonanya, Menurut majalah The Economist sebagaimana dikutip Basri
(2009), negara-negara seperti Cina, Hongkong SAR, Rusia, India, Meksiko dan
Brasil akan menjadi magnef-magnet raksasa penyedot sebagian besar FDI
sedangkan Indonesia yang menerima 6,6 milyar dollar Amerika dari FDI hanya
menempati peringkat 36 dari 82 negara yang disurvei. Posisi Indonesia jauh
dibelakang nepara kecil seperti Singapura yang berada di peringkat 15 dengan
penerimaan 27,1 milyar doliar Amerika. Kondisi ini tidak memadai untuk
mendorong pertwnbuban ekonomi nasional. Daftar proyeksi distribusi PMA
tahunan dari beberapa negara tahun 2007 — 2011 dapat dilibat di Lampiran 17.

Investasi riil yang diterima Indonesia pada kenyataannya justru lebih
rendah karena selain menerirna investasi dari luar negeri, Indonesia ternyata juga
melakukan investasi ke negara lain dan nilainya mencapai milyaran dollar,
Investasi yang dilakukan Indonesia ke luar negeri ini lebih berbentuk seperti
investasi portofolio karena yang diterima hanya laba, sementara penambahan
output, fasilitas produksi termasuk infrastruktur, penciptaan lapangan kerja dan
stimulus kegiatan ekonomi dinikmati oleh negara penerima investasi. Kondisi
tersebut menjadikan porsi total akumulasi investasi di Indonesia sangat rendah.
Data investasi masuk dan keluar Indonesia dari tahun 1998 sampai dengan tahun
2008 dapat dilihat di Lampiran 18.
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Selain itu rasio investasi terhadap GDP atanu PDB di Indonesia hanya
sebesar 5,2 persen yang notabene sangat rendah apabila dibandingkan dengan
negara-negara lainnya di dunia, bahkan apabila dibandingkan dengan negara-
negara Asia Selatan sekalipun, seperti Bangladesh, Sri Lanka atau Pakistan. Di
kawasan Asia Tenggara, rasio stok investasi Indonesia terhadap GDP notabene
termasuk yang terendah berdasarkan laporan UNCTAD pada tahun 2008. Data
rasio stok investasi terhadap GDP di sejumlah negara dapat dilihat di Lampiran

19.

Tabel 4.2
Rasio FDI Terhadap Pembentukan Investasi Tetap
Rasio FDI
Negara Terhadap
Pembentukan Investasi Tetap (%)
Bangladesh .
Sri Lanka 6,2
INDONESIA 6,4
Cina 8,0
India : 8,7
Taiwan 10,3
Vietnam 12,5
Filipina 14,1
Thailand 16,5
Malaysia 20,1
Pakistan 24,1
Kamboja 38,9
Singapura 79,5
ASIA 12,9

Sumber: UNCTAD, World Investment Report (2007)
Tabel tersebut diatas menggambarkan rendahnya rasio FDI terhadap

pembentukan investasi tetap di Indonesia. Posisi Indonesia hanya berada diatas
dua negara Asia Selatan yaitu Bangladesh dan Sri Lanka. Bahkan apabila
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dibandingkan dengan rata-rata negara Asia, rasio Indonesia masih jauh dibawah.
Merosotnya investast langsung menyebabkannya tidak lagi dapat menjadi sumber
utama pertambuban ekonomi. Di berbagai negara seperti Indonesia, sumber
pertumbuhan ekonomi yang utama telah bergeser ke konsumsi, belanja
pemerintah dan ekspor neto. Jika investasi langsung dikatakan sebagai “makanan
paling bergizi” maka tentu sumber-sumber pertumbuhan lain tidak sebaik
investasi. Konsumsi meningkat dan semakin kuat pengaruhnya dalam menopang
pertumbuban ekonomi, demikian pula halnya dengan belanja pemerintah. Tapi
karena konsumsi dan belanja pemerintah (di luar belanja investasi) tidak
berhubungan langsnng dengan oufput atau produksi, maka pertumbuhan ekonomi
vang dihasitkan juga tidak mencerminkan kenaikan kapasitas atau produksi il
darni ekonomi yang bersangkutan.

Situasi penurunan investasi langsung di seluruh kawasan menjadi lebih
berbahaya karena dalam waktu bersamaan ternyata tingkat pertumbuhan tabungan
domestik tidak mengalami banyak perubahan, meskipun kadang berfluktuasi dari
tahun ke tahun. Hal ini khususnya dialami oleh Indonesia dan negara-negara
tetangya yang pemah dilanda krisis moneter. Dengan demikian berarti tabungan
domestik lebih besar dan kian lebih besar daripada investasi yang disalurkan.
Dengan kata lain, total jumlah tabungan masyarakat sebenarnya terus melebihi
alokasi atau jumlah dana yang mengalir ke investasi produksti berkurang.

Selisih yang terus membesar tersebut dikarenakan aliran uvang dari
tabungan masyarakat lebih banyak mengalir ke investasi portofolio dalam
beberapa tahun terakhir dan jumlahnya kian membesar. Wujud investasinya
sangat bermacam-macam seperti saham, obligasi dan Sertifikat Bank Indonesia
(SBI). Bank-bank yang menerima tabungan atau dapa mmasyarskat (tabungan,
deposito berjangka dsb) bukannya menambah kredit sesuai dengan peningkatan
kemampuan pendanaannya karena penambahan tabungan dana masyarakat yang
mereka terima, melainkan justru lebih banyak lagi menyimpan dana masyarakat
tersebut dalam bentuk (SBI) yang juga membuahkan bunga meskipun tidak terlalu
banyak tetapi dijamin aman.

Sektor keuangan Indonesia mencatat perkembangan sangat pesat, seperti
halnya negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Persentase nilai wajar dari saham-
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saham perusahaan domestik yang terdaftar di bursa terhadap PDB meningkat
tajam. Jika tahun 1997 dan 2005 baru mencapai 12,2 persen dan 28,9 persen maka
di tahun 2009 telah mencapai 33 persen. Cina bahkan mencatat pertumbuhan
sangat cepat, jika tahun 1997 dan 2005 baru mencapai 11,2 persen dan 17,8
persen, maka di tahun 2009 melesat menjadi 100,5 persen. Karena terlaln
cepatnya, semakin lama sektor keuangan mulai meninggaikan sektor riil. Sejak
beberapa dekade terakhir, sektor kevangan sudah menjadi bisnis tersendiri. Uang
bukan cuma alat pembayaran, melainkan juga menjadi komoditas yang lazim
diperdagangkan. Secara giobal, perubahan tersebut mula: terjadi di awal tahun
1970-an tidak lama setelah Amerika Serikat melepaskan jaminan emasnya
terhadap dollar Amerika yang diedarkannya atau dikenal dengan peristiwa
runtuhnya the Bretton Woods System. Sejak saat itu sektor keuangan tumbuh uar
biasa dan besamya sekian kali lipat lebih besar daripada sektor riil. Jika di tahun
1985 nilai perdagangan aset keuangan mencapai 150 milyar dollar Amerika per
hari, maka pada akhir 1990 jumiahnya sudah lebih dari 1 trilyun dollar Amerika
per hari dan di tahun 2007 sudah mendekati 3 trilyun dollar Amerika per hari.
Fenomena bubble economy ini mudah pecah, melumpuhkan perekonomian dan
merugikan banyak orang, karena perkembangannya di sektor keuvangan memang
tidak lagi mencerminkan dinamika masyarakat secara riil. Berdasarkan data Bank
Indonesia (2008) yang dikutip Basn (2009) diketahui bahwa porsi FDI di
Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, sedangkan nilai investasi portofolio
justru semakin meningkat. Kondisi sektor keuangan dunia pada tahun 2009 dapat
dilihat di Lampiran 20.

Ancaman perekonomian bubble terlihat jika melihat kenyataan bahwa
pasar modal di Indonesia selama ini sangat didominasi oleh asing hingga
mencapai porsi hampir dua per tiga dari total nilai kepemilikan saham di bursa
efek. Meskipun jumlah akun investor lokal jauh lebih banyak dibandingkan
investor asing, tetapi investor asing justru menguasai hampir dua per tiga nilai
sekuritas yang diperdagangkan di bursa dengan nilai mencapai hampir 707 trilyun
rupiah. Jika dana asing tersebut pindah ke tempat lain di Ivar Indonesia maka
dapat dipastikan pasar modal di Indonesia akan terguncang. Hal ini menyebabkan
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Bank Indonesia (BI) menaikkan bunga hanya untuk menaikkan tingkat kompetitif
suku bunga dalam negeri untuk obligasi.

Tabet 4.3
Komposisi Kepemilikan Sekuritas
per bulan Juni 2008
Investor / Pemilik Jumlzah Nilai Persentase
Akun Sekuritas Akun (Milyar Rupiah) Nilai
Investor Asing
Reksa Dana 13 775,23 0,07
Lembaga Keuvangan 1.563 277.503,92 25,06
Perusahaan 265 76.129,20 6,88
Perusahaan Efek 86 16.828,18 1,52
Perorangan 919 805,10 0,07
Lainnys 1.763 334.703,53 30,23
Sub Total 4.639 706.745,16 63,82
Investor Lokal
Asuransi 189 28.434 80 2,57
Reksa Dana 206 42 082,76 3,80
Dana Pensiun 431 12.875,42 1,16
Lembaga Keuangan 67 3.968,80 0,36
Perusahaan 1.751 219.278,62 19,80
Perusahaan Efek - 354 28.803,54 2,60
Yayasan 63 1.273,75 0,12
Perorangan 102.933 63.284,63 5,72
Lainnya 82 571,19 0,05
Sub Total 106.076 400.573,51 36,18
TOTAL 110.715 1.107.318,67 100,00

Sumber: Bapepam-LK
Meskipun demikian masibh ada harapan bagi Indonesia untuk semakin

menarik bagi FDI karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh International

Institute for Management Development, dari tahun ke tahun posisi Indonesia terus
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menerus menunjukkan peningkatan, dari posisi 54 pada tahun 2007 menjadi posisi
35 pada tahun 2010 dengan total negara yang disurvei adalah 58 negara. Di Asia
Tenggara, posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand,
dan hanya berada di atas Filipina, Amerika Serikat, Singapura dan Hongkong
SAR adalah 3 (tiga) negara yang terus menerus berada di peringkat teratas selama
4 (empat) tahun terakhir. Data urutan daya saing dari 58 negara dapat dilihat di
Lampiran 21.

Tetapi kondisi Indomesia tidak mengunfungkan apabila melihat hasil
penilaian pengusaha Jepang tentang urutan prospek investasi di sejumlah negara.
Hasil survei dalam Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa urutan Indonesia semakin
menurun dari tahun ke tahun. Kondisinya jauh dibandingkan saat Indonesia tepat
sedang mengalami krisis moneter di tahun 1997. Pada saat itu posisi Indonesia
masih paling tinggi daya tarik investasinya di mata pengusaha Jepang
dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya,

Tabel 4.4
Penurunan Peringkat Penilaian Prospek Investasi di Indonesia
Di Kalangan Pengusaha Jepang

Peringkat 1997 2003 2004 2005 2006
1 Cina Cina Cina Cina Cina
2 Amerika Thailand Thailand India India
3 Indonesia | Amerika India Thailand | Vietnam
4 Thailand Viemam Vietnam Vietnam | Thailand
5 India India Amerika Amerika | Amerika
6 Vietnoam | Indonesia Rusia Rusia Rusia
7 Filipina Korea Indonesia Korea Brasil
8 Malaysia Taiwan Korea Indonesia Korea
9 Brasil Malaysia Taiwan Brasii Indonesia
10 Taiwan Rusia Malaysia Taiwan Taiwan

Sumber: Basri (2009) dikutip dari International Institute for Management Development, World
Competitiveness Yearbook dan JICA, berbagai edisi.

Penilaian berbagai lembaga internasiopal tentang kualitas perekonomian
internasional ternyata juga tidak

Indonesia sebagal tujuan investasi
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menggembirakan. Berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan oleh UNCTAD,
klasifikasi Indonesia sebagai tujuan investasi masuk dalam kelompok terbawah
yaitu kelompok negara yang Kinerja maupun potensi investasinya sama-sama
rendah.

Tabel 4.5
Pengelompokkan Negara oleh UNCTAD
Berdasarkan Kualitas Kinerja dan Potensi Investasi

Kinerja Kinerja Investasi Kinerja Investasi
Potensi Tinggi Rendah
Kelompok Papan Atas: | Dt Bawah Rata-rata:
Brunei Darussalam, Iran, Israel, Kuwait,
Potensi Investasi . . i
A Cina, Hong Kong, Filipina, Taiwan,
Tinggt

Malaysia, Singapura Thailand

Di Atas Rata-rata: Kelompok Paling
Azerbaijan, Tajikistan, | Payah:
Potensi Investasi . .
Vietnam Bangladesh, India,
Rendah . .
Palkdistan, Sa Lanka,
Indonesia

Sumber: Basri (2009) dikutip dari UNCTAD (2006)

Pada gilirannya penurunan daya saing investasi mengakibatkan penurunan
investasi sektor riil di Indonesia. Bukan hanya pengusaha asing yang enggan
berinvestasi di Indonesia, pengusaha lokal pun akan meuncari iahan investasi yang
lebik menarik di luar negeri. Proses globalisasi menjadikan kompetisi di antara
perusahaan-perusahaan internasional meningkat. Mereka akan mementingkan
penghematan biaya-biaya tetap seperti infrastruktur daripada biaya variabel
seperti harga bahan baku.

Meskipun mulai membaik tetapi berbagai perangkat hukum, prosedur
baku dan transparansi pemberlakuan peraturan yang menyangkut dunia usaha di
Indonesia masih dinilai buruk, ditambah dengan adanya korupsi. Kondisi
infrastruktur bahkan dinilai sangat buruk dan secara umum dinilai tidak memadai

untuk menopang perkembangan ekonomi Indonesia.
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Tabel 4.6
Perkembangan Peringkat Indonesia dari 58 Negara
Berdasarkan Penilaian Elemen-elemen Daya Saing

Indikator 2007 2008 2009 2010
Peringkat Keseluruhan 54 51 42 35
Kinerja Ekonomi 55 52 41 27
Efisiensi Pemerintah 46 38 33 23
Efisiensi Bisnis 45 44 38 34
Kondisi Infrastruktur 54 53 55 55

Sumber: Intemetional Institte for Management Development, World Competitiveness Yearbook
(2010)
Hal negatif lainnya yaitu buruknya pelaksanaan good corporate

governance di Indonesia yang meliputi kaidah transparency (transparansi),
accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab) dan fairmess
(kewajaran). Secara umum terdapat 3 (tiga) masalah yang menyebabkan
pelaksanaan good corporate governance di Indonesia masih begitu lemah.
Pertama, banyak perusahaan yang masih terbelakang atau belum dibentuk untuk
memainkan peran penting di pasar. Kedua, pasar sendiri tidak bekerja secara
optimal dan lingkungan bisnisnya tidak kompetitif. Ketiga, sistem hukum yang
lemah dan lembaga-lembaga yang menangani dan menjalankan aturan main itu
sendiri maupun keseluruhan penegakan peraturan administratif masth lemah,
termasuk didalamnya penegakan peraturan di bursa efek atau standarisasi laporan
akuntansi. Lemahnya elemen-clemen dasar penopang perekonomian dan
buruknya good corporate governance mengakibatnya Indonesia harus menerima
kenyataan bahwa negara ini semakin tidak menarik sebagai tujuan investasi
langsung asing (FDI). Skor corporate governance di sejumlah negara Asia dapat
dilihat di Lampiran 22.

Pemerintah Indonesia sendiri memandang sekior finansial sebagai
indikator utama keberhasilan dan cerminan dari kepercayaan investor terhadap
pemerintah. Tidak heran jika Presiden menyempatkan waktunya untuk membuka
perdagangan di BEI dan mengunjungi New York Stock Exchange di sela
kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat. Basri (2009) mengindikasikan hal ini

sebagai bercokolnya sistem financially driven capitalism di Indonesia.
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Perusahaan-perusahaan yang /listing di BEI tidak mencerminkan struktur
perekonomian. Sektor pertanian menyumbang 15 persen di dalam PDB,
sedangkan bobot perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertanian dalam
perhitungan IHSG (indeks harga saham gabungan) hanya 1,3 persen. Sebaliknya
kontribusi sektor keuangan di dalam PDB relatif kecil yaitu 8,2 persen, tetapi
bobot sektor tersebut dalam perhitungan IHSG sangat besar yaitu 28,3 persen
Sebagian besar dari mereka mungkin hanya berspekulasi untuk meraup
keuntungan dari aksi jangka pendek jual beli saham, bukan investor sejati yang
lebih mengutamakan ekspektasi jangka panjang.

Di sisi lain jumlah cadangan devisa Indonesia relatif sangat kecil jika
dibandingkan dengan ukuran ekonomi Indonesia itu sendiri, sebesar 57,019
milyar dollar Amerika pada tahun 2008. Jumiah tersebut hanya mencapai sekitar
41,8 persen jumlah cadangan devisa Malaysia (136,543 milyar dollar Aﬁleﬁka)
dan sckitar 22,6 persen dari jumlah cadangan devisa Singapura (252,180 milyar
dollar Amerika). Dengan jumlah cadangan kecil, Indonesia justru menyimpan
dana-dana milik asing, berupa hutang, saham dan obligasi, yang sangat besar.
Dengan dana asing sebanyak 135,054 milyar pada tahun 2008, maka Indonesia
menduduki peringkat keempat Asia dalam soal kepemilikan dana asing setelah
Cina, Taiwan dan India. Dengan demikian, dana milik asing di Indonesia yang
sewaktu-waktu bisa pergi mencapai 237 persen dari cadangan devisa yang
tersedia. Hal ini sudah memperlihatkan rawannya posisi Indonesia, dibanding
Cina, Taiwan dan India yang memiliki cadangan devisa lebih besar.

Tabel 4.7
Elemen Penenfu Tingkat Kerawanan Eksternal
( Mityar USS)
. Tingkat
Utang Saham Obligasi Total
Kerawanpan
Negara Jangka Milik Milik Dana
Ekstern
Pendek Asing Asing Asing
(%)
INDONESIA | 39,054 79,000 17,000 135,054 237
Korea 260,446 194,000 49,500 504,346 208
Filipina 17,497 18,500 0 35,997 97
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Taiwan 85223 | 162,000 1,480 | 248,703 88
Malaysia 25427 | 39,000 | 32,100 | 96,527 71
India 36,617 | 140,000 | 5,000 181,617 59
Thailand 26363 | 35,000 1,500 62,863 54
Vietnam 2,000 6,000 0 8,000 34
Cina 262,572 | 20,000 0 289,572 16

Catatan: Data sabam dan obligasi Vietnam dan Cina tidak dipisabkan sehingga data sahamnya
mencakup pula obligasi

Sumber: Basri (2009) dikutip dari CITI's Asia Macro Views, "Measuring Asia’s External
Vulrerability”, 8 Qktober 2008,

4.2 Sejarah Standar Akuntansi di Indonesia

Ketika Orde Baru meraih kekuasaan di Indonesia pada tahun 1965,
Indonesia berada dalam krnsis ekonomi terburuk sejak memproklamasikan
kemerdekaannya di tahun 1945. Antara tahun 1961 hingga 1965, kondisi ekonomi
semakin menurun. Nilai ekspor menurun tajam dari 750 juta dollar Amerika
menjadi 450 juta dollar Amerika. Tahun 1960 tingkat inflasi mencapai 20 persen
per tahun tetapi pada tahun 1965 meningkat tajam hingga mencapai 600 persen.
Para teknokrat yang dipimpin Emil Salim kemudian menjadi sosok paling
berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Presiden
Suharto mengakui bahwa kelangsungan hidup pemerintabannya akan tergantung
dari kemampuan untuk merenegosiasi hutang, mengamankan bantuan asing,
mempromosikan investasi ke Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Tujuan-tujuan tersebut tidak dapat tercapai selama pemerintahannya tidak dapat
menarik modal asing kembali ke Indonesia dan mendapatkan dukungan dari IMF,
World Bank dan lembaga donor intemasional lainnya. Langkah ini membuat
perilaku pemerintah Indonesia berubah dari kebijakan radikal populis dan
nasionalis intervensionis menjadi kebijakan berbasis teknokrat.

Untuk dapat menarik modal asing tersebut, pemerintah membesikan
perhatiannya kepada reformasi akuntansi dengan tujuan menghidupkan kembali
pasar modal di Indonesia (Rosser, 1999). Hal ini disebabkan pada masa Presiden
Sukarno, pemerintah menasionalisasi semua perusahaan Belanda di tahun 1958
dan menghentikan perdagangan saham di perusahaan-perusahaan Belanda pada
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tahun 1960 yang secara efektif membuat pasar modal di Indonesia tidak mampu
bertahan dan akhirnya tutup pada tahun 1968. Para teknokrat menyadari Indonesia
membutuhkan pasar modal yang mampu berfungsi dengan baik untuk menarik
modal asing kembali masuk ke Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia saat itu
masih berpegang pada apa yang disebut goed koopman's gebruik atau adat
kebiasaan pedagang yang baik (Kartikahadi, 2010).

Sebagai langkah awal untuk membangkitkan kembali pasar modal di
Indonesia, mereka mendirikan Tim Penyiapan Pasar Modal dan Uang dibawah
koordinasi Gubernur BI untuk membuat rekomendasi kepada bank sentral
mengenai kebijakan pasar modal dan uang, Tahun 1970 dan 1972, para teknokrat
mendirikan 2 (dua) badah lain, kembali di bawah Gubernur BI, untuk memulai
proses pengaktifan kembali pasar modal sekaligus untuk mengawasi aktivitas
tersebut. Sebagai bagian dari tugas badan tersebut, mereka bertanggung jawab
untuk menghasilkan seperangkat standar akuntansi kenangan dan audit pada tahun
1973 bekerja sama dengan LAl Standar akuntansi tersebut akhirnya tersusun pada
tahun 1973 dan disebut dengan nama PAI yang merupakan kumpulan dari prinsip
dasar, praktik, metode dan teknik akuntansi. Secara formal, PAI dikeluarkan oleh
Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (KPAI) TAI. Dengan berbasis pada studi
penelitian AICPA pada tabun 1965 berjudul “Inventory of Generally Accepted
Accounting Principles for Business”, PAI lebih ditekankan kepada isu-isu
akuntansi secara umum daripada menyediakan petunjuk detil tentang praktek
akuntansi. Isi PAI sangat sederhana, terdiri dari Pendahuluan dan 5 (lima) Bab
yaitu Laporan Keuangan, Pendapatan dan Biaya, Aktiva, Hutang dan Kewajiban,
Modal Sendin, serta dilengkapi Daftar Istilah (Kartikahadi, 2010).

Kehadiran PAI dalam prakteknya tidak mendapat dukungan perundang-
undangan. Undang-undang perseroan Indonesia yang banyak mengambil hukum
Belanda hanya meminta pembukuan dibuat dan disimpan dengan akun-akun yang
cukup memadai. Tidak ada permintaan spesifik bahwa pelaporan keuangan harus
disusun sesuai dengan PAI atau seperangkat standar lain. Karena alasan tersebut
dan diijinkannya perusahaan oleh PAI untuk mengacu standar akuntansi dari
negara lain jika sebuah praktik akuntansi belum diatur di PAI, mengakibatkan
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banyak perusahaan masih dengan bebas melakukan pembukuan dengan cara yang
bervariasi.

Meskipun PAI banyak memiliki kelemahan teknik, pemerintah tidak
melakukan satu tindakan pun untuk melakukan proses reformasi akuntansi hingga
satu dekade ke depan. Alasan utama dari hal tersebut adalah karena pada era tahun
1970-an terjadi the oil boom dimana terjadi peningkatan harga minyak yang luar
biasa antara tahun 1973-1974 dan kemudian terjadi lagi antara tahun 1979-1981.
Dampaknya nilai ekspor minyak dan gas bumi Indonesia meningkat tajam dari
1,6 milyar dollar Amerika (50,1 persen dari total nilai ekspor) di tahun 1973
menjadi 18,4 milyar dollar Amerika (82,6 persen dari total nilai ekspor) di tahun
1982. Pada saat yang sama pendapatan pemerintah dari minyak dan gas bumi juga
meningkat dari 382 milyar rupiah (39,5 persen dari total pendapatan pemerintah)
di tahun 1973/1974 menjadi 8,6 trilyun rupiab (lebih dari 70 persen dari total
pendapatan pemerintah) di tahun 1981/1982. Kondisi ini menyebabkan rencana
pemerintah untuk terus melakukan reformasi akuntansi menjadi menguap. Dengan
limpahan petrodoliar yang terus mengalir ke kas pemerintah membuat pemerintah
merasa tidak perlu untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pasar modal
untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia.

Situasi boom minyak imi juga mengakibatkan kaum birokrat politik
mengambil alih kendali pemenntahan dari kaum teknokrat dalam berbagai
kebijakan ckonomi, termasuk menghilangkan rencana reformasi akuntansi dari
agenda. Bahkan saat Indonesia kembali mendirikan pasar modal di tahun 1977,
tidak diikuti dengan reformasi akuntansi. Tujuan utama pendirian kembali pasar
modal juga telah berubah dari rencana semula. Pada pertengaban tahun 1970-an
banyak terjadi demonstrasi mahasiswa dan kritik dari berbagai kelompok yang
menghendaki diakhirinya domimasi Cina dan asing dalam perekonomian
Indonesia. Karena alasan ini, pemerintah memutuskan untuk mendirikan kembali
pasar modal di Indonesia, bukan sebagai mekanisme untuk meningkatkan modal
asing, tetapi lebih sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan dari
perusahaan-perusahaan besar (terutama asing) kepada orang Indonesia. Situasi ini
membuat tidak ada kebutuban dari pemerintah untuk melakukan reformasi
akuntansi, Redistribusi kekayaan melalui pasar modal menghasilkan beberapa
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regulasi yang justru mengurangi permintaan asing terhadap saham-saham
Indonesia. Rendahnya permintaan terhadap saham Indonesia juga berdampak
pada semakin rendahnya permintaan akan informasi akuntansi yang baik dan
kebutuhan untuk melakukan reformasi akuntansi.

Jatuhnya harga minyak dunia pada pertengahan tahun 1980-an dan adanya
banyak tekanan terhadap pemerintah, membuat rencana reformasi akuntansi
kembali masuk dalam agenda pembahasan. Jatuhnya harga minyak dunia
mengurangi nilai ekspor dan pendapatan pemerintah dari sektor minyak dan gas
bumi. Tahun 1986 nilai ekspor minyak dan gas bumi Indonesia jatuh ke angka 8,3
milyar dollar Amerika. (56 persen dari total nilai ekspor) dan pendapatan
pemerintah dari sektor minyak dan gas bumi turun ke angka 6,3 trilyun rupiah
(39,3 persen dari total pendapatan pemerintah). Pemerintah tidak mermiliki banyak
pilihan kecuali untuk menghidupkan kembali pasar modal Indonesia. Selama ini
pasar modal di Indonesia secara drastis melambat dari tabun 1977 hingga
pertengahan tahun 1980-an. Hanya 24 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta (BET) hingga akhir tahun 1988. Kondisi negara vang sangat membutuhkan
sumber baru dari dana investasi mendorong pemerintah untuk mengeluarkan
kebijakan yang mengijinkan masukaya modal asing melalui investasi portofolio
ke Indonesia. Kebijakan 1ini dirancang oleh kaum teknokrat dengan
mengggunakan pendekatan strategi pasar modal untuk meningkatkan infrastruktur
pasar modal, termasuk diantaranya melalui permintaan pelaporan keuangan yang
berkualitas.

Tetapi dalan langkah selanjutnya pemerintah lebih fokus pada deregulasi
pasar modal daripada reformasi akuntansi dan lembaga lainnya. Permintaan
pelaporan keuangan yang berkualitas dikhawatirkan justru akan menurunkan niat
para konglomerat untuk go public. PAI sendin sebenamya sudah direvisi di tahun
1983 menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di Amerika Serikat dimana
APB beralih menjadi FASB yang berdampak perubahan signifikan pada US
GAAP. Tujuan utama dari paket deregulasi pasar modal adalah untuk mengatur
kembali pasar modal Indonesia dengan mengeliminasi batasan pada pergerakan
harga saham, memberikan jaminan ijin kepada investor asing untuk membeli
saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ, menyederhanakan prosedur
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untuk issuing dan listing sekuritas, ;menyamakan perlakuan pajak untuk bunga
dan dividen dan mengurangi peran perusahaan investasi yang dimiliki negara
dalam pembelian dan penjualan saham, underwriting dan operating mutual fund.

Beberapa tahun kemudian, tekanan kepada pemerintah semakin kuat untuk
melakukan proses reformasi akuntansi. World Bank mengkritik kebijakan
akuntansi oleh pemerintah. Mereka berpendapat bahwa reformasi dalam akuntansi
sangat diperlukan jika Indonesia ingin melanjutkan proses pembangunan ekonomi
dan pengembangan pasar modalnya. Pada laporan tahun 1993 mengenai kondisi
perekonomian Indonesia, World Bank menegaskan bahwa Indonesia
membutuhkan sistem akuntansi dan audit yang berkualitas untuk menegakkan
kedisiplinan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Pengaruh World Bank yang
sangat besar dalam meningkatkan investasi dan bantuan asing sangat dibutuhkan
oleh Indonesi,a akibatnya pemerintah berada dibawah tekanan untuk segera
melaksanakan saran dari World Bank. Kondisi lain yang memaksa pemerintah
untuk segera melakukan reformasi akuntansi adalah munculnya beberapa skandal
keuangan yang dilakukan beberapa perusahaan besar seperti Bank Duta, Plaza
Indonesia Realty dan Barito Pacific Timber.

Meskipun jumlah perusahaan konglomerat yang go public di BEJ semakin
berkembang sejak deregulasi, lebih dari 200 perusahaan terdaftar di BEJ pada
pertengahan tahun 1990-an, tetapi mereka tidak mempunyai niat untuk
menyajikan tingkat pengungkapan dan frapsparansi laporan keuangan yang
dibutuhkan oleh investor. Hasilnya pasar modal di Indonesia berkembang menjadi
pasar yang memiliki risiko sekuritas sangat tinggi dan menjadi tempat spekulasi
arus modal. Tekanan World Bank, kondisi pasar modal dan beberapa skandal
kevangan yang terjadi menjadi pendorong bagi pemerintah untuk segera
melakukan perbaikan terhadap kualitas laporan kcuangan di Indonesia dan
mentrasformasi pasar modal yang sebelumnya ibarat berbentuk kasino menjadi
tempat unfuk mermobilisasi arus investasi jangka panjang.

Akhimya pada tahun 1994, pemerintah memperkenalkan seperangkat
standar akuntansi kevangan baru yang diberi nama SAK untuk menggantikan
PAL Meskipun secara formal dikeluarkan oleh DSAK IAI standar baru tersebut
dihasitkan dari proyek kerjasama beberapa lembaga dan organisasi, yaitu IAI
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Bapepam, Arthur Andersen dan World Bank sebagai penyandang dana proyek
{Rosser, 1999). Berbeda dengan PAI yang berbasis US GAAP, SAK sebagian
besar mengacu ke IASs yang dikeluarkan IASC sehingga menyediakan
seperangkat aturan akuntansi yang lebih komprehensif dari PAI. Bersamaan
dengan itu, pemerintah juga meluncurkan proyek kerjasama dengan World Bank
untuk pengembangan regulasi akuntansi Indonesia di masa depan terrnasuk
melakukan pelatihan bagi para akuntan profesional. Proyek tersebut diberi nama
“Second Accountancy Development Project” dan memakan biaya hingga 34 juta
dollar Amerika selama 6 (enam) tahun pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas
pelaporan keuangan bagi pemerintah dan sektor swasta. Proyek tersebut
diharapkan akan menghasilkan 40 standar akuntasi keuangan.

Kartikahadi (201G) menjelaskan pergantian nama PAI menjadi SAK untuk
menyesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial, ekonomi dan bisnis serta
peran laporan akuntansi keuangan di era globalisasi. PAI tidak membedakan
prinsip dan konsep dasar dengan standar. Dalam PAI, prinsip, konsep dasar dan
standar tercampur menjadi satu. Prinsip dan konsep dasar seharusnya secara
relatif lebih bersifat baku dan tidak berubah-ubah mengikuti perubahan keadaan
atau kebutuhan. Sedangkan standar sebagai pedoman aplikasi dan merupakan
konsesus yang harus diikuti para praktisi, dapat berubah sesuai perkembangan
keadaan. Pencantumar nama “Indonesia” dalam PAI selain tidak menguntungkan
dan mempersempit jangkauan ruang dalam era globalisasi juga sangat
mengaburkan makna, karena PAI sebenamya berisikan standar terbatas bidang
akuntansi keuangan dan udak mengatur bidang akuntansi lain yang ada di
Indonesia.

Meskipun SAK disusun berbasis [ASs yang dikeluarkan IASC, tetap ada
perbedaan antara keduanya. Pertama, beberapa IASs tidak diadopsi dikarena tidak
sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kedua, SAK mengatur hal tertenfu yang
belum diatur oleh IAS. Dan ketiga, beberapa PSAK sengaja disusun lain dari IASs
karena pertimbangan hukum dan keadaan yang berbeda. Dengan demikian
sebenamya Indonesia sudah melakukan proses konvergensi ke standar akuntansi
internasional sejak tahun 1994.
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Pada bulan Maret 1995, pemerintah melanjutkan proses reformasi
akuntanst dengan mengeluarkan undang-undang perseroan bamu yang
memasukkan persyaratan pelaporan keuvangan berbasis SAK dalam beberapa
pasalnya. Undang-undang baru tersebut mewajibkan kepada semua perusahaan
untuk melakukan pembukvan dan menyiapkan laporan keuwangan berdasarkan
SAK, kecuali terdapat beberapa faktor yang membuat mereka tidak dapat
melakukannya. Selain itu, undang-undang ini meminta kepada perusahaan yang
terdaftar di bursa efek untuk melakukan audit eksternal dari akuntan publik
terhadap laporan keuangan yang mereka sajikan. Direksi dan komisaris harus
bertanggung jawab terhadap segala informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan termasuk apabila informasi tersebut tidak bemar dan menyesatkan
sehingga merugikan pihak lain. Pengaturan akuntansi juga dimasukkan ke dalam
perundang-undangan pasar modal Indonesia untuk mengatur format laporan
keuangan dan mencegah perusahaan berakuntabilitas publik dar penyajian
informasi keuangan yang tidak benar dan menyesatkan, Akuntan publik yang
mepemukan perusahaan yang melanggar hukum dan menilai perusghaan tersebut
dalam krisis finansial, diwajibkan untuk melaporkan ke Bapepam. Direksi,
komisaris dan pemegang saham diwajibkan untuk melaporkan peristiwa penting
vang dapat mempengaruhi harga saham.Undang-undang pasar modal baru juga
meminta bond issuer untuk melaporkan bagaimana dana yang mereka dapatkan
dari masyarakat akan digunakan.

Saat krisis moneter menghantam Indonesia dan Asia Tenggara pada tahun
1997, banyak analis ckonomi yang menyebutkan lemahnya praktik akuntansi
sebagai penyebab krisis. Alasannya banyak investor asing yang meragukan uang
investasi yang ditanamnya telah dikelola dan dilaporkan dalam pembukuan sesuai
dengan standar akuntansi internasional (Rosser, 1999). Alan Greenspan, Gubernur
Bank Sentral Amerika Serikat saat itu mengkritik praktik akuntansi di negara-
negara Asia dan mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat bahwa krisis tidak
akan reda sampai negara-negara yang terkena krisis mengadopsi aturan akuntansi
dan audit yang lebih baik dan lebih jelas. World Bank juga membuat pernyataan
tentang krisis moneter yang berkaitan dengan praktik akuntansi dengan
memanggil perwakilan kantor akuntan besar yang termasuk dalam The Big Five
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yaitu PricewaterhouseCoopers, Deloitte and Touche, KPMG Peat Marwick, Ernst
and Young dan Arthur Andersen, untuk tetap mempertahankan nama brand
kantor jika afiliasi mereka di negara-negara berkembang tidak menyetujui
penggunaan standar akuntansi dan auditing internasional. Keinginan negara untuk
memperbaiki kepercayaan investor dan meparik bantuan asing, membuat
pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain memberi perhatian khusus terhadap
kritik-kritik tersebut.

Untuk menanggapi berbagai kritik dari dunia internasional terhadap
prakiik akuntansi di Indonesia, tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan
yang mewajibkan senwa perusahaan yang memiliki aset 50 milyar rupiah atan
lebih untuk mempublikasikan laporan keuangannya dan diaudit oleh auditor
eksternal. Seperangkat regulasi baru untuk tata kelola perusahaan diterapkan
untuk perusahaan-perusghaan yang terdaftar di bursa efek. Perusahaan go public
wajib memberikan 30 persen tempat di Dewan Direksi kepada pihak independen
yang akan memimpin komite audit internal perusahaan. Pihak independen harus
berasal dari individu yang tidak mempunyai hubungan dengan pemilik saham
mayoritas, direksi dan perusahaan lain yang tergabung dalam grup perusahaan.

Sampai dengan tanggal I Januari 2007, DSAK JAI telah mengeluarkan 55
PSAK termasuk PSAK mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Sebagian PSAK
tersebut mengambil referensi lokal dari peraturan pasar modal yang dikelnarkan
Bapepam-LK dan peraturan pada bidang khusus lainnya yaitu dapa pensiun,
asuransi, koperasi, kerjasama operasi, migas, pertambangan, kehutanan,
pertanahan, telekomunikasi, kerjasama jalan tol, reksa dana, sewa guna usaha dan
perbankan. Referensi juar yang dipakai yaitu US GAAP dan terutama yaitu [ASs
yang memang telah mempengaruhi sebagian besar isi PSAK sejak 1994. Sejalan
dengan tren konvergensi dan perkembangan dumia usaha, standar akuntansi
keuangan yang berlaku untuk sektor swasta kemudian berkembang dari single
standard menjadi iriple standard dengan memasukkan SAK yang berlaku untuk
entitas dan transaksi syariah (SAK Syariah) dan standar akuntansi kevangan untuk
entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).
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Tabel 4.8
Daftar SAK Yang Berlaku
Per 1 Januari 2007

No. SAK Referensi

1. PSAK 1 (Revisi 1998), ] IAS 1 (Revised 1997),
Penyajian Laporan Keuangan Presentation of Financial

Statements

2. PSAK 2 (1994), Laporan Arus | IAS 7 (Revised 1992), Cash Flow
(Reformat 2007) Statements

3. PSAK 3, Laporan Keuangan | APB Opinion No. 28 (1973),
Interim (Reformat 2007) Interim Financial Statements

4. PSAK 4, Laporan Keuangan | IAS 27 (1989), Consolidated and
Konsolidasi (Reformat 2007) Separate Financial Statements

5. PSAK 5 (Rewvisi  2000), | IAS 14 (Revised 1997), Segment
Pelaporan Segmen Reporting

6. | PSAK 7, Hubungan Pihak-Pihak | IAS 24 (1984), Related Party
yang Mempunyai Hubungan | Disclosures
Istimewa (Reformat 2007)

7. PSAK 8 (Revisi 2003), Peristiwa | IAS 10 (1978), Events after the
Setelah Tanggal Neraca Balance Sheet Date

8. PSAK 10, Transaksi dalam Mata | IAS 21 (Revised 1993), The
Uang Asing (Reformat 2007) Effects of Changes in Foreign

Exchange Rates

5. PSAK 11, Penjabaran Laporan| -
keuangan Dalam Mata Uang
Asing (Reformat 2007)

10. | PSAK 12, Pelaporan keuangan | IAS 31 (Revised 1990), Financial
mengenai  Bagian Partisipasi [ Reporting of Interests in Joint
Dalam Pengendalian Bersama | Ventures
Operasi dan Aset

11. { PSAK 13, Properti Investasi IAS 25 (1986), Accounting for

Investments

Universitas Indonesla

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



168

12. | PSAK 14, Persediaan (Reformat j IAS 2 (Revised 1993), Inventories
2007)

13. | PSAK 15, Akuntansi Untuk | IAS 28 (Revised 1989),
Investasi Dalam Perusahaan | Accounting for Investments in
Asosiasi (Reformat 2007) Associates

14. | PSAK 16, Aset Tetap IAS 16 (Revised 1993), Property,

Plant, and Equipment
15. |PSAK 18, Akuntansi Dana | e 1AS 26 (1987), Accounting
Pensiun and Reporting by Retirement
Benefit Plans
* Peraturan-peraturan  tentang
dana pensiun di Indonesia,
terutama UU No. 11/1992)

16. | PSAK 19 (Revisi 2000), Aset [ IAS 38 (1998), Intangible Assets
Tidak Berwujud

17. | PSAK 21, Akuntansi Ekuitas Peraturan-peraturan yang

mengatur perseroan di Indonesia
serta beberapa SFAS mengenai
alcuntansi ekuitas

18. | PSAK 28 Akuntansi | IAS 22 (Rewvised 1993),
Penggabungan Usaha (Reformat | Accounting for Business
2007) Combinations

19. | PSAK 23, Pendapatan (Reformat | IAS 18 (1993), Revenue
2007)

20. | PSAK 24 (Revisi 2004), Imbalan | IAS 19 (Revised 2000), Empioyee
Kerja Benefits

21. [ PSAK 25, Laba Atau Rugi | IAS 8 (Revised 1993), Net Profit

Bersih Untuk Periode Berjalan,
Kesalahan  Mendasar  dan
Perubahan Kebijakan Akuntansi
(Reformat 2007)

or Loss for the Period,
Fundamental Errors, and Changes

in Accounting Policies
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22. | PSAK 26 (Revist 1997), Biaya | 1AS 23 (Revised 1993), Borrowing
Pinjaman (Reformat 2007) Costs

23. |PSAK 27 (Revisi 1998), | Peraturan-peraturan mengenai
Akuntansi Perkoperasian | koperasi di Indonesia
(Reformat 2007)

24. | PSAK 28 (Revisi 1996),| « SFAS60,91,97,113,120
Akuntansi Asuransi dan | « Peraturan-peraturan mengenai

Kerugian asuransi di Indonesia

25. | PSAK 29, Akuntansi Minyak | « SFAS 19,25, 69
dan Gas Bumi e Peraturan-peraturan  tentang

migas di Indonesia

26. | PSAK 30, Sewa + SFASI3
+ Peraturan-peraturan mengenal

sewa guna di Indonesia

27. | PSAK 31 (Revisi 2000),| « IAS 30 (1990), Disclosures in

Akuntansi Perbankan the Financial Statements of
Banks and Similar Financial
Institutions

« Bank for International
Settlement (BIS)

« Peraturan-peraturan mengenai
perbankan di Indonesia

28. | PSAK 32, Akuntansi Kehutanan | Peraturan-peraturan mengenai

kehutanan di Indonesia
29. | PSAK 33, Akuntansi | Peraturan-peraturan mengenai
Pertambangan Umum pertambangan di Indonesia
30. {PSAK 34, Akuntansi konfrak | IAS 11  (Revised  1993),
Kontruksi Accounting for  Construction
Contracts
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3l

PSAK 35, Akuntansi Pendapatan
Jasa Telekomunikasi

Peraturan-peraturan mengenai

telekomunikast di Indonesia

32

PSAK 36, Akuntansi Asuransi

Jiwa

« SFAS 60, 81, 91,97, 113, 120
o Peraturan-peraturan mengenai

asuransi jiwa di Indonesia

33

PSAK 37, Akuntansi
penyelenggaraan  Jalan  tol
(Reformat 2007)

Peraturan-peraturan mengenai

manajemen jalan to! di Indonesia

34,

PSAK 38 (Revisi 2004),
Akuntansi Restrukturisasi
Ekuitas Sepengendali

APB 16,29

35.

PSAK 39, Akuntansi kerjasama
Operasi (Reformat 2007)

Peraturan-peraturan mengenat

kerjasama operasi di Indonesia

36.

PSAK 40, Akuntansi Perubahan
Ekuitas Anak Perusahaan /
Perusahaan Asosiasi

Beberapa  prinsip ~ akuntansi
Amerika Serikat

37.

PSAK 41, Akuntansi Waran
(Reformat 2007)

» APB Opinion No. 14 (1969},
Accounting for Convertible
Debt and Debt Issued with
Stock Purchase Warrants

s Peraturan-peraturan Bapepam-
LK di Indonesia

38.

PSAK 42 Akuntansi Perusahasn
Efek (Reformat 2007)

« SFASI2
« Peraturan-peraturan Bapepam-
LK di Indonesia

39.

PSAK 43, Akuntansi Anjak
Piutang (Reformat 2007)

« SFAS 77, Reporting by
Transferor for Transfers of
Receivables with Recourse

o Peraturan-peraturan Bapepam-
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LK di Indonesia
40. | PSAK 44, Akuntansi Aktivitas | SFAS 66, Accounting for Sales of
Pengembangan Real Estate | Real Estate
(Reformat 2007)
41. | PSAK 45, Pelaporan Keuangan | SFAS 117, Financial Statements of
Organisasi Nirlaba (Reformat | Not-for-Profit Organizations
2007)
42. tPSAK 46, Akuntansi Pajak | IAS 12 (1996), Income Taxes
Penghasilan (Reformat 2007)
43. | PSAK 47, Akuntansi Tanah Peraturan-peraturan pertanahan di
Indonesia
44, | PSAK 48, Penurunan Nilai Aset | JAS 36 (1998), Impairment of
Assets
45 { PSAK 49, Akuntansi Reksa | Peraturan-peraturan mengenai
Dana reksa dana di Indonesia
46. | PSAK 50, Instrumen Keuangan: | SFAS No. 115, Accounting for
Penyajian dan Pengungkapan Certain Investments in Debt and
Equity Securities
47. | PSAK 51 (Revisi 2003), [ ARB 43, Ch. 7 Capital Accounts,
Akuntansi Kuasi-Reorganisasi Section A: Quasi Reorganizations
or Corporate Readjustment
48. | PSAK 52, Mata Uang Pelaporan | SFAS No. 52, Foreign Currency
Translation
49. | PSAK 53, Akuntansi | SFAS 123, Accounting for Stock-
Kompensasi Berbasis Saham Based Compensation
50. [ PSAK 54, Akuntansi | SFAS 15, Accounting by Debtors
Restrukturisasi ~ Utang-Piutang | and Creditors for Troubled Debt
Bermasalah Restructuring
51. | PSAK 55, Instrumen Keuangan: | SFAS 133, Accounting for

Pengakuan dan Pengukuran

Derivatives  Instruments  and
Hedging Activities
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52. {PSAK 56, Laba Per Saham | IAS 33 (1997), Eamings per Share

(LPS)
53. | PSAK 57, Kewajiban | IAS 37 (1998), Provisions,
Diestimasi, Kewajiban | Contingent Liabilities and

Kontijensi dan Aset Kontijensi Contingent Assets
54, | PSAK 58, Operasi Dalam |IAS 35 (1998), Discontinuing

Penghentian Operations
55. | PSAK 359, Akuntansi Perbapkan | » Fatwa MUI
Syariah » Rerangka Konseptual untuk

Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan untuk
Transaksi Syari’ah

e Standar  akuntansi  yang
diterbitktan oleh = AAOFI
{Accounting and Auditing

Organization for Islamic).

Sumber: diolah dari Deloitte and Touche (2007)
Ringkasan dari tabel diatas yaitu: 28 PSAK disusun dengan mengacu kepada IAS,

20 PSAK dikembangkan dengan mengacu kepada US GAAP, 8 PSAK
dikembangkan sendiri oleh DSAX TAI, dan 1 PSAK tentang perbankan syari’ah
mengacu kepada standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAQOFI serta peraturan-
peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.

4.3 Perkembangan SAK berbasis IFRSs

Peringatan ulang tahun IAI ke-51 pada bulan Desember 2008 dijadikan
momentum untuk mendeklarasikan rencana Indonesia melakukan konvergensi
IFRSs dalam pengaturan standar akuntansi keuangan. Pengaturan perlakuan
akuntansi yang konvergen dengan IFRSs akan diterapkan untuk penyusunan
laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.
Sasaran konvergensi adalah merevisi SAK agar secara material sesuai dengan
IFRSs versi 1 Januari 2009 dan akan dilakukan secara bertahap.
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Berdasarkan proposal konvergensi yang dikeluarkan IAI, proses ini akan
dibagi dalam 3 (tiga) tahap vaitu tahap adopsi, tahap persiapan dan tahap
implementasi. Tahap adopsi dilakukan pada tahun 2008 - 2010 dengan
mengadopsi seluruh IFRSs yang berlaku per tanggal 1 Januari 2009 ke dalam
SAK. Tahap persiapan dilakukan pada tahun 2011 untuk menyiapkan seluruh
infrastruktur pendukung untuk implementasi SAK yang sudah mengadopsi
selurvh IFRSs. Tahap implementasi dilaksanakan tahun 2012 dimana pada tahap
ini dilakukan penerapan SAK yang telah mengadopsi seluruh IFRSs bagi
perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntanbilitas publik. Arah pengembangan
SAK dilakukan IAI dengan mengkategorikan PSAK yang sudah ada. PSAK yang
tidak sama dengan IFRSs akan dilakukan revisi atau dibuat PSAK baru. PSAK
yang mengatur industri khusus akan dihilangkan dan dibuat pedoman akuntansi.
PSAK yang sudah sama dengan IFRSs akan dipertahankan. PSAK untuk hal yang
belum atau tidak diatur dalam [FRSs akan tetap dikembangkan.

Meskipun program konvergensi IFRSs baru diluncurkan IAI pada bulan
Desember 2008, proses konvergensi JASs/IFRSs ke dalam SAK sudah dimulai
sebelum itu dengan dikeluarkannya PSAK 50 (Revisi 2006), PSAK 55 (Revisi
2006), PSAK 13 (Revisi 2007), PSAK 16 (Revisi 2007), PSAK 30 (Revisi 2007),
PSAK 14 (Revisi 2008) dan PSAK 26 (Revisi 2008). Karena mempertimbangkan
kesiapan institusi kenangan, penerapan PSAK 50 (Revisi 2006), PSAK 55 (Revisi
2006) dan PSAK 26 (Revisi 2008) berlaku mulai 1 Januari 2010, Sedangkan
keempat PSAK revisi lainnya sudah berlaku mulai 1 Januari 2008 (kecuali PSAK
14 mulai 1 Januari 2009). PSAK 13 (Revisi 2007) mengenalkan model nilai wajar
sebagai alternatif model biaya dalam pengukuran setelah pengakuan awal
(subsequent measurement), PSAK 16 (Revisi 2007) mengijinkan model revaluasi
selain model biaya untuk digunakan dalamm pengukuran aset tetap karena
sebelumnya revaluasi aset tetap dilarang kecuali apabila peraturan pemerintah
mengijinkan. PSAK 30 (Revisi 2007) menekankan klasifikasi sewa guna usaha
dengan priusip substance over form. Sedangkan PSAK 14 (Revisi 2008) hanya
mengijinkan metode FIFO dan average untuk mengukur persediaan dan
mengijinkan penggunaan nilai wajar. Keempat hal tersebut membawa implikasi
perpajakan baru yang menambah rumit rekonsiliasi fiskal yang harus dilakukan
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wajib pajak pada laporan keuangannya. Sejauh ini DJP sebagai otoritas
perpajakan baru pada tahap melakukan diskusi dan evaluasi terhadap perbedaan-
perbedaan yang terjadi.

Tabel 4.9
SAK Revisi Berbasis IASs/TFRSs
Tahun 2006 - 2008
No. SAK Tgl Efektif Referensi
1. {PSAK 50 (Revisi| 1 Januari2010 |IAS 32, Financial
2006), Instrumen Instruments: Presentation
Keuangan: Penyajian and Disclosure
dan Pengungkapan
2. |PSAK 55 (Revisi| 1 Januari2010 |IAS 39, Financial
2006), Instrumen Instruments: Recognition
Keuangan: Pengakuan aud Measurement
dan Pengukuran
3. [PSAK 13 (Revisi| 1 Januari 2008 |IAS 4Q, Investment
2007}, Properti Property
Investasi
4, |PSAK 16 (Revisi| 1 Januari2008 | IAS 16, Property, Plant and
2007), Aset Tetap Equipment
5. |PSAK 30 (Revisi| 1 Januari 2008 |IAS 17, Leases
2007), Sewa
6. |PSAK 14  (Revisi | 1 Januari 2009 | IAS 2, Inventories
2008), Persediaan
7. |PSAK 26 (Revisi| 1 Januari 2010 [ IAS 23, Borrowing Costs
2008), Biaya Pinjaman

Sumber: diolah dari berbagai sumber
Gelombang kedua implementasi SAK revisi yang sudah mengadopsi

IASs/TFRSs akan melanda Indonesia tanggal 1 Januari 2011 dimana saat itu 15
PSAK Revisi berbasis IASs/IFRSs akan mulai efektif berlaku.
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Tabel 4.10
SAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs
Tahun 2009 - 2010

No. SAK Tgl Efektif Referensi

i. [PSAK 1 (Revisi 2009), | 1 Januari 2011 |IAS 1, Presentation of
Penyajian Laporan Financial Statements
Keuvangan

2. | PSAK 2 (Revisi 2009), | 1 Januari20t1 |IAS 7, Cash Flow
Laporan Arus Kas Statements

3. | PSAK 4 (Revisi 2009), | 1 Janvari 2011 {IAS 27, Consolidated and
Laporan Keuangan Separate Financial
Konsolidasian dan Statements
Laporan Keunangan
Tersendin

4. | PSAK 5 (Revisi 2009), | 1 Januvari 2011 | IFRS 8, Operating
Segmen Operasi Segments

5. | PSAK 12 (Revisi| 1Januar 2011 ] IAS 31 Interests in
2009), Bagian Joint Ventures
Partisipasi dalam
Ventura Bersama

6. |PSAK 15 (Revisi| 1Januari 2011 [IAS 28, Investment in
2009), investasi pada Associates
Entitas Asosiasi

7. |PSAK 25 (Revisi | 1Japuari 2011 | IAS g, Accounting
2009), Kebijakan Policies, Changes in
Akuntansi, Perubahan Accounting Estimates and
Estimasi Akuntansi dan Errors
Kesalahan

8. |PSAK 48 (Revisi | 1Januari2011 |JAS 36, Impairment of
2009), Penurunan Nilai Assets
Aset

9. (PSAK 57 (Revisi| 1Januari 2011 | IAS 37, Provisions,
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2009), Provisi, Contingent Liabilities and
Liabilitas Kontinjensi Contingent Assets
dan Aset Kontinjensi

10. |PSAK 58 (Revisi| 1Japuari2011 |IFRS 5, Non-Cumrent
2009), Aset Tidak Assets Held for Sale and
Lancar yang Dimiliki Discontinued Operations
untuk  Dijual  dan
Operasi yang
Dihentikan

11. | PSAK 7 (Revisi 2010), | 1 Januari 2011 | IAS 24, Related-Party
Pengungkapan Pihak- Disclosures
pihak yang Mempunyai
Hubungan Istimewa

i2. | PSAK 10 (Revisi | 1 Januari 2012 {IAS 21, The Effects of
2010), Pengaruh Changes in  Foreign
Perubahan Nilai Tukar Exchange Rates
Valuta Asing

13. |PSAK 19  (Revisi | 1 Januari2011 | IAS 38, Intangible assets
2010), Aset Tidak
Berwujud

14, {PSAK 22 (Revisi | 1 Januari 2011 | IFRS 3, Business
2010), Kombinasi Combinations
Bismis

15. | PSAK 23 (Revisi { 1 Januari 2011 | IAS I8, Revenue
2010), Pendapatan

16. { PSAKETAP 1 Januari 2011 | IFRS for SME

-Sumber; diolah dar berbagai sumber

Farahmita (2010) mengidentifikasi beberapa penyesuaian atau perbedaan

antara PSAK 1, Penyajian Laporan Keuangan dengan IAS 1, Presentation of
Financial Statements. Hal ini berarti DSAK IAI tidak mengadopsi seluruh bagian

IAS 1 ke dalam PSAK 1. Perbedaan tersebut yaitu:
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a. Entitas syariah tidak menggunakan PSAK 1, tetapi menggunakan SAK
Syariah.

b. Penerapan 1AS 1 untuk entitas nirlaba dan entitas sektor publik dihilangkan
karena entitas nirlaba diatur dalam PSAK 45, Pelaporan Keuangan Organisasi
Nirlaba (berbasis US GAAP) dan entitas sektor publik menggunakan Standar
Akuntansi Pemerintah.

c. Penerapan IAS 1 untuk reksa dana dan koperasi juga dihilangkan karena
diatur di PSAK 49, Akuntansi Reksa Dana dan PSAK 27, Akuntansi
Perkoperasian yang merupakan standar akuntansi pengembangan IAI sendiri.

d. Dilakukan beberapa penyesuaian pada ilustrasi Laporan Posisi Keuangan.

Selama tahun 2010, IAI telah mengadakan 3 (tiga) kali public hearing
untuk meminta tanggapan, saran dan masukan terkait dengan ED yang telah
dikeluarkan oleh DSAK IAI sebelum menjadi SAK. Sesuai roadmap konvergensi
IFRSs, kesepuluh ED diharapkan berlaku efektif ssbagai SAK per tanggal 1
Januari 2012, Daftar lengkap ED PSAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs yang
dikeluarkan selama tahun 2010 dapat dilihat di Lampiran 23.

Dengan telah dikeluarkannya ED sebagaimana tersebut diatas, berarti
hanya tinggal 7 (tujuh) IASs/IFRSs yang belum diadopsi oleh DSAK IAI hingga
tanggal 30 Agustus 2010. Sebagian besar standar yang belum diadopsi tersebut
mengatur sektor-sektor tertentu seperti asuransi, konstruksi, pertanian dan aset
mineral. Asuransi selama ini diatur pada banyak PSAK yang terpisah, aset
mineral diatur dalam PSAK 33, konstruksi dalam PSAK 34 dan pertanian dalam
PSAK 14 dan PSAK 16. Khusus untuk laba per saham, PSAK 56 yang selama ini
mengatur hal tersebut memiliki banyak kesamaan dengan 1AS 33,

Tabel 4.11
Sisa JASS/IFRSs Yang Belum Diadopsi
Per 30 Agustus 2010
No. Nama Nama Standar
1 I[FRS 1 | First-time Adoption of International Financial Reporting

Standards

2 IFRS 4 { Insurance Contracts
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IFRS 6 | Exploration for and Evaluation of Mineral Assets

IFRS 9 | Financial Instruments

3

4

5 IAS 11 | Construction Contracts
6 IAS 33 | Eamings Per Share

7 IAS 41 ; Agriculture.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Purba (2010) mengidentifikasi beberapa isu yang perlu mendapat

perhatian dengan dikeluarkannya SAK berbasis IASs/IFRSs sebagai berikut:

a.

Revaluasi aset tetap tidak diakui sebagai laba melainkan sebagai bagian dari
ekuitas. Revaluasi aset tetap tidak hanya menaikkan nilai aset tetapi juga dapat
menurunkan nilai aktiva yang belum atau pernah direvaluasi.

Laporan keuangan dapat dilaporkan dalam mata uang manapun. Tetapi akan
lebih baik jika laporan keuangan dilaporkan dengan menggunakan mata uang
fungsionalnya. Jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uvang
fungsional, maka manajemen wajib melakukan prosedur remeasurement untuk
mengukur kembali saldo-saldo yang ada pada laporan keuangan tersebut ke
dalam mata vang pelaporan.

Pemegang saham dikelompokkan sebagai bagian dari pihak yang memiliki
hubungan istimewa. pemegang saham BUMN adalah negara, sedangkan
pemerintah adalah penyelenggara negara. Dalam kasus BUMN, hams bisa
dibedakan saat kapan pemerintah bertindak sebagai pemegang saham
mewakili negara dan saat kapan pemerintah bertindak sebagai regulator,
Laporan keuangan interim harus disajikan dengan kualitas penyajian dan
pengungkapan “condensed financial statements” atau laporan keuangan
dengan penyajian yang dipadatkan.

IASs/IFRSs harus diterapkan sescara konsisten dengan berlandaskan pada
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.
Sebapian besar standar akuntansi dan pelaporan keuangan di IASs/IFRSs
menggunakan dasar nilai wajar sebagai basis penilaian atas aset, saham,
obligasi dan lain-fain. Nilai wajar ditentukan dengan 3 (tiga) jenjang yaitu
harga pasar resmi, harga pasar produk sejenis dan nilai wajar yang ditentukan
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appraisal. Dalam menentukan nilai wajar, prioritas utama ditekankan pada
penggunaan harga pasar resmi aset yang dinilai.

g. Di Indonesia tidak terdapat lembaga financial accounting standard setter yang
netral dan independen yang bertugas untuk menerbitkan dan melegitimasi
suatu standar akuntansi dan pelaporan keuvangan. Begitu juga dengan due
process yang harus dilalui oleh suatu standar akuntansi dan pelaporan
keuangan agar dapat dikatakan “generally accepted accounting principles”
dianggap tidak lengkap.

h. Di Indonesia saat ini diberlakukan dua sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan yaitu sistem akuntansi kevangan konvensional dan sistem akuntansi
syariah.

i. Penerjemahan [FRSs menjadi SAK.

j. Sumber daya manusia dan dunia pendidikan di Indonesia masih belum

menunjukkan kesiapan menhadapi implementasi IFRSs di tahun 2012.

4.4 Promotor Konvergensi IFRSs di Indonesia

Di Indonesia selain DSAK IAIl sebagai penyusun standar akuntansi,
Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan BI
adalah 2 (dua) motor utama penggerak konvergensi IFRSs di Indonesia. Meskipun
pemerintah mendukung konvergensi IFRSs karena komitmennya kepada G-20
tetapi posisi ketiganya sebagai promotor tidak lepas dari keanggotaannya di
lembaga atan organisasi internasional yang sangat mendukung tujuan IASB
melakukan konvergensi IFRSs ke standar akuntansi nasional tiap negara. 1Al
anggota IFAC, Bapepam-LK anggota IOSCQO dan BI anggota BIS.

Bapepam-LK menjadi anggota IOSCO sejak 1984 dan bahkan merupakan
salah saiu negara pertama diluar benua Amerika selain Perancis, Korea Selatan
dan Inggris yang mendaftarkan diri sebagai anggota di organisasi yang semula
dibentuk sebagai perkumpulan pengawas pasar modal di benua Amerika. Menurut
Whulandari (2010), otoritas pasar modal Indonesia mendukung konvergensi IFRSs
karena kebutuhan untuk melindungi investor terutama investor publik,
mendukung kesepakatan forum negara-negara G-20, mematuhi rekomendasi
ROSC (Report on the Observance of Standards and Codes) atas akuntansi,
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auditing dan tata kelola perusahaan sebagai pelaksanaan Financial Sector
Assessment Program (FSAP)’, komitmen terhadap skema ASEAN Capital Market
Forum (ACMF)® dan mengikuti 30 I0SCO principles.

Salah satu prinsip IOSCO mensyaratkan standar akuntansi dan auditing
yang berkualitas tinggi dan diterima secara internasional serta mekanisme yang
layak dalam menyusun dan menginterpretasikan standar akuntansi dan auditing
berkualitas tinggi. Hasil ROSC tahun 2006 menyebutkan PSAK tidak jfil!
converged dengan IASs/IFRSs, SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) tidak
converged ke ISA (Intemational Standards of Auditing) dan peraturan tentang
akuntan publik periu disahkan. ROSC merekomendasikan arah kegiatan badan
penyusun standar akuntansi di Indonesia seharusnya ditujukan untuk mencapat
konvergensi penuh dengan IFRSs. Sedangkan ACMF dibentuk dengan tujuan
untuk mendorong negara-negara ASEAN (Association of South East Asia
Nations) untuk mengadopsi praktik akuntansi terbaik di internasional dalam
standar transparansi dan telah bersepakat untuk mengadopsi IFRSs dan ISA
sebagai standar yang digunakan untuk penyusunan dan audit atas {aporan
keuvangan.

Pengguna SAK di pasar modal yang diwajibkan IFRSs yaitu emiten, reksa
dana, perusahaan efek, manajer investasi dan SROs (Bursa Efek Indonesia,
Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia). Bagi
pasar modal sendiri keuntungan konvergensi IFRSs adalah menghilangkan
pembatas arus investasi antar negara, meningkatkan kualitas informasi kenangan
sehingga lebih transparan, meminimalkan bias dan meningkatkan komparabilitas,
memudahkan koordinasi pelaporan untuk kepentingan dalam dan lvar negen,
mengurangi biaya operasi MNCs dan mendorong adanya cross border offering.

Untuk mendukung program konvergensi IFRSs di Indonesia, Bapepam-
LK mendukung IAI dalam beberapa kegiatan, yaitu:

* FSAP merupakan program kerjasama IMF dan World Bank untuk menilai stabilitas dan
pengembangan sistem keuangan suatu negara dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan
dan untuk mendorong tercapainya stabilitas ekonomi malzo dan stabilitas sistem keuangean
domestik dan internasional,

¢ ACMF merupakan forum regulalor pasar modal yang fokus untuk melakukan
harmonisasi peraturan dan regulasi dalam rangka mencapai integrasi pasar modal di lingkungan
ASEAN.
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a. Membantu DSAK ITAI dalam penerjemahan dan pengkajian IFRSs : IAS 1,
Presentation of Financial Statements; IFRS 3, Business Combination; dan
IFRS 2, Share Based Payment.

b. Mengkaii dan memberikan tanggapan atas ED PSAK yang diterbitkan oleh
DSAK IAL

¢. Mengkaji dampak konvergensi IFRSs terhadap industri pasar modal seperti
pencaButan PSAK berbasis industri (telekomunikasi, perbankan, dana pensiun
dan lain-lain), PSAK 49, Akuntansi Reksa Dana dan pencabutan PSAK 42,
Akuntansi Perusahaan Efek. Pencabutan ini membuat Bapepam-LK bersama
DSAK IAI menyusun draft peraturan tentang Pedoman Penyajian Laporan
Keuangan Reksa Dana berbentuk KIK dan merevisi Pedoman Akuntansi
Perusahaan Efek (PAPE).

Dari sisi moneter, BI sebagai pemegang otoritas terkena dampak dad
diterapkannya PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK S5 (Revisi 2006) mulai 1
Januari 2010. PSAK 50 (Revisi 2006) mengharuskan laporan keuangan
menyajikan  informasi  yang memampukan pemakai laporan keuangafl
mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang berasal dari instrumen keuangan yang
dimiliki oleh perusahaan pada tanggal pelaporan. Penyajian dilakukan baik atas
informasi kualitatif maupun Kkuantitatif Sedangkan PSAK 55 (Revisi 2006)
memberikan pedoman pengakuan, pengukuran dan penghentian pengkuran aset
keuangan dan kewajiban keuangan termasuk instrumen derivatif. Standar tersebut
memberikan pedoman pengakuan dan pengukuran koﬁtraic penjualan  dan
pembelian item keuangan. Pada saat pengakuan awal, aset dan kewajiban
keuangan diukur dengan menggunakan nilai wajar.

Kedua PSAK revisi berbasis IASs/IFRSs tersebut akan mempengaruhi
laporan keuangan bank yang diwajibkan memenuhi PKPM (Persyaratan
Kecukupan Permodalan Minimum) Bank sesuai ketentnan Basel II Accord. Tidak
heran jika Basel Committee on Banking Supervision atau BIS masuk sebagai
peninjau dalam Monitoring Board of IASCF dan menjadi anggota IFRS Advisory
Coancil. Penghitungan CAR (current asset ratic) dalam Basel II Accord
dilakukan dengan membagi modal dengan total nilai aset tertimbang menurut
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resiko (ATMR). Penilaian aset berupa instrumen keuangan berdasarkan nilai
wajar dan risiko dari aset itu sendiri, berpengaruh langsung pada tinggi rendaknya
CAR. BI yang merupakan anggota BIS harus menjaga kedisiplinan pelaksanaan
PSAK 50 (revisi) dan PSAK 55 (revisi) sebagai penentu PKPM.

4.5 Motif Konvergensi IFRSs di Indonesia

Pembahasan motif konvergensi IFRSs di Indonesia akan dilihat dari teori
ekonomi politik dari perspektif globalisasi ekonomi, terutama dengan pendekatan
kapitalisme global; dan teoni regulasi akuntansi keuangan dari perspektif pro-
regulasi. Dari dua sudut pandang tersebut diharapkan dapat memperlihatkan
bahwa fenomena konvergensi IFRSs yang berkembang ke seluruh dunia terutama
bukan disecbabkan oleh kualitas standar akuntansi global itu sendiri tetapi
dikarenakan lemahnya posisi negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia,
menghadapi pihak eksternal yaitu lingkungan masyarakat global dan kepentingan
investor global serta perusahaan multinasional yang menginginkan keseragaman
praktik akuntansi dan penyajian pelaporan kevangan di dunia.

4.5.1 Perspektif Globalisasi Ekonomi: Pendekatan Kapitalisme Global

Sistem kapitalisme terlalu condong ke motif kewtungan dan persaingan
tapi gagal melindungi kepentingan umum melalui pembuatan keputusan secara
bersama-sama. Sistem ini memberi kekuasaan terlalu banyak pada negara-negara
di pusat sistem ekonomi global. Kita hidup dalam ekonomi global yang tidak
hanya bercirikan perdagangan bebas atas barang dan jasa tetapi lebih-lebih cleh
pergerakan modal yang bebas. Angka suku bunga, angka nilai tukar dan harga
saham di berbagai negara saling berkaitan erat dan pasar uang global sangat besar
pengarubnya pada kondisi ekonomi. Unfuk peran menentukan yang dimainkan
oleh modal vang internasional pada kesejahteraan masing-masing negara maka
cukup tepat apabila Soros menyebutnya sebagai sistem kapitalisme global.

Sistem ini sangat menguntungkan modal vang yang bebas bergerak ke
mana saja dan memberi keuntungan lebih banyak yang pada gilirannya
mendatangkan pertumbuban cepat bagi pasar vang global. Hasilnya adalah berupa
sistem perputaran raksasa, yang menghisap modal ke lembaga-lembaga keuangan
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dan pasar di pusat sistem ekonomi global kemudian mengalir keluar dari pusat
sistem ekonomi global, baik secara langsung dalam bentuk kredit dan investasi
portofolio ataupun secara tidak langsung mclalui perusahaan-perusahaan
multinasional. Modal mendatangkan banyak keuntungan, suatu peningkatan
dalam kapasitas produksi, maupun perbaikan metode produksi dan berbagai
inovasi lain. Hal ini membuat negara-negara saling bersaing menarik dan
menahan modal, terrnasuk Indonesia, dan jika ingin sukses, mereka harus
mendahulukan syarat-syarat modal internasional dengan menomor-dugkan tujuan-
tujuan lain.

Hubungan antara negara yang berada di pusat sistem ekonomi global dan
di luar pusat sistem ekonomi global sangat timpang. Negara-negara di pusat tidak
hanya lebih kaya tetapi juga lebih stabil karena mengontrol masa depannya
sendiri. Pemilikan modal oleh pihak asing merampas otonomi negara-negara di
luar pusat sistem dan sering menghambat perkembangan lembaga-lembaga
demokrasi. Arus modal internasional sering diselingi “bencana”. Akibatnya lebih
sulit untuk mempertahankan modal di negara di luar pusat sistem dibanding
negara di pusat sistem, dan kaum kapitalis di negara-pegara di luar pusat sistem
seperti Indonesia cenderung mengakumulasikan modalnya di luar negeri.
Kesenjangan meningkat dan kerugian yang menimpa negara-negara di luar pusat
sistem secbagai akibat keanggotaannya dalam sistemn kapitalisme global terkadang
melebihi keuntungan yang mereka dapatkan.

Sistem kapitalisme global sebenamya bukan barang baru, bahkan tidak
tergolong bam. Pendahulu-pendahulunya sudah ada sejak negara-negara kota (city
states) Italia dan konfederasi Hanseatic League’ di Jerman menyatukan berbagai
entitas politik dengan ikatan-ikatan bisnis dan keuangan. Kapitalisme menjadi
dominan dalam abad ke-19 dan tetap demikian sampai kemudian runtuh oleh
Perang Dunia 1. Rezim yang berkuasa sekarang mempunyai beberapa ciri yang
membedakannya dari wujud sebelumnya. Ciri pembeda kapitalisme global saat ini
adalah gerakan modal yang bebas. Perdagangan internasional di bidang barang
dan jasa belum cukup menciptakan ekonomi global. Faktor-faktor produksi pun

? Hanscatic League dicetuskan oleh Duke Henry the Lion of Saxony pada tahun 1159 di

Lubeck, Jerman Utara untuk menciptakan aliansi ekonomi dan perdagangan antara kota-kota di
Jerman dalam rangka menghapus batasan atau penghalang yang sering menghambat perdagangan.
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harus dapat saling dipertukarkan. Tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya
tidak bergerak dan penduduk tidak mudah bergerak, sehingga mobilitas modal
dan informasi yang berperan dalam integritas ekonomi,

Oleh karena modal vang lebih bebas dan fleksibel dibanding investasi
fisik, maka modal uang menempati posisi yang istimewa. Modal tersebut dapat
menghindari negara-negara yang pajak atau peraturannya terlatu berat. Sedangkan
dalam investasi fisik, begitu sebuah pabrik dibangun, sulit untuk
memindahkannya. Meskipun perusahaan multinasional menikmati fleksibilitas
dalam penentuan harga transfer dan dapat melakukan tekanan-tekanan pada saat
membuat keputusan investast modal, fleksibilitas tersebut tidak sebanding dengan
kebebasan memilih yang dinikmati oleh para investor portofolio internasional.
Peluang-peluang investasi yang dipilih biasanya lebih besar di pusat ekonomi
global daripada di luar pusat ekonomi global. Semua faktor ini berpadu untuk
menarik modal ke pusat-pusat nang dan mengalokasikannya melalui pasar uang,
Ttulah sebabnya mengapa pasar uang begitu dominan di dunia dewasa ini dan
mengapa pengaruhnya meroket begitu cepatnya.

Gerakan modal yang bebas merupakan femomena yang cukup hebat
apabila melihat kondisi pada akhir Perang Dunia II dimana kebanyakan ekonomi
negara bersifat nasional, perdagangan internasional sedang dalam keadaan surut
dan baik investasi langsung maupun transakst vang praktis terhenti. Lembaga-
lembaga Bretton Woods, IMF dan World Bank, kemudian didesain untuk
membuat perdagangan internasional berkembang di dunia yang pada saat itu sepi
dari pergerakan modal internasional. World Bank dimaksudkan untuk mengisi
kekurangan kredit finansial yang dapat menutup ketidakseimbangan neraca
perdagangan. Modal internasional mengalir ke negara-negara berkembang vntuk
mengeksploitasi sumber daya alam. Beberapa negara iebih memilih
menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing daripada mendorong pertumbuhan
investasi asing. Nasionalisasi industri-industri strategis marak pula terjadi di
Eropa. Sebagian besar investasi di negara-negara berkembang berbentuk G to G
(government to government atau pemerintah ke pemerintah). Perdagangan
internasional akhirnya beranjak pulih yang kemudian diikuti berkembangnya
investasi langsung. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat pindah ke Eropa,
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kemudian ke bagian-bagian dunia yang lain. Perusahaan-perusahaan yang berasal
dari negara lain menyusul. Banyak industri, seperti mobil, obat-obatan dan
komputer, mulai didominasi oleh perusahaan multinasional. Sedangkan pasar
uang internasional berkembang lebih lambat karema banyak mata vang yang
belum sepenuhnya dapat dipertukarkan dan banyak negara bertahan
mengendalikan sendiri transaksi modalnya. Pengendalian modal baru dihapus
secara bertahap.

Maraknya pasar kapitalisme global sebenarnya berawal dari peristiwa di
tahun 1970-an. Saat itu, negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam
OPEC menaikkan harga minyak pada tahun 1973 dari 1,90 menjadi 9,76 dollar
Amerika per barel. Negara-negara pengekspor minyak, termasuk Indonesia, saat
itu menikmati surplus besar-besaran secara tiba-tiba (dikenal dengan o#f boom).
Kemudian pada tahun 1979, karena perang Iran-Irak, harga minyak naik lagi dari
12,70 menjadi 28,76 dollar Amerika per barel. Akibatnya negara-negara
pengimpor minyak harus menanggung defisit besar. Yang menarik, surplus dana
negara-negara pengekspor minyak justru dialirkan ke bank-bank komersial di
Amerika dan Eropa atas desakan atau bujukan pemerintah-pemerintah Barat untuk
mendaur ulang surplus dana tersebut. Furo-dollar pun akhirnya ditemukan dan
pasar-pasar uang di luar negeri semakin berkémbang pesat.

Perkembangan pasar vang internasional mendapat dorongan kemajuan
besar pada tahun 1980-an, ketika Margareth Thatcher dan Ronald Reagan
memegang kekuasaan di Inggris Raya dan Amerika Serikat dengan program
memisabkan pemerintahan dari ekonomi dan memberi kesempatan pada
mekanisme pasar untuk bekerja. Ini berarti pemberiakuan disiplin moneter ketat,
yang pada mulanya berdampak menjebloskan dunia dalam resesi dan
mempercepat terjadinya krisis utang internasional, Ekonomi dunia memerlukan
beberapa tahun untuk memulihkan diri. Sejak saat itu, ekonomi global menikmati
periode panjang ekspansi yang dapat dikatakan tanpa interupsi. Sekalipun terjadi
krisis-krisis periodik, perkembangan pasar vang internasional telah berakselerasi
mencapai titik yang dapat disebut benar-benar global. Pergerakan nilai tukar
valuta, tingkat suku bunga dan indeks harga saham di berbagai negara sangat erat
berkaitan. Bukan suatu kebetulan jika pada pertengahan tahun 1980-an, Indonesia
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kembali mengaktifkan kembali pasar modalnya dengan beberapa deregulasi
keuangan yang dikeluarkan untuk mendukung hal tersebut.

Jika demikian, kapan sebepamya rezim kapitalisme global yang ada
sekarang ini dimulai? Apakah di tahun 1970-an, ketika pasar vang luar negeri
ditetapkan dalam euro-dollar? Apakah di awal tahun 1980-an ketika Thatcher dan
Reagan memegang tampuk pimpinan di negara mereka? Atau di tahun 1989 saat
Uni Soviet bubar dan kapitalisme menjadi benar-benar bebas untuk bergerak
mengglobal? Saya berpendapat rezim kapitalisme global dimulai pada awal tahun
1980-an karena pada saat itulah fundamentalisme pasar menjadi sangat dominan
di negara-negara Barat.

Dalam Kkapitalisme global, keseimbangan keuntungan sangat berpihak
kepada pemilik modal, sehingga sering dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan
multinasional dan pasar uang internasional dengan suatu cara telah menggeser
kedaulatan negara. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Negara-negara masih
tetap bisa mempertahankan kedaulatannya dan melancarkan otoritas hukum dan
otoritas penegakannya vyang tidak mumgkin dimiliki oleh individu atau
perusahaaan. Tetapi memang terdapat ‘kekuatan besar’ yang menggerogoti
kedaulatan negara secara lebih halus.

Meskipun pemerintah mempertahankan kekuasaannya untuk campur
tangan dalam ekonomi, tetapi mereka semakin tunduk pada kekuatan persaingan
global. Jika pemerintzh suatu negara miembuat kondisi-kondisi yang tidak
menguntungkan bagi modal, maka modal tersebut akan lari ke luar dari negara
tersebut. Sebaliknya jika pemerintah tetap menjaga kondisi positif seperti
menaikkan tingkat suko bunga atau pemberian insetif bagi perdagangan yang
diharapkan, justru dapat memupuk akumulasi modal. Jadi sistem kapitalisme
global sebenarnya adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak negara berdaulat
dimana masing-masing berjalan dengan kebijakannya sendiri, tetapi setiap negara
akan tunduk pada kompetisi global, tidak hanya perdagangan tetapi juga dalam
lalu-lintas modal. Hal inilah yang membuat sistem kapitalisme global begitu
rumit. Meskipun kita dapat mengidentifikasi suatu rezim kapitalisme global dalam
urusan ekonomi dan keuangan, tetapi tidak ada rezim tersebut dalam urusan
politik karena masing-masing negara mempertahankan rezimnya sendiri. Di
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negara-negara demokrasi yang sudah mapan, kekuatan pemaksa berada dalam
kontrol masyarakat sipil, tetapi di bagian-bagian dunia lain, kondisinya tidak
demikian. Tidak ada yang baru sebenarnya dalam kombinasi ekonomi global
dengan tatanan politik yang didasarkan pada kedaulatan negara. Keadaan yang
sama juga terjadi satu abad yang lalu. Perbedaannya adalah bahwa setelah satu
abad berlalu, baik negara maupun pasar telah mengalami perubahan. Satu abad
yang lalu koloni-koloni bermunculan dimana-mana, saat ini kolonialisme tidak
dapat diterima lagi.

Kapitalisme global memiliki kelemahan karenma berat sebelah, terlalu
menitikberatkan pada pengejaran profit dan kesuksesan ekonomi, tapi
mengabaikan pertimbangan sosial dan politik. Hal ini terlihat dalam arena
ckonomi global. Meskipun demikian terdapat anggapan bahwa kapitalisme
bagaimanapun juga terkait dengan demokrasi dan politik. Fakta yang diajukan
adalah bahwa negara-negara di pusat sistem ekonomi global bersifat demokratis,
tetapi tidak demikian halnya dengan negara-megara di luar pusat sistem. Tetapi
fakta yang dilupakan adalah bahwa negara-negara demokratis yang berada di
pusat sistem ekonomi global justru tidak menggunakan prinsip demokrasi dalam
pengambilan keputusan-keputusan di banyak lembaga internasional seperti IMF,
World Bank atau IASB dalam pepentuan standar akuntansi internasional.
Sedangkan keputusan-keputusan itu sendiri berdampak pada banyak negara di
dunia, tidak hanya yang berada di pusat sistem ekonomi global tetapi juga negara-
negara di luar pusat sistem. Selama ini lembaga-lembaga intemasional dalam
pengambilan keputusannya lebih menekankan prnsip kekuatan ekonomi atau
prinsip modal daripada prinsip demokrasi yang diagungkan negara-negara Barat.

Yang menarik dari sistem kapitalisme global adalah adanya prinsip
pemersatu yang bernama uang. Uang bukanlah suatu prinsip yang diperkenalkan
demi simplifikasi, tetapt uang benar-benar sebuah prinsip yang dominan. Dalam
penafsiran umum, uang adalah sarana mencapai sasaran bukan sasaran itu sendiri.
Uang mewakili nilai tukar, bukan nilai yang instrinsik pada dirinya sendiri.
Maksudnya, nilai uang hanya tergantung pada nilai barang dan jasa yang dapat
dipertukarkan dengannya Tetapi kemudian dengan berkembangauya sistem

Universitas Indonesla

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



188

kapitalisme global, uang memiliki nilai instrinsik yang diperoleh dari sebuah
kegiatan perdagangan finansial.

Sistem kapitalisme global menekankan persaitngan dan mengukur
keberhasilan dalam terminologi uwang Nilai instrinsik uang telah menggeser
perannya sebagai nilai tukar dan pasar semakin mendominasi kehidupan ekonomi.
Saya menganggap sebagai fakta bahwa nilai dominan dalam sistem kapitalisme
global adalah mengejar uang. Alasannya terdapat agen-agen ekonomi yang
sasaran tunggalnya adalah menghasilkan uang dan semakin mendominasi
kehidupan ekonomi dewasa ini. Perusahaan-perusahaan go public dikelola oleh
kaum profesional yang menerapkan teknik-teknik manajemen modem dengan
tujuan tungpal yaitu memaksimalkan profir. Teknik-teknik ini dapat diterapkan
secara universal ke segala bidang dan memaksa para manajer untuk membeli dan
menjual bisnis, tak ubahnya seperti manajer portofolic membeli dan menjual
saham. Perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya dimiliki oleh manajer portofolio
internasional yang bertujuan tunggal memiliki sekuritas yang dapat menghimpun
uang.

Uang juga sangat berkaitan erat dengan kredit. Kredit sendiri merupakan
fenomena refleksi dimana perolehan kredit diberikan berdasarkan jaminan dan
nilai jaminan dipengaruhi oleh ketersediaan kredit. Dalam pemberian pinjaman
internasional, kelayakan kredit negara peminjam diukur dengan rasio tertentu,
utang sebagai persentase PDB, bunga utang sebagai persentase c¢kspor dan
sebagainya. Tindakan ini sebuah refleksi karena kemakmuran negara tergantung
pada kemampuannya dalam meminjam, tetapi hubungan refleksi ini sering
diabaikan. Ituiah yang terjadi dalam b&oom besar pemberian pinjaman
internasional di tahun 1970-an. Setelah krisis 1982, orang kemudian cenderung
berpikir bahwa pemberian pinjaman yang berlebiban tidak akan tegadi lagi.
Tetapi ternyata hal ity kembali terjadi di Meksiko pada tahun 1984 dan di Korea
Selatan, Indonesia serta Rusia pada tahun 1997.

Dalam sistem kapitalisme global, derepulasi dan globalisasi pasar uang
bergandengan tangan. Jika sebelumnya peraturan beruang lingkup nasional sangat
banyak jurzlahnya, maka globalisasi pasar berarti berkurangnya peraturan yang
berlingkup nasional. Ketika peraturan-peraturan nasional semakin menyusut,
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beberapa regulasi internasional baru diperkenalkan. Dua lembaga Bretton Woods,
IMF dan World Bank, beradaptasi dengan kondisi ekonomi global yang sering
berubah dan menjadi lebih aktif sebagai pengawas ekonomi global. Otoritas
keuangan negara-negara industri terkemuka membangun saluran-saluran
kerjasama dan mengeluarkan beberapa regulasi yang berdampak global, termasuk
penggunaan standar akuntansi yang dapat diterima secara internasional. Sejak
tahun 1980-an, IMF dan World Bank telah aktif menekan negara-negara
berkembang termasuk Indonesia untuk mempunyai sebuah standar akuntansi
berkualitas tinggi yang diakui secara internasional. Selain itu persyaratan-
persyaratan modal untuk bank-bank komersial ditetapkan dibawah pengawasan
BIS di Basel sejak tahun 1988.

Sistem kapitalisme global ditopang oleh sebuah ideologi yang berakar dari
teori persaingan sempurna. Setiap hambatan pada persaingan bebas akan
mengganggu efisiensi mekanisme pasar, oleh karena ttu hambatan tersebut harus
dilawan. Ideologi yang disebut fundamentalisme pasar ini mengimplikasikan
keyakinan akan kesempumaan atan kemutlakan. Sebuah keyakinan bahwa setiap
masalah pasti ada solusinya karena terdapat inmvisible hand yang bekerja.
Fundamentalisme pasar memiliki peran menentukan dalam sistem Kkapitalisme
global karena memberikan ideclogi yang tidak hanya memotivasi banyak pelaku
pasar untuk berhasil, tetapi juga dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Trend ini
sudah dimulai sejak dua krisis minyak terjadi di tahun 1970-an dan terbentuknya
pasar luar negeri dengan mata uang negara-negara Eropa dan Amerika Serikat

Persaingan global tentang modal telah memberikan puncak kekuasaan
kepada modal uang. Negara-negara saling bersaing untuk meparik dan
mempertahankan modal. Sedangkan para investor global saling bersaing untuk
mendapatkan keuntungan atan modal di berbagai pasar modal dunia. Tren ini
terjadi di Amerika Serkat dimana perusahaan yang /isting di bursa efek semakin
bertambah jumlahnya dan minat masyarakat menjadi pemegang saham semakin
meningkat pesat. Kegiatan merger dan akuisisi juga semakin meningkat sementara
industri-industri semakin terkonsolidasi atas dasar global. Transaksi lintas batas
menjadi hal yang biasa. Di wilayah lain, penetapan Euro sebagai mata uang
tunggal mendorong terwujudnya konsolidasi yang meliputi seluruh Eropa.
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Penataan kembali perusahaan-perusahaan menjadi lebih cepat. Monopoli dan
oligopoli global mulai bermunculan seperti Microsoft dan Intel atau tersisanya 4
{empat) kantor akuntan utama di dunia saat ini, yaitu PricewaterhouseCoopers,
Deloitte, KPMG dan Emst & Young,

Sistem kapitalisme global dapat diibaratkan sebagai “sel-sel kanker yang
berupaya menyembunyikan diri dari sistem kekebalan tubuh dengan jalan
menyamarkan diri sebagai sel-sel yang sehat”. Para kapitalis akan berupaya
menyembunyikan diri dari sistem kekebalan masyarakat dengan jalan memakai
“topeng” sebagai agen dari suatu ekonomi pasar yang sehat. Para kapitalis telah
menjadi sedemikian ahlinya dalam “penipuan” ini sehingga sekarang kita dapat
melibat para pemimpin ekonom:i dan politik telah melibatkan diri dalam
kebijakan-kebijakan yang mengabdi pada “penyakit” dengan jalan merugikan
“tubuh yang sehat”. Untuk mengembalikan “kesehatan”, kita seharusnya
mengenali “sel-sel yang sakit™ itu sebagaimana adanya dan memperbaiki “DNA”
vang rusak dengan cara langsung menghancurkan dan menghalangi “gizi tubuh
yang memberi makan” padanya. Tetapi hal tersebut hanya akan menjadi uropia
apabila kita sendiri adalah pelaku dalam lingkungan masyarakat global yang
terikat dengan berbagai aturan atan komitmen dari organisasi atau lembaga
internasional. Hal maksimal yang mungkin dapat dicapai adalah wir-win solution
antars kepentingan negara dan kepentingan kapitalis.

Tabel berikut mengidentifikasi beberapa “penyakit” dalam sebuah sistem
kapitalisme global yang sesungguhnya bertentangan dengan sebuah sistem pasar
yang sehat sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith.

Tabel 4.12
Kapitalisme Global vs Pasar Yang Sehat

Uraian Kapitalisme Global Pasar Yang Sehat
Daya tarik dominan Uang Kehidupan
Tujuan yang Gunakan vang untuk Gunakan sumber daya
menentukan membuat uang bagi orang | yang ada untuk

yang memiliki uang memenuhi kebutuban
pokok bagi semua J
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Ukuran perusahaan Sangat besar Ukuran kecil dan
sedang
Biaya Dieksternalkan terhadap | Diinternalkan oleh
publik pemakai
Pemilik Bukan pribadi Pribadi
Modal keuangan Global tanpa tapal batas | Lokal/nasional dengan
tapal batas
Tujuan investasi Memaksimalkan laba Menambah hasil yang
pribadi berguna
Peranan laba Tujuan yang Insetif investasi
dimaksimalkan produktif
Mekanisme koordinasi | Rencana terpusat oleh Pasar dan jaringan
perusahaan raksasa yang mengatur din
sendiri
Kerja sama Di kalangan pesaing D1 kalangan rakyat dan
untuk menghindari masyarakat untuk
disiplin persaingan memajukan kebaikan
bersama
Tujuan persaingan Menghilangkan yang Mendorong yang
tidak kuat bersaing efisiensi dan kuat
bersaing
Peranan pemerintah Menjaga kepentingan hak | Memajukan
milik kepentingan manusia
Perdagangan Bebas Adil dan seimbang
Orientasi politik Elitis, demokrasi dollar Populis, demokrasi
orang

Pasar modal menjadi wahana dan mengalimya arus modal lintas batas

dalam kapitalisme global. Semua mengalir lewat penawaran dan pembelian

sekuritas internasional seperti saham, obligasi dan bentuk investasi portofolio
lainnya yang dilakukan di pasar modal. Banyak perusahaan terdaftar di bursa efek
untuk berlomba-lomba mendapatkan modal segar bagi kegiatan operasinya. Pasar

Universitas Indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



192

modal diarahkan untuk menarik minat para investor global yang makin menuntut
keterbukaan pasar dalam segala segi dan makin menuntut tata kelola perusahaan
yang baik untuk menumbubkan kepercayaan mereka dalam berinvestasi.
Regulator nasional dan bursa efek saling berkompetisi dalam pencatatan saham
dan volume perdagangan, yang merupakan hal penting bagi sebuah bursa efek
yang berkeinginan untuk menjadi atau mempertahankan posisi sebagai pemimpin
global. Sebagai respon, bursa efek dan regulator pasar modal bekerja untuk
rmembuat akses masuk yang lebih cepat dan lebih murah bagi perusahaan penerbit
sekuritas dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kredibilitas mereka.
Kebutuhan untuk mendapatkan ataupun mencari modal lintas batas inilah
yang kemudian mendorong kebutuhan akan bahasa akuntansi yang sama di dunia.
Entitas global bisa mendapatkan kemudahan ketika memutuskan di mana mereka
akan meningkatkan jumlah modal atau mencatatkan sahamnya sekaligus
mendapat kepercayaan yang lebih dari laporan keuangan yang mereka sajikan.
Sebaliknya investor global juga akan mendapat kemudahan dalam membaca
laporan keuangan (sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kualitas
laporan keuangan) ketike mereka akan mengalirkan modal yang mereka miliki
baik secara langsung dalam bentuk kredit dan investasi portofolio ataupun tidak
langsung melalui perusahaan multinasional. Dengan demikian keseragaman
bahasa akuntansi di dunia yang diwujudkan dalam standar akuntansi global (yang
disyaratkan berkualitas tinggi) adalah salah satu alat atau wahana dalam sistem
kapitalisme global. Sehingga tidak mengherankan apabila konvergensi IFRSs di
dunia sangat didukung oleh negara-negara yang berada di pusat sistem ekonomi
global dan banyak lembaga atau organisasi internasional, terutama mereka yang
memacu teriadinya globalisasi pasar finansial dan deregulasi di pasar-pasar

domestik.

Posisi Indonesia dalam Sistem Kapitalisme Globa!l

Naiknya Suharto menjadi Presiden Indonesia sekaligus dimulainya era
Orde Baru menjadi tonggak kembali masuknya investasi asing langsung (FDI) ke
Indonesia setelah sebelumnya pada masa Presiden Sukarno beberapa perusahaan
asing terutama di bidang minyak dan gas alam dinasionalisasi. FDI sangat
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dibutuhkan bagi negara yang sedang membangun perekonomian nasionalnya
seperti Indonesia. Ketika pemerintah tak punya cukup modal untuk kebutuhan
investasi, terjadi selisih kebutuhan investasi dan ketersediaan modal dalam negeri
atau yang disebut dengan kesenjangan pembiayaan (financing/saving gap). Untuk
menutupi kekurangan modal tersebut, diperlukan beberapa sumber modal luar
negeri. Sumber modal luar negeri itu, diantaranya berupa pinjaman atau hutang
lvar negeri dan penanaman modal asing (FDI) yang dapat dijadikan alternatif. FDI
inilah yang dirasakan lebih potensial dibandingkan pinjaman luar negeri yang oleh
banyak pengamat ekonomi berdampak tidak baik bagi perekonomian. FDI lebih
diharapkan daripada pinjaman luar negeri karena membawa transfer teknologi
yang bermanfaat bagi perkembangan industri nasional.

Banyak pengamat maupun pelaku ekonomi termasuk pemerintah
mengatakan bahwa pembiayaan swasta asing melalui FDI menjadi sumber
terbesar untuk dana pembangunan, Karena itu pemerintah sering menggemborkan
perlunya iklim yang kondusif untuk masuknya investasi asing. Besarnya perhatian
pemerintah terhadap aliran FDI dikarenakan hal tersebut dianggap sebagai salah
satu jalan keluar dari kesulitan ekonomi dan menjadi pendorong pertumbuhan
ekonomi yang signifikan. Maksudnya, masuknya FDI dapat memberi kontribusi
positif pada indikator-indikator ekonomi nasional seperi PDB dan saldo
pembayaran. Selain itu FDI dianggap dapat menjadi sumber tumbuhnya
teknologi, proses produksi, sistem organisasi dan ketrampilan manajemen yang
baru, termasuk membuka pasar dan jalur pemasaran baru bagi perusahaan.

Bagi para investor global dan perusahaan multinasional, investasi
langsung memang menjadi pilihan dibanding investasi portofolio karena
ketidakpercayaan mereks terhadap corporate governance di Indonesia dan tidak
kondusifaya infrastruktur pasar modal Indonesia di tahun 1970-an. Pada era
tersebut perbaikan pasar modal menjadi pilihan kesekian mengingat Indonesia
mendapatkan keuntungan melimpah dari oil boom karena peristiwa pernboikotan
OPEC dan Perang Irak-Iran. Tetapi anjloknya harga minyak di tahun 1980-an
mengubah “kecuekan” pemerintah akan pentingnya pasar modal yang baik.

Lantas dimana sebenamya posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global?
Indonesia berada di luar pusat sistem ekonomi global. Dengan statusnya sebagai
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negara berkembang dan melihat indikator-indikator sebagai tersebut dalam
beberapa tabel sebelumnya, posisi Indonesia lebih tepamya berada di wilayah
periphery atau negara pinggiran dalam sistem ekonomi global. Sebagai periphery
dajam sistem ekonomi global maka posisi Indonesia dalam sistemn kapitalisme
global hanyalah sebagai negara dependen karena tidak bisa mengontrol
sepenuhnya masa depannya sendiri akibat besarnya pengaruh aliran deras modal
asing dari pusat sistem yang mengalir ke perekonomian Indonesia. Kerugian yang
diderita Indonesia sebagai negara periphery akibat keanggotaan dan aktifitas
dalam sistem kapitalisme global mungkin melebihi keuntungan yang bisa
didapatkan. Keanggotaan Indonesia dalam sistem kapitalisme global tidak bisa
dielakkan karena negara kita beraktifitas dalam sebuah era dimana sebagian besar
kehidupan ekonomi dunia sangat ditentukan oleh proses-proses global.
Konsekuensi yang dijalankan, Indonesia faktanya mendukung globalisasi dengan
mendukung usaha menghilangkan hambatan-hambatan terhadap keuangan atau
perdagangan internasional, sehingga memudahkan arus perdagangan, investasi,
mata uang dan informasi secara bebas melintast batas-batas nasional.

Di saat Indonesia harus melepas ketergantungannya kepada komoditi
ekspor migas sebagai sumber pendapatannya, sistem kapitalisme global justru
lahir dengan membawa fundamentalisme pasar. Uniknya sistem kapitalisme
global lahir sebagai respon terhadap oil boom yang justru mengtmtungkan bagi
Indonesia yang pada saat ito masih berstatus sebagai negara eksportir migas
utama. Jatuhnya harga minyak dan menurunnya produksi minyak Indonesia
memaksa pencarian sumber dana lain, termasuk dari investasi portefolio yang
secara langsung meleburkan Indonesia dalam sistem kapitalisme global
Derepulasi pasar modal pada akhir tahun 1980-an menjadi titik tolak mengalirnya
dana asing melalui investasi portofolio ke Indonesia.

Meskipunt Indonesia masih berada di peringkat papan bawah negara-
negara tujuan investasi, para investor portofolio mulai mempercayai corporation
governance di Indonesia apalagi sejak pemerintah, dalam hal ini Bapepam-LK,
semakin memperkuat infrastruktur pasar medal dan compliance dengan standar
vang ditetapkan oleh organisasi-organisasi internasional termasuk dikeluarkannya
SAK pada tahun 1994 yang berbasis standar akuntansi yang diakui secara
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infernasional yaitu IASs. Sebalikmya pertumbuhan FDI justru melambat
dikarenakan semakin buruknya kondisi infrastruktur atau efisiensi bisnis di
Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih kalah bersaing dengan
Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam dalam menarik minat FDIL
Sebenamya investasi langsung masih menjadi pilihan utama investor asing di
Indonesia karena tingkat good corporate governance yang masih rendah. Tetapi
banyaknya kendala bisnis dan infrastruktur di Indonesia akhimya membuat
pilihan tersebut menjadi tereliminasi.

Karakteristik fleksibilitas pergerakan modal dalam investasi portofolio
membuat jenis investasi ini semakin berkcmbang di Indonesia dibanding investasi
fisik yang terikat dengan modal tidak bergerak. Sebuah kondisi yang tidak
menguntungkan bagi pereckonomian Indonesia mengingat investasi yang
dilakukan secara langsung justru yang lebih dibutuhkan oleh Indonesia karena
berkaitan dengan produksi berupa pendirian pabrik, pengadaan teknologi baru,
pembukaan lahan baru, perekrutan tenaga kerja baru, yang secara langsung
menciptakan produksi baru atau menambabh produksi yang ada. Sedangkan
investasi portofolio justru membuat posisi Indonesia rentan terhadap krisis
keuangan apalagi jika investasi tersebut berkarakteristik sof money (uang panas).
Hot money adalah dana investasi jangka pendek dengan muobilitas tinggi yang
masuk ke pasar keuangan. Umumnya investasi jenis ini adalah wvang milik
spekulator yang ditanamkan ke saham, obligasi atau SBI. Karena investasi
portofoiio memiliki mobilitas tinggi yang berbeda karakter dengan FDI yang
merupakan investasi jangka panjang, maka uang bisa masuk dalam jumlah besar
dengan cepat. Tetapi uang juga bisa keluar cepat karena diambil sekaligus dalam
jumlah vang tak terbatas. Dampaknya bisa memperlemah mata uwang rupiah,
sehingga semakin besar jumlah hot money yang diinvestasikan di Indonesia, maka
akan semakin rentan posisi mata uang rupiah terhadap aksi spekulator. Celakanya,
ketergantungan Indonesia dengan investor portofolio justru semakin membesar
sehingga ada asumsi bahwa jika BI menurunkan tingkat suku bunga, maka Aot
money yang ada di Indonesia bisa segera ditarik dan investor akan kabur ke fuar
negeri. Jika sudah begitu, Bl harus mengintervensi pasar dengan menjual
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cadangan dollar Amerika dan membeli rupiah karena melemahnya nilai rupiah
akibat aksi jual investor.

Bicara mengenal fenomena globalisasi, memang tidak lepas dari
kontroversi dan perdebatan panjang tak berujung. Ada kelompok yang meyakini
bahwa globalisasi bakal mendongkrak pertumbuhan sembari mendatangkan
kemakinuran bagi peradaban. Tapi di sisi lain ada kelompok yang meyakini
bahwa globalisasi tidak lebih dari proses tipu daya dan rekayasa negara-negara
kaya untuk melanggengkan dominasi dan kekuasaannya atas nepgara-negara
miskin. Tapi pelan tapi pasti perdebatan tersebut akan berakhir, karena suka tidak
suka, tidak ada sata pun negara yang bisa menclak dahsyatnya gempuran
globalisasi termasuk Indonesia. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, Indonesia
harus menghadapi sistem kapitalisme global dengan segala daya dan
kemampuannya. Bagi negara yang siap dengan sumber daya ekonomi, manusia
dan teknologi tentu memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi
global. Globalisast yang diiringi persaingan ketat ini memaksa Indonesia
bertarung dengan pesaing yang tidak pada levelnya. Dengan segala carut marut
kehidupan dalam negeri dan keterbatasannya, Indonesia harus bisa berkompetisi
dengan negara-negara maju. Tanpa aturan main yang jelas, tentu saja, hal ini
bukan sebuah kompetisi yang adil bagi Indonesia.

Kendati memiliki wajah multidimensi, globalisasi ekonomi senantiasa
tampil paling dominan. Ini terjadi karena globalisasi ekonomi memiliki dampak
yang nyata dan signifikan terhadap mekanisme tata kelola pada level negara
dibanding bentuk globalisasi non ekonomi. Struktur dan aktor globalisasi ekonomi
tentu tak lepas dari kiprah lembaga-lembaga kenangan internasional seperti World
Bank, IMF dan WTO yang sangat berpengaruh. Mereka mengibarkan semangat
liberalisasi kewangan dan finansial di seluruh dunia. Kelompok inilah yang
menurut saya bisa disebut sebagai penggerogot kedaulatan negara secara halus.
Dari luar Indonesia kita lihat bisa mempertahankan kedaulatanmya tapi dari dalam
kita melihat sisi yang berbeda. Institusi supranasional yang dikendalikan negara-
negara maju, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya, memiliki pengaruh besar bagi
negara-negara di dunia, terutama dalam mengintervensi kebijakan yang harus

diambil negara berkembang dan negara miskin.
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World Bank dan IMF adalah pemain utama dalam tata kelola sistem
kapitalisme global melalui pengaturan, proses dan aspek prosedural dalam
kaitannya dengan aspek keuangan. Lembaga-lembaga tersebut pada dasarnya
merupakan institusi publik yang bekerja untuk kepentingan rakyat negara-negara
anggotanya. Tapi ada persoalan akut yang terus dilanggengkan dalam pengelolaan
lembaga keuangan internasional tersebut seperti representasi, alokasi suara dalam
pengambilan keputusan, struktur, transparansi dan akuntabilitas. Representasi
negara-negara berkembang seperti Indonesia kurang terwakili. Sistem yang
diperlakukan pun tidak demokratis dan tidak transparan, menganut sistem usang
dan tidak relevan.

Sistem pengambilan suara di Bank Dunia dan IMF diatur sedemikian rupa
sehingga selalu dalam dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Negara-negara
maju menguasai mayoritas suara, sementara negara berkembang tidak berdaya
dalam berunding dengan negara-negara adidaya. Selama negara betkembang tidak
memiliki suara yang kuat, maka kepentingannya akan selalu tidak terakomodasi
dan terpinggirkan. Ketimpangan mekanisme pengambilan kepufusan di lembaga
keuangan interntasional berdampak pada berbagai kebijakan yang
direkomendasikan kepada negara berkembang seperti Indonesia, senantiasa hanya
menguntungkan negara kaya,

Keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan World Bank sarat dengan
kepentingan ideologi dan politik dibandingkan dengan upaya memperbaiki serta
mempercepat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara berkembang. Negara
maju yang berkuasa menggunakan pengarubnya untuk kepentingan tertent.
Problem tata kelola terefleksi dalam proses dan pemilihan pernimpin. Seolah ada
konvensi tak tertulis bahwa World Bank selalu dipimpin oleh Amerika Serikat
dan IMF menjadi jatah Uni Eropa. IMF dan World Bank juga menggunakan
besaran ekonomi sebagai patokan alokasi hak suara dalam lembaga multilateral
dengan asumsi negara yang memiliki besaran ekonomi tinggi merupakan
pengguna potensial atas sumber dayanya. Dengan kepentingan iti, mereka
memiliki hak atas pengambilan keputusan yang besar pula.

Ibarat istilah di situs microbloging twitter, status Indonesia hanya sebagai
“follower” negara-negara maju dengan tanpa adanya feed back dari negara-negara
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maju untuk “follow back” Indonesia. Tidak bisa dipungkiri hutang luar negeri
yang dimiliki Indonesia terhadap lembaga-lembaga internasional dan besarnya
pengaruh lembaga-lembaga tersebut untuk menggiatkan investasi baik FDI atau
portofolio ke negara-negara berkembang, membuat Indonesia berada di bawah
tekanan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dari sistem kapitalisme global.
Masa boom minyak memang sempat “menyelamatkan” Indonesia dari sistem
tersebut, tetapi dengan berakhirnya masa keemasan minyak bumi sebagai sumber
pendapatan negara, tekanan-tekanan tersebut tidak dapat terelakkan.

Globalisasi ekonomi yang menghasilkan sistern kapitalisme global dengan
demikian bukaniah proses alamiah melainkan pilinan politik melatui kebijakan
yang dikeluarkan baik oleh negara, lembaga keuangan internasional maupun
perusahaan multinasional dan investor global. Di dalamnya terdapat pertarungan
kepentingan dengan aturan main dan pengelolaan yang hanya menguntungkan
negara maju. Indonesia dapat mengikuti langkah Cina dan India yang berhasil
memanfaatkan peluang pasar global sehingga mampu mencapai pertumbuhan
ekonomi tinggi. Menurut Rodrik (2007) Cina dan India meskipun pro globalisasi,
seringkali melanggar aturan main. Saat liberalisasi dan deregulasi menjadi
“mantra” ampuh, Cina tidak rmelakukan liberalisasi seluruh sektor
perdagangannya dan baru bergabung dengan WTO pada tabun 2001. Yuan baru
bergabung dengan pasar internasional pada tahun 1994 dan hingga kini masih
menolak untuk meliberalisasi sektor finansial. Salah satu kunci kesuksesan Cina
adalah kemampuan mereka untuk menarik minat FDI dalam jumlah besar.

Standar akuntansi global dikampanyekan dalam sistem kapitalisme giobal
untuk menghilangkan rintangan bagi arus modal internasional sehingga uang
investasi portofolic bebas mengalir tanpa batas ke seluruh penjuru dunia.
Rintangan tersebut berupa ketidaksamaan bahasa akuntansi dan ketidakpercayaan
pada pelaporan keuangan. Bagi perusahaan Indonesia, standar akuntansi global
diharapkan mempermudah mereka untuk mencari sumber-sumber investasi
dengan cara listing di pasar modal Indonesia maupun di luar negeri. Di luar
negeri, dengan pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang diakui
internasional mereka tidak perlu melakukan banyak penyesuaian terhadap laporan
keuangan saat {isting dan di dalam negeri karena laporan kenangan telah disusun
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sesuai dengan standar akuntanst berkualitas tinggi yang diakui internasionat maka
akan meningkatkan kepercayaan investor unfuk menanamkan investasi ke
perusghaan mereka. Hanya saja jumiah perusahaan lisfing di Bursa Efek Indonesia
sangat sedikit apabila dibandingkan dengan negara-negara maju bahkan dengan
negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Tidak banyak pula jumlah
perusahaan Indonesia yang melakukan /isting ke pasar modal di luar negeri seperti
yang dilakukan PT Telkom Tbk. Fleksibilitas investasi portofolio juga menjadikan
arus modal internasional tersebut tidak memberikan jaminan mapan menjadi
investasi jangka panjang di perusahaan-perusahaan Indonesia.

Lantas bagaimana menyikapi motif konvergensi IFRSs di Indonesia yang
jelas-jelas merupakan alat sistem kapitalisme global untuk mengalirkan arus
modal uang interpasional dengan tanpa rintangan. Seperti halnya globalisasi yang
mau tidak mau memang harus diterima Indonesia, maka IFRSs juga menjadi
sebuah produk yang suka tidak suka, mau tidak mau, harus diterima oleh
Indonesia. IFRSs adalah suatm keharusan akibat perkembangan aktivitas
kapitalisme gilobal yang semakin tanpa batas (borderless). IASB memang tidak
mempunyai hak atau wewenang untuk menekan sebuah negara mengadopsi
IFRSs. Tetapi pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkait dengan praktik
akuntansi seperti IAl dan Bapepam-LK terkat dengan komitmen kuat untuk
mewujudkan standar akuntansi global dengan lembaga, organisasi atau forum
internasional seperti World Bank, IMF, IFAC, 10SCO dan G-20. Keuntungan
utama dan langsung yang didapat oleh para investor global dari penggunaan
IFRSs (babkan dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh negara) tidak dapat
dipungkiri, tapi sisi positif dari IFRSs sebagai standar akuntansi global yang
mampu mexﬁngkatkan kualitas, efisiensi penyusunan, transparansi, komparabilitas
dan kredibilitas pelaporan kevangan tentu harus diambil cleh Indonesia. Namun
demikian efek dari pengunaan IFRSs tetap harus diwaspadai sebagai sebuah risiko
kerentanan yang akan mengancam pembangunan ekonomi di Indonesia.
Pengadopsian [FRSs sehamsnya tetap memperhatikan keadaan, kebutuhan dan
kendala di dalam negeri. Penguatan ekonomi makro dan mikvo, termasuk
penguatan cadangan devisa negara dan usaha peningkatan daya saing untuk
meningkatkan FDI ke Indonesia, seharusnya tetap dilakukan untuk mencegah
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kerentanan yang ditimbulkan dari semakin berkembangnya investasi portofolio
sebagai dampak dari konvergensi IFRSs di Indonesia.

4.5.2 Teori Regulasi Akuntansi Keuangan: Perspektif Pro-Regulasi

Tahun 1959, Jacob Kraayenhof, mantan Presiden the Netherlands Institute
od Accountant, pada pidatonya di pertemuan tahunan AICPA di Amerika Serikat
mengatakan perlunya usaha untuk mendorong pembuatan sebuah standar
akuntansi internasional. Tetapi ajakan ini sepi dari respon mengingat saat itu
terdapat banyak praktik dan standar akuntansi yang berbeda di tiap negara serta
banyak faktor penghambat seperti sistem hukum dan perpajakan. Tetapi
berkembangnya aktivitas finansial dunia di tahun 1960-an mendorong perwakilan
lembaga-lembaga profesional akuntansi yang berasal dari Amerika Serikat,
Inggris Raya dan Kanada membentuk AISG pada tahun 1966 yang bertujuan
melakukan kajian terhadap kemungkinan melakukan harmonisasi standar
akuntansi dan auditing di ketiga negara tersebut.

Pada kongres profesi akuntan sedunia di Sidney, Australia pada tahun
1972, para perwakilan AISG ini bertemu kembali dan membahas proposal
pembentukan TASC. Akbimya sepuluh organisasi akuntan profesional yang
berasal Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris
Raya, Irlandia dan Amerika Serikat melakukan negosiasi atas ide pembentukan
IASC yang kemudian terbentuk pada tanggal 29 Juni 1973 dengan IASs sebagai
produknya. Organisasi akuntan profesional akhirnya dibentuk sendiri pada tahun
1977 dengan nama IFAC dan menyetujui penyusunan standar akuntansi
sepenithnya menjadi otonomi IASC. Organisasi ini kemudian menjalankan
program harmonisasi standar akuntansi untuk menyelaraskan pencatatan dan
pelaporan akuntansi di negara-negara anggotanya, Namun program ini tidak
mengharuskan adanya kesamaan pengaturan dalam pencatatan dan pelaporan
transaksi usaha entitas antar negara. Meskipun demikian sejak pendiriannya,
IASC mendapat dukungan dari banyak organisasi dan lembaga internasional,
PBB, Uni Eropa, IMF, World Bank, Basel Accord, OECD, 10SCO, SEC dan

forum negara-negara maju G-7. Dukungen ini membuat banyak negara mulai
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mengadaptasi [ASs sebagai standar akuntansi, termasuk yang dilakukan Indonesia
pada SAK di tahun 1994.

Tabun 2001, IASC melakukan restrukturisasi kelembagaan dengan
dibentuknya IASCF yang membawahi IASB sebagai badan penyusun standar
beserta IFRSs Interpretation Committee sebagai komite interpretasi dan IFRSs
Advisory Council sebagai dewan penaschat. JASB kemudian mengeluarkan
IFRSs sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan baru yang diberlakukan
di samping IASs yang sudah ada, sekaligus diusahakan menjadi standar akuntansi
global bagi seluruh entitas di dunia. Tujuan JASB antara lain untuk
mengembangkan standar akuntansi global berkualitas tinggi untuk membantu para
pelaku di berbagai pasar modal di dunia dan pengguna informasi lainnya dalam
membuat keputusan-keputusan ekonomi serta mendorong konvergensi standar
akuntansi nasional dan IFRSs.

Dengan demikian apabila kita melihat proses sejarah terbentuknya IASB
sebagai penyusun IFRSs saat ini, maka memang sudah sejak awal badan penyusun
standar internasional ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan standar
akuntansi global yang diterima oleh setiap negara. Dimulai dengan diskusi oleh
badan akuntan profesional yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya dan Kanada,
pembahasan tersebut akhirnya mengajak badan akuntan profesional dari negara
lain yaitu Irlandia, Perancis, Jerman, Belanda, Australia, Jepang dan Meksiko.
Tahap pertama menuju standar akuntansi global dimulai tabun 1973 dengan
pembentukan IASC yang mengusung program harmonisasi standar akuntansi
internasional. Tabap kedua diluncurkan tahun 2001 dengan pembentukan IASB
hasil restrukturisasi yang mengusung program konvergensi IFRSs dan standar
akuntansi nasional sekaligus menegaskan tujuan mereka untuk membantu para
pelaku di pasar modal yang merupakan sebuah wahana bagi berjalannya sistem
kapitalisme global.

Bukan sebuah kebetulan jika nepara-negara tempat badan akuntan
profesional yang mendirikan JASC berada adalah negara-negara maju yang
mendominasi struktur perdagangan dan kevangan dunia. Faktor ini mempengaruhi
permasalahan tata kelola dalam IASB karena sebagaimana di lembaga-lembaga
keuangan internasional, struktur di IASB juga didominasi oleh negara-negara

Universitas Indonesia

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



202

maju dan negara-negara berkembang dengan kekuatan GDP besar dan beraktivitas
tinggi di sektor keuangan, seperti Cina dan India.

Dalam struktur IASCF frustee, hanya 2 (dua) orang atau negara dari 22
anggota yang tidak memiliki aktivitas sangat tinggi dalam sektor keuangan yaitu
Italia dan Polandia. Brasil yang mewakili Amerika Latin, Cina dan India yang
mewakili Asia dan Afrika Selatan yang mewakili Afrika, meskipun belum
termasuk kategori negara maju tetapi aktivitas kevangan mereka bersaing dengan
negara-negara maju. Dewan inilah yang akan memilib anggotz-anggota IASB
yang terdiri dari 15 orang dan tidak merepresentasikan wilayah dunia. Sama
seperti halnya IASCF trustee, dari 15 orang anggota IASB hanya satu orang yang
berasal dari negara yang tidak memiliki aktivitas sangat tinggi dalam sektor
keuangan, yaitu Swedia. Negara-negara berkembang beraktivitas sangat tinggi
dalam sektor keusngan seperti Cina, India, Afiika Selatan dan Brasil tetap
mendapat tempat di keanggotaan IASB. Anggota-anggota IASB ini yang akan
menyetujui tidaknya sebuah standar atau interpretasi dimana harus membutuhkan
minimal 9 orang anggota untuk menyefujui pengesahan suatu standar atau
interpretasi. Hal yang sama juga terjadi di keangpgotaan Interpretation Committee.
Semua anggota semua berlatar belakang akuntan profesional serta eksekutif dari
perusahaan multinasional dan finansial besar di dunia.

Advisory Council atau dewan penasehat IFRSs diisi oleh perwakilan
lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional yang meadukung dan
berkepentingan dengan konvergensi IFRSs. Dari IMF, World Bank, Uni Eropa,
10SCO, IFAC, Basel Committee, "7he Big Four” kantor akuntan dunia hingga
asosiasi-asosiasi profesi dari beberapa wilayah dunia. Beberapa negara
berkembang memilild perwakilan khusus yaitu Cina, Korea Selatan, India,
Singapura, Brasil dan Afrika Selatan. Sedangkan Indomesia tidak memiliki
perwakilan khusus di dewan penasehat. Posisi Indonesia secara tidak langsung
hanya terwakili oleh lembaga atau organisasi internasional seperti IMF, IFAC
atau World Bank.

Dari segi pendanaan, “The Big Four” kantor akuntan dunia menyumbang
dana terbesar hingga 34,31 persen dari total sumber dana IASCF. "The Big Four”
kantor akuntan dunia yang semuanya berpusat di Amerika Serikat tidak bisa
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dipungkiri memainkan peranan penting sebagai lembaga yang dominan memasok
budaya dan keahlian akuntansi ke berbagai perusahaan multinasional. Mereka
juga memiliki jaringan berupa kerjasama lisensi dengan kantor akuntan lokal di
berbagai negara dunia. Menyusul kemudian dibelakang, Amerika Serikat dengan
persentase 11,13 persen, Jepang 10,47 persen, Jerman 7,44 persen, Perancis 5,36
persen, Inggris Raya 4,82 persen dan Cina dengan 4,52 persen. Dana yang
mengalir dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina dan Korea Selatan, termasuk
yang berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional dan finansial besar dunia.

Dengan melihat sejarah terbentulmya IASB, tata kelola dan pendanaannya,
saya berpendapat proses regulasi akuntansi keuangan dalam perspektif pro-
regulasi termasuk penerjemahan dari interest group theory dimana keberadaan
badan standar akuntansi internasional ini adalah atas keinginan beberapa
kelompok akuntan profesional dari beberapa nepara maju yang akan selalu
berusaha mempengaruhi regulasi akuntansi keuangan. Tata kelola dan pendanaan
menyiratkan pengaruh besar akuntan profesional dalam badan penyusun standar
yang didukung oleh perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan keuangan
dan organisasi atau lembaga internasional yang berpengaruh besar di dunia.
Interest group theory disini juga bisa diartikan adanya simbiosis mutualisme
antara kelompok akuntan profesional dumia dengan perusahaan-perusahaan
multinasional dan para investor global untuk mewujudkan tujuan masing-masing
individu.

Tidak ada bukti adanya permintaan publik yang mendasari public interest
theory dan tidak terdapat bukti langsung bahwa keberadaan badan standar berawal
dari upaya negara-negara untuk memecahkan masalah information asymmetries
yang dapat berujung profit skimming walaupun kemudian bias karena masuknya
kelompok-kelompok kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan enfitasnya.
Yang justru terjadi dalam proses ini adalah kepentingan yang semula
didengungkan oleh para akuntan profesional untuk mendukung pergerakan
investor global dan perusahaan multinasional dalam sistem kapitalisme global
yang akhirnya kemudian bersenyawa dengan kepentingan unifikasi Eropa dan
misi lembaga-lembaga intermasional untuk meliberalisasi keuangan dan

perdagangan,
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IAI sebagai organisasi akuntan profesional yang juga bertanggung jawab
dalam penyusunan standar akuntansi melalui DSAK, jelas tidak mempunyai opsi
lain selain melaksanakan konvergensi IFRSs sebagai wujud ketaatan komitmen
kepada IFAC, implementasi komitmen pemerintah Indonesia dalam forurn
negara-negara G-20, dampak keanggotaan Indonesia dalam lembaga keuangan
internasional dan keanggotaan Bapepam-LK dalam IOSCO. Negara-negara
ASEAN seperti Malaysia dan Filipina juga telah melakukan langkah konvergensi
IFRSs. Bedanya Malaysia memberlakukan dua standar akuntansi yaitu FRSs
berbasis [FRSs untuk perusahaan berakuntanbilitas publik dan PERSs untuk
perusahaan non-akuntabilitas publik yang merupakan standar akuntansi Malaysia
sebelum direvisi ke IFRSs. Sedangkan Filipina sudah sejak tahun 2005
mengadopsi semua IFRSs/IASs dengan tanpa modifikasi. Perusabaan non-
akuntabilitas diberikan waktu 2 (dua) tahun masa transisi sedangkan perusahaan
kecil dan menengah diijinkan menggunakan standar akuntansi berbasis IFRS for
SME.

Hal lain yang tidak bisa dipungkiri adalah baik Indonesia atau Malaysia
dan Filipina tidak mempunyai lobi yang kuat dalam penyusunan standar akuntansi
internasional sebagaimana yang dimiliki Cina, India atau Singapura karena
keanggotaannya mereka dalam struktur organisasi JASCF dan IASB. Meskipun
demikian kehadiran Cina dan India dalam IASB masih belum mampu
mematahkan dominasi negara-negara maju yang menguasal mayoritas suara
IASB. Dampaknya selama negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak
memiliki suara yang kuat, maka kepentingannya akan selalu tidak terakomodasi
dan terpinggirkan dalam penyusunan standar akuntansi. Selama mercka tidak
memiliki bargaining position yang kuat seperti Cina dan India, negara-negara
berkembang hanya akan bisa menerima dan melakukan konvergensi penuh ke
standar akuntansi lokal.

4,6 Perspektif Intelijen Stratejik

Berdasarkan teori intelijen, IFRSs tidak bisa dikatakan sebagai sebuah
ancaman karena kehadirannya bukan lagi berbentuk sebuah potensi yaug akan
melakukan aksi atau tindakan untuk menyerang kerentanan atau kerapuhan
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kondisi yang dimiliki Indonesia. IFRSs sudah berwujud nyata di Indonesia dalam
bentuk konvergensi IFRSs oleh DSAK Al dan implementasi dari sebagian PSAK
yang telah berbasis IFRSs. Kehadiran IFRSs bukan lagi berwujud sebuah
“kemungkinan’ tetapi scbuah kepastian yang tidak bisa dihindari Indonesia. Oleh
karena itu kehadiran IFRSs di Indonesia harus dilihat dari sudut pandang risiko
mengenai kemungkinan dampak berbahaya yang dihasilkan dari kehadiran IFRSs
yang dapat menyerang sisi kerentanan atau kerapuhan kondisi ekonomi Indonesia,
Dalam hal ini penilaian risiko layak dibutubkan dan berarti bagi pembuat
kebijakan untuk mengambil aksi atau tindakan dalam mengantisipasi dampak
terburuk dari kehadiran IFRSs.

Untuk menilai risiko dan mengetahui kerentanan atau kerapuhan ekonomi
apa yang dimiliki Indonesia yang dapat dieksploitasi oleh kehadiran IFRSs, kita
harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenamya motif kehadiran [FRSs di
Indonesia yang masuk melalui proses konvergensi. Berdasarkan analisis melalui
teoni ekonomi politik dalam perspektif globalisasi ekonomi dengan pendekatan
kapitalisme global dan teori regulasi akuntansi keuangan dalam perspektif pro-
regulasi diketahui bagaimana latar belakang dan proses konvergensi IFRSs di
dunia berdampak besar kepada motif keikutsertaan Indonesia dalam fenomena
tersebut. Bahwa perekonomian dunia semakin bergeser menuju era hegemoni
finansial akibat terjadinya globalisasi pasar finamsial, deregulasi pasar domestik,
inovasi produk-produk finansial pada level perusahaan dan adanya revolusi di
tingkat mikro yaitu perusahaan dimana terjadi pemisahan antara hak kepemilikan
dan pengelolaan perusahaan.

Dominasi sektor finansial dalam perekonomian global berawal dan
fenomena penurunan produktivitas kapital saat Amerika Serikat mengalami krisis
pada tahun 1970-an. Kondisi tersebut menyebabkan para pemilik modal ramai-
ramai memperluas investasinya di pasar finansial sebagai solusi untuk
memecabkan masalah menurunnya produktivitas di sektor riil. Dan sejak tahun
1980-an, di selurvh dunia terjadi gejala besar yang bernama liberalisast di sektor
finansial di tingkat global dan deregulasi di tingkat nasional yang memberikan
kesempatan pada investor giobal untuk secara lebih leluasa memperocleh laba dari
peningkatan produktivitas kapital yang dimilikinya. Globalisasi yang ditopang
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oleh liberalisasi dan deregulasi di sektor finansial digerakkan oleh para investor
global yang dengan kekuatannya mampu mempengarahi berbagai regulasi dan
sistem, sehingga memberi ruang gerak yang lebih besar pada mereka untuk
memperoleh keuntungan dan peningkatan kinerja kapital yang mereka miliki.

Perkembangan sektor finansial menandakan ekonomi global tidak hanya
dicirikan oleh perdagangan bebas barang dan jasa tetapi juga oleh pergerakan
modal yang bebas. Tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang dan indeks harga
saham antar negara saling berkaitan erat dan pasar finansial global semakin
berpengaruh pada kondisi ekonomi. Kondisi ini menandai peran menentukan yang
dimainkan oleh modal uang internasional pada kesejahterzan masing-masing
negara yang merupakan inti dari sistem kapitalisme global. Karakteristik modal
uang yang lebih fleksibel daripada investasi fisik membuat mereka dapat
menghindari negara-negara yang menerapkan kebijakan yang tidak
menguntungkan bagi mereka dan mengincar negara-negara yang bisa memberikan
keuntungan besar yang aman bagi investasi portofolio mereka.

Sejarah menunjukkan saat sistern finansial semakin besar, maka risiko
terjadinya gejolak dan krisis juga semakin tinggi, sehingga bisa dikatakan bahwa
sektor finansial menjadi pemicu paling efektif untuk memunculkan gejolak dan
krisis. Meskipun begitu, sumber dari krisis tidak selalu harus dimulai dari suatu
masalah di pasar finansial itu sendiri. Jika krisis masih terisolasi pada sektor
finansial saja, maka bisa dikatakan situasi belum sampai menjalar pada krisis
ekonomi. Saat gejolak di sektor finansial telabh mengganggu kinerja makro
ekonomi seperti inflasi yang parah, pertumbuhan yang melambat dan lain
sebagainya, maka kondisi tersebut boleh dikatakan telah merembet pada situasi
krisis ekonomi. Krisis finansial pada umumnya ditandai dengan terjadinya
depresiasi nilai tukar yang tajam

Perkembangan sistem kapitalisme global dan keinginan investor global
untuk semakin melancarkan arus modal lintas batas masih terganggu oleh
keragaman bahasa akuntansi di dunia. Sedangkan informasi laporan keuangan
yang dihasilkan dari praktik akuntansi merupakan sumber informasi penting bagi
para investor global, baik individu maupun perusahaan, untuk menentukan
keputusan ekonomi. Keefektifan pasar di era globalisasi tergantung pada
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ketepatan waktu dari informasi keuangan yang transparan, dapat dibandingkan
dan relevan. Stakeholder di era kompetisi global tidak hanya ingin mengetahui
informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan
dari seluruh dunia, untuk tujuan benchmarking. Hal tersebut bisa dicapai jika
perusahaan-perusahaan di dunia tidak memakai tata cara, bentuk dan prinsip
pelaporan keuangan yang berbeda-beda. Di sisi lain akibat krisis finansial global,
dunia semakin membutuhkan standar akuntansi berkualitas tinggi yang dapat
menyajikan informasi kenangan yang akuntanbel dan transparan bagi semua pihak
yang berkepentingan termasuk pemertntah. Tetapi kebutuhan untuk mendapatkan
ataupun mencari modal lintas batas inilah yang paling mendorong kebutuhan akan
bahasa akuntansi yang sama di dunia. Entitas global bisa mendapatkan
kemudahan ketika memutuskan di mana mereka akan meningkatkan jumlah
modal atau mencatatkan sahamnya sekaligns mendapat kepercayaan yang lebih
dari laporan keuangan yang mereka sajikan. Sebaliknya investor global juga akan
mendapat kemudahan dalam membaca laporan keuangan sekaligus meningkatkan
kepercayaan mereka terhadap kualitas laporan keuangan ketika mereka akan
mengalirkan modal yang mereka miliki baik secara langsung dalam bentuk kredit
dan investasi portofolio ataupun tidak langsung melalui perusahaan multinasional.

Keinginan untuk mencapai bahasa akuntansi yang sama telah disuarakan
oleh para akuntan profesional negara-negara maju yang banyak bekerja di
perusahaan finansial, perusahaan multinasional dan kantor akuntan besar dunia
sejak akhir tahun 1950-an. Berkembangnya aktivitas finansial dunia mendorong
perwakilan lembaga-lembaga akuntan protesional dari negara-negara maju
bertemu 1ntuk mengkaji dilakukannya harmonisasi standar akuntansi dan
auditing, Dominasi sektor finansial dalam perekonomian dunia, langkah
pembentukan IASC sebagai badan penyusun standar akuntansi internasional,
reorganisasi JASC menjadi IASB, beberapa krisis finansial dan dukungan
berbagai lembaga/organisasi internasional dunia yang menjadi motor liberalisasi
dan deregulasi di sektor finansial akhirnya berhasil menghasilkan kekuatan besar
untuk mengubah proses harmonisasi standar akuntansi menjadi konvergensi
IFRSs ke tiap standar akuntansi nasional.
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Konvergensi IFRSs menjadi sebuah kenyataan global yang tidak bisa
dihindari oleh negara-negara yang terlibat dalam transaksi ekonomi global
termasuk Indonesia. Negara kita adalah pelaku dan hidup dalam lingkungan
masyarakat ckonomi global yang bercirikan perdagangan bebas barang dan jasa
dan terutama pergerakan modal finansial yang lebih bebas bergerak daripada
faktor produksi dan bentuk modal lainnya. Kondisi ini menyebabkan keseragaman
standar akuntansi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sebuah
opsi bagi Indonesia sebagai pendukung sekaligus pelaku liberalisasi perdagangan
dan finansial, Melawan arus berarti sebuah “ketertinggalan dan keterbelakangan™
bagi Indonesia dalam persaingac ekonomi global.

Hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat ekonomi global dan
kebutuhan akan dana bagi pembangunan juga mendorong Indomesia untuk
menjadi anggota dari berbagai lembaga atau organisast internasional seperti PBB,
World Bank, IMF, WTO, IOSCO atau IFAC dan forum-forum kerjasama
ekonomi seperi APEC dan G-20. Konsekuensi dari keanggotaan tersebut adalah
Indonesia memenuhi komitmennya untuk melaksanakan keputusan-keputusan
yang dibuat termasuk diantaranya keputusan untuk mengadopsi standar akuntansi
global ke dalam standar akuntansi lokal. IASB memang tidak mempunyai
legitimasi untuk mewajibkan negara-negara di dunia mengadopsi IFRSs sebagai
standar akuntansi global. Tetapi legitimasi “perintah” tersebut datang dari
lembaga/organisasi/forum internasional yang sudah mengikat anggotanya dengan
komitmen tertulis ataupun tidak tertulis. Faktor ini menjadi penentu terjadinya
gelombang konvergensi I[FRSs di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Tapi di sisi lain, Indonesia adalah negara berkembang dimana investasi
fisik yaitu FDI lebih dibutubhkan daripada investasi portofolic karena perannya
sebagai sumber pertumbuhan bagi organisme perekonomian dan tidak berdampak
signifikan terhadap munculnya krisis finansial. Dari analisis Word Bank bahkan
diketahui bahwa keberadaan FDI di berbagai negara ternyata berhubungan
langsung dengan pertumbuhan ekspor dan pada akhimya pertumbuhan ekonomi
secara keseluruhan di negara atau kawasan yang bersangkutan (Basri, 2009). Hal
sebaliknya terdapat dalam karakteristik investasi portofolio yang justru rentan
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menghasilkan krisis finansial pada suatu negara dimana jenis investasi inilah yang
paling diuntungkan dari konvergensi IFRSs di berbagai negara di dunia.

Tren hegemoni finansial di berbagai kawasan perekonomian dunia juga
melanda Indonesia dimana nilai investasi portofolio berkembang lebih pesat
dibanding nilai investasi fisik langsung. Pada medio Januari — September 2010
nilai investasi portofolio mendominasi nilai investasi masuk dengan nilai 13,3
milyar dollar Amerika. Sedangkan pada medio yang sama nilai penanaman modal
asing langsung hanya sebesar 6,8 milyar dollar Amerika. Celakanya jumlah
cadangar devisa Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran
ekonomi Indonesia itu sendin, sebesar 57,019 milyar dollar Amerika pada tahun
2008, Jumiah tersebut hanya mencapai sekitar 41,8 persen jumlah cadangan
devisa Malaysia (136,543 milyar dollar Amerika) dan sekitar 22,6 persen dari
jumlah cadangan devisa Singapura (252,180 milyar dollar Amerika) pada tahun
yang sama. Dengan kecilnya jumlah cadangan devisa, Indonesia justru
menyimpan dana-dana milik asing, berupa hutang, ssham dan obligasi, dalam
jumlah yang sangat besar. Dengan dana asing senilai 135,054 milyar dollar
Amerika pada tahun 2008, Indonesia menduduki peringkat keempat Asia dalam
soal kepemilikan dana asing setelah Cina, Taiwan dan India. Dengan demikian,
dana milik asing di Indonesia yang sewaktu-waktu bisa pergi mencapai 237
persen dari cadangan devisa vang tersedia. Hal ini sudah memperlihatkan
rawannya posisi Indonesia dibanding Cina, Taiwan dan India yang memiliki nilai
cadangan devisa jauh lebih besar.

Kondisi lain yang mencemaskan bagi perekonomian adalah perilaku
lembaga perbankan Indonesia yang semakin mengarah ke kapitalisme global.
Ibaratnya perekonomian mempunyai dua jantung yaitu (1) sektor keuangan dan
(2) pemerintah. Keduanya menyedot dana dari masyarakat dan mengalirkan dana
ke masyarakat. Perekonomian akan sehat jika daya sedot dan daya alir terhadap
dana masyarakat seimbang. Jika yang disedot jauh lebih banyak dari yang
dialirkan, dana masyarakat di sektor keuangan dan pemerintah akan membengkak.
Jika dana membengkak terlalu lama, maka perekonomian akan rentan terhadap
serangan tiba-tiba. Membengkaknya dana masyarakat di sektor keuangan dan

pemerintah menandakan mereka tidak bisa mengalirkan dana secara merata ke
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seluruh tubub perekonomian. Beberapa organ perckonomian (fradable) tidak

mendapat pasokan dana yang memadai schingga menjadi lemah aktifitasnya,

beberapa organ lainnya (non fradable) justru kebanjiran dana. Organ-organ
perekonomian yang kelebihan dana melimpahkan dana tersebut ke organ tetangga
terdekat yaitu sesama sektor finansial sehingga mereka akan semakin
berkembang. Fakta ini terjadi di Indonesia dimana bunga deposito turun tapi
deposito individu justru naik tajam. Oleh bank dana itu dibelikan SBI dan bukan
disalurkan sebagai kredit produktif.

Financial Times sebagaimana dikutip Harian Kompas tanggal 22 Oktober

2010 meramalkan tahun 2010 ini total arus modal asing yang mengalir ke negara-

negara berkembang Asia akan mencapai 270 milyar dollar Amerika dan semakin

meningkat di tabun 2011. Untuk Indonesia, dari bulan Januari bingga September

2010, total modal asing yang mengalir masuk ke Indonesia bemilai 115 trilyun

rupiah yang terdiri dari instrumen SBI 20,5 trilyun rupiah, Surat Utang Negara

{SUN) 74 trilyun rupiah dan saham 21 trilyun rupiah. Sedangkan sampai dengan

akhir September 2010, modal asing yang masih bertahan dari tahun lalu terdiri

dari SBI sebesar 64 trilyun rupiah atau 25 persen dari total SBI tahun lalu dan

SUN sebesar 182 trilyun rupizh atau 30 persen dari total dana SUN tahun lalu.

Kondisi ini menyebabkan nilai tukar Rupiah semakin menguat dan indeks harga

saham gabungan di BEI terus mencetak rekor baru.

Menurut Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan

Utang Kementerian Keuangan, sebagaimana dikutip tempointeraktif com, terdapat

beberapa faktor mengapa pada tahun 2010 Indonesia semakin diminati investor

asing, yaitu:

a. Prospek fundamental ekonomi Indonesia dinilai bagvs. Bankir dan pelaku
pasar keuangan internasional memperkirakan peringkat utang luar negeri
Indonesia akan menjadi investment grade atau peringkat investasi sebelum
tahun 2012, Beberapa lembaga internasional juga menunjukkan sentimen
positif terhadap Indonesia, diantaranya:

- OECD menyebutkan dalam laporannya tentang aturan investasi negara-
negara G-2J pada bulan Juli 2010, menyebut Indonesia bersama 7 (tujuh)
negara lainnya di G-20 yaitu Australia, Kanada, Brasil, Afrika Selatan,
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Cina, India dan Arab Saudi, sebagai negara yang telah menerapkan
regulasi investasi yang menuju tren liberalisasi arus modal asing atau
kejelasan peraturan yang lebih baik.

Investor Dashboard Survey oleh ING pada bulan Juli 2010, menyebutkan
terjadi kenaikan sentimen dari 133 pada Triwulan [-2010 menjadi 140 di
Triwulan II-2010 yang menunjukkan terjaganya kepercayaan investor di
Indonesia.

Kenaikan ranking daya saing Indonesia dari posisi ke-54 (2009) ke posisi
ke-44 (2010) menurut Global Competitiveness Index bulan September
2010.

United Kingdom Trade and Investment menaikkan rangking Indonesia
sebagai negara tujuan investasi selain negara-negara BRIC (Brasil Rusia,
India, Cina) dari posisi ke-6 menjadi posisi ke-2.

. Yield obligasi Indonesia lebih menarik dibandingkan Amerika Serkat
dikarenakan bank sentral Amerika masih menahan suku bunga pada tingkat
yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinilai lambat.

Investor global masih mempunyai ekses/kelebihan likuiditas karena selama

krisis global dan terakhir krisis utang zona Eropa, mereka menunda investasi

portofolionya.

Tapi sekali lagi, mengalir derasnya modal asing dan lemahnya kebijakan

untuk mengelola hal tersebut memunculkan risiko bagi stabilitas makro ekonomi

dan bisa memunculkan krisis moneter sebagaimana tegadi di tahun 1990-an
dimana aliran keluar /101 money telah menghancurkan mata uang lokal. Sejauh ini
efek yang paling dikhawatirkan dari besarnya capital inflow ini adalah terjadinya
pembalikan modal secara tiba-tiba atau sudden reversal, Dengan demikian untuk
mencegah risiko krisis keuangan ini adalah dengan melakukan mitigasi terhadap

capital inflow yang sewaktu-waktu bisa lari ke luar negeri.

John Maynard Keynes, sebagai salah satu arsitek lembaga keuangan

internasional, memandang capital control sebagai komponen utama untuk
menciptakan stabilitas keuangan global (Modenesi, 2006; Deliarnov, 2009).
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Menurut Keynes, control of capital movement baik arus keluar maupun arus
masuk, seharusnya menjadi tindakan permanen dalam the posi-war system. Tetapi
sejak era Reagan-Thatcher yang akhimya menghasilkan the Washington
Consensus, capital control justru ditinggalkan. Alasannya dengan meninggalkan
capital control justru akan meningkatkan aktivitas pasar serta meningkatkan akses
kredit dan investasi yang pada akhirnya akan menciptakan kestabilan dan
pertumbuhan. Capital control dapat berupa alat penangkal seperti pajak atas
obligasi jangka pendek atau larangan terhadap segala bentuk kegiatan spekulatif
modal. Tujuan dari capital control, yang dilakukan saat arus modal asing terlalu
banyak dan kemudian dihentikan saat stabilitas telah muncul, adalah untuk
mencegah masuknya sof money dalam skala besar, yang dapat mempengaruhi
apresiasi nilai tukar mata uang Iokal dan mengancam stabilitas keuangan. Dengan
demikian capital control merupakan alat yang legitimate bagi negara-negara
berkembang seperti Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan krisis
finansial.

IMF [ebih menyarankan Indonesia untuk memilih cara menyerap capital
inflow melalui instrumen moneter jangka menengah dan jangka panjang (Media
Indonesia, 21 Oktober 2010). Mengeliminir efek dari short term invesment dengan
memanfaatkan sekaligns menyalurkan kelebihan likuiditas yang terjadi ke
infrastruktur dan investasi berjangka panjang. Sejauh ini BI sebagai otoritas
moneter di Indonesia menetapkan kebijakan periode kepemilikan SBI minimal
ditahan selama satu bulan (one month holding) dan menerapkan kebijakan
kenaikan giro wajib minimum (GWM) perbankan yang khusus untuk menyerap
banjir likuditas di pasar. BI juga menilai sinyal yang dilempar ke pasar terkait
kondisi cadangan devisa juga cukup untuk meyakinkan publik atas kemampuan
untuk memitigasi sudden reversal. Tetapi BI tetap harus mewaspadai situasi
terburuk dari munculnya shock berupa pembalikan modal atau reversal. Bl harus
melihat pengelolaan likuniditas perekonomian merupakan sebuah hal yang sangat
penting. BI juga seharusnya mencermati tekanan inflasi di tengah masih derasnya
arus modal asing yang masuk dan kondisi ekses likuiditas yang masih cukup
besar. Saat ini BI sedang mengkaji kemungkinan kebijakan baru untuk
meminimalisir efek negatif swudden reversal sekaligus menjaga sistern dari
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guncangan. Ini berarti kebijakan one month holding dan kecukupan cadangan
devisa memang dirasakan belum cukup untuk mengantisipasi sudden reversal di
masa depan. Pada akhirya, kebijakan BI harus bisa mengkombinasikan 4 (empat)
fujuan yaitu menjaga fleksibilitas nilai tukar mata uang, menjaga akumulasi
cadangan devisa, meredam arus modal very short term dan mengelola kelebihan
likuditas.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga pertumbuhan nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan membuat investor asing menanamkan
modalnya dalam jangka panjang. Penyebab modal asing bisa keluar dari Indonesia
adalah karena saat ini pemerintah belum menyiapkan skema yang tepat dalam
upaya perbaikan iklim investasi. Stimulus sebenarnya bisa menjadi upaya
perbaikan fasilitas di dalam negeri. Apalagi dalam hal infrastruktur, sektor il
secara tidak lanpsung bisa mendapatkan insentif Permasalahan yang menjadi
kelemahan stimulus infrastruktur adalah karena tidak adanya reformasi kebijakan
dalam pengadaan barang. Dalam tender misalnya, butuh waktu hingga 8 (delapan)
bulan untuk menentukan pemenang tender.

Derasnya arus modal asing ke Indonesia perlu diwaspadai oleh pemerintah
dikarenakan arus modal tersebut didominasi oleh modal jangka pendek. Risikonya
cukup besar karena dengan sistem devisa bebas yang dianut Indonesia, short term
capital inflow tidak bisa ditahan. Otoritas moneter dan pasar modal harus terus
waspada, jika perlu menerapkan yellow alert untuk mengantisipasi risiko sudden
reversal. Jika perlindungan investor domestik ditingkatkan, mereka tidak akan
cepat panik ketika terjadi capital reversal oleh investor asing. Mereka bisa
bermain lebih jangka panjang sehingga bursa tidak terlalu merosot. Hal ini bisa
mengurangi kedalaman dari dampak negatif capital reversal. Derasnya aliran
modal asing bersifat jangka pendek juga seharusnya bisa dimanfaatkan seoptimal
mungkin, salah satu diantaranya yaitu untuk membiayai APBN melalui pembelian
SUN dan pembiayaan modal saham sektor swasta dan IPO (initial public offering
atau penawaran umum saham perdana), meskipun langkah ini tetap beresiko
capital reversal.

Prospek pertumbuhan di negara-negara berkembang serta masih lemahnya
pertumbuhan di negara maju dengan rezim suku bunga rendahnya menjadi dua

Universitas Indonesla

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



214

faktor yang bakal terus mendorong aliran modal masuk ke negara-negara
berkembang. Arus modal ini sayangnya sebagian besar masuk ke instrumen
investasi jangka pendek seperti saham dan obligasi yang dapat mendorong
apresiasi nilai tukar. Dengan adanya fenomena perang kurs, maka semua negara
harus mampu meningkatkan daya saing agar aliran dana tidak hanya masuk ke
pasar finansial yang berpotensi menyebabkan bubble, tapi bisa masuk ke sektor
rill. Negara-negara berkembang di Asia saat ini sudah mengalami spillover dari
prospek perang mata uang dengan membanjimya aliran masuk dana asing dari
investor jangka pendek yang memanfaatkan kestabilan pertumbuhan dan tingkat
suku bunga/imbal hasil regional yang tinggi. Para otoritas hendakaya ekstra hati-
hati, meningkatkan pengawasan dan mempersiapkan perangkat efektif untuk
menjaga penarikan kembali dana spekulatif secara mendadak.

Di sisi lain, konvergensi IFRSs juga dapat menimbulkan dampak
meningkatnya investasi ke luar megeri yang dilakukan oleh warga negara
Indonesia terutama dalam bentuk investasi portofolio. Tetapi kelemahaonya
sampai dengan saat ini tidak ada satu pun lembaga atau instansi di Indonesia,
termasuk BI dan BKPM, yang memiliki catatan aliran investasi keluar tersebut.
Sedangkan data tersebut bagi DJP sangat berguna untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang bersangkutan karena diduga banyak
wajib pajak nakal yang melakukan pelarian modal terutama ke negara-negara
bereputasi fax haven seperti Singapura misalnya. Kondisi tersebut membutuhkan
dukungan kemauan keras dari pemerintah dan otoritas moneter untuk mencatat
setiap aliran lalu lintas modal, baik masuk maupun keluar Indonesia.

Dengan demikian apabila dilihat dari perspektif intelijen stratejik,
konvergensi IFRSs di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sebuah proses
untuk mewujudkan keseragaman bahasa akuntansi dalam sebuah standar
akuntansi global berkualitas tinggi tetapi juga melihat risiko yang dapat
ditimbulkan apabila dampak konvergensi IFRSs berupa mengalimya modal asing
melalui investasi portofolio “menyerang” kerentanan dan kerapuban kondisi
fundamental ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan langkah mitigasi
melalui penilaian risiko terhadap arus masuk modal asing dan kemungkinan

terjadinya capital (sudden} reversal serta pengawasan kepada arus modal keluar,
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BABS
ASPEK PERPAJAKAN DI INDONESIA

Perbedaan antara akuntansi dan pajak adalah sesuatu yang wajar dalam
prakiik pembukuan karena secara bawaan keduanya memiliki konsep penghasilan,
beban/biaya, kepentingan dan tujuan akhir yang berbeda. Akuntansi bertujuan
untuk menghitung laba rugi bersih dan mengukur kinerja dari entitas berdasarkan
standar akuntansi termasuk kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan
keuangan, sedangkan pajak menggunakan akuntansi untuk menghitung besamya
pajak yang terhutang berdasarkan Undang-undang Perpajakan demi penerimaan
negara. Oleh karena itu perbedaan tersebut difasilitasi khusus dalam berbagai
standar akuntansi seperti dalam IAS 12 Incomes Taxes, SFAS 109 Accounting for
Income Taxes atau PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. IFRSs menggunakan
istilah perbedaan temporer untuk mendefinisikan perbedaan antara jumlah tercatat
aset dan liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.
Perbedaan ini diselesaikan melalui pembentukan akun aset dan liabilitas pajak
tangguhan dalam neraca dimana hal ini tidak terkait langsung dengan
penghitungan pajak yang terhutang Sedangkan perbedaan antara pengakuan
penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi yang terkait langsung dengan
penghitungan pajak yang terhutang, dalam praktik difasilitasi dengan rekonsiliasi
fiskal.

5.1 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut ketentuan perpajakan, tata cara pembukuan diatur di Pasal 28
beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Ketentuan penyelenggaraan
pembukuan menurut pajak tidak mengatur standar akuntansi yang harus dianut,
hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan
penghasilan maupun beban sehingga dapat menimbulkan perbedaan antara jumlah
laba rugi komersial dengan penghasilan kena pajak. Meskipun demikian
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dijelaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistern yang
lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan SAK, kecuali peraturan
perundang-undang perpajakan menentukan lain. Selain SAK juga terdapat SAK
Syariah dan SAK ETAP yang digunakan entitas di Indonesia dalam menyusun
laporan keuanganonya.

Pasal 4 ayat (4) UU KUP meminta semua wajib pajak badan yang wajib
menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan
tidak wajib tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan, untuk melengkapi SPT
PPh dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta
keterangan-keterangan Jain yang diperlukan untuk menghiting besarnya
penghasilan kena pajak. Wajib ﬁéjak dapat menyusun laporan keuangan komersial
dan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan
keuangan komersial. Dalam praktek yang sering dilakukan, laporan keuangan
yang dimaksud adalah laporan laba rugi yang semula disusun berdasarkan
kebiasaan dan praktik akuntansi komersial yang kemudian disusun kembali sesuai
dengan ketentuan perpajakan melalui rekonstliasi fiskal. Sedangkan neraca,
dimana terdapat pengakuan pajak tangguhan, tetap mengikuti SAK karena terkait
dengan relevansi dan kepercayaan atau kebenaran suatu keadaan entitas.
Rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguban menjadi konsekuensi dari
pendekatan kuasi-dependen yang diterapkan di Indonesia. Rekonsiliasi fiskal
akan menjadi tidak dibutuhkan jika negara menggunakan pendekatan independen
dan dependen.

Tujuan utama dari laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal adalah untuk
menyajikan informasi sebagai dasar untuk menghitung besarnya penghasitan kena
pajak. Laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal lebih ditujukan untuk pemenuban
ketentuan perpajakan yang diwarnai oleh kebijakan tertentu sehingga netralitas
laporan terhadap para para pengguna laporan keuangan kurang jelas. Daya
banding laporan laba mgi rekonsiliasi fiskal lebih merujuk kepada derajat
keterbandingan antar wajib pajak denagan usaha sejenis. Laporan laba rugi
rekonsiliasi fiskal harus benar sesuai dengan peraturan perpajakan, bebas dari
kesalahan material dan lengkap, dalam arti mencerminkan keadaan usaha dan
kegiatan wajib pajak sepenuhnya dan luput dari kekurangan material.
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Rekonsiliasi fiskal dilakukan setiap akhir tahun pajak karepa terdapat
perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi dan pajak yang
menimbulkan perbedaan antara laporan laba rugi komersial dan laba rugi
rekonsiliasi fiskal dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh. Perbedaan
tersebut timbul karena perbedaan kepentingan antara akuntansi yang mendasarkan
laba rugi pada konsep matching cost against revenue® dengan konsep dasar pajak
yang tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Perbedaan antara laporan laba
rugi komersial dan laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal dapat dikelompokkan
menjadi perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedan sementara
(temporary differences). Perbedaan tetap timbul karema perpajakan dengan
kewenangannya telah mengatur ketentuan yang bertentangan dengan SAK, vaitu
penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh),
penghasilan tertentu yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh) dan
biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikuwrangkan (Pasal 6 dan Pasal 9 UU
PPh). Perbedaan tetap baik positif maupun negatif langsung dikoreksi dalam
akun-akun laporan laba rugi. Sedangkan perbedaan sementara terjadi karena
terdapat ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan
perpajakan dengan SAK seperti yang terjadi dalam penyusutan/amortisasi, selisih
kurs, hasil revaluasi aset tetap atau beban sewa lebih dani satu tahun. Perbedaan
sementara diakomodir SAK dengan pembuatan akun pajak tangguhan (deferred
tax assetfliability) yang dicantumkan di dalam neraca.

Dalam sistem perpajakan, negara memiliki instrumen untuk mencapai dua
fujuan utama yaitu menutup kebutuhan finansial dan mempengaruhi kehidupan
sosial-ekonomi nasional dengan perangkat disintensif dan insetif. Secara
budgetair pajak merupakan alat untuk mentransfer sumber daya dari sektor swasta
kepada sektor publik. Laporan laba rupi rekonsiliasi fiskal memiliki motif untuk
mempersempit erosi potensi pengenaan pajak dan pemberian dorongan realokasi
atau pengendalian investasi. Akibat penyimpangan laporan laba rugi rekonsiliasi
fiskal terhadap ketentuan perpajakan adalah sanksi di bidang perpajakan berupa
sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sedangkan laporan keuangan komersial

% Konsep mafching cost against revenue atau penandingan beban dengan pendapatan
menekankan pada periunya untuk menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui
pada periode yang sama.
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pada umumnya disusun untuk kepentingan berbagai pengguna yang terutama
berkepentingan dengan kinerja ekonomi dan kondisi finansial perusahaan
sebagaimana terpapar dalam laporan keuangan, seperti manajemen, pemegang
saham, investor, kreditor, supplier, customer, karyawan atau badan repgulator.
Akibat penyimpangan Ilaporan keuvangan komersial terhadap SAK adalah
pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen dan opini yang buruk
terhadap laporan keuangan dan stakeholder.

Kerumitan pembukuan atau rekonsiliasi fiskal sekaligus administrasi yang
ditimbulkan dari perbedaan akuntansi dan pajak, sudah sgjak lama mendorong
dilakukannya harmonisasi untuk mengeliminasi perbedaan antara keduanya.
Harmonisasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan adalah sebuah
usaha yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi bagi entitas sebagai wajib
pajak sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan fiskus untuk
melakukan koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Tetapi
usaha harmonisasi tersebut dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan
sepenubinya karena sebagaimana telah dijelaskan, konsep tujuan dan manfaat
pelaporan keuangan berdasarkan SAK dan Undang-undang Perpajakan sangat
berbeda satu sama lain. Sehingga merupakan suatu hat yang wajar dalam praktik
apabila terjadi perbedaan perlakuan terhadap transaksi antara akuntansi dan pajak.

5.2 Perbedaan Ketentuan Perpajakan dan SAK Berbasis IFRSs

Akuntansi dan pelaporan keuangan telah menjadi bagian dari regulasi
pasar modal. Tujuannya adalah untuk memberikan investor dan stakeholders
sebuah informasi yang akurat dan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa
masa falu, masa kini dan masa depan tentang situasi finansial dari sebuah entitas
ekonomi. Prinsip yang dijadikan acuan yaitu penyajian yang wajar atau frue and
Jair view. Sebagai konsekuensinya, saat ini ketentuan dalam akuntansi dan
pelaporan keuangan lebih banyak berpegang kepada substance over form, fair
value measurement dan larangan terhadap hidden reverse. Sedangkan ketentuan
perpajakan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk menghitung laba kena
pajak. Tujuannya adalah menctapkan kewajiban pajak dari entitas kepada
administrasi pajak selama satu tahun pajak. Karakter sebagai sumber penerimaan
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negara menyebabkan pajak membutuhkan informasi yang andal dan mudah
diverifikasi. Sebagai konsekuensinya, ketentuan perpajakan lebih banyak
berpegang kepada form over substance dan historical cost measurement.

SAK dan Undang-undang Perpajakan telah memiliki banyak perbedaan
jauht sebelum IFRSs diadopsi dalam standar akuntansi lokal. Tetapi motivasi
IFRSs unfuk melancarkan arus modal global di pasar modal dunia membuat
standar akuntansi internasional banyak berubah ke karakteristik relevansi dan
transparansi untuk mengakomodasi kepentingan para investor modal dalam
menentukan keputusan ekonominya. Meskipun tidak banyak menambah kuantitas
perbedaan antara SAK dan Undang-undang Perpajakan, tetapi kondisi ini semakin
menambah kualitas perbedaan diantara keduanya dam semakin membuat
rekonsiliasi fiskal yang dilakukan wajib pajak menjauh dari segi efektif dan
efisien,

Yunirwansyah (2010) dari DJP menjelaskan beberapa perbedaan prinsip
antara ketentuan perpajakan dan SAK berbasis IFRSs sebagai berikut:

a. Mata uang pelaporan
Pasal 28 ayat (4) UU KUP menyebutkan pembukuan atau pencatatan barus
diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah,
ini berarti mata uang pelaporan utama dalam pembukuan entitas di Indonesia
adalah Rupiah. Meskipun demikian dalam Peraturan Menteni Keuangan
Nomer 196 Tahun 2007 (PMK 196/2007) entitas dapat menyelenggarakan
pembukuan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat setelah
mendapatkan fjin dari Menteri Keuangan. Sebaliknya PSAK 10 (Revisi 2010),
Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing, mengijinkan entitas untuk
menggunakan mata uang fungsional, bisa dalam mata vang apapun dan tidak
hanya Rupiah dan Dollar Amerika Serikat, dalam pembukuannya.

b. Basis pengakuan dan pengukuran aset
Dalam hal terjadi transaksi perolehan atau penjualan harta, Pasal 10 ayat (1)
UU PPh menjelaskan harga perolehan atau harga penjualan adalah jumlah
yang sesunggubnya dikeluarkan atau diterima untuk transaksi yang tidak
dipengaruhi hubungan istimewa dan jumlah yang seharusnya dikeluarkar atau
diterima untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hal ini juga
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berarti nilai perolehan aset berdasarkan ketentuan perpajakan dihitung
berdasarkan nilai perolehan (historical cost). Sedangkan PSAK 16 (Revisi
2007), Aset Tetap, menambahkan estimasi biaya pembongkaran dan
pemindahan aset dan restorasi dalam komponen biaya perolehan pada
pengukuran awal. Standar akuntansi juga menyediakan pilihan fair value
measuremen? atau model revaluasi selain model biaya sebagaimana diatur
dalam PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi; PSAK 16 (Revisi 2007),
Aset Tetap; PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud; PSAK 50 (Revisi
2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan; dan PSAK 55
{Rewvisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Penyusutan menurat pajak akan dimulai pada bulan dilakukannya
pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,
penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengeerjaan harta tersebut.
Meskipun demikian dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan dapat
dimulai pada bulan harta digunakan. Sedangkan standar akuntansi mengatur
bahwa penyusutan dimulai saat aset siap untuk digunakan yaitu pada saat aset
berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan
sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

. Status legal sewa guna usaha

Keputusan Menteri Keuangan Nomer 1169/KMK.01/1991 (KMK-1169/1991)
sebagai ketentuan perpajakan yang mengatur kegiatan sewa guna usaha
(leasing) menekankan kepada form over substance dengan mengklasifikasikan
definisi Jeasing menjadi sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna
usaha tanpa hak opsi, sedangkan PSAK 30 (Revisi 2007), Sewa Iebih
menekankan kepada substance over form dengan mengklasifikasikan definisi
leasing menjadi sewa pembiayaan (capital lease) dan sewa operasi (operating

lease).

. Prosedur revaluasi aset

Ketentuan perpajakan telah mengatur prosedur revaluasi jauh sebelum SAK
mengijinkan model revaluasi digunakan sebagai hasil pengadopsian IFRSs.
Sebelumnya SAK hanya mengijinkan revaluasi atas aset tetap sepanjang
revaluasi tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan pemerintah, dalam
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hal ini adalah peraturan perpajakan. Prosedur revaluasi diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomer 79/PMK.03/2008 (PMK-79/2008) tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan,
Menurut peraturan tersebut, revaluasi dapat dilakukan setelah mendapat ijin
dari Dirjen Pajak dan diterapkan terhadap semua aset tetap berwujud yang
hasilnya berupa kenaikan nilai aset tetap. Kenaikan tersebut akan dicatat
sebagai selisih lebih di neraca yang dicatat sebagai “Selisih Lebih Penilaian
Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal..” Revaluasi tidak dapat
dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
penilaian kembaii aset tetap terakhir dilakukan. Sedangkan menurut SAK
berbasis IFRSs, metode revaluasi dapat digunakan sebagat penilaian aset tetap
diatur dalam PSAK 16 (Rewisi 2007), Aset Tetap; aset tidak berwujud diatur
dalam PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud; properti investasi diatur
dalam PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi; dan instrumen keuangan
diatur dalam PSAK 50 (Revi'si 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan
Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuran
dan Pengukuran. Revaluasi menurut SAK tidak memerlukan persetujuan dari
Dirjen Pajak dan tidak harus dilakukan terhadap keselunthan aset karena dapat
dilakukan untuk kelompok aset tertentu saja atau secara bergantian antara
kelompok aset yang berbeda. Hasil revaluasi dapat berupa kenaikan atau
penurunan nilai aset. Kenaikan nilai aset dicatat di neraca dengan mengkredit
ekuitas pada surplus revaluasi dan di laporan laba rugi dengan mengakui
kepaikan nilai aset hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset dari hasil
revaluasi sebelumnya. Penurunan nilai aset dicatat di neraca dengan mendebit
ekuitas pada surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo
kredit surplus revaluasi aset dan di laporan laba rugi dengan mengakui semua

penurunan nilai aset.

. Masa manfaat aset idak berwarjud

Sesuai Pasal 11A ayat (2) UU PPh, aset tidak berwujud memiliki masa
manfaat maksimal selama 20 tahun yang masuk dalam Xelompok 4.
Sedangkan menurut PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud, masa
manfaat aset tidak berwujud dapat dikelompokkan menjadi terbatas atau tidak
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terbatas atau dengan kata lain dapat memiliki masa manfaat lebih dari 20
tahun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perpajakan.
f. Konsep materialitas

General audit diperlukan untuk menilai kewajaran dari penyajian informasi di
dalam laporan keuangan. Materialitas adalah besarnya nilai yang dibilangkan
atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang
melingkupinya dan dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh
terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap
informasi tersebut. Berdasarkan konsep materialitas tersebut maka auditor
dapat atau tidak dapat memberikan jaminan bagi pemakai laporan keuangan
bahwa laporan keuangan yang diaudit adalah akurat. Sedangkan dalam pajak
tidak dikenal konsep materialitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomer 199/PMK.03/2007 (PMK-199/2007), pemeriksaan pajak dilakukan
untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau

tujuan lainnya dan tidak mengambil dasar konsep materialitas.

Diadopsinya IFRSs ke dalam SAK semakin menambah kompleksitas
rekonsiliasi fiskal sebagai konsekuensi dari pendekatan kuasi-dependen yang
banyak digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berikut
adalah isu-isu penting yang menyebabkan “benturan” antara pajak dan akuntansi
akan menjadi semakin rumit daripada sebelumnya pasca diadopsinya IFRSs:

a. Nilai wajar

Diadopsinya IFRSs mengakibatkan SAK banyak mengadopsi nilai wajar
sebagai dasar pilihan pengukuran aset setelah pengakuan awal, diantaranya
yaitu mengatur aset tetap, aset tidak berwujud, properti investasi, persediaan,
instrumen keuangan dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan
operasi yang dihentikan. Konsekuensi dari penggunaan nilai wajar ini adalah
pemakaian model revaluasi untuk mengukur atau menyesuaikan nilai aset
yang nilai wajar mauvpun masa manfaatnya diperkirakan berubah, baik
meningkat maupun menurun. Konsekuensi lanjutan dari model revaluasi
adalah perihal jumlah penyusutan baru yang bisa diakui per tahunnya sebagai
hasil revaluasi yang mengubah nilai aset dan masa manfaatnya.
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Karena revaluasi berdasarkan SAK tidak mensyaratkan ijin dari Dirjen Pajak
maka hasil dari revaluasi berupa kenaikan ataupun penurunan aset akan
menyebabkan perbedaan temporer dengan pajak. Tanpa ijin dari Dirjen Pajak
untuk melakukan revaluasi, maka biaya penyusutan aset tetap diukur
berdasarkan harga perolehan atau model biaya. Dampaknya akan terjadi
koreksi positif atau negatif pada biaya penyusutan aset dalam laporan laba
rugi rekonsiliasi fiskal tergantung dari hasil revaluasi, apakah aset dinilai naik
atan turun. Kondisi ini menambah kompleksitas rekonsiliasi fiskal pada biaya
penyusutan aset karena koreksi akibat perbedaan temporer lainnya tetap
muncul sepanjang entitas menggunakan metode penyusutan selain yang
ditentukan oleh ketentuan perpajakan yaitu metode garis lurus dan metode
saldo menurun dan/atau terjadi perbedaan pada waktu dimulainya penyusutan.
Apabila entitas memilih menggunakan nilai wajar maka akan terlihat
perbedaan cukup besar dalam laporan keuangan yang disajikan sebagai
lampiran SPT Tahunan PPh. Neraca akan tetap disajikan sama seperti versi
komersial dengan menggunakan metode nilai wajar. Berdasarkan ED PSAK
46 yang berbasis IFRS, perbedaan jumlah tercatat (milai wajar) aset dan
liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya akan diakui
di dalam neraca sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan
laporan laba rugi menyajikan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi
versi komersial untuk menghitung penghasilan kena pajak dimana terjadi
koreksi biaya penyusutan berdasarkan nilai bistoris. Rincian daftar aset
sebagai lampiran SPT Tahunan PPh megnjadi krusial untuk menguji kebenaran
rekonsiliasi fiskal yang dilakukan.

Kenaikan dan penurunan aset sebagai hasil revaluasi tidak bisa diakui dalam
laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk menentukan penghasilan kena
pajak. Koreksi kenaikan aset dalam rekonsiliasi fiskal akan sedikit terjadi
karena pengakuan kenaikan aset hasil revaluasi dalam laporan laba rugi
mensyaratkan adanya penurunan nilai aset sebagai hasil revaluasi yang sudah
pemah diakui pada laporan laba rugi sebelumnya. Penurunan aset tidak dapat
diakui dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal karena ketentuan perpajakan
tidak mengenal adanya penurunan aset sebagai hasil revaluasi.
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Untuk properti investasi dan aset tidak berwujud, revaluasi terhadapnya akan
menghasilkan perbedaan permanen karena ketentuan perpajakan tidak
mengenal revaluasi terhadap properti investasi dan aset tidak berwujud. Selain
itu biaya penyusutan properti investasi berupa tanah dan/atau bangunan
dikoreksi dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal karena atas penjualannya
dikenakan PPh Final.

. Nilai Tukar Valuta Asing

Menurut IAS 21 yang menjadi basis bagi PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh
Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing, !aporan keuangan dapat dilaporkan
dalam mata uang manapun. Tetapi akan lebih baik jika laporan kevangan
dilaporkan dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Jika mata vang
pelaporan berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka manajemen wajib
melakukan prosedur remeasurement untuk mengukur kembali saldo-saldo
yang ada pada laporan keuangan tersebut ke dalam mata vang pelaporan. Mata
uang fungsional adalah mata vang yang mempenganthi harga jual, dari negara
yang kekuatan persaingan dan undang-undangnya menentukan harga jual.
Mata vang ini sangat mempengaruhi biaya tepaga kerja, material dan biaya
lain pengadaan barang/jasa dan merupakan mata uang tempat aktivitas
pendanaan dilakukan. Mata vang fungsional juga merupakan mata vang dari
penerimaan aktivitas operasi yang pada umumnya ditahan (Martani, 2010).
Ketentuan perpajakan hanya mengijikan dua mata uang sebagai mata uang
fungsional dalam pembukuan yaitu Rupiah dan Dollar Amerika Serikat dan
terbatas pada beberapa entitas yaitu: merupakan perusahaan modal asing yang
beroperasi berdasarkan undang-undang penanaman modal asing, kontrak
karya pertambangan, kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, bentuk usaha
tetap sesuai UU PPh dan P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda),
wajib pajak yang mendaftarkan sahamnya di luar negeri, kontrak investasi
kolektif yang menerbitkan reksadana dalam denominasi Dollar Amerika
Serikat dan wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan induk di luar negeri.
Kecuali kontrak karya pertambangan dan kontrak bagi hasil minyak dan gas
bumi, pemakaian mata vang Dollar Amerika Serikat dalam pembukuan harus

mendapat ijin / persetujuan dari Menteri Keuangan.
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Kerumitan akan terjadi apabila entitas menggunakan mata uang fungsional
selain Rupiah dan Dollar Amerika Serikat {diijinkan). Entitas harus membuat
pembukuan dan laporan keuangan dalam dua mata vang yaitu mata uang
pelaporan pajak Rupial/Dollar Amerika Serikat dan mata uang fungsional
yang mereka gunakan. Hal ini akan menambah biaya dan waktu. Karena mata
uang fungsional tidak diakui sebagai mata uang pelaporan pajak maka
kerugian atau keuntungan selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh
fluktuasi kurs terhadap kurs mata vang fungsional, dapat menimbulkan
perbedaan tetap dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Koreksi dalam
rekonsiliasi fiskal disebabkan kerngian atau keuntungan selisih kurs mata
uang asing dihitung kembali berdasarkan fluktuasi kurs terhadap kurs mata
uang pelaporan pajak.

Sewa guna usaha

Aktivitas sewa pembiayaan (capital lease) dikapitalisasi apabila kontrak sewa
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait
dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi
(operating lease) jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh
risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset atau tidak satu pun
memenuhi kriteria-kriteria: (1) lessor mengalihkan kepemilikan aset kepada
lessee pada akhir masa sewa; (2) lessee memiliki hak opsi untuk membeli
aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan
harga yang cukup rendah jika dibandingkan dengan nilai wajar aset tersebut
pada saat opsi dilaksanakan; (3) masa sewa meliputi sebagian besar umur
ekonomis aktiva; (4) pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa
minimum secara substansial mendekati nilai wajar aktiva; dan (5) a2set sewa
bersifat khusus dimana hanya lessee- yang menggunakannya tanpa perlu
modifikasi secara material. Sebaliknya pajak menggolongkan sewa guna
usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi kriteria: (1) jumlah pembayaran sewa
guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga
perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan
yang diperhikan oleh /essor; dan (2) perjanjian sewa guna usaha tidak memuat

ketentuan mengenai opsi bagi /lessee.
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Perbedaan klasifikasi akan menimbulkan perbedaan tetap pada penghasilan
lessor dan biaya penyusutan /essee karena jika sewa diklasifikasikan sebagai
capital lease maka lessor akan mencatatnya sebagai penjualan aset dan lessee
akan mencatat biaya penmyusutan sebagai konsekuemsi pengakuan aset.
Sedangkan pajak tetap mengklasifikasikannya sebagai sewa guna usaha tanpa
hak opsi sehingga tidak ada penjualan oleh Jessor dan penyusutan oleh Jesse
yang dapat diakui. Demikian juga jika terjadi transaksi sale and lease back,
menurut ketentvan perpajakan penjualan dari /essee kepada lessor harus
diakui sebagai penghasilan dan selanjutnya biaya penyusutan dicatat oleh

lessor meskipun sewa guna usaha tersebut menggunakan hak opsi.

. Instrumen Keuangan

Berdasarkan standar akuntans: keuangan revisi terakhir, instrumen keuangan
terdini dan financial asset, financial liability dan equity instrument. Aset
keuangan terbagi lagi ke dalam fundamental financial asset, derivatives dan
hedging instraments. Nilai wajar menjadi pengukuran paling relevan bagi
instrumen keuangan karena mencerminkan kinerja entitas dan harus
dilaporkan dalam laporan keuvangan. Jika instrumen kenangan harus diukur
dengan biaya perolehan maka harus dibuat catatan mengapa instrumen
kenangan tidak dapat diukur menggunakan nilai wajar, Konsekuensi
pengukuran pada nilai wajar mengakibatkan nilai instrumen keunangan bisa
mengakibatkan keuntungan atau kerugian tergantung dari perubahan nilai
wajar instrumen keuangan. Dari sudut pandang pajak, nilai wajar pada
instrumen kenangan akan menghasilkan perbedaan tetap karena keuntungan
atau kerugian akan dikoreksi dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal karena
penghasilan dari instrumen keuangan dikenakan PPh Final.

Tetapi berbeda apabila transaksi instrumen keuangan dilakukan diluar bursa
efek atau bursa berjangka karena penghasilan dari instrumen keuangan akan
dikenakan PPh tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh. Instrumen derivatif
menjadi perhatian karena 99,88 persen transaksi derivatif justru dilakukan di
luar bursa efek atau bursa berjangka atau disebut over the counter (OTC).
Padahal selama ini transaksi derivatif di perdagangan komoditas berjangka
yang bisa dimonitor oleh pemerintah hanya transaksi yang dilakukan di bursa.
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Transaksi derivatif adalah kontrak transaksi antara dua belah pihak untuk
membeli atau menjual suatu aset tertentu (underlying assets) di masa yang
akan datang berdasarkan harga yang disepakati pada saat kontrak dibuat. Aset
tertentu yang akan diperjual-belikan biasanya berupa valuta asing, saham,
komoditi, dan tingkat suku bunga. Artinya nilai kontrak derivatif tergantung
dari pergerakan mnilai dari aset yang akan diperjual-belikan tersebut
{(underlying assets). Bentuk umum kontrak derivatif berupa option, future,
Jorward, dan swap. Transaksi derivatif dapat dipergunakan untuk melakukan
lindung nilai (hedging) atas nilai wajar aset atau kewajiban perusahaan
maupun unfuk arus kas perusahaan di masa yang akan datang (hedged iiem).
Selain itu, transaksi déﬁvaﬁf dapat dipakai untuk tujuan spekulasi. Transaksi
derivatif untuk ftujuan spekulasi ini semata-mata dimaksudkan untuk
memaksimalkan keuntungan dan tidak dalam rangka melindungi aset atan
kewajiban perusahaan. Atas hal tersebut Darussalam dan Septriadi (2009)
mempertanyakan apakah rugi derivatif untuk tujuan spekulasi dapat
dibebankan sebagai pengurang penghasilan kera pajak. Dalam praktik,
perdebatan ini terus berlangsung yang mengakibatkan tidak adanya kepastian
hukum, Apalagi belum ada ketentuan dalam peraturan perpajakan yang secara
tegas mengatur mengenai perlakuan perpajakan atas kerugian yang timbul dari
instrumen derivatif yang trapsaksinya dilakukan diluar bursa efek atau
berjangka. Dalam rangka memberikan solusi permasalahan, Darussalam dan
Septriadi memberikan contoh peraturan pajak di negara lain sebagai bahan
perbandingan. Di India, Pakistan, dan Rusia, rugi derivatif untuk fujuan
spekulasi dikategorikan sebagai extra ordinary loss. Rugi derivatif yang
masuk dalam extra ordinary loss hanya boleh dikurangkan (dibiayakan)
terhadap extra ordinary income. Dengan demikian, rugi spekulasi hanya boleh
sebagai pengurang dari laba spekulasi. Jadi, apabila tidak terdapat laba
spekulasi dalam tahun terjadinya rugi spekulasi, maka rugi spekulasi dengan
sendirinya tidak diperbolehkan sebagai unsur pengurang penghasilan kena
pajak. Rugi spekulasi yang tidak dapat sebagai pengurang penghasilan kena
pajak tersebut dapat dikompensasikan terhadap laba spekulasi selama 6 tahun
di Pakistan, & tahun di India, dan 10 tahun di Rusia. Permasalahan penting
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yang harus menjadi perhatian disini adalah bagaimana merumuskan definisi
rugi derivatif untuk tujuan spekulasi. India dan Pakistan mendefinisikannya
sebagai: 1) penyelesaian kontrak derivatif dilakukan tidak dalam rangka untuk
mendapatkan aset dasarnya (underlying assets) atan hanya diselesaikan secara
nett settlement, 2) penyelesaian secara netf seftlement tidak dianggap sebagai
spekulasi jika dilakukan untuk menjamin pembelian bahan baku, atau jika
kontrak derivatif tersebut dilakukan oleh anggota bursa. Sementara itu, Rusia
mendefinisikan rugi derivatif sebagai kegiatan spekulasi (non-quoted) jika
nilai dari aset dasamya (underlying assef) tidak dapat diketahui dengan pasti
seperti tidak diperdagangkan di bursa atau tidak dipublikasikan di media.

5.3 Respon Sementara DJP Terhadap Konvergensi IFRSs

Bagaimana respou DJP menanggapi proses konvergensi IFRSs oleh
DSAK TAI dapat dilihat dari penjelasan 2 (dua) pejabat DJP yaitu Wahyu Karya
Tumakaka sebagai Pejabat Pengkaji Hukum Perpajakan saat memberikan
penjelasan mengenai aspek perpajakan implementasi IFRSs di Indonesia dan
Yunirwansyah sebagai Kepala Sub Direkiorat Peraturan PPh Badan saat
memberikan penjelasan mengenai dampak penerapan PSAK terbaru terhadap
perpajakan.’

Tumakaka melihat aspek perpajakan implementasi IFRSs di Indonesia
dengan memandang IFRSs dari segi kebijakan pemerintah di bidang perpajakan
yaitu sebagai 4 (empat) aspek kebijakan publik yang terdin dari aspek legal, aspek
keekonomian, aspek administratif dan aspek sosio-politikal. Keempat aspek dalam
perspektif kebijakan perpajakan nasional tersebut akan menjadi pertimbangan
dasar perubahan regulasi di bidang perpajakan yang kompatibel dengan IFRSs.

Dilihat dari aspek legal, terdapat 4 (empat) hal yang menjadi fokus utama.
Pertarna, adanya perbedaan prinsip yaug dianut oleh IFRSs yang tidak sejalan
dengan ketentuan perpajakan yaitu mengenai asumsi dasar (accrual basis, cash
basis), konsep dasar modal (physical, nominal finuncial capital dan constant

purchasing power), metode pengukuran dan penilaian unsur-unsur laporan

® Penjelasan keduanya scbagian besar didapat dari seminar IFRSs yang diikuti oleh
penulis, Wahyu Karya Tumakaka saat ini menjabat sebagai Direktur KITSDA DJP dan merupakan
salah satu anggota Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan TAI
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kevangan (historical, current cost, realiseable value) dan laporan keuangan
standar (laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal). Kedua, pengaruh
IFRSs terhadap industri tertentu yang didasari kontrak dengan pemerintah, dimana
praktik akunting menjadi klausa yang masuk dalam konirak. Ketiga, penerapan
IFRSs nantinya apakah bersifat voluntary (sukarela) atan mandatory (wajib).
Keempat, fleksibilitas dan time-frame perubahan regulasi perpajakan. Seberapa
fleksibelkah Undang-undang Perpajakan dapat diubah dan berkaitan dengan
implementasi SAK berbasis IFRSs pada tahun 2012 apakah perubahan regulasi
pajak juga harus berlaku pada tahun tersebut.

Aspek ekonomi melihatnya dari segi efisiensi dan biaya kepatuhan bagi
wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan serta melaporkan SPT Tahunan
PPh yang melampirkan laporan keuangan fiskal. Selain itu juga melihat
bagaimana pengaruh perubahan pengukuran dan metode didalam regulasi
perpajakan yang mengikuti PSAK berbasis IFRSs terhadap keseluruhan
penerimaan pajak.

Aspek administratif memandang dari 3 (tiga) perspektif utama. Pertama,
dengan adanya perbedaan antara standar pelaporan untuk tujuan pajak dengan
standar faporan keuangan berdasatkan PSAK berbasis IFRSs, apakah akan
memerlukan setfing adminisiratif perpajakan yang berbeda atau cukup dengan
setting yang ada seperti perangkat pelaporan dan sebagainya. Kedua, apakah
implementasi PSAK berbasis IFRSs memerfukan perubahan organisasi
administrasi DJP. Ketiga, pengaruh implementasi IFRSs terhadap kapasitas
sumber daya manusia DJP dan kompetensi administratur perpajakan.

Aspek sosio-politikal melibat penganih migrasi PSAK dari akuntanst
konvensional menuju IFRSs terhadap besammya laba kena pajak, akan
mempengarchi perilaku pajak dari perusahaan kearah motif laba, seperti fax
minimization. Selain itu adanya peran legislatur dan politik dalam negeri serta
NGO (non government organization) internasional untuk menekan inferest group
termasuk korporasi multinasional dan internasional yang aktif mendorong
konvergensi IFRSs.

.Tumakaka menyadari bahwa IAI sebagai satu-satunya organisasi profesi
di bidang akuntansi yang relevan dengan IASB tidak memiliki pilihan selain
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memgambil peran dan imisiatif untuk mendorong dan mempercepat regulasi
pemerintah agar ketentuan yang relevan di bidang perpajakan juga mampu
mengatasi adopsi IFRSs dalam #ime frame 1Al. Berkaitan dengan hal tersebut
dibutubkan suatu sosialisasi yang memadai bagi berbagai pihak yang terlibat
dalam penyusunan regulasi seperti DPR, Kementerian Keuangan, Bapepam-LK
dan DJP sebagai pelaksana administrasi pajak. Dapat dipastikan bahwa penerapan
IFRSs akan mempengaruhi besarmnya dasar penghitungan PPh sebelum dilakukan
rekonsiliasi fiskal. Keterlambatan dalam regulasi perpajakan dikhawatirkan akan
menimbulkan komplikasi besar yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi
kinerja perekonomian maupun menganggu iklim berusaha akibat ketidakpastian
investor dalam hal melakukan kalkulasi usahanya. DJP sebagai administratur
perpajakan dituntut untuk mempersiapkan kapasitas organisasi, sistem dan
prosedur serta kapasitas sumber daya manusianya untuk mengatasi adopsi IFRSs
dan implementasinya.

Yunirwansyah memberikan latar belakang yang bersifat tekmis berupa
perbedaan antara PSAK berbasis IFRSs dengan ketentuan perpajakan beserta
dampaknya sebagai dasar untuk menjelaskan alasan DJP dalam menyikapi
perbedaan, persiapan yang sudah dilakukan dan pilihan yang akan diambil
menghadapi konvergensi IFRSs. Beberapa PSAK berbasis IFRSs yang dianalisis
yaitu:

a. PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi

Dampak perbedaan yang ditimbulkan dari PSAK 13 berbasis IFRSs yaitu
adanya piliban penggunaan model nilai wajar yang apabila dipilih oleh wajib
pajak maka akan menimbulkan perbedaan tetap dalam laporan keuangan fiskal
karena ketentuan perpajakan menggunakan faktor biaya sebagai dasar
penyusutan: dan tidak diperbolehkannya penurunan nilai wajar sebagai faktor
pengurang laba rugi. Sedangkan apabila wajib pajak memilih model biaya
maka perbedaan yang mungkin muncul yaitu perbedaan sementara apabila
wajib pajak tidak menggunakan metode garis lurus atau metode saldo
menuwun dalam melakukan penyusutan. Untuk properti investasi yang
digunakan untuk sewa akan menimbulkan perbedaan tetap mengingat
penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final.
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Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- melakukan diskusi lebih lanjut

- menganalisis apakah revaluasi perlu mendapat ijin dari DJP atau tidak,
pilihan sementara yaitu revaluasi dapat dilakukan menurut PSAK dengan
tanpa ijin DJP tetapi tidak akan diakui oleh DIP

- revaluasi apabila disetujui oleh DJP akan dikenakan PPh Final 10 persen

- menganalisis revaluasi atas aset yang dapat direvaluasi
(sebagian/selunihnya) dan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun atau
lebih cepat

. PSAK 16 (Revisi 2007), Aset Tetap

Dampak perbedaan yang ditimbulkan dar PSAK 16 berbasis IFRSs akan
terjadi baik di penggunaan model biaya maupun model nilai wajar. Perbedaan
nilai aset tetap sebagal dasar penyusutan dalam model biaya terjadi apabila
terdapat penambahan estimasi biaya pada nilai aset tetap yang diperoleh.
Sedangkan apabila wajib pajak menggunakan model nilai wajar dan
melakukan revaluasi maka akan menimbulkan perbedaan tetap karena
ketentuan perpajakan menggunakan model biaya sebagai dasar biaya
penyusutan. Selain itu penurunan nilai wajar sebagai hasil revaluasi tidak
diperbolehkan sebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi rekonsiliasi
fiskal. Dalam menghitung besamya biaya penyusutan, kemungkinan besar
akan terjadi perbedaan sementara, selain karena wajib pajak tidak
menggunakan metode garis furus dan metode saldo menurun sesuai UU PPh,
tetapi juga disebabkan perbedaan saat dimulainya penyusutan. PSAK
mengatur penyusutan dimulai saat aset tetap digunakan sedangkan UU PPh
mengatur penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- menganalisis kemungkinan terjadinya penambahan biaya saat dilakukan
penilaian berdasarkan model nilai wajar yang kadang memerlukan penilai
independen serta kemungkinan penilaian menggunakan estimasi dan
Jjudgement akan dapat menunjukkan nilai wajar yang sebenamya
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- memutuskan bahwa revaluasi untuk kepentingan pajak tetap harus
mendapat ijin dari DJP dan dikenakan PPh Final dengan tarif 10 persen

- menganalisis kemungkinan revaluasi dilakukan dalam periode setiap 5
(lima) tahun atau periode yang lebih pendek

- mempertimbangkan DJP dapat memberikan ijin dimulainya penyusutan
berdasarkan PSAK 16 yaitu saat aset tetap digunakan

. PSAK 30 (Revisi 2007), Sewa

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomer 1169/KMK.01/1991 (KMK-
1169/1991) tidak semua entitas dapat melakukan transaksi sewa guna usaha
(leasing). Entitas yang dapat dikategorikan sebagai /essor yaitu perusahaan
pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah mendapatkan ijin
dani Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan leasing. KMK-1169/1991
menunjukkan bahwa ketentuan perpajakan dalam kegiatan /easing lebih
sempit dibandingkan SAK karena terdapat batasan atas definisi /essor.
Perbedaan prinsip akunfansi yang menganut substance over form dengan
pajak yang menganut form over substance menimbulkan perbedaan tetap
biaya penyusutan apakah suatu sewa guna usaha termasuk capital lease atau
operating lease. Perbedaan sementara biaya penyusutan ada apabila terjadi
perbedaan metode penghitungan penyusutan.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- melakukan evaluasi lebih Janjut atas perbedaan-perbedaan yang terjadi

. PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 196/PMK.03/2007 (PMK-196/2007)
memperbolehkan beberapa entitas tertentu untuk menyelenggarakan
pembukuan dengan satuan mata uvang Dollar Amerika Serikat setelah
mendapat ijin dart Menteri Keuangan. Keharusan menentukan mata uang
fungsional menyebabkan entitas yang tidak menggunakan mata uang
fungsional Rupiah atau Dollar Amerika Serikat harus melakukan translasi dari
mata vang fungsional ke dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika
Serikat. Ini berarti akan terdapat dua laporan keuangan menurut mata vang
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fungsional dan menurut mata vang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat.
Dampaknya wajib pajak akan memerlukan tambahan biaya dan waktu dalam
menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan kcuangan.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut yaitu:

- melakukan kajian lebih lanjut atas PMK-196/2007

. PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan

dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan

Pengukuran

Adanya perbedaan pengakuan keuntungan dan kerugian antara PSAK 50 dan

PSAK 55 karena perubahan nilai wajar dengan ketentuan perpajakan yang

hanya mengakui keuntungan dan kerugian dari nilai transaksi penjualan

menimbulkan perbedaan signifikan dimana dapat terjadi di sist akuntansi telah

diakui sebagai keuntungan atau kerugian sedangkan di sisi perpajakan belum

diakui mengingat belum terjadi realisasi.

Sikap DJP dalam menyikapi perbedaan tersebut vaitu:

- Membicarakan lebih lanjut mengenai perbedaan sebagaimana tersebut
diatas

Dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

. Arah kebijakan DJP untuk menjalankan fungsi penerimaan (budgetair) dan

fungsi mengatur (reguler), pengembangan sumber daya manusia dan tujuan

efisiensi.

. Definisi pembukuan menurut Pasal I angka 29 UU KUP yaitu proses

pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modai, penghasilan dan
biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

. Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UU KUP yang menjelaskan bahwa pembukuan

barus diselenggarakan dengdn cara atau sistem yang lazim dipakai di
Indonesia, misalnya berdasarkan SAK kecuali peraturan perundang-undangan
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perpajakan menentukan lain. Hal ini berarti pembukuan diselenggarakan
sesuai SAK tetapi preferensi diberikan pada ketentuan perpajakan jika
terdapat pengaturan yang tidak sejalan.

maka DJP memiliki 3 (tiga) pilihan dalam menghadapi konvergensi [FRSs, yaitu:

a. Mengadopsi IFRSs dengan menyederhanakan pelaporan keuangan dan
melakukan perubahan aturan perpajakan sesuai dengan PSAK berbasis IFRSs.

b. Tidak mengadopsi IFRSs karena prinsip-prinsip IFRSs tidak dapat diterapkan
dalam penghitungan pajak. Selain itu disebabkan DJP memiliki kewenangan
untuk menerapkan ketentuan perpajakan dan selama ini perbedaan antara
akuntansi dan pajak diakomodasi dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal.

c. Mengadopsi sebagian IFRSs dengan menyederhanakan pelaporan keuangan,
melakukan perubahan aturan perpajakan untuk hal yang sangat penting dan
tetap membutuhkan rekonsilasi fiskal untuk mengakomodasi perbedaan
akuntansi dan pajak.

Ketiga pilihan tersebut diatas menurut Yunirwansyah harus diambil atau
ditentukan DJP setelah melalui simulasi dan penelitian komprehensif untuk
mengetahui dampak secara menyeluruh dari konvergensi IFRSs. Dalam rangka
persiapan menghadapi implementasi penuh PSAK berbasis IFRSs, DIP telah dan
akan melakukan diskusi dengan IAI, institusi terkait seperti perguruan tinggi,
kantor akuntan publik dan asosiasi, menganalisis peraturan perpajakan dan
menyebarkan informasi serta melakukan pendidikan dan latihan kepada pegawai
DIP.

5.4 Dampak Motif Konvergensi IFRSs di Indonesia Terhadap Kebijakan
Perpajakan

Seperti telah diuraikan di bab-bab sebelumnnya, negara-negara di dunia
sedang menuju keseragaman standar akuntansi dengan mengadopsi IFRSs dalam
standar akuntansi lokal. Dengan menggunakan IFRSs, maka semua bisnis di dunia
berbicara dalam bahasa akuntansi yang sama. Kelak tidak ada lagi kerepotan yang
dialami oleh perusahaan mmitinasional untuk mengkousolidasi laporan keuangan
dari anak-anak perusahaan di berbagai negara. Tidak ada lagi perusahaan yang
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kesulitan jika harus /isting di pasar modal negara lain karena harus menyesuaikan
laporan keuangannya dengan standar akuntansi setempat. Dan yang paling utama
adalah semakin bebasnya aliran modal atau dana dari para investor global
mengalir ke berbagai sudut dunia sebagai pengukuhan era sistem kapitalisme
global dimana modal uang internasional memainkan peran yang meneatukan.
Konvergensi IFRSs menjadi sebuah proses yang harus dilakukan Indonesia karena
beraktifitas dalam sebuah lingkungan masyarakat ekonomi global yang bercirikan
perdagangan bebas barang dan jasa serta terutama aliran modal vang lintas batas.

Bagaimana seharusnya respon DJP menghadapi konvergensi IFRSs?
Wahyu Karya Tumakaka sebagai pejabat DJP sekaligus anggota Dewan
Konsultatif SAK membertkan sinyal bahwa jika DJP harus mengeluarkan
kebijakan maka hal tersebut harus menghasilkan perubahan regulasi di bidang
perpajakan yang kompatibel dengan IFRSs. Sedangkan Yunirwansyah sebagai
pejabat DJP yang berwenang dalam peraturan PPh mengemukakan 3 (tiga) pilihan
kebijakan yang akan diambil DJP, yaitu mengadopsi, tidak mengadopsi atau
mengadopsi sebagian IFRSs ke dalam peraturan perpajaken yang baru.
Sebagaimana dijelaskan di bab pertama, meskipun DJP tidak mengeluarkan satu
kebijakan pun untuk merespon konvergensi IFRSs, dalam teori kebijakan publik
hal tersebut sudah dianggap sebagai kebijakan dari DJP. Sebagai otoritas
perpajakan dan ujung tombak negara dalam mencari penerimaan maka sudah
seharusnya kebijakan yang akan diambil DJP untuk merespon konvergensi IFRSs
juga ditujukan untuk menunjang dan selaras dengan pembangunan ekonorni
Indonesia dan bukan hanya tujuan sesaat untuk memudahkan rekonsiliasi fiskal
atau pun pembukuan yang disclenggarakan oleh entitas.

Standar akuntansi global sebagaimana disebut dalam tujuan IASB
dikembangkan untuk membantu para pelaku di berbagai pasar modal. Hal ini
dimaksudkan untuk melancarkan arus modal para investor global dalam mencari
tempat-tempat berinvestasi sekaligus memudahkan entitas-entitas untuk mencari
sumber pendanaan. Kondisi saat ini, tidak banyak perusahaan Indomesia yang
listing di bursa efek di luar negeri dan semakin banyak jumlah arus modal asing
yang masuk ke Indonesia melaiui investast portoiolio. Sebaliknya jumlah
investasi asing langsung yang Iebih bermanfaat bagi Indonesia justru semakin
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tertinggal perkembangannya dibanding investasi portofolio yang riskan
menimbulkan krisis finansial. Di sisi lain, implementasi IFRSs di Indonesia pada
tahun 2012 hanya akan berlaku bagi entitas yang memiliki akuntanbilitas publik,
Dengan kondisi tersebut, kebijakan DIJP seharusnya bisa bertujuan untuk
meminimalisasi dampak buruk dari mengalimya arus modal asing sebagai efek
penggunaan standar akuntansi global dengan tetap tidak mengesampingkan tujuan
untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dan
melaporkan kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian besarnya pengaruh eksternal dard lingkungan
masyarakat global dan keanggotaan Indonesia (termasuk DIJP) pada
lembaga/organisasi/forum internasional yang mendukung konvergensi IFRSs
dapat berdampak terhadap arah kebijakan DJP sebagai otoritas perpajakan di
Indonesia. Apakah kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi kebijakan DJP
dalam merespon konvergensi IFRSs yang seharusnya bertujuan untuk menunjang
dan selaras dengan pembangunan ckonomi Indonesia sekaligus untuk
meningkatkan keefektifan dan keefisienan entitas dalam pelaporan pajak?

Gambar 5.1
Pengaruh Eksternal dan Motif Konvergensi IFRSs Terhadap Kebijakan DJP
pengarub ekternal
i Lingkungan
Masyarakat Global
FIEEFHE
pentngsn cntitas ..
Habijjakan - Konvergenxy
Dirvktorat Jondexsd IFRES:
Puajak S
! P WNFan Negara -
/Fm‘if
Auoax Maxalk
Modal Asing
pengaruh mohf konvergens:

Lingkungan masyarakat global sebagai pengaruh ekstemal terhadap
kebijakan DJP terdiri dari negara-negara di dunia terutama negara-negara maju
dan negara-negara yang berada dalam kawasan regional yang sama dengan
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Indonesia, dan lembaga, organisasi atau forum kerjasama intemasional terutama
dimana Indonesia aktif bekerjasama atau menjadi anggotanya baik itu langsung
diwakili oleh DJP ataupun diwakili oleh lembaga pemerintah lainnya atau
lembaga non-pemerintah. Sedangkan pengaruh motif konvergensi IFRSs terhadap
kebijakan DJP akan membawa sudut pandang DJP terhadap risikc yang
ditimbulkan dari arus masuk modal asing terhadap kondisi ekonomi Indonesia
sehingga materi kebijakan yang diambil akan menunjang dan selaras dengan
pembangunan ekonomi Indonesia.

Di dunia, organisasi yang aktif melakukan pertemuan dan diskusi pajak
dalam skala internasional adalah OECD yang merupakan salah satu organisasi
dunia yang mendukung konvergensi IFRSs. Hal tersebut ditunjukkan dengan
langkah mereka untuk merevist OECD Principles of Corporate Governance dalam
rangka mengakomodasi prinsip mereka untuk mendukung pengadopsiaan standar
akuntanst yang diakui secara internasicnal atau penggunaan standar akuntansi
lokal yang konsisten dengan standar akuntansi internasional. OECD terdiri dari
beberapa komite yang dibagi sesuai dengan bidang kerjasama ekonomi atau
pembangunan dan khusus untuk bidang perpajakan berada di bawah CFA.

CFA menjadi forum bagi para pembuat kebijakan dan administratur yang
merepresentasikan Kementerian Keuangan dan otoritas perpajakan dari masing-
masing negara anggota. Pembicaraan dalam forum tidak hanya fokus terhadap
pajak internasional tetapi juga yang berhubungan dengan administrasi dan
kebijakan pajak domestik Tujuan dibentuknya CFA adalah untuk mengeliminasi
tax measures yang menghambat arus investasi dan perdagangan, mencegah
double taxation, memberantas lax evasion dan tax avoidance serta
mempromosikan prakiik yang baik dalam administrasi dan kebijakan perpajakan.
Hal im berarti komite bermaksud untuk meningkatkan pembicaraan antar
pemerintah di bidang pajak melalui komunikasi, kerjasama dan pemberan
bantuan yang berkaitan dengan praktk perpajakan.

Kerjasama yang dilakukan CFA tidak hanya untuk negara-negara anggota
OECD tetapi juga dengan negara-negara bukan anggota OECD termasuk
Indonesia. Kerjasama dengan Indonesia oleh CFA dimasukkan dalam kategor

"dialog yang perlu diperkuat” bersama dengan Cina, Brasil, India dan Afrika
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Selatan (Parry, 2007). Kerjasama dengan negara-negara bukan anggota QOECD
dilakukan karena pajak merupakan isu lintas batas dan permasalahan dalam pajak
internasional membutuhkan juga skala internasional. Selain itu hal tersebut
merupakan usaha OECD untuk membantu pengembangan sistem yang mampu
membantu pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya secara terus menerus
dan sekaligus menarik minat dari foreign investment. Kerjasama ini diakui oleh
OECD akan menggunakan pendekatan bersama dengan organisasi/lembaga/forum
internasional lainnya,

Bagi Indonesia usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus
menarik minat FDI justru menjadi benturan antara kepentingan investasi dengan
kepentingan penarikan pajak. Seperti diketahui pemerintah Indonesia sejak tabun
1967 gencar menarik penanaman modal asing dimana salah satu syaratnya adalah
pemerintah harus menyediakan iklim investasi yang kondusif termasuk di
dalamnya insetif pajak. Dalam praktek, insentif pajak tersebut ditindaklanjuti
dengan adanya P3B antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing
yang perusahaannya banyak berinvestasi di Indonesia seperti Jepang, Korea
Selatan atan Amerika Serikat. Permasalahan yang terjadi posisi tawar menawar
pemerintah Indonesia saat pembuatan perjanjian tersebut terkadang Iemah
sehingga penarikan pajak obyek tertentu terhadap perusahaan asing oleh otoritas
pajak hampir sulit dilakukan.

CFA mengeluarkan OECD Model Tax Convention yang sealah satunya
menjadi pedoman dalam proses pembuatan fax freaty termasuk oleh DJP dan
oforitas perpajakan di negara lainnya. 7ax freaty atau P3B melalui ketentuan
penghasilan dan fime test-nya sebenarnya bisa menjadi salah satu jalan bagi DJP
untuk meminimalisasi risiko terjadinya krisis finansial dari semakin mengalirnya
arus modal asing dalam bentuk investasi portofolio yang dipermudah oleh
penggunaan standar akuntansi global. Mengalir derasnya modal asing yang
didominasi modal jangka pendek dan lemahnya kebijakan untuk mengelola hal
tersebut bisa memunculkan risiko bagi stabilitas makro ekonomi dan bisa
memunculkan krisis moneter sebagaimana terjadi di tahun 1990-an dimana aliran
hot money telah menghancurkan mata uvang lokal. Sejauh ini efek yang paling
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dikhawatirkan dari besamya capital inflow ini adalah terjadinya pembalikan
modal secara tiba-tiba atau sudden reversal.

Pajak terhadap capital inflow atau yang dikenal sebagai capiral import tax
telah diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Brasil
dan Thailand. IMF menghimbau Indonesia untuk tidak menempuh kebijakan
pengenaan pajak kepada arus modal asing yang masuk (capital inflow) seperti
sesama negara berkembang yaitu Brasil dan Thailand yang melakukannya dengan
tujuan untuk mengerem arus modal keluar sekaligus menguntungkan pemerintah
untuk menjaga kestabilan mata vang agar tidak mendadak terdepresiasi. Thailand
telah mencabut pengecualian withholding tax 15 persen atas bunga obligasi yang
diterima dari pemerintah, Bank of Thailand dan perusahaan negara, yang selama
ini diterapkan pada investor asing. Bagi Thailand, kebijakan ini juga berarti tidak
membedakan perlakuan terhadap investor lokal atau investor asing. Sedangkan
Brasil menaikkan tarif pajak untuk modal asing di sekuritas dari 2 persen menjadi
4 persen. Korea Selatan saat ini sedang menjajaki kebijakan baru terhadap capital
inflow, termasuk penerapan withholding fax, untuk menjaga kestabilan mata uang
Won terhadap Dollar Amerika Serikat. Tetapi sebagai lembaga keuangan
internasional dunia IMF justru lebih menyarankan Indonesia untuk memilih cara
menyerap capifal inflow melalui instrumen moneter jangka menengah dan jangka
panjang. Mengeliminasi efek dari short term invesment dengan memanfaatkan
sekaiigns menyalurkan kelebihan likuiditas yang terjadi ke infrastruktur dan
investasi berjangka panjang.

Time test dapat digunakan sebagai salah satu perangkat efektif untuk
menjaga penarikan kembali dana spekulatif secara mendadak karena berkaitan
dengan konsep pengaturan wakfu untuk menentukan hak pemajakan negara
sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayah yurisdiksinya. Keuntungan
yang diperoleh investor asing dari penjualan investasi portofolio seperti saham
atau obligasi tidak akan dikenakan pajak sepanjang belum memenuhi time-fest.
Misalnya dalam P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat disebutkan bahwa
penduduk salah satu negara akan dikecualikan dari pengenaan pajak oleh negara
pada P3B atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau bentuk
lain pengalihan capital assets, kecuali penerima keuntungan dari pengaliban harta
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tersebut memiliki suatu bentuk usaha tetap atau tempat tetap di negara lainnya
pada P3B dan harta yang menghasitkan keuntungan tersebut mempunyai
bubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut atau
penerima keuntungan dari pengalihan harta tersebut adalah orang pribadi yang
berada di negara lainnya pada P3B untuk suatu masa atau masa-masa yang
keseluruhannya berjumlah 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih selama tahun
pajak. Celah 120 hari ini dapat dimanfaatkan investor global yang memiliki
investasi portofolio jangka pendek untuk terhindar dari pengenaan pajak di
Indonesia.

ORI atau surat utang negara yang banyak diserbu investor global juga
termasuk dalam kategori penghasilan bunga yang tidak dapat dikenakan pajak di
Indonesia berdasarkan fax freafy. Bunga yang berasal dari suatu negara dan
dibayarkan kepada penduduk negara lainnya sebenarnya dapat dikenakan pajak di
negara lainnya tersebut.'” Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak
di negara tempat asal bunga sesuai dengan perundang-undangan pajak negara itu,
akan tetapi jika si penerima bunga adalah pemilik yang menikmati bunga tersebut,
maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dan jumlah kotor
bunga itu. Tetapi terdapat ketentuan dibebaskan dari pengenaan pajak oleh negara
tempat asal bunga diberikan sepanjang bunga tersebut berasal dari negara yang
diterima oleh pemerintah negara lainnya termasuk pemerintah daerah atau lokal,
bank sentral atau setiap lembaga keuangan milik pemerintah, atau yang diterima
oleh setiap penduduk negara sechubungan dengan surat-surat hutang yang dijamin
atau secara tidak langsung dibiayai oleh pemerintah negara lainnya itu termasuk
pemerintah daerah atau lokal, bank sentral atau lembaga keuangan milik
Pemerintah. Khusus untuk Indonesia istilab bank sentral dan lembaga keuangan
milik pemerintah mengacu kepada Bank Indonesia dan lembaga kevangan lainnya
yang modalnya milik Pemerintah Republik Indonesia yang dimufakati dari waktu
ke waktu antara kedua negara. Kondisi saat ini lebih banyak investor global yang

1o Bunga disini berarti pendapatan dari semua jenis tagihan hutang, baik yang dijamin
dengan hipotik maupun tidak dan baik yang berhak ikut sera dalam bagian keuntungan
sipeminjam atau tidak, dan khususnya pendapaten dari surat-surat hutang, termasuk premi dan
hadiah yang terikat pada surat-surat perbendaharasan negera, obligasi atan surat-surat hutang
tersebut diatas.
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mengalir ke Indonesia dibandingkan investor Indonesia yang menanamkan
modalnya di portofolio negara lain. Faktor penyebabnya adalah karena tingkat
suku bunga yang ditawarkan negara-negara maju justru lebih rendah
dibandingkan negara-negara berkembang.

Dengan demikian kondisi tersebut memerlukan renegosiasi dengan
negara-negara mitra P3B. DJP secbenamya sedang mengkaji kemungkinan
dilakukannya renegosiasi dengan beberapa negara mitra P3B. Tetapi renegosiasi
tersebut dilakukan lebih untuk menyesuaikan dengan kebijakan negara mitra P3B
yang telah melakukan penyesuaian tarif pajak di dalam negeri dan khusus untuk
pasal pertukaran informasi perpajakan yang mengacu kepada standar OECD atau
PBB. Hal ini dilakukan bersama dengan Study Group on Asian Tax
Administration and Research (SGATAR) yang merupakan organisasi institusi
perpajakan se-Asia Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, Papua
Nugini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Cina,
Hongkong SAR, Makau SAR, Taiwan, Jepang dan Korea Selatan. Renegosiasi
mengenai pasal penghasilan dari bunga yang berasal dari obligasi pemerintah dan
time test atas keuntungan dari pengalihan modal tentu bukan sebuah hal yang
mudah bagi Indonesia apalagi menghadapi negara mitra P3B yang berasal dari
negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman atau Jepang
yang merupakan sumber terbesar dari investor global. Ujung-ujungnya kebijakan
perpajakan akan lebih diarahkan untuk mengeluarkan perubahan regulasi
perpajakan yang kompatibel dengan IFRSs.

Sebagai negara yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen, Indonesia
sebenamya dapat bersikap status quo terhadap pelaksanaan konvergensi IFRSs
atau mengambil pilihan tidak mengadopsi IFRSs ke dalam ketentuan perpajakan.
Servicio de Impuestos Internos sebagai otoritas pajak di Chili misalnya telah
menyatakan bahwa adopsi IFRSs ke dalam penyelenggaraan pembukuan dan
penyajian laporan kenangan seharusnya tidak berdampak langsung terhadap
penghitungan income tax. Wajib pajak di Chili bahkan disarankan untuk
menganalisa dan mengeliminasi penyesuaian kepada IFRSs dalam rekonsiliasi
fiskal untuk menghitung laba kena pajak. Jerman yang menggunakan pendekatan
kuasi-dependen juga menerapkan kebijakan yang sama. Otoritas perpajakan
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disana menyatakan bahwa perubahan besar yang dihasilkan dari proses
konvergensi IFRSs ke standar akuntansi lokal tidak akan mempengaruhi
penghitungan laba kena pajak karena dapat dilakukan penyesuaian melalui
mekanisme rekonsiliasi fiskal. Sikap tegas juga dinyatakan otoritas perpajakan
Islandia yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen. Penyesuaian dalam
pembukuan akibat dampak dari adopsi IFRSs harus dihilangkan saat entitas
menghitung penghasilan kena pajak.

Negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Thailand
menggunakan pendekatan independen yang justru memiliki dampak terkecil dari
pengadcpsian IFRSs. Meskipun demikian otoritas perpajakan di negara-negara
tersebut justru mengeluarkan kebijakan atau menyatakan stafement untuk
menghadapi atau mengakomodasi proses konvergensi IFRSs. BIR sebagai otoritas
pajak di Filipina dengan bantuan USAID bahkan sudah jauh-jauh bari melakukan
berbagai kegiatan termasuk pelatihan [FRSs dan dampak perpajakannya kepada
para fiskus. Inland Revenue Board sebagai otoritas pajak di Malaysia telah
mengisyaratkan untuk mengakomodasi sebagian hasil konvergensi IFRSs untuk
hal-hal tertentu dalam ketentuan pajak. Diskusi dilaksanakan dengan badan
penyusun standar lokal untuk menghasilkan transisi yang mulus menuju
implementasi IFRSs di tahun 2012. Sedangkan Thailand sejauh ini mendapat
kesimpulan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam standar lokal berbasis
IFRSs yang harus diikuti dalam ketentuan perpajakan meskipun tetap menyatakan
dengan pendekatan independen yang mereka terapkan seharusnya dampak dari
konversi standar akuntansi ke IFRSs terhadap pelaporan pajak sangat sedikit.

Sebagai nepara yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen
merupakan hal yang wajar apabila Indonesia menggunakan pilibhan tidak
mengadopsi prinsip-prinsip IFRSs ke dalam penghitungan laba kena pajak karena
solusi perbedaan bisa dilakukan penyesuaian dalam rekonsiliasi fiskal dan
pengakuan pajak tangguhan. Tetapi yang menjadi pertimbangan adalah apakah
apabila keputusan tersebut diambil akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi
Indonesia dari penerimaan pajak dan kegiatan investasi asing langsung sebagai
sumber pemacu pertumbuban ekonomi Indonesia. Manfaat adopsi IFRSs adalah

menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan bagi entitas termasuk
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perusahaan-perusahaan multinasional. Sehingga apabila DJP menyatakan bahwa
perubahan yang dihasilkan dari konvergensi IFRSs ke SAK tidak akan
mempengaruhi penghitungan laba kena pajak karena dapat dilakukan penyesuaian
melalui mekanisme rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan, hal
tersebut justru dapat menimbulkan inefisiensi bagi entitas termasuk perusahaan-
perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia dalam melaporkan kewajiban
perpajakannya. Mereka harus menghadapi kerumitan dalam menyelenggarakan
pembukuan dan melakukan rekonsiliasi fiskal karena munculnya perbedaan-
perbedaan yang jauh lebih kompleks antara akuntansi dan pajak. Konsekuensi
yang bisa ditimbulkan adalah tidak menariknya Indonesia bagi investasi langsung
bagi perusahaan-perusahaan asing karena permasalahan inefisiensi dalam
pelaporan pajak, selain faktor infrastruktur yang selama ini masih menjadi
kendala utama bagi investasi asing langsung. Sedangkan situasi yang terjadi saat
ini, pertumbuhan FDI di Indonesia kalah cepat dari pertumbuhan investasi
portofolio yang merupakan instrumen yang paling diuntungken dani penggunaan
IFRSs sebagai standar akuntansi global.

Sebaliknya apabila Indonesia memilih mengadopsi sebagian ketentuan
PSAK berbasis IFRSs ke dalam ketentuan perpajakan juga merupakan hal yang
wajar bagi negara yang menggunakan pendekatan kuasi-dependen. Piliban ini
untuk menyederhanakan pelaporan keuangan fiskal oleh wajib pajak dengan
mengubah regulasi perpajakan untuk hal yang dianggap sangat penting dan tetap
menggunakan media rekonsiliasi fiskal dan pengakuan pajak tangguhan. Sejauh
ini DJP belum menyatakan hal-hal yang dianggap penting dalam PSAK berbasis
IFRSs yang harus diakomodasi dalam regulasi perpajakan baru yang kompatibel
dengan standar akuntansi. Sikap sfaftus guo juga banyak dianut oleh otoritas
perpajakan di dunia. Mereka masth mengidentifikasi dan mendiskusikan hal-hal
penting dalam IFRSs yang dapat diadopsi ke dalam ketentuan perpajakan.
Portugal, Spanyol, Inggris Raya atau Irlandia merupakan contoh sedikit negara
yang telah mengeluarkan kebijakan pajak untuk menyebar dampak IFRSs
terhadap penurunan laba kena pajak selama beberapa periode. Penurunan laba

kena pajak yang dialami oleh keempat negara Eropa yang menggunakan
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pendekatan kuasi-dependen mengindikasikan bahwa IFRSs banyak diadopsi
dalam regulasi perpajakan yang baru.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus adalah kesiapan
internal DJP menghadapi implementasi IFRSs di Indonesia pada tahun 2012.
Pertama, dengan adanya perbedaan antara standar pelaporan untuk tujuan pajak
dengan standar laporan keuangan berdasarkan PSAK berbasis IFRSs, apakah DJP
akan memerlukan setffing administratif perpajakan yang berbeda atau cukup
dengan sefting yang ada seperfi perangkat pelaporan dan sebagainya. Kedua,
apakah implementasi PSAK berbasis [FRSs memerlukan perubahan organisasi
administrasi DJP. Ketiga, pengaruh implementasi IFRSs terhadap kapasitas
sumber daya manusia DJP dan kompetensi administratur perpajakan. Konvergensi
IFRSs dapat menjadi ancaman bagi DJP apabila sumber daya manusia otoritas
perpajakan di Indonesia, terutama tenaga fungsional pemeriksa pajak, tidak
memahami PSAK berbasis IFRSs. Dikabulkannya permohonan keberatan dan
banding wajib pajak atas surat ketetapan pajak dapat meningkat karena
ketidaktahuan pemeriksa tentang PSAK berbasis IFRSs. Menjadi sebuah
hambatan sekaligus tantangan bagi DJP untuk menyiapkan sumber daya manusia
yang paham dan mengerti tentang PSAK berbasis IFRSs. Kebijakan perpajakan
yang mungkin dikeluarkan untuk merespon konvergensi IFRSs akan menuntut
kualitas pejabat dan pelaksana penyusun regulasi yang paham akan IFRSs.

DJP sebagai oforitas perpajakan di Indonesia yang hidup dalam
lingkungan masyarakat global dan menjadi bagian dari negara yang menjadi
anggota beberapa lembaga/organisasi/forum kerja sama internasional tidak akan
lepas dan “desakan” pilihan yang harus diambil menghadapi konvergensi IFRSs.
Kerjasama dengan QECD dan keanggotaan di SGATAR adalah sebuah opsi yang
harus diambil dalam pergaulan pajak intemnasional. Teori pilihan rasional menjadi
pilihan yang “rasional” bagi kebijakan DJP untuk menyikapi konvergensi IFRSs
di Indonesia. Teori pilihan rasional bertolak dari asumsi dasar bahwa setiap
masyarakat terdiri dari individu-individe yang bertindak untuk mencapai dan
memaksimalkan kepentingan sendiri. Para pengusaha bertindak menumpuk laba,
begity pula para birokrat atau politikus yang bekerja memperbesar kekuasaan
masing-masing. Menurut teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil
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interaksi politik diantara para pelaku rasional yang masing-masing bekerja
memaksimalkan keuntungan pribadi. Dengan demikian, politik adalah panggung
tempat semua pihak saling bersaing mengeruk berbagai sumber yang ada. Teori
ini menjelaskan bahwa negara tidak diisi oleh kaum birokrat, politikus atau
teknokrat yang bebas dari motif dan kepentingan pribadi.

Masing-masing mempunyai kepentingan dan tujuan. DJP memiliki
kepentingan untuk mengeruk penerimaan pajak yang sebesar-besarnya untuk
kepentingan negara. Mengamankan sumber penerimaan negara ferbesar atau
penerimaan pajak yang melebihi rencanaftarget penerimaan akan menjadi sebuah
prestasi bagi otoritas pajak tersebat. Sebaliknya para entitas, dalam hal ini adalah
imvestor global, perusahaan asing atau perusahaan lokal, berkeinginan untuk
mengeruk profit sebesar-besarnya dengan cara usaha yang efektif dan seefisien
mungkin, termasuk dalam penyelenggaran pembukuan dan penyajian pelaporan
keuangan. Teknokrat ekonomi juga memiliki kepentingan untuk mencari jalan
agar perekonomian Indonesia dapat terus berkembang dengan jalan diantaranya
melalui peningkatan investasi asing langsung ke Indonesia. Interaksi kepentingan
birokrat, teknokrat dan pengusaha ini akan menghasilkan sebuah kebijakan yang
akan diputuskan di panggung politik yang sarat dengan berbagai latar belakang
kepentingan dari para politikus.

Kepentingan kekuatan globalisasi dan kepentingar kedaulatan negara
seharusnya bisa diakomodir dalam sebuah kebijakan. Kita tidak bisa menerima
jJika kebijakan terbentuk karena tekanan kelompok-kelompok ekonomi yang
memiliki kekuatan politik untuk mempengarubi lahirnya sebuah kebijakan
sebagaimana teori koalisi polittk dan kepentingan ekonomi. Kita juga harus
bersikap realitis karena dalam lingkungan masyarakat ekonomi global sulit jika
harus berharap bahwa produk kebijakan adalah pantulan dari kepentingan negara
sebagai pelaku di arena publik yang memiliki sifat dan pilihan sendiri. Sehingga
mengakomodasi kepentingan kekuatan masyarakat ekonomi global yang dapat
tercermin dari kepentingan pengusaha dan politikus dan kepentingan kedaulatan
negara yang tercermin dari kepentingan birokrat, tekmokrat dan juga politikus
adalah sebuah pilihan realistis sebagai dasar pedoman dikeluarkannya kebijakan
DJP menyikapi konvergensi IFRSs di Indonesia.
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BAB 6
SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan
Berdasarkan uraian dan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

a. Sistem perekononomian dunia saat ini didominasi oleh sistem kapitalisme
global yang bercirikan pergerakan modal uang yang bebas dan memberi
keuntungan lebih banyak. Hasil dari sistem kapitalisme global adalah berupa
sistem perputaran uang raksasa yang menghisap rmodal dari lembaga-lembaga
keuangan dan pasar di pusat sistem ekonomi global dan kemudian mengalir
lintas batas baik di dalam pusat sistem ekonomi global maupun keluar pusat
sistem ekonomi global dalam bentuk investasi portofolio. Investasi tersebut
semakin berkembang pesat di dunia karena lebih memiliki karakteristik
fleksibilitas untuk menggerakan modal dan kesederbanaan dalam prosedur
berinvestasi daripada investasi langsung atau fisik. Kebutuhan untuk
mengalirkan ataupun mendapatkan modal lintas batas inilah yang kemudian
mendorong kebutuhan akan bahasa akuntansi yang sama di dumnia. Investor
global akan mendapat kemudahan dalam membaca laporan keuangan
sekaligus meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kualitas laporan
keuangan ketika mereka akan mengalirkan modal yang mereka miliki dalam
bentuk investasi portofolio. Sedangkan entitas global bisa mendapatkan
kemudahan ketika memutuskan di mana mereka akan meningkatkan jumiah
modal atau mencatatkan sahamnya sekaligus mendapat kepercayaan yang
lebih dari laporan kevangan yang mereka sajikan, Kebutuhan akan satu bahasa
akuntansi di dunia karena perkembangan pesat investasi global akhirnya
mendorong proses konvergensi IFRSs di dunia yang didukung oleh berbagai
lembaga/organisasi/forum kerja sama ekonomi internasional.

b. Bagi Indonesia, konvergensi IFRSs merupakan sebuah kenyataan global yang
tidak bisa dihindarkan dan bukan sebuah opsi karena Indonesia adalah pelaku
dan hidup dalam lingkungan masyarakat ekonomi global yang bercirikan
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pergerakan bebas dari barang, jasa dan modal uang. Melawan arus global akan
menjadi sebuah “ketertinggalan dan keterbelakangan™ bagi Indonesia dalam
persaingan ekonomi global. Meskipun IFRSs memiliki beberapa manfaat
positif bagi investasi dan kualitas laporan keuangan tetapi konvergensi IFRSs
di Indonesia lebih merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam
lembaga/organisasi/forum kerja sama ekonomi internasional yang mendukung
program konvergensi IFRSs di seluruh dunia. Karena investasi global
merupakan pendorong konvergensi IFRSs di dunia maka investor global
menjadi pihak yang paling diuntungkan dari proses konvergensi IFRSs di
Indonesia karena dengan sifat akuntanbilitas dan transparansi dari laporan
keuangan berbasis IFRSs hal tersebut dapat menuminkan tingkat risiko
investasi mereka di Indonesia. Dengan catatan tingkat suku bunga di
Indonesia masih kompetitif, maka kondisi tersebut dapat semakin mengalirkan
arus modal asing ke Indonesia.

c. Kebijakan perpajakan untuk merespon konvergensi [FRSs akan dipengaruhi
oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal yaitu kesiapan
DJP menghadapi implementasi IFRSs di tahun 2012 dari sisi sumber daya
manusia, administrasi dan regulasi. Kondisi ekstemal yaitu berupa lingkungan
masyarakat global dan motif dilakukannya konvergensi IFRSs di Indonesia.
DJP sebagai birokrat otoritas perpajakan akan menghadapi pengarvh besar
dari kelompok ekonomi dan kelompok politik untuk meneatukan pilihan
kebijakannya, untuk kepentingan negara demi perekonomian nasional,
penerimaan pajak dan masuknya penanaman modal asing, untuk kepentingan
entitas demi keefektifan dan keefisienan pembukuan dan pemenuhan
kewajiban perpajakan atau menyeimbangkan sekaligus mengakomodasi kedua
kepentingan.

6.2 Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:
a. Dalam perspektif intelijen stratejik, pengadopsian IFRSs seharusnya tetap
memperhatikan keadaan, kebutuhan dan kendala di dalam negeri. Penguatan
ekonomi makro dan mikro, termasuk penguatan cadangan devisa negara
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sebagai komponen balance of payment dan peningkatan daya saing untuk
meningkatkan FDI ke Indonesia sebagai komponen gross domestic product,
seharusnya tetap dilakukan untuk mengatasi kerapuhan atau kerentanan dari
ketahanan ekonomi yang ditimbulkau dari kemungkinan semakin
meningkatnya aliran masuk modal asing sebagai dampak dari konvergensi
IFRSs.

. Konvergensi IFRSs jangan dilihat sebagai ancaman terhadap negara karena

merupakan kenyataan dan konsekuensi global yang tidak bisa dihindarkan
oleh Indonesia, melainkan dipandang dari sisi risiko yang dapat ditimbulkan
konvergensi IFRSs terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu di
era globalisasi dimana lingkungan keamanan internasional menjadi semakin
kompleks dan tidak menentu, harus dilakukan mitigasi risiko dan menganalisis
kerentanan Indonesia untuk mengelola atau mencegah risiko terburuk yang
mungkin terjadi dari implementasi PSAK berbasis IFRSs.

Karena konvergensi IFRSs dimungkinkan mengancam kerentanan Indonesia
terhadap capital inflow yang berisiko menimbulkan krisis finansial apabila
terjadi sudden reversal, maka mitigasi risiko dapat dilakukan melalu capital
control. Tujuan dari capital control, yang dilakukan saat arus modal asing
terlalu banyak dan kemudian dihentikan saat stabilitas telabh muncul, adalah
untuk mencegah masuknya Ao? money dalam skala sangat besar yang dapat
mempengaruhi apresiasi nilai tukar mata vang lokal dan mengancam stabilitas
keuangan. Capital control dapat berupa alat penangkal seperti pajak atas
sekuritas jangka pendek, mengubah instrumen portofolio dari jangka pendek
menjadi jangka menengah atau panjang, atau larangan terhadap segala bentuk
kegiatan spekulatif modal. Selain itu untuk terus menjaga pertumbuhan
ekonomi, daya tarik FDI harus ditingkatkan dengan terus memperbaiki
infrastruktur dan menciptakan iklim prosedur investasi yang baik.

c. Beberapa langkah harus disiapkan oleh DJP sebagai otoritas perpajakan di

Indonesia untuk menghadapi konvergensi IFRSs:

- Meningkatkan kualitas pemahaman sumber daya manusia di DJP tentang
PSAK berbasis IFRSs melalui in Aouse traning dan diskusi rutin, terutama
mereka yang bertugas sebagai fungsional pemeriksa pajak dan penyusun
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regulasi/peraturan perpajakan. Ketidaktahuan pemeriksa pajak dapat
menyebabkan kerugian negara karena diterimanya permohonan keberatan
atau banding akibat kesalahan koreksi fiskal sebagai dasar penerbitan surat
ketetapan pajak. Sedangkan minimnya pengetahuan penyusun regulasi
perpajakan dapat menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak akibat
diadopsinya praktik akuntansi yang bar: dan bertambahnya kemmitan
praktik perpajakan di lapangan.

- Semakin intensif untuk melakukan diskusi dengan lembaga atau pihak
yang terkait atau concerm dengan konvergensi IFRSs seperti IAI
Bapepam-LK, kantor akuntan dan perguruan tinggi. Hal ini untuk
menambah second opinion atau bahan analisa DJP terhadap PSAK
berbasis IFRSs dengan melihat kebijakan perpajakan untuk merespon
konvergensi IFRSs dari aspek legal, ekonomi, administratif dan sosio-
politikal sebagai pertimbangan dasar perubahan regulasi di bidang
perpajakan yang kompatibel dengan PSAK berbasis IFRSs. Sebagai
lembaga yang bertugas mengamankan pererimaan negara dari pajak, DJP
harus memprioritaskan analisis penambahan/pengurangan  potensi
penerimaan pajak apabila mengadopsi PSAK berbasis I[FRSs. Langkah ini
dapat dilakukan dengan membuat matrik analisis
penambahan/pengurangan potensi pajak untuk setiap PSAK berbasis
IFRSs.

- Menganalisis peningkatan arus lalu lintas modai dari atau ke Indonesia
dalam kepentingan menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus
melaksanakan fungsi utama dari pajak yaitu fungsi anggaran (budgetair)
dan mengatur (regulerend) perekonomian. Hal ini untuk mengukur
kebutuhan pajak sebagai capital control untuk merespon besarnya arus
masuk modal asing pada tingkat tertentu dan pengawasan pemenuhan
kewajiban perpajakan untuk merespon arus modal keluar dar asing atau
domestik. Kerjasama penyediaan data dengan Bl atau BKPM menjadi
sangat dibutuhkan untuk mengawasi pelarian modal atas nama investasi.
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AAPA
ACCA
ACMF
ATA
AICPA
AISG
APB
APBN
APBOs
APEC
ARRBs
ARC
ASB
ASBE
ASEAN
ASSE

Bapepam-LK :
: Bursa Efek Indonesia

. Bursa Efek Jakarta

: Bank Indonesia

. Bureau of [nternal Revenue

: Bank for International Settlement

: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

: Badan Usaha Milik Negara

: Central American Common Market

: China ASEAN Free Trade Area

: Committee on Accounting Procedure

. Current Asset Ratio

: Carribean Community and Common Market
. Chinese Accounting Standards

: China Accounting Standards Committee

: Committee on Fiscal Affairs

: China Securities Regulatory Commission

: Direktorat Jenderal Pajak

: Dewan Standar Akuntansi Keuangan

: European Commission

: Exposure Draft

: European Financial Reporting Advisory Group
: Economic Inteligence Unit

: Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

: European Union

: Financial Accounting Standards Board

: Foreign Direct Investment

: First In First Qut

: Financial Reporting Standards

BE!
BEJ)

BI

BIR
BIS
BLBI
BUMN
CACM
CAFTA
CAP
CAR
CARICOM
CASs
CASC
CFA
CSRC
DJP
DSAK
EC

ED
EFRAG
EIU
ETAP
EU
FASB
FDI
FIFO
FRSs

GLOSSARY

: American Association of Public Accountants

. Association of Chartered Certified Accountants
: ASEAN Capital Market Forum

: American Institute of Accountants

: American Institute of Certified Public Accountants
: Accounting International Study Group

: Accounting Principles Board

: Anggaran Pendapatan Belanja Negara

: Accounting Principles Board Opinions

. Asia Pasific Economic Cooperation

. Accounting Research Builetins

: Accounting Regulatory Committee

: Accounting Standards Board

: Accounting Standards for Business Enterprise

. Association of South East Asia Nations

: Accounting System for Small Enterprise
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FSAP
GAAPs
GATT
GDP
GNP
GWM
IAASB

1ASs
IASB
JASC
IASCF
IBRD
ICAEW
ICAI
ICCAP

IFAC

IFRIC
IFRSs
IHSG

I0OSCO
PO
IRS
ISA
KPAI
KUP
LAFTA
LIFO
MACPA
MASs
MASB
MEE
MIA
MICPA
MNCs
NAC
NAFTA
NGO
NPAEs
OECD
OPEC
OTC
P3B
PAPE
PASs
PASC

: Financial Sector Assessment Program

: Generally Accepted Accounting Principles

: General Agreement on Tariff and Trade

: QGross Domestic Product

: Gross National Product

: Giro Wajib Minimum

: International Auditing and Assurance Standards Board

: Ikatan Akuntan Indonesia

: International Accounting Standards

: International Accounting Standards Board

: International Accounting Standards Committee

: International Accounting Standards Committee Foundation
: International Bank for Reconstruction and Development

. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

: Institute of Chartered Accountants of India

: International Coordination Committee of The Accountancy

Profession

: International Federation of Accountants

. International Financial Reporting Interpretation Committee
: International Financial Reporting Standards

: Indeks Harga Saham Gabungan

: International Monetary Fund

: International Organization of Securities Commission
. Initial Public Offering

: Inland Revenue Service

. International Standards of Auditing

: Komite Prinsin Akuntansi Indonesia

: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

: Latin American Free Trade Area

: Last In First Qut

: Malayan Association of Certified Public Accountant
: Malaysia Accounting Standards

: Malaysian Accounting Standards Board

: Masyarakat Ekonomi Eropa

: Malaysia Institute of Accountant

: Malaysia Institute of Certified Public Accountant

: Muitinational Corporations

: National Advisory Committee on Accounting Standards
: North America Free Trade Area

: Non Government Organization

: Non-Publicly Accountabie Entities

: Organization for Economic Co-operation and Development
: Organization of the Petroleum Exporting Countries

: Over The Counter

: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

: Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek

- Philippines Accounting Standards

: Philippines Accounting Standards Council
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PDB
PERSs
PFRSs
PICPA
PKPM
PFE
PPh
PSAK
ROSC
SAK
SARG
SBI
SEC
SFASs
SGATAR
SMEs
SPAP
SPT
SUN
PAI
TEG

UNCTAD
VASs
WCA
WTO

. Produk Domestik Bruto

: Private Entity Reporting Standards

: Philippines Financial Reporting Standards

. Philippines Institute of Certified Public Accountants
: Persyaratan Kecukupan Permodalan Minimum

: Properties, Plants and Equipment

: Pajak Penghasilan

: Pemnyataan Standar Akuntansi Kevangan

: Report on the Observance of Standards and Codes

: Standar Akuntansi Kevangan

: Standards Advice Review Group

. Sertifikat Bank Indonesia

. Securities and Exchange Commission

: Statements of Firancial Accounting Standards

: Study Group on Asian Tax Administration and Research
: Small and Medium-sized Entitites

: Standar Profesional Akuntan Publik

: Surat Pemberitahuan

: Surat Utang Negara

: Prinsip Akuntansi Indonesia

: Technical Expert Group

: United Nations

: United Nations Conference on Trade and Development
: Vietnamese Accounting Standards

. World Congress Accountants

: World Trade Organization
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No Donatur Pounds Keterangan
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1 | Deloitte & Touche 1.322.532
Emst & Young 1.322.532
KPMG 1.322.532
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6 | Brussels Worldwide 150.000
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Trustee 110.000
Mazars 100.000
Bank for 68.404
International
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Negara:
1 | Amerika Serikat 1.846.698 | termasuk dari beberapa perusahaan
2 | Jepang 1.736.875 | termasuk dari beberapa perusahaan
3 | Jerman 1.234.975 | termasuk dari beberapa perusahaan
4 | Perancis 888.099
5 | Inggris Raya 800.000
6 | Cina 750.105 | termasuk dari beberapa perusahaan
7 | Italia 683.683
8 | Australia 463.009
9 | Kanada 452.946
10 | Spanyol 440.373
11 | Belanda 354.506
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12 [ India 247.020
13 | Korea Selatan 182.028 | termasuk dari beberapa perusahaan
14 | Swiss 169.435
15 | Hongkong SAR 132.124
16 | Selandia Baru 87.650
17 | Norwegia 45.000
18 | Luksemburg 44.655
19 | Uni Eropa 34,202
20 | Rusia 18.203
21 | Portugal 17.659
22 | Yunani 15.169
23 | Singapura 10.509
24 | Armenia 9.635
25 | Uganda 7.064
26 | Slovakia 6.994
Arab Saudi 6.9%4
28 | Irlandia 6.729
29 | Kazakhstan 6.029
Malaysia 6.029
31 | Bulgaria 5.814
32 | Cyprus 4.761
TOTAL 16.583.544

Sumber: diolah dari IASCF Annual Report 2009
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50 Perusahaan Finansial Terbesar Dunia

Berdasarkan Geographical Spread Index (GSI) 2008

Lampiran 7

Nama Perusahaan Negara Asal Nilai Aset Jumiah

(jutaan USD) Negara

Afiliasi
Citigroup Inc Amerika 1.938.470 75
Allianz SE Jerman 1.367.062 52
ABN Amro Holding NV | Belanda 953.959 48
Generali Spa Italia 549.269 41
HSBC Holdings PLC Inggris Raya 2.527.465 54
Societe Generale Perancis 1.616.59% 53
Zurich Financial Service | Swiss 327.944 34
UBS AG Swiss 1.926.209 35
Unicredito Italiano Spa | Italia 1.495.868 34
Axa France 963.539 39
BNP Paribas Perancis 2.969.315 48
Deutsche Bank AG Jerman 3.150.820 36
AlIG Inc Amerika 860.418 45
Credit Suisse Group AG | Swiss 1.118.881 31
Swiss Reinsurance Co. | Swiss 229.328 26
Dexia Belgia 931.339 26
Credit Agricole SA Perancis 2.365.122 39
Natixis Perancis 795.079 38
ING Groep NV Belanda 1.905.097 38
Banco Santander SA Spanyol 1.501.619 30
KBC Group NV Belgia 508.322 22
Bank of Nova Scotia Kanada 416.427 23
Barclays PL.C Inggris Raya 3.001.433 41
Fortis NV Belgia 132.861 23
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Lampiran 7 ( lanjutan )

Royal Bank of Canada | Kanada 593.814 18
Memill Lynch & Co. Inc | Amerika - 667.543 26
Intesa Sanpaolo Italia 910.062 26
Standard Chartered PLC | Inggris Raya 435.068 27
JP Morgan Chase & Co. | Amerika 2.175.052 27
Skandinaviska Banken | Swedia 326.489 20
Muenchener R, AG Jerman 308.179 38
Morgan Stanley Amerka 658.812 23
Goldman Sachs Group | Amerika 884.547 19
BBV Argentaria Spanyol 776.323 2]
Aviva PLC Inggris Raya 518.365 22
Berkshire Hathaway Amerika 267.399 32
Nordea Bank Swedia 678.217 12
Mitsubishi UFJ | Jepang 2200.818 19
Financial

Bank of New York [ Amerika 237.512 20
Mellon

Nomura Holdings, Inc | Jepang - 275.059 18
Royal Bank of Scotland | Inggris Raya 3.511.187 32
Manulife Financial Corp | Kanada 308.782 12
Hypo Real Estate Hold. | Jerman 600.363 15
DNB Nor ASA Norwegia 263.592 10
Prudential PLC Inggris Raya 315.120 22
Aegon NV Belanda 410.957 14
Mizuho Financial Group | Jepang 1.691.286 14
Danske Bank Denmark 680.095 10
Bank of Ireland PL.C Irlandia 277.705 13
Svenska Handelsbanken | Swedia 280.726 15

Catatan: GSI dihitung dari perkalian jumlah negara afiliasi dengan persentase jumlah cabang asing

dari keseluruhan total cabang

Sumber: Diolah dari UNCTAD’s World Investment Report 2009
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50 Perusahaan Non Finansial Terbesar Dunia

Lampiran 8

Berdasarkan Jumlah Aset 2007
Nama Perusahaan Negara Asal Industri Jumlah Aset
(jutaan USD)
General Ejectric Amerika electrical & 795.337
electronic
equipment
Deutsche Post AG Jerman transport & storage 346.630
Toyota Motor Jepang motor vehicles 284.722
Corporation
Ford Motor Company Amerika motor vehicles 276.459
Electricite De France Perancis electricity, gas & 274.031
water
Royal Dutch/Shell Belanda/ petroleum 269.470
Group Inggris Raya | xploration/
ref/distribution
Vodafone Group Plc Inggris Raya | telecommunications 254.948
ExxonMobil Amerika petroleumn 242.082
xploration/
ref/distribution
British Petroleum Ingpris Raya | petrolenm 236.076
Company xploration/
ref/distribution
Volkswagen Group Jerman motor vehicles 213981
EON AG Jerman electricity, gas & 202.111
water
DaimlerChrysler AG Jerman/ motor vehicles 198.872
Amerika
China National Cina petroleum 191.185
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Petroleum Corporation xploration/
ref/distribution
CITIC Group Cina diversified 180.945
ConocoPhilips Amerika petroleum 177.757
xploration/
ref/distribution
Deutsche Telecom AG | Jerman telecommunications 177.630
Total Perancis petroleum 167.144
xploration/
ref/distribution
Wal-Mart Stores Amerika retail 163.514
Telefonica SA Spanyol telecommunications 155.856
Eni Group Italia petroleum 149.360
xploration/
reffdistribution
France Telecom Perancis telecommunications 148.952
General Motors Amerika motor vehicles 148.883
Chevron Corporation Amerika petroleum 148.786
xploration/
ref/distribution
Procter & Gamble Amerika diversified 143.992
Siemens AG Jerman glectrical & 134.778
electronic
equipment
ArcelcrMittal Luxemburg | metals product 133.625
BMW AG Jerman motor vehicles 131.013
RWE Group Jerman electricity, gas & 123.113
water
IBM Amerika electrical & 120.431
electronic
equipment
Endesa Spanyol electricity, gas & 120.244
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Lampiran 8 ( lanjutan )

water
Suez Perancis electricity, gas & 116.483
water
Pfizer Inc Amerika pharmaceuticals 115.268
Eads Belanda aircraft & parts 111.079
Honda Motor Co Ltd Jepang motor vehicles 110.663
Sony Corporation Jepang electrical & 110.112
electronic
equipment
Sanofi-aventis Perancis pharmaceuticals 105.865
Nissan Motor Co Ltd Jepang motor vehicles 104.732
Mitsubishi Motors Jepang motor vehicles 103.109
Petronas Petroleum Bhd | Malaysia petroleum 102,616
xploration/
ref/distribution
Hutchison Whampoa Hongkong diversified 102.445
Nestle SA Amerika food, beverages & 101.874
tobbaco
Rio Tinto Pic Australia / mining & quarrying 101.391
Inggris Raya
Renault SA Perancis motor vehicles 100.395
Samsung Electronics Korea electrical & 99,749
electronic
equipment
Hitachi Ltd Jepang electrical & 92.376
electronic
equipment
Hyundai Motor Korea motor vehicles 89.571
Statoil Asa Norwegia petroleum 89.319
xploration/
ref/distribution
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Hewlett-Packard Amerika electrical & 88.659
electronic
equipment
Fiat Spa Italia motor vehicles 88.526
Mitsui Co Ltd Jepang wholesale trade 85.008

Sumber: Diolah dari UNCTAD’s World Investment Report 2009
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Lampiran 9

Daftar Investasi Saham Keluar Terbesar

Negara OECD 2005
Negara Investasi Saham
Anggota Keluar Masuk
OECD Nilai % total Nilai % total
(jutaan USD) OECD | (jutaan USD) | OECD

Amerika Serikat 2.453.933 27,75 1.874.263 25,91
Inggris Raya 1.228.326 13,89 831.357 11,49
Perancis 882287 998 627.931 8,68
Jerman 801.351 9,06 660.428 9,13
Belanda 629.941 7,12 447.121 6,18
Swiss 426.195 4,82 168.989 2,34
Kanada 394.681 4,46 350.030 4,84
Jepang 386.581 4,37 100.859 1,35
Spanyol 372.944 422 371.451 5,14
Italia 293.475 3,32 224.079 3,10
Swedia 208.836 236 171.768 2,37
Australia 178.335 2,02 206.348 2,85
Denmark 127.101 1,44 115.495 1,60
Irlandia 102.865 1,16 166.230 2,30
Norwegia *) 89.980 - 76.110 -
Finlandia 81.369 0,92 54.308 0,75
Austria 68.187 0,77 62.524 0,86
Portugal 44072 0,50 65.598 0,91
Korea 38.638 0,44 104.879 1,45
Luksemburg 33.410 0,38 43.721 0,60
Meksiko 28.040 0,32 209.564 2,90
Yunani 13.602 0,15 29.189 0,40
Selandia Baru 12.592 0,14 49,997 0,69
Islandia 10.085 0,11 4.696 0,06
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Turks 8315 0,09 64.433 0,89
Hungaria 7.993 0,09 61.886 0,86
Polandia 6.439 0,07 89.544 1,24
Republik Ceko 3.610 0,04 60.662 0,84
Slovakia 617 0,01 15.796 0,22
Negara G-7 6.440.634 72,83 4.668.987 64,55
Total OECD 8.843.821 100,00 7.233.187 100,00
Catatan: *) data tahun 2004

Sumber: Diolah dari http://wiww.oecd.org/daffinvestment
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Daftar Investasi Fisik Keluar Terbesar

Lampiran 10

Negara OECD 2006
Negara Investasi Fisik
Anggota Keluar Masuk
OECD Nilai % total Nilai % total
(jutaan USD) OECD | (jutaan USD) | OECD
Amerika Serikat 248.856 22,05 183.571 19,36
Perancis 115.101 10,20 139.566 14,72
Spanyol 89.728 795 20.027 2,11
Luksemburg 81.552 7,23 97.013 10,23
Swiss 81.547 7,23 25.101 2,65
Inggris Raya 79470 7,04 139.566 14,72
Jerman 79.466 7,04 42.891 4,52
Belgia 62.587 5,55 71.519 7,54
Jepang 50.244 4,45 (6.503) (0,69)
Kanada 42.134 3,73 66.605 7,02
Italia 42,060 3,73 16.587 1,75
Swedia 24.146 2,14 27.837 2,94
Belanda 22.705 2,01 4373 0,46
Irlandia 22.114 1,96 12.818 1,35
Australia 20.987 1,86 24.547 2,59
Norwegia 20.476 1,81 6.773 0,71
Denmark 8195 0,73 7.033 0,74
Korea 7.129 0,63 36.456 3,84
Meksiko 5.758 0,51 19.037 2,01
Yunani 4.169 0,37 5.366 0,57
Islandia 4.160 0,37 3233 0,34
Polandia 4,134 0,37 13.860 1,46
Austria 4.089 0,36 249 003
Portugal 3.509 0,31 7.375 0,77
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Hungaria 3.015 0,27 6.097 0,64
Republik Ceko 1.345 0,12 5.963 0,63
Turka 934 0,08 20.165 2,13
Slovakia 369 0,03 4232 0,45
Finlandia 9 0,00 3.708 0,39
Selandia Baru (1.641) (0,15) 1.570 0,17

Negara G-7 657.331 58,26 582.283 61,41
Negara Uni 638.501 56,62 537.482 56,68
Eropa

Total OECD 1.128.349 100,00 948.191 100

Sumber: Piclah dari hitp://www.oecd.org/daf/investment
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Jumlah Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Dunia

Tahun 2005
Nama Bursa Perusahaan Terdaftar

Lokal Asing Total
Amerika
American SE 495 100 595
Bermuda SE 19 37 56
Buenos Aires SE 100 4 104
Colombia SE 98 0 98
Lima SE 193 31 224
Mexican SE 150 176 326
NASDAQ 2.832 332 3.164
New York SE 1.818 452 2.270
Santiago SE 245 1 246
Sao Paulo SE 379 2 381
TMX Group Canada 3.719 39 3.758
Asia Pasifik
Australian SE 1.643 71 1.714
Bombay SE 4763 0 4.763
Bursa Malaysia 1.015 4 1.019
Colombo SE 239 0 239
Hong Kong SE 1.126 9 1.135
Jakarta SE 336 0 336
Korea Exchange 1.616 0 1.616
National SE India 1.034 0 1.034
New Zealand Exchange 153 32 185
Osaka SE 1.063 1 1.064
Philippine SE 235 2 237
Shanghai SE 833 0 833
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Shenzhen SE 544 0 544
Singapore SE 564 122 686
Taiwan SE 691 5 696
Thailand SE 504 0 504
Tokye SE 2,323 28 2.351
Eropa-Afrika-Timur Tengah

Athens Exchange 302 2 304
Borsa Italiana 275 7 282
Budapest SE 44 0 44
Cairo SE 744 0 744
Cyprus SE 119 0 119
Deutsche Borsee 648 116 764
Euronext 966 293 1.259
Irish SE 53 13 66
Istanbul SE 304 0 304
Johannesburg SE 348 25 373
Ljubljana SE 116 0 116
London SE 2.757 334 3.079
Luxembourg SE 39 206 245
Malta SE 13 0 13
Mauritius SE 30 0 30
OMX 656 22 678
Oslo Bors 191 28 219
Swiss Exchange 284 116 400
Tehran SE 408 ) 408
Tel Aviv SE NA NA 584
Warsaw SE 234 7 241
Wiener Borse 92 19 111

Sumber: Choi dan Meek (2005)
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Perdagangan Ekspor Barang
Negara OECD 2006
Negara Perdagangan Barang-barang
Anggota Ekspor Impor
OECD Nilai % total Nilai % total
(milyaran USD) | OECD | (milyaran USD) | OECD
Jerman 1.125.8 15,00 9190 10,96
Amerika 1.037,0 13,82 1.919,0 22,90
Jepang 646,7 8,62 579,1 6,91
Perancis 4790 6,38 5299 6,32
Inggris Raya 4444 5,92 606,4 7,23
Italia 400,6 5,34 405,7 4,84
Kanada 388,0 5,17 3499 4,17
Belanda 3703 4,93 331,5 3,96
Belgia 369,2 4,92 353,7 422
Korea 3255 4,34 3094 3,69
Meksiko 2500 3,33 256,1 3,06
Spanyol 2i4,1 2,85 3300 394
Swiss 147,9 1,97 1414 1,69
Swedia 1474 1,96 127,1 1,52
Austria 134,1 1,79 1342 1,60
Australia 1233 1,64 1327 1,58
Norwegia 1222 1,63 64,2 0,77
Polandia 1093 1,46 125,6 1,50
Irlandia 1089 1,45 76,4 0,91
Republik Ceko 95,1 1,27 934 1,11
Denmark 90,1 1,20 84,5 1,01
Turki 85,3 1,14 1374 1,64
Finlandia 773 1,03 69,5 0,83
Hungaria 74,1 0,99 770 0,92
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Portugal 421 0,56 65,9 0,79

Slovakia 41,7 0,56 444 0,53

Selandia Baru 224 0,30 264 0,31

Yunani 20,9 0,28 63,7 0,76

Luksemburg 13,6 0,18 19,5 0,23

Islandia 35 0,05 5,6 0,07

Negara G-7 45215 60,24 5.309,0 63,34
Negara Uni 40339 53,74 4.120,2 49,16
Eropa

Total OECD 7.505.9 1G0 8.381,7 100

Sumber: Diolah dani hitp://www.oecd.org/daf/investment
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Tindakan Otoritas Pajak Dunia
Menghadapi Konvergensi IFRSs
Negara Sistem Tindakan Otoritas Pajak

Amerika Utara

Antigua dan Barbuda | Kuasi-dependen | -

Aruba Kuasi-dependen | -

Bahamas - -

Barbados Kuasi-dependen | -

Bermuda - -

Kanada Independen Otoritas pajak membuat komite
penasehat yang anggotanya berasal
dari regulator, industri dan
perwakilan lembaga akuntan untuk
mempertimbangkan dampak dari
mengadopsi [FRSs.

Kepulavan Cayman | - -

Kosta Rika Kuasi-dependen | -

Republik Dominika | Kuasi-dependen |-

El Savador Kuasi-dependen | -

Guatemaia Dependen -

Honduras Kuasi-dependen | -

Jamaika Kuasi-dependen | -

Meksiko Kuasi-dependen | -

(Income Tax) dan
Independen (Flat
Tax)

Antilles Belanda Kuasi-dependen | -

Nikaragua - -

Panama Independen -

St. Lucia Kuasi-dependen | -
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Trinidad dan Tobago

Kuasi-dependen

Amerika Serikat

Independen

Karena adopsi IFRSs dapat
mempengaruhi posisi  pajak
perusahaan, otoritas pajak
mengeluarkan petunjuk tentang hal

tersebut.

Amerika Selatan

Argentina

Kuasi-dependen

-

Bolivia

Kuasi-dependen

Brasil

Kuasi-dependen

Otoritas  pajak  mengeluarkan
petunjuk yang memberikan
informasi bahwa IFRSs tdak
berdampak terhadap penghasilan
kena pajak selama dua tahun
pertama, jika memilih  the
Transitory Tax Regime (RTT).
Dampak dari IFRSs setelah dua
tahun pertama dan buat perusahaan
yang tidak memilih RTT masih

belum pasti,

Cili

Kuasi-dependen

Otoritas pajak menyatakan bahwa
adopsi IFRSs untuk penayajian
laporan keuangan seharusnya tidak
berdampak langsung terhadap pajak
penghasilan.

Wajib pajak seharusnya
menganalisa dan mengeliminasi
penyesuaian IFRSs dalam
menghitung laba kena pajak.

Kolombia

Kuasi-dependen

Ekuador

Kuasi-dependen

Paraguay
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Peru Kuasi-dependen | Perusahan diminta untuk

mengajukan restitusi pajak
berdasarkan Peruvian GAAP. Ini
berarti bahwa adopsi IFRSs
mempunyai sedikit dampak
terhadap pajak penghasilan.
Tetapi ada wilayah dimana IFRSs
mempengaruhi posisi pajak karena
UU pajak belum secara spesifik
mengaturnya.

Uruguay Kuasi-dependen | -

Venezuela Kuasi-dependen | Adopsi IFRSs dapat berdampak
pada pajak penghasilan,

Eropa

Albania Kuasi-dependen | Tahun pertama adopsi IFRSs di
tahun 2008 mungkin menyebabkan
implikasi cash tax yang siginifikan.

Austria Kuasi-dependen | -

Belgia Kuasi-dependen | Adopsi [FRSs untuk tujuan hukum
perusahaan belurn diantisipasi.

Bulgaria Kuasi-dependen | -

Cyprus Kuasi-dependen | Ada perbedaan perlakukan pajak
atas transaksi dalam IFRS 2 dan
IAS 39.

Republik Ceko Kuasi-depeaden | -

Denmark Independen -

Estonia Independen Laba dikenakan pajak berdasarkan
distribusinya. Jumlah distribusi laba
ditentukan  berdasarkan  prinsip
dalam the Estonian GAAP yang
secara umum sama dengan IFRSs.

Finlandia Kuasi- -
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independen

Perancis Kuasi-dependen | -

Georgia Kuasi-dependen |-

Jerman Kuasi-dependen | Otoritas pajak menyatakan bahwa
perubahan besar yang dihasilkan
dari peraturan akuntansi tidak akan
meliputi penghitungan laba kena
pajak.

Yunani Kuasi-dependen | -

Hungaria Kuasi-dependen | Perusahan dimtinta untuk
mengajukan restitusi pajak
berdasarkan local GAAP. Ini berarti
bahwa adopsi IFRSs mempunyai
sedikit dampak terhadap laba kena
pajak.

Islandia Kuasi-dependen | Penyesuaian adopsi IFRSs
dihilangkan  saat  menghitung
pengasilan kena pajak saat tahun
adopsi dilakukau.

Irlandia Kuasi-dependen | Pengaturan transisi dilakukan untuk
menyebar dampak pajak dalam
rangka menghindari pengurangan
ganda biaya atau pemajakan ganda
penghasilan  selama lima tahun
periode.

[ Tsle of Man - -

Italia Kuasi-dependen | -

Lithuania Kuasi-dependen | -

Luksemburg Dependen Adopsi IFRSs secara signifikan

dapat berdampak pada posisi pajak.
Ada usulan untuk menyebar
dampak pajak tersebut dalam dua

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



Lampiran 13 ( lanjutan )

sampai lima tahun periode.

Makedonia Kuasi-dependen | -

Maita Kuasi-dependen | -

Moldova Kuasi-dependen | -

Montenegro - -

Belanda Kuasi-dependen | Dampak dari penyesuaian adopsi
IFRSs dihilangkan dalam
menghitung penghasilan kena pajak
saat tahun adopsi dilakukan, tetapi
dapat mempengaruhi penghasilan
kena pajak tergantung  dari
ketentuan pajak di tiap-tiap akun
yang dilakukan penyesuaian,

Norwegia Independen Terdapat ketentuan pajak kbusus
yang mengeliminasi dampak dari
perubahan akuntansi untuk hal-hal
tertentu.

Polandia Independen -

Portugal Kuasi-dependen | Dampak akan disebar selama lima
tahun periode. Terdapat ketentuan
pajak baru mulai 1 Januari 2010
untuk mengakomodasi IFRSs dan
perubahan sistem akuntansi.

Rumania Kuasi-dependen | -

Federasi Rusia

Independen

Perusahaan diminta menghitung
beban pajak mereka dengan
menyimpan pembukuan akuntansi
pajak yang terpisah.

Tetapi, dalam praktek, banyak
perusahaan yang membuat
pembukuan pajak  berdasarkan
pembukuan perusahaan dengan
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beberapa penyesuaian pajak.

Serbia

Kuasi-dependen

Republik Slovakia

Kuasi-dependen

Jika perusahaan IFRSs memilih
IFRSs  sebagai  dasar, saat
penyesuaian pertama seharusnya
dimasukkan dalam menghitung
pajak dengan beberapa penyesuaian

khusus.

Slovenia

Kuasi-dependen

Spanyol

Kuasi-dependen

Ketentuan pajak baru dikeluarkan
yang bertujuan untuk membuat tax

ncutral dalam masa transisi.

Swedia

Kuasi-dependen

Swiss

Kuasi-dependen

Draft ketenfuan pajak baru akan
mengijinkan [FRSs  digunakan
dalam pembukuan perusahaan yang
akan mengubah dasar dari restitusi
pajak bagi perusahaan.

Dampak pajak akan disebar sefama
tiga tahun periode.

Saat ini belum terdapat petunjuk
dari otoritas pajak dan draft akan
didiskusikan  secara  ekstensif
sebelum diundangkan.

Kuasi-dependen

Inggris Raya

Kuasi-dependen

Setiap penyesuaian transisi IFRSs
secara umum dikenakan pajak pada
tahun dilakukan adopsi dengan
beberapa pengecualian, yang dapat
disebar selama sepuluh tahun
periode.

Saat ini terdapat perundang-
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undangan perpajakan yang
mengatur konversi [FRSs dan
berusaha menetralisasi perbedaan
yang sering muncul karena proses
adopsi.  Meskipun  demikian,
beberapa perbedaan masih akan
tetap muncul.

ASIA

Afganistan

Kuasi-dependen

Armenia

independen

Perusahaan diminta menghitung
beban pajak mereka dengan
menyimpan pembukuan akuntansi
pajak yang terpisah.

Tetapi, dalam praktek, banyak
perusahaan yang membuat
pembukuan  pajak  berdasarkan
pembukuan perusahasn  dengan
beberapa penyesuaian pajak.

Azerbaijan

Kuasi-dependen

Untuk perusahaan yang mengadopsi
IFRSs, beberapa  penyesuaian
diminta untuk menentukan laba
kena pajak.

Cina

Dependen

Hongkong SAR

Kuasi-dependen

Penghasilan kena pajak berdasarkan
pada local GAAP dengan beberapa
penyesuaian diminta.

India

Kuasi-dependen

India masih dalam fase awal
mendiskusikan IFRSs untuk
keperiuan pelaporan keuangan,

| Indonesia

Kuasi-dependen

Tidak ada petunjuk dampak dari
adopsi IFRSs yang dikeluarkan
otoritas pajak.

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



Lampiran 13 ( lanjutan }

Transaksi tertentu diperlakukan
secara berbeda untuk keperluan

perpajakan.

Israel - -

Jepang Kuasi-dependen | -

Kazakhstan Kuasi-dependen | -

Korea Selatan Kuasi-dependen | Amendemen dan  penyesuaian
terhadap UU pajak.

Kyrgyztan - -

Libanon Kuasi-dependen | -

Makao SAR Dependen -

Malaysia Independen Otoritas pajak mengindikasikan
bahwa mereka mungkin akan
mempertimbangkan  konvergensi
parsial standar akuntansi untuk hal-
hal tertentu.

Pakistan Kuasi-dependen | -

Filipina Independen Otoritas pajak melakukan pelatihan
dan diskusi internal sejak tahun
2006

Qatar Kuasi-dependen | Otoritas pajak meminta entitas

untuk menyiapkan laporan
keuangan berdasarkan JFRSs dalam
restitusi pajak.

Besar penyusutan yang digunakan
untuk menghitung laba kena pajak
adalah salah satu hal yang
ditentukan oleh UU pajak dan
terdapat beberapa biaya tertentu
yang tidak dijjinkan, yang tidak
masuk dalam penghitungan
penghasilan kena pajak sesuai UU
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pajak.

Arab Saudi Kuasi-dependen | UU pajak Saudi tidak mengijinkan

penggunaan JFRSs dan penyesuaian
dilakukan  dalam  menghitung
penghasilan kena pajak berdasarkan
hukum Saudi.
Tetapi IFRSs dapat mempengaruhi
pembukuan dimana belum terdapat
petunjuk vang mengatur dalam
standar akuntansi lokal, yang dapat
menghasilkan dampak perpajakan.

Singapura Kuasi-dependen | -

Taiwan Kuasi-dependen | -

Thailand Independen Dampak dari konversi IFRSs
seharusnya sangat sedikit, meskipun
demikian terdapat beberapa
ketentuan dimana pajak mengikuti
perlakuan akuntansi.

Turki Dependen Saat ini belum ada drat peraturan
baru untuk merespon adopsi IFRSs.

Uzbekistan Dependen -

Vietnam Kuasi-dependen | -

Palestina Kuasi-dependen | -

AFRIKA

Angola - -

Botswana Kuasi-dependen | -

Kanerun Kuasi-dependen | -

Pantai Gading Kuasi-dependen | -

Demokratik Kongo | Kuasi-dependen | -

Mesir Independen -

Guinea - -

Gabon Kuasi-dependen | -
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Ghana Dependen -

Kenya Dependen -

Madagaskar Kuasi-dependen |-

Malawi Kuasi-Dependen | -

Mauritius Kuasi-dependen | Dibuat beberapa penyesuaian yang
diantaranya meliputi; beberapa non-
lax deductible item, fair value gains
dan lossess, non taxable/tax
deductible.

Maroko Kuasi-dependen | -

Mozambik Kuasi-dependen | -

Namibia Kuasi-dependen | -

Nigeria Kuasi-dependen | Adopsi IFRSa belum diantisipasi
oleh otoritas pajak. Perusahaan di
Nigeria masih diminta menyimpan
pembukuan  berdasarkan  local
GAAP.

Republik Kongo - -

Senegal - E

Afrika Selatan Kuasi-dependen | Perundang-undangan  perusahzan
sedang diubah yang kemupgkinan
akan mempengaruhi pajak
perusahaan.

Swaziland Kuasi-dependen | -

Tanzania Kuasi-dependen | -

Uganda Kuasi-dependen | -

Zambia - -

Zimbabwe Kuasi-dependen | -

OCEANIA

Australia Independen Laba kena pajak didasarkan atas

hukum pajak meskipun IFRSs
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mungkin berpengaruh pada
beberapa penghitungan, dimana
nilai dihitung berdasarkan standar
akuntansi.

Selandia Baru

Kuasi-dependen

Sumber: diolah dari data IFRS Adoption 5y Country - PricewaterhouseCoopers
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Daftar Exposure Draft
Tahun 2005
Tanggal Dikeluarkan Nama Exposure Draft

1. 2 Juni 2005 Basic Standard
2. 22 Juni 2005 Foreign Currency Translation
3. 22 Juni 2005 Segment Reporting
4. 22 Juni 2005 Presentation of Finanicial Statements
5. 19 Juli 2005 Impairment of Assets
6. 19 Juli 2005 Business Combinations
7. .19 Juli 2005 Consolidated Financial Statements
& 19 Juli 2005 Biological Assets (Agriculture)
9. 19 Juli 2005 Exploratior for Oil and Natural Gas
10. 19 Juli 2005 Investment Property
11. 19 Juli 2005 Donation and Subsidies
12. 20 Agustus 2005 Insurance Contracts
13. 20 Agustus 2005 Reinsurance Contracts
14. 20 Agustus 2005 Ermployee Benefits
15. 20 Agustus 2005 Enterprise Annuity
16. 20 Agustus 2005 Eaming per Share
17. 20 Agustus 2005 Income Tax
18. 23 September 2005 Recognition and Measurement of Financial

Instruments
19. 23 September 2005 Transfer of Financial Assets
20. 23 September 2005 Hedge Accounting
21, 23 September 2005 Presentation and Disclosure of Financial

Instruments

Sumber: http://www.iasplus.com
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Indian Accounting Standards
per bulan Oktober 2600
Indian Accounting Standards Imtermational Accounting Standards
No. Nama No. Nama
. Disclosure of Accounting : Presentation of Financial
Policies Statements
Valuation of Inventories Inventories
6 | Depreciation Accounting Depreciation Accounting
3 | Cash Flow Statements 7 Cash Flow Statements
Net Profit or Loss for the Net Profit or Loss for the
8 Period, Prior Period Items and e Period, Fundamental Errors
Changes in Accounting and Changes in Accounting
Policies. Policies
Contingencies and Events
Events after the Balance Sheet
4 | Occurring after the Balance 10
Date
Sheet Date
Accounting for Construction :
7 11 | Construction Contracts
Contracts
17 | Segment Reporting 14 | Segment Reporting
10 | Accounting for Fixed Assets 16 | Property, Plant and Equipment
19 | Leases 17 | Leases
9 | Revenue Recognition 18 | Revenue
Accounting for Retirement
15 | Benefits in the Financial 19 | Employee Benefits
Statements of Employers
¢ Accounting for Government
Accounting for Government )
12 20 | Grants and Disclosure of
Grants )
Government Assistance
I Accounting for the Effects of ) The Effects of Changes in
Changes in Foreign Exchange - Foreign Exchange Rates
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Development

Rates
Accounting for ] L

14 . 22 | Business Combinations
Amalgamations

16 | Borrowing Costs 23 | Borrowing Costs

18 | Related Party Disclosures 24 | Related Party Disclosures

13 | Accounting for Investments 25 | Accounting for Investments
Accounting for Research and .

8 38 | Intangible Asset

Surnber: http://www.iasplus.com
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Lampiran 16

Standar / Interpretasi Tanggal Efektif Rencana
IASB Tanggal Efektif
di Malaysia
IFRS 8 Operating Segments 1 Januari 2009 1 Juli 2009
1AS 39  Financial  Instruments; | 1 Januari 2005 | 1 Januad 2010
Recognition and Measurement
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures | 1 Januari 2007 | 1 Januari 2010
IFRS 4 Insurance Contracts 1 Januari 2005 | 1 Januari 2010
IFRIC Interpretation 9 Reassessment of | 1 Juni 2006 1 Januar 2010
Embedded Derivatives
IFRIC Interpretation 10 Interim Financial [ 1 Nopember 1 Januari 2010
Reporting and Impairment 2006
IAS 23 Borrowing Cost (revised) 1 Januari 2009 | 1 Januan 2010
Amendment to IFRS 2 Share-based | 1 Januari2009 | 1 Januar 2010
Payment - Vesting Condition and
Cancellations
IFRIC Interpretation 11 IFRS 2 — Group | 1Maret2007 { 1 Januari 2010
and Treasury Share Transactions
IFRIC  Interpretation 12  Service | 1 Januari 2008 | 1 Januari 2010
Concession Agreements
IFRIC Interpretation 13 Customer Loyaity 1 Juli 2008 1 Januari 2010
Programmes
IFRIC Interpretation 14 FRS 119 — The | 1 Jaouari 2008 | 1 Januan 2010
Limit on a Defined Benefit Asset ,
Minimum Funding Requirements and
their Interaction
IAS 1  Presentation of Financial | 1 Januari2009 | 1 Januari 2010
Statements (revised)
Amendments to [FRS 1 and IAS 27 Cost ] 1 Januari 2009 | 1 Januari 2010
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of an Investment in a Subsidiary, Jointly
Controlled Entity or Associate

whether an Arrangement Contains a Lease

Annual Improvements to IFRSs 1 Januari 2009 | 1 Januari 2010
Amendments to JAS 32 and IAS 1:| 1 Januari200% | 1 Januari 2010
Puttable Financial Instuments and

Obligations arising on Liquidation

Amendments to TAS 39: Eligible Hedged 1 Juli 2009 1 Januari 2010
Items

Amendments to IAS 39 and IFRS 7: 1 Juli 2008 1 Januari 2010
Reclassification of Financial Assets

Amendments to IFRS 7 Improving| 1 Januari2009 | 1 Januar 2010
Disclosures about Financial Instruments

Amendments to IFRIC 9 and IAS 39{ 30 Juni 2009 1 Januari 2010
Embedded Derivatives

IFRS 3 Business Combinations (revised) 1 Juli 2009 1 Juli 2010
IAS 27 Consolidated and Separate 1 Juli 2009 1 Juli 2010
Financial Statements

IFRS 1 First-time Adoption of IFRS | 1 Jamuari2009 1 Juli 2010
(revised)

IFRIC Interpretation 15 Agreements for | 1 Januari 2009 1 Juii2010
the Construction of Real Estate

IFRIC Interpretation 16 Hedges of a Net | 1 Oktober 2008 1 Juli 2010
Investment in a Foreign Operation

IFRIC Interpretation 17 Distributions of 1 Juli 2009 1 Juli 2010
Non-cash Assets to Owners

IFRIC Interpretation 18 Transfers of | 1 Juli 2009 1 Juli 2010
Assets from Custormers

IAS 41 Agriculture 1 Januari 2003 belum ada
IFRIC Interpretation 4 Determining | 1 Januari 2006 belum ada

Sumber: http://www.jasplus. com

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011
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Proyeksi Distribusi PMA Tahunan 2007 — 2011

Negara Milyar US$ Peringkat

Cina 86,8 3

Hongkong SAR 48,0 8

Rusia 314 i3
Brasil 27,5 14
Singapura 27,1 15
Meksiko 22,7 17
India 204 18
Turki 20,0 20
Thailand 8,9 27
Korea Selatan 7,2 31
Taiwan 7,1 32
Malaysia 6,8 34
INDONESIA 6,6 36
Vietnam 6,5 38
Filipina 24 55
Kenya (urutan terbawah) 0,1 82

Sumber: Basri (2009) dikutip dari Economist Intelligence Unit

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



Investasi Masuk dan Keluar Indonesia
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Talun Investasi Keluar Investasi Masuk Investasi Neto
Dari Indonesia Ke Indonesia Indonesia

1998 - -241 - 241
1999 - - 1,865 - 1,865
2000 - -4,551 - 4,551
2001 - -2,977 -2,977
2002 - 145 145
2003 - - 597 - 597
2004 - 3,408 1,896 - 1,512
2005 - 3,065 8,336 5,271
2006 -2,703 4,914 2211
2007 - 4,790 6,928 2,139
2008 - 5,900 7919 2,019

Keterangan: dalam milyar dollar Amerika

Sumber: UNCTAD, World Investment Report {(2009)

Motif kon;/ergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011
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Rasio Stok Investasi terhadap GDP Sejumlah Negara

Negara Rasio Stok Investasi
Terhadap PDB (%)

INDONESIA 52

India 5.7

Bangladesh 6,3

Sri Lanka 10,9
Cina 11,1
Pakistan i1,4
Taiwan 14,2
Filipina 146
Peru 20,7
Brasil 20,8
Venezuela 25,0
Argentina 274
Thailand 33,0
Maiaysia 36,0
Ekuador 399
Kamboja 41,6
Bolivia 446
Vietnam 548
Chili 554
Singapura 1590
ASIA 249
AMERIKA SELATAN 26,0

Sumber: UNCTAD, World Investment Report (2007)

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011



Kondisi Sektor Keuangan Dunia
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Tahun 2009
Portfolio Stocks
Market capitalization Investment, Traded,
Negara of listed Equity Total
domestic companies ( BoP) Value
Milyar USS | (% GDP) | Milyar US$ | (% GDP)
Amerika Serikat 15.077,300 1058 160,534 3278
Cina 5.007,650 100,5 28,161 179,7
Jepang 3.377,890 66,7 12,432 82,7
Inggris Raya 2.796,440 128,6 64,966 156,5
Hongkong SAR 2.291,580 - 4,123 -
Perancis 1.572,040 74,4 68,285 51,6
Kanada 1.680,960 125,8 23,349 92.8
Jerman 1.297,570 38,8 11,806 38,5
Spanyol 1.297,230 88,8 9,378 109,5
Australia 1.258,460 136,1 - 824
India 1.179,240 90,0 21,111 83,1
Brasil 1,167,330 74,3 37,071 41,3
Swiss 1.070,690 - 9,241 -
Afrika Selatan 704,822 246,5 9,357 1198
Singapura 310,766 170,5 - 1384
Malaysia 255,952 133,6 - 38,1
INDONESIA 178,191 330 0,787 213
Thailand 138,189 524 1,871 51,1
Filipina 80,132 499 - 10,7
Total Dunia 48.713,700 - 712,775 1419

Catatan: Listed domestic companies tidak termasuk investment companies, mutual funds alau

collective investment vehicles lainnya

Sumber: World Bank

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011
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Urutan Daya Saing 58 Negara

Negara 2007 2008 2009 2010
Singapura 2 2 1
Hongkong 3 2 2
Amerika Serikat 1 1 3
Australia 12 7 7 5
Taiwan 18 13 23 8
Malaysia 23 19 18 10
Cina 15 17 20 18
Korea Selatan 29 31 27 23
Thailand 33 27 26 26
Jepang 24 22 17 27
India 27 29 30 31
INDONESIA 54 51 42 35
Filipina 45 40 43 39
Venezuela 55 58 57 58

(2010)

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011

Sumber; Intemational Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook
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Skor Corporate Governance Sejumlah Negara Asia 2000 — 2003

Negara 2000 2§01 2002 2003
Singapura 1.5 74 7.4 7.7
Hongkong 7.1 6.8 7.2 7.3
Taiwan 5.7 5.3 5.8 58
India 5.6 5.4 59 6.6
Korea Selatan 52 38 4.7 5.5
Malaysia 32 3.7 4.7 55
Cina 3.6 34 44 43
Thailand 238 37 38 4.6
Filipina 2.9 3.3 36 3.7
INDONESIA 2.9 3.2 29 3.2

Catatan; Skor yang digunakan 0 (terburuk) hingga 10 (terbaik)
Sumber: Basri (2009) dikutip dari CLSA

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011
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ED PSAK Revisi Berbasis IASs/IFRSs

2010

No. { Exposure Draft SAK | Public Hearing Referensi

1. | PSAK 3 (Rewisi 2010), 27 April 2010 | IAS 34, Interim Financial
Laporan Keuangan Reporting
Interim :

2. 1PSAK 18 (Rewvisi| 27 Apnl2010 [IAS 26, Accounting and
2010), Akuntansi dan Reporting by Retirement
Pelaporan Program Benefit Plans
Manfaat Purnakarya

3. |PSAK 24 (Revisi| 27 Apnl 2010 ; IAS 19, Employee Benefits
2010), Imbalan Kerja

4, | PSAK 60; Instrumen 14 Juli 2010 IFRS 7, Financial
Keuangan: Instruments: Disclosures
Pengungkapan

5. |PSAK 50 (Revisi 14 Juli 2010 IAS 32, Financial
2010), Instrumen Instruments: Presentation
Keuangan: Penyajian ‘

6. |PSAK 53 (Revisi; 14 Juli2010 |[IFRS 2,  Share-based
2010), Pembayaran Payment
Berbasis Saham

7. | PSAK 8 (Revisi 2010), { = 14 Juli 2010 | IAS 10, Events After the
Peristiwa Setelah Reporting Period
Tanggal Neraca :

8 |PSAK 46 (Revisi| 30 Agust 2010 | IAS 12, Income Taxes
2010), Pajak
Penghasilan

9. |PSAK 61 (Revisi| 30 Agust 2010 | IAS 20, Accounting for
2010), Akuntansi Governmeint Grants  and

Hibah Pemerintah dan

Disclosure of Government

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011
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Pengungkapan Bantuan Assistance
Pemerintah

10. |PSAK 63 (Revisi | 30 Agust 2010 | IAS 29, Financial
2010), Pelaporan Reporting in
Keuangan dalam Hyperinflationary
Ekonomi Hiperinflasi Economies

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Motif konvergensi..., Rizki Piet Darmawan, Pascasarjana Ul, 2011
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